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SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

PROVIN SI ]AWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

- SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dengan adanya perubahan pada bagan akun
standar persediaan 'dan aset tetap pada Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah yang belum terakomodir
dalam Peraturan Bupéti Karanganyar Nomor 98 Tahun
2019 tentang Sistem dan Pro;sedur Akuntansi Pelaporan
dan Pertanggungj»awabarivé Ke'uangan Kabupaten
Karanganyar, sehihgga péflu iadanya pedoman baru yang
mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
bahwa  berdasarkan - pertimbangan sebagéimana
dimaksud dalam huruf a, perlu m’énetapkan Peraturan

Bupati tentang SiStem Akimtansi Pemerintah Daerah;

Undang-Undang : Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Llngkungan Provinsi Jawa Tengah; |

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 42’86);, N ;
Undang-Undang Nomor 1 “Tahun - 2004 = tentang

Perbendaharaan - Negara (Lembai‘an Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran NegararvRepublik’Indonesia :
Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan ‘antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik'~ '

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan L’embafanj
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenténg
Pemerintahan Daerah (LembAarank Negara Republik'
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Uridang Nomor 9 Tahun 2015 tenténg Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun- 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaah Keuangan Badan k‘Layanan Umum
(Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340); |
Peraturan Pemerintah Norhor 55 _‘Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lerhbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4575);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20»06
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); '

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah '(Lembaran Negaré.
Republik = Indonesia Tahuﬁ 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272); |

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentahg
Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pcngelolaah Keuangan Daerah;




Menetapkan :

16. Peraturan Menteri Dalam‘Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG ~ SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
 Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan = urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupaﬁ Karanganyar.
Pengguna Anggaran adalah pejébat pémegang kewenangan
penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
kdipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak
dalam kapésitas sebagai bendahara umum daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah} yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian-tugas BUD.
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Kuasa Pengguna Anggéran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewénangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Satuan Kerjé Perangkat Daerah. ,

Pejabat Penatausahaan Keuahgan' Satuan Kerja Pera'ngk'at
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat padé unit kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengén bidang tugashya.
Akuntansi adalah proses identiﬁkasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtiséran transaksi dan
kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya. '

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan Iapdran keuangan pemerintah.
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri
Keuangan yarig bertujuan untuk memberikan pedoman bagi
Pemerintah dalam rangka penyusunan Siétern Akuntansi
Pemerintahan yang mengacu pada. SAP berbasis Akrual dan
penerapan statistik keuangan Pemerintah Daerah untuk
penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara

nasional.

~Sistem Akuntansi Pemerintahan Daérah yang selanjutnya

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, - peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampéi dengan pelaporan keuangan di lingkungan brganiSasi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar.




15.

16.

17.

18.

19.

20.
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20.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya dlsmgkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan -
yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggarakn‘ dah pelaporan keuangan Pemerintah
Daeréh. ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang s_elanjutnya
disingkat APBD adalah rencana Kkeuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), dan ditetapkan dengén peraturan daerah. |
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rékening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembéli oleh -
Pemerintah. j A |
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum -
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembéyarannya kembali oleh Pemerintah.
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibaya;
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. ‘
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak 'perlu dibayar
kembali. . | ' |

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban. R

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang
bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering
atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh

entitas bersangkutan.
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Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh; baik oleh
Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk pényediaan’ jasa bagi masyarakét
umum dan sumber-sumber daya vyarig dipelihara ‘karena
alasan sejarah dan budaya. 2 |

Investasi adalah pengguhaan} aset urituk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial, dah/atau , manfaat lainnya,k sehingga dapat
menibngkatkan kemampuan Pemerintah - Daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat

Kewajiban adalah utang yang timbul dari perlstlwa rnasa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

‘daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan ber31h Pemermtah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun /pos yang 'tersaji dalam iaporan keuangan entitas

menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

PenyeSuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir

periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaah, piutang,

utang, dan yang lain yang berkaitan ~dengan adanya

perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada
transaksi berjalan atau pada‘periode yang berjalan. |

Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang -mengakui
pengaruh transaksi dan ’peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh -

transaksi dan peristiwa lairinya pada saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar.
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38.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis Akuntansi yang

mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas

‘'serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis

akrual. ,

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan
pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode. | ;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSALkadalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang ineriyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporén rriengenai asét, kewajiban,
dan ekuitas' pada tanggal tertentu. ;
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengénai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan  dalam  pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entifas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu
periode Akuntansi, dan saldo kas dan.  setara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yanr'g selanjutnya disingkat LPE
adalah = laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri - dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CalLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan

LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
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Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria

| pencatatari suatu kejadian _atau peristiwa dalam catatan

Akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, sebagaimana akan

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan Yangv

‘bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam lapofan
keuangan. | ‘

Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna.

‘Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang. |

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan

 keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari

1 (satu) atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan
yang menurut ketentuan Peraturah Perundéng-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah

pada bank yang ditetapkan.
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Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang
selanjutnya  disingkat SP3B  merupakan dokumen

permintaan pengesahan atas Laporan Realisasi Pendapatan

~dan Belanja.

~Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya -

disingkat SP2B merupakan dokumen pengesahan atas
Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja.

Surat PernYataan Telah Menerima Hibah ‘yang selanjutnya
disingkat SPMTH merupakan dokumen 'yang mengakui telah
menerima hibah dana BOS Reguler.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip,

dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh

Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun - dan

menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka

meningkatkan Kketerbandingan laporan keuangan terhadap

anggaran, antar periode maupun antar entitas.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) SAPD terdiri dari :

a. Sistem Akuntansi SKPD;
b. Sistem Akuntansi PPKD; dan
c. BAS.

(2) Ketentuan mengenai SAPD sebagaimana dimaksud vpada

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3 huruf a terdiri dan

e

o o o

o S RN S

‘Pasal 4

Sistem Akuntan81 SKPD sebagalmana dlmaksud dalamf

~a. teknik pencatatan;

- pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan LO
. pendapatan LRA : B

. beban dan belanja; -

piutang;' '

persediaaﬁ; v

asét tetap;-

. aset lainnya;

. kewajiban' .

e eku1tas

k. koreksi kesalahan dan

L penyusunan laporan keuangan SKPD

(2)

Sistem Akuntansi PPKD sebagalmana dlmaksud dalam , |

Pasal 3 huruf b terd1r1 dari :

“a. teknik pencatatan

o

::r“m:-'vrbg.o'

. pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan -LO;
. pendapatan -LRA;

. beban dan belanJa

. transfer |

pemblayaan; .

. investasi; o

. kewajiban;

korek31 dan penyesualan, :

e
.

- J- penyusunan laporan keuangan PPKD dan

: k.‘penyusunan laporan keuangan konsohdasmn pemenntahv ‘

. daerah

Pasal 5

(1) BAS - sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

merupakan pedoman bagl Pemermtah Daerah dalam
elakukan kodefikasi mencakup . akun yangry

menggér,ribarkaﬁ struktur laporan 7 keuangan secara

lehgkap."



: (2) BAS sebaga1mana ‘dimaksud pada ayat (1) ndiguhakan

‘ untuk

" a. Pencatatan transaksi pada buku jurnal;

b,

Pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran

pada neraca saldo; dan -

" ¢.. Penyajian padalaporan keuarnvgan.

- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas level

1 (satu) sampai dengan level S (lima), meliputi :

a.
b.
- c
d.

€.

~Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;» e

' Level 3 (tiga) menunjukkan kode j Jems

Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek dan

Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

4) Kode akun sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) huruf a,

terd1r1 atas

a

b.

= R

[
.

Akun 1 (satu) menunJukkan Aset

Akun 2 (dua) menunjukkan Kewaﬂban

~c. Akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas;
d.

Akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan -LRA;
Akun 5 (lima) menunjukkan Belanja
Akun 6 (enam) menunjukkan Transfer;

Akun 7 tujuh)' menunjukkan Pembiayaan;

( |
. ’_‘Akun 8 (delapan) menunjukkan Pendapatan-LO; dan
( ,

Akun 9 (Sembilan) menunjukkan Beban. -

G BABII
B KETENTUAN PENUTUP

Paéal 6

: Pada saat Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku ‘maka. Peraturan‘

Bupat1 Karanganyar Nomor 98 Tahun 2019 tentang S1stem dan

/.Prosedur Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung]awaban,

Keuangan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten

‘ ; Karanganyar Tahun 2019 Nomor 98}, d1cabut dan dmyatakan a
- tidak berlaku. ‘




Peraturan

diundangkan.

Agar  setiap
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

Bupati

orang

Pasal 7

ini mulai berlaku pada  tanggal

mengetahuiriya,

memerintahkan

 dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal / Z

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
"~ SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KA

RANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

~-

A -

«

L4

- ZULFIKAR HADIDH,S.H.

NIP.1975031 1

199903 1 009

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Q’M/Zl' 40D

- BUPATI KARANGANYAR,

ttd -

JULIYATMONO

W' dodw

* BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 6 &

-

- [E]8]
ey
o E]%E‘:

mE
i




| LAMPIRAN B |
_-- -* - PERATURAN BUPAT] KARANGANYAR
. NOMOR @5 TAHUN 2020
- TENTANG

SISTEM AKUNTANSI "EMERINTAH DAERAH

I. SISTEM AKUNTANSI SKPD -

Sistem Vékuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset,
kewéjiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan lapi)ran
keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintéhan (SAP).
Sistem  akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuniansi pokok sebagai
berikut: , ’
A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan — LRA SKPD;

B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;

C. Akuntansi Kas dan Setara Kas SKPD;

D. Akuntansi Piutang SKPD; |

E. Akuntansi Persediaan SKPD;

F. Akuntansi Aset Tetap SKPD;

G. Akuntansi Aset Lainnya SKPD;
'H. Akuntansi Kewajiban SKPD;

[..  Akuntansi Ekuitas SKPD;

J.  Akuntansi Koreksi Kesalahan;

K. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
‘L. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran
secara berpasangan (double entry) dengan pertimbanran kepraktisan d.—,m
pertlmbangan biaya manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat

‘diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD; |

2. ,Perigendalian pelaksanaan’ anggaran yang merupakan salah satu
tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah di akomodasi pada
sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.
. Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan
kas yang merupékan Pendapatan LRA ‘'maupun pcageluaran kas yang
merupakan Belanja: dan Pembiayaan. dibukukan secara berpasangan

(dduble entry) pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”



'A. AKUNTANSI PENDAPATAN - LO DAN PENDAPATAN - LRA SKPD

1. Pihak Terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas menetapkan SKP-Daerah

(Surat Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan

Retribusi) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan

menyerahkan kepada wajib pajak/retribusi, dan ditembuskan

kepada Bendahara Penerimaan dan PPK-SKPD.
b. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas

1} Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada

SKP/SKR -Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi;

D) Menerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah

tanpa penetapan,;

3) Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti lain yang sah

dan Surat Tanda Setoran (STS);

4) Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang

sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;

5) Menyetorkan uang yang diterimanya dengan Surat Tanda

Setoran (STS) ke Kas Daerah;

'6) Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan

menyampaikan ke BUD;

7) Menyerahkan tembusan dokumen Tanda

Penerimaan/tanda buktl lain yang sah serta STS yang sudah

diotorisasi oleh Bank kepada PPK-SKPD;
8) Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari

Pajak/Retribusi jika pendapatan disetorkan langsung ke

Rekening Kas di Kas Daerah. .
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD)

'Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan

Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan/atau

dokumen lain yang dipersamakan;



~ 2) Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/tanda
bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank
dari Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yang
sah dari Wajib Pajak/Retribusi,

3} Membuat dokumen akuntansi/Memo " Jurnal berdasarkan
tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen
pengakuan yang diterbitkannya;

4) Untuk PPK-SKPD yang menangani dana kapitasi FKTP dan
BLUD ményiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan
dan Belanja (SP3B) yang disampaikan kepada PPKD;

5) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap
transaksi;

6) Melakukan pos'ting atas transaksi sesuai dehgan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar.

d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lairinya
Dalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran atas
kewajibannya dan menerima tanda bukti penérimaan.
e. PPKD selaku BUD '
' Dalam Kegiatan ini-mempunyai tugas: ,
1) Menerima STS yang telah diotorisasi oleh Bank dari Bendahara
Penerimaaﬁ_ dan Nota Kredit dari Bank;
2) Melakukan pengesaihén terhadap pendapatan yang diterima
langsung SKPD/unit SKPD yang tidak melalui RKUD
berdasarkan SP3B yang diusulkan kepala SKPD.

2. Prosedur Akuntansi ‘ : | ,
a. PPK-SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak

Pemerintah Daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan
Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat} Ketetapan Retribusi (SKR)
dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima;

b. PPK-SKPD  membuat dokumen | akuntansi/Memo Jurnal
berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari
Bendahara Penerimaan, dokumen pengakuan lainnya selain Surat

Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi




(SKR) dan Slip .Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib
Pajak/Retribusi; A

c. PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan
dokumen akuntanéi'/ Memo Jurnal; |

d. PPK-SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun

‘yang bersangkutan ke Buku Besar.

. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada

Akuntanéi Pendapataﬁ—LO dan Pendapatan—LRA SKPD meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah);

b. Surat Ketetapan Refribusi-Daerah ( SKR-Daerah) ;

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjian
éewa; ' 1

d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);

e.. Surat Tanda Setoran (STS);

f. Bukti setoran lainnya.

. Pencatatan Transaksi _

Pencatatan transaksi atas Pendapatan-LO = dilakukan dengan
memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak
Pemerintah Daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan.
Pengakuan p'endapatan—LO ini didasarkan pada dokumen
akuntansi/Memo Jurnal 'ya‘ng dibuat oleh PPK-SKPD sesuai
dokumen sumber yang diterima.- ‘

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas, pencatatan transaksi atas
, Péndapatan—LQ di SKPD sesuai kondisi transaksi dan prosedur
‘akuntansi dapat _dilakukan dengan tiga kondisi berikut ini:

a. Pendapatan - LO di‘akui dan dicatat sebelum penerimaan kas;

- Pencatatan ini dilakukan vapabila’ dalam hal proses transaksi
Pendapatan Daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan
hak pendapatan dan penerimaan kas, dirhana penetapan hak
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan - LO diakui
pada saat terbit atau_diteriménya dokumen penetapan walaupun
kas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan

dengan jurnal berikut ini:



1) Pada saat penetapan hak
Saat terbit atau diterimanya SKP/SKR Daerah atau dokumen

penetapan lainnya dicatat dengan jurnal:

Piutang Pendapatan.................. rdeeeens XXX 1

Pendapatan = LO.....cccoveiviniiniinnnnns , XXX

| 2) Pada saat penerimaan kas- ‘
Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran
melalui Bendahara Penerimaan dan c'literbitk‘annya Tanda

Bukti Penerimaan dicatat dengan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan............. XXX

Piutang Pendapatan.......c.c.ccocevuennnne XXX

Atau apabila pembayaran langsung ke Kas Daerah dan
diterbitkannya STS dicatat dengan jurnal:
. R/KPPKD L © XXX

Piutang Pendapatan XXX

Akun Kas di Bendahara Pencrimaan digunakan saat Wajib
Pajak/Retribusi melakukan penyetoran melalui Bendahara
Pénerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Wajib
Pajak/Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekening Kas
di Kas Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran
atau surat tanda setoran, PPK-SKPD juga sekaligus mengakui
dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA
yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL ................. _ XXX

Pendapatan = LRA..........ciiviniviinnnennnnn. : XXX

- b. Pendapatan-LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan kas
- Pencatatan ini dilakukan apabila tidak terdapat dokumen

penetapan (SKPD/SKRD), maka pendapatan-LO diakui pada saat
kas diterima. - '



Kebijakan akuntansi  terkait pengakuan pendapatan-LO
 bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukaﬁ atas
transaksi dengan pertimbangan:

1) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyali tingkat
ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi.
Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta
prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan
secara konservatirf, maka atas transaksi yang mempunyai
perbedaan waktu antara pengakuanv pendapatan dan
penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan
akuntansi pengakuan -pendapatan secara bersamaan saat
diterimanya kas. |

2) Tidak ada dokumen penetapan
Beberapa:pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan
seperti pajak dan retribusi- daerah _dengan sistem  self
assesment atéu dokumen penetapan .tidak diterima oleh
fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi
tersebut dapat dilakukan perlakﬁan akuntansi pengakuan

pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang

dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas

pertimbangan kepraktiéan dan pertimbangan biaya dan manfaat.
 Pencatatan oleh PPK-SKPD jika Penerimaan Kas melalui

Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

a) Pada saat terdapat penyetoran pendapatan fnelalui Bendahara
Penerimaan dengan dasar pencatatan Bukti Penerimaan maka
hak atas pendapatan - LO juga diakui dengan melakukan

jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan.......ccoeeeviivnnnees XXX -

Pendapatan — LO......cccoeeninineinn, SUTE _ XXX
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b)

Pada saat Bendahara Penerlmaan menyPtorkan kas ke Kas

Umun Daerah yang dlkelola Bendahara Umum Daerah (BUD)’

dengan dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) maka

7' dilakukan jurnal sebagai berikut :

c)

CR/KPPKD .ot XXX

Kas di Bendahara Penerimaan............... : XXX

Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagai

baglan dari umt yang mempunya1 fungsi perbendaharaan

‘PPK-SKPD juga sekahgus mengakul dan mencatat penerlmaan

tersebut sebagai kpendapatan — LRA yang dllakukan dengan |

‘ membuat jurnal sebaga1 berikut :

- Perubahan SAL. i i e iieesiaein XXX

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan

" LO bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun

harus dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerirr}aan

kas yang telah‘ diakui sebagai pendapatan periode sebélumfnya,

penerimaan kas yang belum merupakan hak atau pendapatan

- LO dan pendapatan yang sudah menjadi hak namun kas belum

. dlterlma Pemerintah Daerah pada perlode pelaporan.

1)

Penerimaan kas yang telah d1aku1 sebagai pendapatan LO

| perlodc %ebelumnya -

Jika. pada perlode akuntansi terdapat penerimaan kas yang
~dlcatat sebaga1 pendapatan LO karena diakui pada saat
penenmaan kas, padahal telah dlakul sebagal Pendapatan LO
dan mengakui plutang pendapatan pada periode sebelumnya, ‘

.,maka atas transaksi tersebut harus dilakukan koreksi:

Pendapatan =LO.................... Veirivetaieesrinsl RXX

Piutang Pendapatan............ ERTTTTURUCU ) XXX




‘2) Koreksi Péndapatan yang belum merupakan hak ,
Jika pada akhir tahun kterda’pat pe.ndapatanr kLO yang
secharusnya belum merupakan hak pada periode pelaporan
yang bérsangkutan' maka harus dilakukan koreksi.’
:Pengakuan Pendapatan - LO yang belum merupakan hak

pada periode pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal

sebagai berikut:

- Pendapatan = LO..........c....coieee, PYPTORIN | XXX

Pendapatan Diterima Dimuka.......... . XXX

3) Penyesﬁaian Pe_ndapatan yang sudah menjadi hak
J ika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya
sudah merupakan hak pada >periode akuntansi yang
‘bersangkutan maka  harus dilakukan pényesuaian.
 Pengakuan Pendapatan -LO yang sudah menjadi hak pada
| ,periode akunténsi yang bersangkutan tersebut dijurnél

sebagai berikut:

- Piutang Pendapatan.........covviiiiinneenn. e XXX

Pendapatan —LO.......cccoviivneiiiinnenns XXX

c. Pendapatan - LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas
Pencatatan ini ,‘dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan‘daerah :terjadi perbedaén‘ waktu antara penetapan

- hak "penda’patan daerah dén penerimaan Kas Daerah. Kas telah
diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai
pendapatah ’karené belum menjadi hak Pemerintah Daerah. Oleh
sebab itu Pendapatan-LO akan ‘diakui" pada saat pendapatan

- telah menjadi hak Pemerintah Daerah. | |
Pencﬁatatan ini dilakukan oleh PPK-SKPD kdengankcara melakukan

jurnal seperti di bawah ini:

~Kas di Bendahara Penerimaan............ elieesaieiens XXX

Pendapatan Diterima Dimuka............. ... XXX




Atau dengan jurnal berikut ini apabila penerimaan ini langsung
disetor oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga ke Kas
~ Daerah: '

R/K PPKD..iiiiiiniiiiiiiiiiiiiie i inncrinennsennas cereees XXX

Pendapatan Diterima Dimuka................... XXX

Pada saat penerimaan kas, PPK-SKPD juga sekaligus fnengakui
dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA

yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL................. PN [ETTTTRE XXX

~ Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka
PPK-SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untuk
menjadi dasar pencatatan -atas pengakuan hak tersebut sesuai
dengan ‘dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan
pengakuan hak atas pendapatan’ tersebut dilakukan dengan

membuat jurnal berikut ini:

Pendapatan Diterima Dimuka.................... eei XXX

Pendapatan — LO.......occeviniinn. [T v XXX

‘Setelah dilakukan pencatatan dalam buku Jurnal maka PPK-
SKPD melakukan posting untuk mengklasifikasikan akun sesuai

| dengan jenisnya ke dalam Buku Besar.

. Pendapatan-LO diakui dan dicatat ketika penerimaan kas tidak
melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) |

.Berdasarkanbesaran- pendapatan yang telah disahkan oleh BUD
dalam Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja maka PPK-

SKPD akan menjurnal:

Kas di Bendahara XXX
Pendapatan = LO......ccovvuviiiiniinininniiininn, XXX

Perubahan SAL XXX
- Pendapatan Dana............. o XXX




'B. AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA SKPD

1 Plhak Terkalt ' o
o a Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kepala UPT sclaku

. Kuasa Pengguna Anggaran

i Dalam keglatan ini mempunyai tugas memberlkan pengesahan atas

g pengcluaran anggaran dan kewajlban yang sudah timbul dari setiap

. transaksi yang ada di lingkungan SKPD yan‘g dipimpinnya melalui |
dokumen SPM dan Pengesahan SPJ. ‘ '

b Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengcluaran Pembantu

Dalam. kegiatan ini mcmpunyax tugas:

o

ie 2V)v Menenma bukti.- tag1han dari PPTK/ dokumen pembayaran
’, g dan/atau dokumen sumber lainnya.
1 3) Membuat Surat Permmtaan Pembayaran (SPP UP/GU/’I‘U/LS)
» "kdan menyerahkannya kepada PPK-SKPD untuk dilakukan
3 verxﬁkam | | RSl ’
%'4) Membuatkan dokumen  surat pertanggung]awaban beserta
: tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen
5 'sumber lamnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk
G di 1akukan ver1f1kasx '
| 5) Melakukan pembayaran terhadap taglhan yang diterima dengan
uang persedlaan berdasarkan Nota Pencalran dana (SKPD) yang
frl telah dlSGtU_]Lll dan dltandatangam oleh PA dan/atau KPA. '
6) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan
~ prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas’
taglhan yang diterimanya. | ' . 7
7) Menyerahkan ‘tembusan dokumen tagihan dan kdokumen
5 pembayaran sepert1 SPQD yang d1ter1manya/ dokumen sumber
R 'lamnya kepada PPK SKPD. V '
G PPTK -
a 'Dalam keglatan ini mempunya1 tugas :
: 1) Melaksanakan program dan keglatan
. 2) Mengendahkan pelaksanaan keglatan k
- 3)

Menerima buku taglhan dari plhak kenga/dokumen bukti- |

pembayaran/dokumen sumber lamnya

Melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan
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4)

.7)

Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan

uang muka (panjar) kegiatan dengan menggunakan NPD dan

- Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai lampiran kepada PA

dan/atau KPA.

Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk

kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas

kebenaran formil dan material seluruh bukti-bukti pengeluaran
melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), dan langsung
(LS) untuk diagjukan kepada Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Menyetorkan sisa uang panjaf yang tidak digunakan kepada
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Membuat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan yang

dikendalikannya.

PPK-SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1)

3)

4)

S)

6)

8)

Meneliti kélengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran
pembantu. | |
Menyiapkan SPM. _

Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan melakukan
verifikasi bukti. |

Membuat  dokumen surat pengesahan SPJ  untuk
ditandatangani oleh PA/KPA.

Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran
dan membuat Memo Jurnal,

Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap
transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal
yang telah dibuat. |

Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar. |

Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan

menyusun Laporan Keuangan. -
) '




9) Untuk PPK-SKPD yang menangani dana kapitasi FKTP dan -
BLUD menyiapkan Surat permintaan Pengesahan Pendapatan /
dan Belanja (SP3B) yang disampaikan képada PPKD.

e'; Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya | |

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/Jasa ’

‘berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), melakukan

penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Péngeluaran Pembantu atau BUD

-menggunakan dokumen bukti pembéyaran’ SP2D . | |

f. PPKD selaku BUD
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas:
1) menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

2) Melakukan pengesahan terhadap belanja berdasarkan SPSB
yang diusulkan oleh kepala SKPD.

. Prosedur Akuntansi . :
Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban

dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas.

Dua fungsi tersebut adalah Béndaharé Pengeluaran/Béndahara

Pengeluaran Pembantu dan BUD. Oleh sebab itu prosedur akuhtansi

Qntuk .- pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluarah Pembantu dapat dijelaskan

sebagai berikut: |

a. Bendahara .Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu
menerima dokumen tagiharx dari pihak ketiga atau dokumen
sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada PPK-SKPD.

b. PPK-SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari

. Bendahara Pengeluaran/Bevndahara Pengeluaran Pembantu.

c. Berdasarkan  dokumen  tersebut Bendahara  Pengeluaran
/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran
dan 1penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur
penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan tembusan

dokumen pembayaran tersebut kepada PPK-SKPD.
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.PPK-SKPD membuat dokumen" akuntansi berdasarkan tembusan

dokumen  pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara_

. Pengeluaran Pembantu.

. PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal

berdasarkan dokumen akuntansi. -

. PPK-SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK-SKPD menyusun Laporan

Keuangan SKPD.

Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan

oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut:

a,

PPK-SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran
dari BUD yang menggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian

membuat dokumen akuht_ansi berdasarkan tembusan dokumen

sumber tersebut.

. PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku Jurnalr

berdasarkan dokumen akuntansi.

c. PPK-SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK-SKPD menyusun La‘poran

Keuangan SKPD.

. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada

Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:

a

. BAST atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
b.

Surat Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan dari pihak ketlga

- dan dokumen pendukung tagihan

o o o

-

Surat Bukti Pengeluaran/Belanja

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran

Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)
SP2D LS/GU/Nihil

g. Dokumen Kontrak/Perjanjian
h.

Dokumen lainnya

. Pencatatan Transaksi :
Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK-

SKPD melakukan pen_catatan atau pengakuan beban dalam buku.
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- Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas

beban di SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan
dengan 3 kondisi berikut ini:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

1)

2)

Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang
Persediaan.

Untuk ' pencatatan. pembayaran dengan mekanisme Uang
Persediaan tidak édév pengakuan beban sebelum pengeluaran

kas.

Pencatatan perrnbayaran dilakukan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung.

Dalam hal telah timbul kewajiban daerah, maka kebijakan

akuntansi untuk‘pengakuan beban dilakukan pada saat terbit

dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun
kas belum dikéluarkan. Cohtoh '-darir transaksi ini misalnya
ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang
b/ diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi
lainnya. Hai ini selaras dengan kriteria telah  timbulnya

kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif

bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera

dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran

kas.

Terkait dengan pengakuan- beban sebelum pengeluaran kas
dilakukan pencétatari sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan BUD.

Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa

BAST/tagihan/dokumen lain yang dipersamakan yang

diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran, dilakukan dengan

melakukan jurnal sebagai berikut:
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Pencatatan pengeluaran kas untuk membayar utang beban
yang dilakukan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber
yang berasal dari BUD yaitu SP2D LS dilakukan dengan cara

“melakukan jurnal sebagai berikut:

Utang Beban........co.ooiiniinn SR XXX

R/K PPKD . iiiiiiiiiiiiiieiiiieineneneeeneineaees XXX

Bersamaan = dengan pembayaran utang beban dengan
-mekanisme pembayaran Iangsung dengan dokumen SP2D LS,
‘maka juga harus diakui belanja yang dilakukan dengan jurnal

sebagai berikut:

Belanja.....cocovvviiiiiiinininnn XXX -

Perubahan SAL.....iviiiiiiiivirieiiennenns XXX

Pada saat BUD telah melakukan pembayéran dan tembusan
dokumen telah diterima oleh PPK-SKPD, maka PPK-SKPD tidak
melakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut.
Hal ini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakan
transaksi kas di. entitas akuntansi PPKD . sehingga tidak perlu

dilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD.

‘Seluruh transaksi padaﬁperiode pelaporan harus dicatat dan
‘dibukukan oleh PPK-SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan
dalam  Buku Jurnal  tersebut PPK-SKPD  kemudian
mengklasifikasikannya dalam Buku Besar sesuai dengan
akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat PPK-SKPD. akan
melakukan penyusunan Laporan Keuangan, maka  akun
. nominal atau akun. yang tidak terkait dengan neraca akan

dilékukan penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.

’b. Beban diakui pada saat pengeluaran kas

Beban - diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat
Bendahara Pengeluaran menginput bukti pengeluaran. Misalnya
terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut

yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlelu lama. Oleh sebab

15



‘itu ditinjau dari manfaat dan bia‘ya,‘transaksi‘ini‘vakan lebih efisien
j’apabila diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
: Kebljakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan
fpengeluaran kas m1 dapat juga dzlakukan atas transaksi yang
“dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran d1mana Bendahara
, v4,Pengeluaran dxlarang melakukan komxtmen yang tldak ada
anggarannya atau tidak boleh punya utang. ,
' 5Terka1t dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat
.dilakukan ~pencatatan sesuai - denganz dokumen sumbernya.
""I‘embusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan

fdapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan BUD.

1) Pencatatan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran k
a. Mekanisme Pembayaran melalui panjar keglatan kepada

. PPTK A |
Pada  saat Bendahara Péngeluaran mendberikan pénjar ‘
“kegiatan kepada PPTK maka perlu dllakukan pencatatan

| sebagax berikut:

Panjar Kegiatan.............. T AT TS A O A XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran............. XXX

Pada saat PPTK mcmpertanggun&]awabkan uang panjar maka

dlcatdt

Beban o XXX
Panjar kegiatan............... S P - XXX

dan pada saat menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat

‘ sebaga1 berikut:

‘Kas di Bendahara Pengeluaran ................. o XXX

‘Panjar kegiatan............c.iivviiinnnin, , XXX

b. ’Mckamsme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa-
melalui panjar kegiatan.
Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari
Uang Persedlaan ‘dan berdasarkan bukt1 pembayaran

tersebut dicatat sebageu berikut:
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Pada saat Bendahara Pengeluaran membuat  Surat
"Pertanggung)awaban (SPJ) atas pembayaran yang dilakukan
melalui Uang Persediaan dan mekanisme panjar serta telah
diterima dan diverifikasi oleh PPK- SKPD dan disahkan oleh
“PA, maka tidak ada Jurnal lagx yang dllakukan oleh PPK- |
SKPD.

Kemudlan pada saat PPK-SKPD menerima tembusan SP2D
~.atas pengisian-kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka ‘

PPK -SKPD akan melakukan pencatatan sebagal ber1kut

‘Kas di Bendahara Pengeluaran.....,......; ........ XXX
R/K PPKD...... Vi ieivieiienidg e et eridiesiiiedbh XXX

«‘Befsamaénfdéngan pengisian kembali Kas di Bendahara
Pengeluaran maka PPK-SKPD melakukan pengakuan
terhadap belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal

| sebageu berikut:

Belanja........; ......... O XXX

-Perubahan SAL..; .................. ieniimasbaein o XXX .

‘Pencatatan ini o]eh PPK-SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal
dan semua pencatatan dalam buku Jurnal pada setiap periode
,tertentu ataupun  saat transaks1 terjadi  (real time)
diklasifikasikan sesuai dengan akunnya dengan melakukan

postmg dalam Buku Besar.

- ¢. Beban d1aku1 setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadikperbedvaan
.:waktu antara penetapan kewajiban dan p‘engeluaran' kas, diména ‘
_penetapan kewajlban (pengakuan = beban) dilékukan setelah
fpengeluaran kas, maka kebijakan akuntans1 pengakuan beban

dap’at dilakukan - pada‘ saat barang atau jasa dimanfaatkan
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Zwalaupun kas Sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas
: mendahului dari saat barang atau Jasa dimanfaatkan, pengeluaran

tersebut belum dapat diakui sebagai Beban Pengeluaran kas

S "tcrsebut dapat d1k1a31ﬁka31kan ‘sebagali Beban Dibayar Dlmuka

: (akun neraca)

Terkait dengan pcngakuan bebah setelah pengeluaran kas,d‘apat v
_’dil'akukan‘ pencatatan - sesuai dengan ‘perolehan dokumenk
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan BUD.

“a) '_Penéatatan berdasarkan dokumen sumber dari Bendahara
o P’engeluara‘n e N |
Pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD saat pembayaran
_dilékukan bcrdésarkan dokume;‘m sumber yang berasal dari
Bcndahara | Pengeluaran dilakukan den'gan cara melakukan

~ jurnal sebagai berikut:

Bersamaan dengan ‘pengeluaran ‘kas yang dilakukan voleh‘
Bendahara Pengéluaran' maka PPK- SKPD juga harus mengakui
belanja berdasarkan SP2D yang dﬂakukan dengan Jumal

sebagau berikut:

Belanja oo XXX

Perubahan SAL......... e e Ve , XXX

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi.
yang diterbitkan oleh PPK-SKPD, maka PPK-SKPD akan

. melakukan pencatatan kdengan' jurnal _sebagaiyfberikut:

Beban Dibayar Dimuka....... e XXX




Pengakuaﬁ beban pada Dana Kapﬁtasi‘JKN dan BLUD adalah
,Sébagai berikut: | ‘ |

Berdasarkan besaxfan‘rcalisasi jénis belanja‘yahg tercéntl.im
dalam SP2B vyang‘v telah disahkan oelh BUD, maka PPK SKPD
melakukan pcncatatan ‘beban dan belanja dengan jurnai sebagai |
» berikut: | ’ )

Beban ... e, XXX
Beban ... i XXX
Kas di Bendahara .............. ....... . XXX
CBelanja .. e, XXX
Belanja ....oocvvvviiiiniiiinns aiinnn ....... XXX
" Perubahan SAL ........... XXX

b Pencatatan pembayaran dilakukén dengan mekanisme
~ Pembayaran Langsung - | v?
- Pada saat adanya tagihan/dokumen lain yang dipersamakan,'

| maka akan dilakukan jurnal :

Pencatatan pada saat PPK-SKPD menerima tembusan dokumen
pembayiaran ‘dari BUD (SP2D-LS) maka PPK-SKPD berdasarkan
'dokumcn sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan cara

‘melakukan jurnal sebagai berikut:

Utang Beban.........coonn ierireeniis XXX

R/K PPKD...oceeeireniens Vefriesenasans et erionarisiers T xx

Be‘rsamaah dengan pengéanran kas yang dilakukan oleh BUD, -
maka PPK-SKPD juga harus mengakui’ belanja yang dilakukan

"denga‘n jurnal sebagai berikut:

L Belanja. XXX

Perubahan SAL.......ccoiinn, .- XXX
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Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumen
akuntansi yang diterbitkan oleh PPK-SKPD, maka PPK-SKPD

melakukan jurnal sebagai berikut:

Beban Dibayar DimukKa.........coeveviiiiveninininninanen, XXX

d. Pengakuan beban ketika pengeluaran kas tidak melalui Rekemng
‘Kas Umum Daerah (RKUD)
'Berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B
yang telah disahkan oleh BUD, maka PPK SKPD melakukan

pencatatan beban dan belanja sebagai berikut:

1<) oY= § o . XXX
Kas di bendahara.....cccoeevriiereeinieerensesnencnns XXX
Belanja. ..o XXX
Perubahan SAL..........occiiiiinin XXX

C. AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntanm kas dan - setara kas -
vpada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-
SKPD), Béndéhara Peherimaanv SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD
dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA /KPA).

a. PPK- SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD
‘melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD,' memiliki tugas sebagai
berikut:. '

i1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
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3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK. ‘

b. ’Bendaﬁara Penerimaan SKPD

“Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
‘Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan
dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses

pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPD.

" ¢. Bendahara Pengeluaran SKPD

'~ Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan
dokumen-dokumen . atas transaksi yang terkait dengan proses

pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPD.

d. Pengguna Anggaran -

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran

memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan
dalam proses penggabuhgan/konsolidasi yang dilakukan oleh
Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD);

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna

Anggaran.

2. Prosedur Akuntansi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan
- Keuangan disebutkan bahwa kas sebagai uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
: kegiatan pemerinfah' daerah yang sangat likuid yang ;siap"
dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
- nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan -
dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanari di bank yang setiap

saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
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Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1
tentang Penyajién Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan
setara‘ kas -sebagai inveSfasi jangka péndék yang sangat likuid yang
siap dijabarkan meﬁjadi kas serta bebas _dati risiko perubahan nilai
yang signifikan. | |

Prosedur pencatatan kas dan setara kas a‘dalah vsebagai berikut Jika
kas’ .dan, setara kas be}rtambah maka akan dicatat disisi “debit”
sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi
“kredit”. |

. Dokumen Sumber

- Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara
kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait
penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun

Pendapatan-LO, Beban, Aset,-,Kewajiban, dan Ekuitas.

. Pencatatan Transaksi

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD mengikuti
transaksi penerimaan kas dan pengeluaran Kkas | pada sistem
akuntansi akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan

Ekuitas. Apabila kas bertambah maka akan dicatat sebagai berikut:
Kas coriiii e XXX

Pendapatan-LO/Aset/kewajiban/ekuitas.... XXX

‘Apabila kas . berkurang maka akan dicatat sebagai berikut:
Beban/Aset/kewajiban/ekuitas ......coccienvennnil. XXX

€= S XXX

Apabila setara kas bertambah maka akan dicatat sebagai berikut:
Setara Kas ...ovoviviviiiiiiiiiiieea XXX '

. ,
= T T O S XXX

Setara kas .......... R e , XXX




Uhtuk pencatatan pengakuan kas Dana BOS Reguler berdasarkan
dokumen SPTMH (Surat Penyataan Telah Menerima Hibah) di SKPD

maka jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kas di BOS Reguler.......ccccovniiiiiiin, XXX
R/K PPKD..oiviiiiiiiniiiniiiiininnnn, e eaeaens XXX
Perubahan SAL ...c.ccevrviverevereeeneeneieeseene XXX ,
R/K PPKD . ..iieeiiiiieiiesiiessisssnsnssssnnsssssnnssnssnns ’ XXX

D. AKUNTANSI PIUTANG SKPD
1. Pihak-Pihak Terkait /

Pihak- plhak yang terkalt dalam prosedur akuntansi plutang SKPD

adalah

a. PPK-SKPD .
PPKv-SKPD dalam hal ini mempunyai tugas membuat data piutang
'sebagai dasar pencatatan dan melakukan pencatatan..

b. Bendahara Peneriméan | |

 Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan,
menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran piutang
yang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.

c. BUD
BUD mempunyai tugas melakukan peneriméan atas pembayaran
piutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah.

d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD
Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan
dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan,
jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih
terutang.

e. Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya
Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk
melakukan pembayaran.'

- 2, Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi

transaksi pendapatan,daerah dengan penangguhan penerimaan kas
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walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutang
dicatat atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah
telah terjadi sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetapi belum ada
pembayaran. kas dari plhak ketiga sehingga piutang bertambah
‘ Sebahknya piutang akan berkurang apablla dilakukan pembayaran
atas‘ piutang tersebut. Pembayaran dapat  dilakukan melalui

Bendahara Penerimaan atau langsung ke Kas Daerah.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang
' tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada
buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing

buku besar dan buku besar pembantu piutang sesuai akun.

. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD
meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP- Daerah)

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

c. Dokumen Penetapan Pehdapatari lainnya;

d. Bukti Pembayaran; '

e. Surat Tanda Setoran (STS);

f. Bukti setoran lainnya.

. Pencatatan Transaksi -

Ketika SKPD Amenerima dokumen' penetapan pendapatan dan
pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak
ketiga lainnya, maka PPK- SKPD mengakui adanya piutang akibat
transaksi tersebut dengan mencatat “pi‘utang” pada sisi debet dan

“pendapatan...(sesuai rincian objek)” pada sisi kredit.

Piutang

Pendapatan...- LO

- Pada saat wajib pajak/retribusi atau pfhak ketiga lainnya melakukan
' pembayaran, maka PPK- SKPD mengurangi piutang tersebut dengan

menjurnal “Piutang” di kredit dan “Kas di Bendahara Penerimaan”
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(untuk kasus penerimaan kas di bendahara penerimaan) atau “R/K

 PPKD” (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di debet.

Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan:

Kas di Bendahara Penerimaan............ e PO XXX

Piutang....ccoeereenvinneiniiniennnenns e er e erieneaenraiaanas , XXX

~ Jurnal untuk pembayaran melalui BUD:

R/K PPKD. ..o, e, XXX

Piutang......ooveviiiiiiiiiiiiiiii e, e XXX

E. AKUNTANSI PERSEDIAAN SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait » |
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD

adalah:

a.

- 2. Prosedur Akuntansi

PPK- SKPD

 PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan proses akuntansi

perscdiaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari

pengurus barang.

Pengurus Barang

Pengurus  Barang bertugas mengadministrasikan  keluar

masuknya persediaan dan membuat dokumen sumber dan data

akuntansi lainnya tentang persediaan yang ditembuskan kepada
PPK- SKPD. o

BUD

BUD mempunyai tugas melakukan. pembayaran atas pengadaan

persediaan'yang,di‘béyar melalui Kas di Kas Daerah.
Bendahara Pengeluaran | ‘
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaan

persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.
. . ! o . 1

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

. diperoleh‘ Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang

dapat diukur den‘gan andal, serta pada saat diterima atau hak

kepemilikannya dan/atau kep'enguvasaannya'berpindah. Saldo normal
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akun buku besar persediaan adalah saldo debet. Artinya akun ini
akan bertambah dengén adanya transaksi yang mendebetnya,
sebaliknya akah berkurang dengan adanya transaksi yang
mengkredit.
Metode pencatétan persediaan yang digunakan adalah:
dicatat secara periodik FIFO (first in first out), berdasarkan hasil
inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif
rendah, perputarannya  cepat, dan persediaan tersebut
penggunaénnya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang
konsumsi, Alat Tulis Kantor-(ATK) atau barang pakai habis, barang
cetakan, dan yang sejenis. _
Khusus untuk jenis persediaaﬁ ‘'yang sifatnya continues dan
membutuhkan control yang besar seperti obat-obatan pencatatan
menggunakan metode perpetual FIFO (first in first out), sehingga
- fungsi akﬁritansi melakukan pencatatan setiap.ada persediaan yang

masuk maupun keluar. Sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter

up-date.

3. Dokumen Sumber
- Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD
meliputi: _
a. Berita Acara Penerimaan Barang;
b. Bukti Pengeluarari Barang;
c. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
d. Berita Acara Inventarisési Persediaan;

e. Laporan Persediaan.

4, Pencatatan Transaksi

a. Metode periodik
1) Awal Tahun

Pada awal tahun, berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat

pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas
persediaan awal pada neraca.

Beban Persediaan

Persediaan




2) Pengadaan :
Berdasarkan tembusan SPQD dar1 BUD / Invoice atau Bukti
Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah dlverxﬁka51 dan
dlpertanggungjawabkan PPK-SKPD akan mencatat pengakuan
2 Beban Per%edlaan dan R/K PPKD.
a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persedlaan
~ Jurnal pengadaan Persedxaan dengan Pembayaran me1a1u1

Bendahara Pengeluaran

Beban Persediaan............ e e ieasienieianeenarini XXX

b. Pengadaan dengan mekanisme LS ;
Jumél pengakdaan Persediaan dengan Pembayaran derigan

mekanisme LS melalui BUD:

Beban Persediaan.........coooiiinn, e XXX
Utang Beban...........ocoviniiinnnnn, EITE TR : XXX
Utang Beban.......ccooovviiinn i, XXX
R/KPPKD. ..o, serivarisaiieises ‘ XXX -

3) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil
opname fisik persediaan,; PPK-SKPD akan melakukan pencatatan

Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.

Persediaan..........civevvivinnnnn, vivieen i tiee e XXX

- Beban Persediaan...... O S OO E XXX

! ,b.M‘etode perpetual FIFO -

-1 Péngadaan | ‘
Béfdasérkah tembusan SP2D dari BUD/ Invoice atau Bukti

o 4Pengeluaran dari Bendahara Pengeluarah setelah diverifikasi
‘dan  dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat
'peng’akuan Beban Persediaan dan R/K' PPKD’. |

Persediaan............. FE P PR XXX

Kas di bendahara pengeluaran.................... XXX
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Belanja ...............

I TS NSRS XXX
- Perubahan SAL...................... i irerreae e ~ XXX
- 2) Pemakaian : , .
‘Beban Persediaan......... creenaes eeversreiesiraseineinins XXX
Persediaan.................. cead vesivad i saaed Vivians XXX

-3) Apabila terdapat sehslh antara pencatatan persedlaan dengan
hasil pemenksaan fisik, jurnalnya sebagai berikut:

a. Selisih lebih 'pemerzksaan fszk terhadap pencatatan
persedlaan '

Persediaan..........ccoovviviiiiinnins veneesieniag S XXX

"Beban Persediaan.....cccvvveiiiiiiiniins ' XXX

b Sehsxh kurang pemenksaan fszk t'erhadap pencatatan'
persedlaan : ‘ ‘

Beban Persediaan........c.ooliin . XXX

Persediaan.......... XXX

'F. AKUNTANSI ASET TETAP SKPD

1 Pihak-Pihak Terkait
~ Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur al<untanS1 aset SKPD adalah

'sebagau berikut:

a.

_Pengguna Anggaran

Pengguna = Anggaran bertugas memberikan

otorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap,

i pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset

Tetap. -

.Pengurub Barang

P Penguru% Barang bertugas mengadmlmstramkan Aset ’I‘etap hasil

‘pengadaan berdasarkan Bcrlta Acara Penerlmaan;Barang/Aset'

- Tetap.
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c. PPTK |

’I‘ugas PPTK adalah menyelenggarakan proses pengadaan ‘Aset
Tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku
d. PPK-SKPD

 PPK-SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap,

- pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset

~ Tetap berdasarkan dokumen yang dltenma

e BUD | e ‘
,;»Tuga‘s BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas

i pengadaan Asct Tetap dan menerbitkan, dokumen pembayaran

: yaltu Surat Permtdh Pencairan Dana (SPQD)

. Prosedur Akuntan31 ; ;
Prosedur Akuntansi untuk aset tetap dapat dibedakan menjadi dua

transakm utama yaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dan
‘transaksi untuk pelepasan aset tetap.
Proporm terbesar untuk transaksi perolehan aset tetap di Pemerintah |
kDaerahk berasal dari  pembelian. Prosedur yang dapat dilakukan
adalah sebagal bc.rlkut
a. Pembellan Aset ’I‘etap ; | ,
1) Berdasarkan SPM Belanja Modal yang telah d1tandatangam oleh
Pcngguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
k ataS‘pembelian aset tetap déngan :menerbitka'n SP2D Beiénja
‘Modal. ) ; | ; - ‘, : |
) Berdasarkan SP2D Belanja Modal tefsebut PPK- SKPD membuat
ddkufnen akuntansi yang akan dijadikan dasar dialam
menghapus utang atau pengakuan aset ‘tetap yang timbul atas ~
~pembelian aset tetap. | | '
b Pelepasan Aset Tetap 1
Pelepasan ‘Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaltu
dengan cara melakukan proses penjualan aset tetap dan dengan :
_cara melakukan pemusnahan aset tetap
Jika Barang Milik Daerah tersebut akan dijual maka prosedur yang

dapat dilakukan adalah sebagai berikuf:



. Pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usulan

permohonan penjualan kepada Bupati.

. Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian atas usulan

penjualan:

. Berdasarkan berita acara penelitian, Bupati melalui Pengelola

Barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian atas

Barang Milik Daerah yang akan dijual.

. Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual

berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara

Penelitian.

. Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima

oleh PPK- SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi
PPK- SKPD untuk mengakui peruualan aset tetap |

Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK- SKPD akan
melakukan pencatatan sesuai dengan kerugian yang  diderita
atas kegiatan penjualan aset tetap tersebut. ‘ f
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), pengelola barang
méngajukan usulan penghapuéan Barai‘xg Milik Daerah kebada

Bupati.

Jika Barang Milik Daerah tersebut akan dimusnahkan maka

prosedur yang dapat dllakukan adalah sebagal berikut:

a.

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan

permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Bupati.

. Pengelola Barang melakukan penelltlan ‘terhadap permohonan

usulan pemusnahan.

. Apabila permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah

disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan

Barang Milik Daerah.

. Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan ”Barang Milik

Daerah, Pengguna Barang melakukan pemusnahan Barang Milik

Daerah.

. Berdasarkan berita acara pemusnahan, pengguna barang

mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah.
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3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan

transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan‘ sebagai

sumber atau bukti unt:uk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
_ sur'nberbyang di'gunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntaris_i

Aset Tetap SKPD meliputi:

a. SP2D LS; -

b. Berita Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak 11,

c. Berita Acara Pelepasan Aset Tetap;

d. Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap;

e. Laporan.

4. Pencatatan Transaksi
Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan .sifat dan
hal-hal yang sering dipeflakukan terhadap aset yang dimiliki oleh
Pemerihtah Daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan
sebagai berikut: | i
a. Perolehan Aset Tetap
Perolehan Aset Tétap dapat melalui pembelian, pembangunan,
‘ pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya.
1) Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan
Perolehan melalui pembelién dan pembangunan dapat dilakukan
dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran termin
sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan
pembangunan dilaléukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD
yaitu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap
dilakukan pada saat adanya BAST/Tagihan/dokumen lain yang
dipersamakan. Pencatatan'kedélam akun Aset Tetap'dilakukan
apabila pembayarahnya langsur";"g 100% atau tanpé proses termin
sedangkan penca_tétan ke akun K_oynst»ruksi Dalam Pengerjaan

(KDP) dilakukan apabila pembayarannya mélalui proses termin.

a) Pencatatan ke akun Aset Tétap (Tanpa Termin) berdasarkan

: BAS’I‘/Tkagihan/dokumen lain yang dipersamakan adalah
sebagai berikut : ‘
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. Aset Tetap....... S P TR Or FHON Neyiierieeniasiieiens XXX

b)

Utang Pengadaan Aset Tetap.................. XXX

' Pada‘ saat terbit SPQD maka PPK-SKPD akan melakukan

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan Jurnal

| ,sebagal berikut:

; Utang Pengadaan Aset Tetap...............,....; ..... XXX

R/K PPKD.......... e XXX

.‘D“isamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
" mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk

‘memenuhi kebutuhan penyusunan LRA“'dan kLaporan

Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai

Jcmsnya)” di debct dan “Perubahan SAL” di kredlt

“Belanja Modal......cooociiiiiiinni . XXX

Perubahan SAL..........cocoviiininininn XXX

Belanja Modal Termin tanpa uang muka

Jenis tagihan Belanja ‘Modal Termin‘dipilih’ untuk Rekening
Belanja Modal ‘dimana pembayaran pengadaan aset tetap

’ tersebut tidak langsung 100% atau pembayarannya melalui

proses termin. Sebagai contoh adalah pembangunan

- konstruksi gedung, bangunan, jalan dan ’jembatan’. Berkaitan

~dengan pengisi'an kontrak,'apkabila memilih jenis fagihan_

belanja modal termin, maka pcngisian kontrak tersebut wajib

' dilakukan Apabila kontrak tidak diisi maka SPP-LS  tidak

bisa disimpan. Data kontrak dlgunakan untuk memunculkan |
secara otomatls Jurnal Aset ’I‘etap
Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut dlatas

maka Jumal pada saat mengmput Tagihan Belan_]a Modal

‘,Termln sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan .................. e XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap.............. XXX




Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
- pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal

sé_bagai berikut: -

Utang Pengadaan Aset Tetap........covevevinennnes XXX

R/KPPKD.c.vooveeecnennnes I XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
-‘mem‘enuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai

jenisnya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal.........ocovviviiniiiiiiiiniiiininneennn. XXX

Perubahan SAL....... feeereete ees XXX

Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telah
“ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen
peﬁdukuhgnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembelian' aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS
BelahjaModal. | _ |

Apabila pembayaran belanja modal termin sudéh 100% maka

jurnalnya sebagai berikut:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan ........coeceevnnens XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap................. ‘ XXX

|
|

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal

sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap.......cocveveniannns XX
R/KPPKD.....ooiiiiniiiiineniins FUFT ' XXX

- Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga periu
_mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk

memenuhi -kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
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Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai
jenisnya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal...........coiviiiiiiiiiini e, XXX

Perubahan SAL.....ooovvviiiiiiiniiivennnn. XXX

Untuk mengakui aset tetap, maka jurnalnya sebagai berikut:

B N T A K = N o T P PP TT PP XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan............ XXX

c). Belanja Termin dengan Uang Muka

-Untuk mengakomodasi Peraturan dalam Pengadaan Barang
dan Jasa dimana dimungkinkan Penyedia Barang/jasa

memperoleh Uang Muka yang tertuang dalam kontrak. Pada
saat penyedia barang dan jasa mengajukan penagihan uang
muka maka jenis tagihan yang dipilih adalah tagihan uang
muka. Uang muka kepada penyedia barang dan jasa belum

- terdapat progres fisik pekerjaan sehingga diakui sebagai
Piutang/ Uang Muka maka ‘pada saat Tagihan uang muka
tidak ada jurnal. '
Pada saat terbit SP2Dv untuk pembayarah uang muka

“dengan jurnal sebagai berikut:

Uang muka pengadaan barang dan jasa XXX ,
R/K PPKD..civiiviiiiiiininnininn XXX

Apabila timbul tagihan belanja modal termin pertama setelah

uang muka, maka jurnal sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan ...........coeevven e XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap.......c.coeeue.e. XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran ‘;Utang Pengadaan - Aset Tetap dengan jurnal

sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap...... P XXX
Uang Muka Pengadaan Aset Tetap... XXX
Y XXX
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Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transakéi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai

jenishya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal......c..cccoiiiiiviniiininininiiininenennnn, XXX
Perubahan SAL............... PROTT e ereee XXX

Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran ‘dan. dokumen
pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS |
Belanja Modal. |

‘Apabila pembayaran belanja mbdal termih sudah 100%

maka jurnalnya sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan ............... e CXXX

Utang Pengadaan Aset Tetap................. XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal

sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap.......coceeeennee. XXX
Uang muka Pengadaan Barang/jasa...... XXX
R/K PPKD............ LT S O F U P XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
| mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhah penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “’Byelanja Modal (sesuai‘

jenisnya)” di debet dan “Ferubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal.....c.cooveiiiiviiiiiiniiinininnnn, XXX

- Perubahan SAL..........coovenvinninninnns XXX
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Untuk méngakui aset tetap, maka jurnalnya sebagai berikut:

Aset Tetap.................. IS i ieentetinriririenaas XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan............ XXX

Simulasi perhltungan

Misalkan nilai kontrak total sebesar Rp 100.000. OOO

- Uang muka pengadaan = 20 % dari nilai kontrak
" (Rp 20.000.000) | |
Termin I Rp 40.000.000 dan ‘dari bagian uang
muk'a’ = 40 %
Termin Il = Rp 40.000.000 dan dari bagian uang
muka = 40 % | |

Tc,rmm terakhir 'R‘p 20.000.000 dan déri bagian uang
‘muka = 20% | | -

~Uraian Nilai tagihan Pengurang dari uang SPP-LS

, ‘ Muka ‘
Uang muka (20 % dari 20.000.000

kontrak) ' : ’ ‘
Termin | 40.000.000 |- 40% 8.000.000-{ 32.000.000
Termin I]. 40.000.000 | 40 % 8.000.000 | 32.000.000
Termin terakhir 20.000.000 | 20 % 4.000.000 | 16.000.000
Nilai Kontrak 100.000.000 20.000.000 | 80.000,000

~ a) Tagihan Uang Muka (Rp 20.000. OOO) Jurnalnya sebagai
‘ benkut o

Pada saat tagihan (tidak ada Jurnal)
- Pada saat SP2D LS

- Uang muka pengadaaﬁ barang/Jasa ...... ... . 20.000.000

R/K PPKD g ~ ~ . 20.000.000
- Belanja modal gedung kantor......... ‘ ” 20.000.000°
Perubahan SAL RS o 20.000.000

b) Tagihan Termin [ = Rp 40.000. OOO dan dari baglan uang

-muka = 40%
Bagian dari uang muka = 40 % x Rp 20. 000.000
~ =Rp 8.000.000

Yang dlajukan LS=40.000.000-8.000. OCO 32.000. OOO

- Pada saat tagxhan (jenis tagihan : termm)

'Konstruksi Dalam Pengerjaan

--------------

40.000.000

Utang Pengadaan Aset Tetap

------------

40.000.000
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- Pada saat SP2D LS

Utang pengadaan barang/jasa......... ‘ 40.000.000
Uang Muka pengadaan barang/jasa.. 8.000.000
R/K PPKD o 32.000.000

Belanja modal gedung kantor......... 32.000.000

Perubahan SAL 32.000.000

c) Tagihan Termin II = Rp 40.000.000 dan dari baglan uang
muka = 40%

Bagian dari uang muka = 40 % x Rp 20.000.000
=Rp 8.000.000
Yang diajukan LS= 40.000.000-8.000.000= 32.000.000

- Pada saat tagihan (jenis tagihan : termin)
Konstruksi Dalam Pengerjaan .............. 40.000.000

Utang Pengadaan Aset Tetap............ : 40.000.000

- Pada saat SP2D LS

Utang pengadaan barang/jasa......... : 40.000.000
Uang Muka pengadaan barang/jasa.. 8.000.000
R/K PPKD S : 32.000.000

Belanja modal gedung kantor......... 32.000.000

Perubahan SAL 32.000.000

d) Tagihan Termin Terakhir = Rp 20.000.000 dan dari bagian
uang muka = 20%
Baglan dari uvang muka = 20 % x Rp 20. 000.000
=Rp 4.000.000 4
Yang dlajukan LS= 20.000.000-4.000.000= 16.000. OOO

- Pada saat tagihan (jenis tagihan : termin)

Konstruksi Dalam Pengerjaan .............. 20.000.000
Utang Pengadaan Aset Tetap............ 20.000.000

Gedung kantor .............. 100.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan ............ 100.000.000

- Pada saat SP2D LS

Utang pengadaan barang/jasa......... 16.000.000
Uang Muka pengadaan barang/jasa.. 8.000.000
R/K PPKD ' _ 16.000.000
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‘Belanja modal gedung kantor......... 16.000.000
Perubahan SAL.....c.cocvvuiinnine... 16.000.000

~ 2) Perolehan melalui Pembelian yang pengeluaran (belanja) tidak

melalui Rekening Umum Kas Daerah (RKUD)

Pada pengeluaran dana Kapitasi JKN dan BLUD apabila terjadi
realisasi belanja modal, maka akan terdapat penambahan nilai
aset sebesar realisasi. belanja modal, berdasarkan realisasi
belanja modal dalam SP2B dan daftar rekapitulasi perribelian

barang/aset, PPK SKPD melakukan pencatatan:

Aset Tetap.....coevininen, ereerereeeee et aasaens XXX
Kas di Bendahara.......oooeeiieeniieieinenen... ' XXX
Belanja Modal......c.coocviiiiininniiinnn, XXX »
Perubahan SAL.......ccoievviiiiiiiiienniannnn, XXX

3) Perolehan melalul Pertukaran Aset Tetap
Apabila aset tetap yang diperoleh mlalnya leblh besar dari n11a1

buku aset tetap yang dilepas dijurnal sebagai berikut:

. Aset Tetap (yang masuk).....covviveiinininiiniiniininn, LoXXX

Akumulasi Penyusutan (yang keluaf) ............ XXX
Aset Tetap (yang keluér) .............................. XXX
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO...... XXX

Apabila aset tétap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai

buku aset tetap yang dilepas dijurnal

Aset Tetap (yang masuk)...c.ccovviiinivniiinienennnnee, XXX

Akumulasi Penyusutan (yang keluar) ............... XXX

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO..; ........ XXX
Aset Tetap (yar_lé'g keluar)..........oeceiies [ETTTr. XXX

4) Perolehan melalui 'Hibah/Donasi
Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilakukan

jurnal,

ASCE TetaP.viviiiiiiiiiiii e XXX

Pendapatan Hibah.. - LO............ccc XXX
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Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK-SKPD akan
“menyusun Laporan = Keuangan, atas transaksi ini tidak
dilakukan jurnal penutup karena transaksi ini merupakan
~transaksi riill atau transaksi atas akun neraca yang akan

langsung mempengaruhi saldo atas akun tersebut.

5) Perolehan aset tetap dibawah batas kapitalisasi
Untuk perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum
kapitalisasi, maka aset tetap dibawah nilai satuan minimum

kapitalisasi diakui Sebagai beban opersional, dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah .....cvvviviiiiiiiiinnnnns XXX

b. Pelepasan Aset Tetap
Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses pemusnahan aset
tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap.
Jika Bararig Milik Daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka
PPK-SKPD ‘akan melakukan penghapusan aset tetap dengan
menjurnal "Akumulasi Penyusutan” dan ”"Defisit Penjualan Aset

" Non Lancar” di debet dan ”Aset sesuai jenisnya” di kredit.

Akumulasi Penyusutan

Defisit Penjualan Aset Non lancar - LO............. XXX

Aset Tetap....vovivviiiiininiiiinnnn XXX

Sebaliknya, Jika Baréng Milik Daerah tersebut akan dijual, maka
bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh
PPK- SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-
SKPD untuk mengakui pelépasah aset tetap. |

Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah = dibandingkan  nilai - buku) maka  PPK-SKPD
Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal ”Xas di Bendahara
Penerimaan”, “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap”, serta "Defisit
Penjualan Aset Nonlancar” di debet dan "Aset sesual jenisnya” di

kredit pada buku jurnal.
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. 'Kas di Bendahara Penerimaan......coceivverreinnneness XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..........ccoeeee. XXX
~ Defisit Penjualan Aset Nonlancar —= LO......c.ooevens XXX
Aset Tetap....cciviiiiniiiiii i, _ XXX

- Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap
tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal
"Kas di Bendahara Penerimaan” dan “Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap” di debet serta ”Surplus Penjualan Aset nonlancar” dan ”Aset

- sesuai jenisnya” di kredit pada buku jurnal.

Kas di Bendahara Penerimaan.......c...o.vovvvennnninns xxx

| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap......conn XXX
Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO....... o XXX
Aset Tetap..ooiviviiiiiiiiiiiiiiiii i : XXX

Dari pericatafan jurnal tersebut, m’aka_ PPK-SKPD akan
membukukannya dalam Buku Jurnal dan :Sécara periodik PPK-
 SKPD kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan posting
- dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya.

~ Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatat
_ transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk
~ keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SALkdengan
menjurnal "Perubahan SAL” pada sisi debet, dan "Pendapatan dari
Aset yang Tidak Dipisahkan” pada sisi kredit.

Perubahan SAL............ooo o e, T xxx

Pendapatan dari Penjualan Aset yang Tidak
Dipisahkan....... Ltseeiervasaieessesatantestrnanes iereeeeanans

_ Penghentian Konstruksi dalam Pengerjaan :
- Apabila pembangunan konstruksi dalam pengerjaan direncanakan

~untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka PPK-

- SKPD akan menjurnal.

- . Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

Konstruksi dalam pengerjaan ............ erieseeens XXX
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c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
.Penyﬁsutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus
sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik
’penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas
terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.
Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan
suatu aéet meﬁjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang
masa manfaat aset. Tanpa penyusutan,' vni‘lai aset tetap dalam
‘neraca akan lebih saji (overstated). ‘ |
Akumulasi penyusutan merupakan- total dari penyusutan suatu
aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi
pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset
tetap yang telah dikﬁrangi. dengan akumulasi penyusutannya
menjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut.
Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dlcatat setiap akhlr

periode pelaporan (tahunan) melalui jurnal penyesualan sebagai
berikut: :

Beban Penyusutan:Aset Tetap.....cooovieenieieininnnnnn, XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap................. XXX

G. AKUNTANSI ASET LAINNYA SKPD
1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPD
‘adalah: '

a. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan

fungsi akuntansi . SKPD, memiliki - tugas mencatat
transaksi/kejadian aset lainnya | berdasarkan bukti- bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

b. Bendahara Pengelubaran ,
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Beﬁdahara Pengeluaran
SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-

dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan
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perolehanr aset. lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten
ditembuskan ke PPK SKPD.
c. Pengurus Barang
’ Dalam sistem akuntansi aset lamnya Pengurus Barang SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen—
; ,'dokumen atas transaksi inventarisasi Barang Milik Daerah yang
rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan; ke PPK- SKITD_. '
2. Prosedur Akuntansi ,
Prosedur akuntansi aset 1amnya akan dxlakukan oleh SKPD apablla
terjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya seperti
lisensi, hak cipta, dan pa_tén. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan
apabila terjadi proses penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan
berita acara perubahan ’kondisi barang dan usulan penghapusan
Barang Milik Daerah yéng rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui
4pac'ia saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga
~atau dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dengan menggunakan uang persedlaan atau dilakukan
oleh BUD melalui SP2D LS.
Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi aset lainnya
maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku

jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku

besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai
sumbe_r atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan svebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
 Aset lainnya SKPD meliputi:

V‘ a. Sertiﬁkat/ surat hak cipta/lisensi/paten;

~ b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan;

~c. Bukti Pengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti
Pengeluaran). '
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4, Pencatatan Transaksi
a. Aset Tidak Berwujud
Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh
SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak
berwujud tersebﬁt berdasarkan 'dokumen terkait, misal berita
acara serah terima,v dengan menjurnal: -
Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud - pada SKPD }(jika

dianggarkan pada Belanja Baraﬁg dan Jasa)

Beban Barang dan.Jasa.......cees fveriiebs crares XXX

Utang Beban.. ..o, XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud

tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan

dokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) atau SP2D-

LS, dengan‘ mencatat “Utang Beban” di debet dan “Kas di

Bendahara Pbengeluar,an” di kredit jika dibayar menggunakan uang

UP/GU/TU atau “Utang Beban” di debet dar: “RK PPKD” di kre‘dit
- jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:

Utang Beban

Kas di Bendahara Pengeluaran..

................. XXX
Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah: |
Utang Beban.....c.coviiviiiiiniiiiiiininieeen XXX
R/KPPKD...ioiiiiiiiiii i, XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak
berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa
-...” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Barang dan Jasa

" Perubahan SA_L

Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud‘ adalah :
- Aset Tetap Tak Berwujud

Beban Barang dan Jasa
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Jurnal ‘Pengakuan Aset Tidak Be‘r.wujud ~pada SKPD (jika
dianggarkan pada Belanja Modal)

Aset Tetap.........o.u. S P TS TP PPRRPE: XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap........cccoeeiiiinnns ~ XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK- SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai

\ berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap......ccoviveiiinininnn, XXX
R/KPPKD......oooovviniiiiiiiiiina, : XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu

mencatat transaksi pembayaran = secara basis . kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan
SAL dengan 'menjurnal “Belanja Modal (sesuai jeriisnya)” di debet
dan “Perubahan SAL” di kredit. |

Belanja Modal.........coovininniin PR XXX
Perubahan SAL.........cccooiviiiiiiiiinnnnen. XXX

~Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud adalah :
~ Aset Tetap Tak Berwujud......ooovvviviinniiveinnnennen. XXX

ASEE EELAP .t i XXX

Apabila terjadi pelepasan Aset Tak Berwujuvd (ATB) karena dijual,

ditukar atau dihentikan dari penggunaan aktif, maka jurhal untuk
mencatatnya adalah sebagai berikut:

Kas Daerah

....................................................... XXX

- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.......... XXX ‘
Aset Tak Berwujud.......ooooviiiiiiiniinn, XXX
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar.. XXX

Aset Lain-Lain | |

Berdasarkan ' catatan pengurus barang terkait aset tetap yang
~sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK- SKPD
membuat bukti memorial yang  diotorisasi Pengguna Anggaran

dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan
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menjurnal “Aset Lain Lain d1 debet sebesar nilai buku aset tetap
yang sudah dlhentlkan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi
Penyusutan- ..” di debet serta “Aset Tetap-...” dikredit untuk

mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Aset Lain-lain....oviiiie XXX
Akumulasi Penyusutan aset tetap......c.c..oooieiine. XXX
Aset Tetap......... T T PP RPRPR XXX
‘Akumulasi penyusutan aset lain................. ' XXX

Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah, alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tétap tidak b’erwﬁjud yang dapat disusutkan selama masa manfaat
aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing
periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak
berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan
operasional.

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset
tidak - berwujud yang telah dibebankan. Akumula31 Amortisasi
menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana
harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dxkurangl dengan
~akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset
tidak berwujud tersebut.

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat seti.ap akhir

periode pelaporan (semesteran) melalui jurnal pényésuaian sebagali
berikut: |

Beban Amortlsau Aset Tidak Berwujud ............ XXX

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.... XXX
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H. AKUNTANSI KEWAJIBAN SKPD |

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD
adalah: o
a. PPK-SKPD v ;
PPK-SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/ utang
yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan
“bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan.
b. PPTK | |
PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur
“dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK-SKPD sebagai
- tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.
c. Bendahara Pengeluaran ,
Bendahara Pengeluaran  bertugas melak‘ukan pembayaran
_ kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui
Bendahara Pengeluaran.
d. BUD

'j Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran

‘ kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di
Kas Daerah yang ada di BUD.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset
tetap dengan menangguhkan pembayarannya, walaupun barang atau
aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat
diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak
ketiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan
'ber'kurang apabila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan

menggunakan uang persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui
SP2D LS. |
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- Berdasarkan bukti atas transaksi yang mernperigaruhi kewajiban atau
utang maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku
jurhal kemudian dilakukan postmg untuk ke masing masing buku

besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

. Dokumen Sumber

Dokumen ‘Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar 'pencatatan pada Akuntansi
Kewajiban SKPD meliputi: |

a. Berita Acara Penerimaan Barang;

b. Tagihan dari Pihak ketiga;

c. SP2D LS;

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja.

. Pencatatan Transaksi
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan

menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui
adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat
“Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debet dan “Utang” pada sisi
kredit. |

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset
tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD
adalah “Aset Tetap” di debet dan “Utang Pengadaan Aset Tetap” di
kredit.

Aset Tetap....ooiiviiiiiiiiii XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap........ocooeveiieiininn. XXX

Pada saat SKPD melakukan. pembayaran, maka PPK-SKPD akan
menghapus utang tersebut dengan menjurnal “Utang Pengadaan Aset

Tetap” di debet, R/K PPKD di kredit untuk belanja dengan mekanisme
LS.
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‘Jurnal pembayaran utang melalui BUD:

Utang Pengadaan Aset Tetap......cocvvvivvniiiiieninenn. XXX
R/K PPKD...oviiiiiiiiiiiiininc e ieinasna e XXX

I. AKUNTANSI EKUITAS SKPD

1. Pihék-Pihak Terkait
Prosedur Akuntansi Ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi
ikutan dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur
transaksi kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi
Aset dan sebagainya.
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD
‘adalah: o
& PPK-SKPD |
Tugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap
transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta
- bukti memorial.. |
b. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas
setiap beban dan utang yahg terjadi yang akan mempengéu‘uhi
 transaksi ekuitas. ' '
c. Bendahara Penerimaan »
Bendahara Penerimaan bertugas menerima :_ pendapatan dan
piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mémpenga{ruhi
transaksi ekuitas. '
d. PPTK o ;
- PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan |
prosedur yang akan mempengafuhi transaksi ekuitas ' dan
memberikan dokumen  tembusannya kepada PPK-SKPD uhtuk

dilakukan pencatatan.

2. Prosedur Akuntansi .
Pencatatan Akuntansi atas Ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi
di SKPD dilakukan seperti berikut ini:
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a.Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan
penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun
beban.

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yantherjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mémpengéruhi aset dan kewajiban,
apabila laporan keuangan peridde tersebut sudah diterbitkan,
dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain:

1) Koreksi nilai persediaan;

-2) Selisih Revaluasi Aset Tetap.

3. Dokumen Sumber | '

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan Pemeriﬁtah Daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Ekuitas SKPD meliputi:

a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan;

b. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap.

4. Pencatatan Transaksi ‘

a. Pada saat penyusunah laporan keuangan
Dalam taha‘pan penyusunan Laporan Keﬁangan SKPD, setelah
menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun

~ nominal dengan tujuan:
1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan‘ LO

dan beban. . |

2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas
| untuk pencatatan periode berikutnya.

| 3) Menghitung ekuitas akhir periode.

Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO......c.oovviiviniiniiiiniinnnn, XXX
Beban.............. v R . XXX
Surplus/Defisit-LO........... XXX
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~ Akuntansi SKPD membuat jurnal pentitup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

| :penuytup akhir periode.

- Surplus/Defisit-LO.................. POPETOUSIE SO, e XXX i,

Ekuitas.....cooiiviiiiiiiinn, SETTRY UV ERPPRR: - XXX

i b Koreksi kesalahan yang tldak berulang yang terjadi pada periode-

perlode sebelumnya

1) Koreksi nilai persediaan

Ekuitas...‘ ................................................ XXX

Persedlaan .......................... R XXX

2) SeliSih Revaluasi Aset Tetap

- Aset Tetap..........................; ....... s XXX

Ekuitas......coiiiinininn i i L XXX

| J. AKUNTANSI KOREKSI KESALAI—IAN
: 1 Pihak Terkalt

a. PPK SKPD 4

' Tugas PPK- SKPD adalah “melakukan pencatatan atas setiap

”rtransakm keuangan yang tCI‘_]adl berdasarkan dokumen suhiber Serta |

‘ 'vbuku memorial. ‘ , ’
b, VPengguna anggara{n/Kuasa pengguna Anggaran ’

. ’Pcngguna "~ Anggaran ~  bertugas B memberikan

Aotorlsas1/menandatangam dokumen atas koreksi kesalahan

2. Prosedur Akuntan31 , | A _
Ditinjau dari sifat kejadlannya kesalahcm dikelompokkan ke dalam

dua jenis, yaltu kesalahan yang berulang dan sistemik serta

- kesalahan yang tidak berulang i | ’ . |
Kesalahanvyang berulang merupakan kes 2lahan yaﬁg disebabkan -sifat
al'ar'niah" dari jenis-jenis transaksi tertemtu yang ‘diperkirakan' akan
berulang. Misal kp‘enerirr‘laan pajak dari wajib "pajak yahg memerlukan

: koreksi baik itu restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
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| Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang‘ diharapkan tidak
akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2
(dué) jenis: _ A

1) Keéalahaﬁ tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

2) kesalahan tidak berulang yéng terjadi pada periode sebelumnya. |

. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan

transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti Lmtuk' menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakaﬁ sébagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Koreksi kesalahan SKP"D. meliputi: |

a. Bukti memorial/dokumen lain yang dipersamakan;

b. SP2D.

. Pencatatan Transaksi
a. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (nofmal) dari jenis-jenis
transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.
Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan paiak dari Wajib Pajak
(WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan
SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini,
tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk
mengembalikan  kelebihan/kekurangan = pendapatan  dengan
mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapataﬁ-LO |

yang bersangkutan.

~ Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

i. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Pendapatan Pajak ... -LO

........................................... XXX
Kas di Kas Daerah ..........c........... ST T TP XXX
Pendapatan Pajak ... -LRA ..i...ccciviiiiiiiiniininancaiiannnen, XXX
Perubahan SAL .ioooiiiieiiieeeiiiiiiicescieiieeeeee e eeeeeeeennnas XXX
ii. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:
- Kas di Kas Daerah s bbb XXX
Pendapatan Pajak ....-LO ..cccccvvvvnicivviniiniiiirecnne, XXX
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Perubahan SAL .oovivieeitiierenieiiedsiiesesesnriesiieerarssesisonss XXX

Pendapatan Pajak ... -LRA ..o, | XXX

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang dlharapkan

tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang.

Koreksi ini dapat terjadi pada période berjalan maupun pada‘

perlode perxode sebelumnya

1) Koreksi Kesalahan yang Tldak Berulang pada Periode
Berjalan :
Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tldak korek31 atas
kesalahan ini dilakukan'dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun
Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun
Pendapatan-LO atau aku‘n'Beban. Apabila tidak mempengaruhi
posisi Kas, pembetulan' hanya dilakukan pada akun-akun

neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

llustrasi: terjadi pengembalian belanja pada tahun berjalan -

Kas di Kas Daerah

.................................................... XXX
Beban S treeteetrivettenerineirntesiberene .. XXX
Perubahan SAL ....coccivvirueevsereerrersrecsnnes XXX
Belanja e S XXX
Untuk pengembalian belanja modal pada tahun berjalan,
Kas di Kas Daerah = ... XXX
Asettetap i XXX
Perubahan SAL ......ccccccvivviiiiiniiiiiiiiiniiiiininsiinenens XXX
Belanja modal . XXX

2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-
Periode Sebelumnya

a. Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang



bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun
belanja, akun pendapatan LO atau akun beban. '

[lustrasi: terjadi pengembalian bellanja selain  belanja
perolehan aset tetap pada periode tahun lalu

Kas di Kas Daerah v.ocevn cinnninisniesiessssivseseessssses XXX
T o1} o D S PP XXX

Perubahan SAL........ v eirieaieresiennens Cveverieesererinnans XXX
Belanja ...ccccoviviiiniinii v, XXX

Ilustrasi: terjadi pen em_balian belanja perolehan aset tetap
pada periode tahun lalu

Kas di Kas Daerah..... . ciicienoisssessiss XXX
N1 A K] K= § o J T T TTTTTOPPR XXX

Perubahan SAL..civviiiiiiiiiiiiiiiiiriiisiieieneas XXX
Belanja scovvviviiiiieeens s, cereensnns XXX

. b. Apabila laporan .keuangan telah diterbitkan
1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang tidak
’berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dah
menambah posisi kas, apabila laporan keuangan‘suc‘iahr
terbit (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), dilakukan
dengan pembetulan pada pendapatén lain-lain-LRA atau
aset ,tetap yang diperoleh. Dalam hal méngakibatkan
pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada
~ akun Saldo Anggaran lebih.
2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak
~ terulang yang terjadi pada periode—periode sebelumn'yé
- dan menambah atau mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan sudah diterbitkan dilakukan dengaﬁ
pembetu]ari pada akun kas dan akun ekuitas.
llustrasi: terjadi pengembalian belanja selain belanja perolehan
aset tetap pada periode tahun lalu dan laporan keuangan sudah

terbit yang menambah kas




Pendapatan lain-lain lo = ..., XXX
Perubahan SAL ........ccoceviiiviiisiiiinnennsinin., XXX
Pendapatan lain-lain LRA ... reiereenebasenietes XXX

lustrasi: terjadi pengembalian belanja selain belanja perolehan
aset tetap pada periode tahun lalu dan  laporan keuangan

“sudah terbit yang mengurangi kas

Koreksi EKUILAS civiviviien iiiissssesssesessosssssssssssosses XXX
Kas di Kas Daerah  .coiiniiceiiveiereivineseanens XXX
) 17 7 - P T T SR XXX
Perubahan SAL ... e eeereeriereatsrrenies XXX

llustrasi: terjadi pengembalian belanja perolehan aset tetap
pada periode tahun lalu dan laporan keuangan sudah terbit

- yang menambah kas

Kas di Kas Daerah ... .oicecmmneseneensnns XXX
Aset Tetap ettt ert e be b ere et ere e eberereseas XXX

Perubahan SAL i ineenins . XXX
Pendapatan lain-lain LRA ........c.cooovennnil. XXX

[lustrasi: terjadi pengembalian belanja perolehan aset tetap
pada periode tahun lalu dan laporan keuangan sudah terbit

yang mengurangi kas

AsetTetap i XXX
Kas di Kas Daerah coooiieeeiiiee et aiens XXX
SILPA ........... e tereneseibserairaraseeiveraadien e et ereresinariaie XXX

Perubahan SAL Cevtevssreresibesivaeentiosesirisateessenissens XXX

K.JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

| 1. Jurnal
~ Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang

“dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan. Transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi

SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya -rmenggunakan ‘Memo
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Jurnal ke dalam buku Jurnal Format Memo Jurnal dan Buku Jurnal

yang dlgunakan adalah sebaga1 berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN ....occoeeennss
MEMO JURNAL
= , Tahun Anggaran
Nomor i T L
Tanggal ... Creenenne P .
TBKPD i , :
- Kode | Deskripsi Perkiraan Jumlah Debit Jumlah Kredit
Perkiraan ‘ ; ‘ '
Ketarangan: -
Bukti = ‘ Nomor - Tanggal
: 1. : L ' S
o
3
Dicatat Oleh: S Disetujui : . Auditor :
| MEMO - ' T ‘ : T ~Halaman 1 dari 1
JURNAL : ; o -

PEMERINTAH KABUPATEN
. BUKU JURNAL
: : Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1
| Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan .
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

No | TANGGAL | NO BUKTI 4'REKENING URAIAN REF DEBIT KREDIT

JUMLAH

Fungsi Akuntansi SKPD
{tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP -

Buku Besar |

’I‘ahapan %elanjutnya setelah pencatatan - transaksi melalui Jumalf,
:adalah posting ke Buku Besar.. Dalam tahap ini,  PPK-SKPD

‘mempostmg atau memmdahkan setlap akun beserta Jumlahnya dari
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Buku Jurnal ke Buku Besar masing-masing akun. Format Buku

;Byesar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN...ccccocuteeees
o BUKU BESAR
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi
Kode Rekening Buku Besar
Nama Rekening Buku Besar

NO TANGGAL URAIAN DEBIT k KREDIT SALDO

JUMLAH -~

3. Neraca Saldo

- Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan
laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar
Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi
seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Foz':fmat
Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah

sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN w.ooiinnnniierssnns
" SALDO BUKU BESAR
Per 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

KODE

REKENING URAIAN DEBIT KREDIT

JUMLAH
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L. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.
1. Ketentuan Umum . , , 7 ‘ ,
~Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan

melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakﬁ_kén oleh PPK-SKPD.

- Jurnal dén posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan
menjadl dasar dalam penyusunan laporan ‘keuangan.

~ Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan
Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan
Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu: ‘ |
a\.t 'Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca; v

. Laporan Operasional (’LO);

d. Laporan Perubahan EkUitas (LPE);, dan _

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pihak-Pihak Terkait
Pihak- pihak yang terkalt dalam prosedur penyusunan laporan
keuangan adalah :
a. PPK- SKPD
PPK-SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan
b. Pengguna Anggaran ;
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan atas oKPD -nya sebagal Entitas Akuntansi-

untuk dapat dlkonsohddmkan di Entitas Pelaporan.

3 Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
: a. ‘Membuat Neraca Saldo S :
‘ - PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo  buku besar

- méhjadi neraca 'saldlo atau daftar saldo buku besai?.‘ ' ’

b, Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD ,
‘ PPKszPD membuat jurnal penyesuaian.Jurnal ini dibuat den_gan
- ytu'j'uan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun tertentu dan
pengakUan atas transaksi yang bersifat akrual. Jurnal
- penyCSQaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang

terdapat pada Kertas Kerja.
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Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

1) Koreksi kesalahan/Pemindéhbukuan

'2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3) Penyesuaian persediaan, pényisihan piutang dan penyusutan

pada akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut: A |

1)

2)

Koreksi kesalahan pencatatain

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan
pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang
akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti
memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat
pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya,
transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja
listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut,
PPK-SKPD menjﬁmal “Beban telepon” di debet dan “Beban
listrik” di kredit.

Beban telepon....ccocovviviiiiiiiiiiiniiin, e XXX

Beban HStriK. oo iiieiiiinenenannes veveireens XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK- SKPD
juga mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian

Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja telepon” di debet

~ dan “Belanja listrik” di kredit.

Belanja telepon....oviiviiviiiiiininienniinnnrennenn XXX

Belanja listrik........cooooiin, XXX

Pengakuan Persediaan

‘Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan

pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir
periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin
akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk

mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan Berita

Acara Stock Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan
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3)

4)

menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debet dan “Beban

Persediaan” di kredit sebesar perse

periode.

diaan yang ada di akhir

Persediaan...covcevviveiiinnniininnens evrereensberirenns T XXX

Beban Persediaan......cc.cceevvvenens

Jurnal Depresiasi

Berdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PRK-SKPD pada akhir tahun

akan membuat bukti memorial

yang kemudian akan

diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui

depresiasi atau penyusutan atas as

I

t tetap yang dimiliki. PPK-

SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal

“Beban Penyusutan” di debet dan 4Akumulasi Penyusutan” di

kredit di jurnal umum.

Beban penyusutan........coenennds

Akumulasi Penyusutan...........lieeeeenee XXX

Penyesuaian Sewa Dibayar Dimukal

“Sewa dibayar di muka/ Beban Jasa

Pemerintah Daerah perlu membuadt

jurnal penyesuaian pada

akhir periode untuk transaksi pe mbayaran biaya sewa yang

masa manfaatn'ya lebih dari satu t hun anggaran yang dicatat

dengan pendekatan beban oleh Pemerintah Daerah. Pada akhir

tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan

membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh

Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-

SKPD akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal

Dibayar Dimuka” di debet

dan “Beban sewa”‘ di kredit pada buku jurnal.

Beban Jasa Dibayar Dimuka.......}........... XXX

Beban sewa..coviviiiiiiiiiiininnd
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Mem-bbuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD
melakukan penyesu.aian atas neraca saldo sebelumnya menjadi
- neraca saldo atau dé_tfﬁar saldo buku besar setelah penyesuaian.

" Membuat LRA dan ju:fnal penutup LRA

‘ Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setélah
penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun yang
termasuk dalam kofnponen Laporan Realisaéi Anggaran (kode
“akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat
“Laporan Realisasi Anggaran”. |

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga
melakukari jurnal penutup untuk menutup akun LRA.Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun LRA menjadi O (nol).

Berikut contoh jurnal penutup LRA:

Pendapatan-LRA..........ccoevvvnvennnnnn. reeedieeeerees ' XXX
Belanja......cccooviiiiinnieeiniann. B XXX
: Surplus/beﬁsit LRA oo, . XXX
- Surplus/Deﬁsit LRA ... cereeeenes XXX
SILPA/SIKPA.....ccoiiiviininin, Vedresenean , XXX %
SILPA/SIKPA. ..ot XXX
- Perubahan SAL......ccccciiiiiiiniiiiiinnnnn, | XXX

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.
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PEMERINTAH KABUPATEN .coecciiiennsinonee
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

Urusan Pemerintahan ;
Bldang Pcmerintahan :
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
NO. ANGGARAN REALISASI L7 REALISAS!
URUT URAIAN 20X1 20X1 ’ 20X0
1 PENDAPATAN XXX XXXXXX XXX XXXXXXX
1.1 PENDAPATAN ASL!I DAERAH : 20X _ O XXXXXX XXX AXXXRXXX
1.1 Pendapatan Pajak Dacrah XXXXXXX XXXXXX AKXX XXXXXXX
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah  Pendapatan Hasil XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX
" L13 Pengelolaan Kekayaan  Daerah Yang Dipisahkan XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX
2 BELANJA V I AXXXXXX XXXXX XXX xxxxxxx
2.1 BELANJA OPERAS! ' XXXXXXX XXXXXX Xxx XXXXXXX
2.1.1 Belanja Pegawai - XXXXXXX - XXXXXX xx XXXXXXX
2.1.2 Betanja Barang - ’ T XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX
2.2 BELANJA MODAL R . XXX XXX xxXx X200
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mésin XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX
2.2.3 Belanja Bangunan dan Qedung . XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX
SURPLUS/(DEFISIT} XXXXXXX XXXXXX | XXX XXXXXXX
KEPALA SKPD
KABUPATEN...c.coviinnns
(NAMA LENGKAP)

NIPXXXXXXX XXXXXXX

e. Membuat LO dan Jurnal Pehutup LO
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi
SKPD mengidentifikasi akun' yang termasuk dalam komponen
Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan 9) untuk
kemudian membuat Laporan Operasiohél.
Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun LO.Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun LO menjadi O.
Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutﬁpan LO.

Berikut contoh jumal'penutup LO.

Pendapatan-LO........c.cciviviiiiniiniiiiiin, XXX
Beban....cocoviiviininiiii XXX
Surplus/Defisit LO....covviviiinnnns XXX
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PEMERINTAH KABUPATEN .ccccccrerrnsssnns
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAl DENGAN 31 DESEMBER 20X! DAN 20X0

| Urusan Pemerintahan :
Bldang Pemerintahan :
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

-

No | URAIAN z0x1 | 200 | Kessies! |
KEGI1 RAS AL

B PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASL! DAERAH -

3 Pendapatan Pajak Daerah ’ XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XXX XXX
0 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) : XXX XXX XXX XXX
8 JUMLAH PENDAPATAN AXX XXX XXX XXX
9 BEBAN XXX XXX XXX XXX
10 Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX
11 Beban Persediaan XXX XXX XXX XXX
12 Beban Jasa XXX XXX XXX XXX
13 Beban Pemicliharnan XXX XXX XXX XXX
t4 tieban Perjalanan Dinas ¢ . XXX XX XXX XXX
15 Beban Penyusutan XXX XXX XXX XXX
16 Beban Lain-lain : XXX XXX XXX XXX
17, JUMLAH BEBAN (10 s/d16} XXX XXX XXX KX
1.1 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL {8-17} XXX XXX XK XXX
19 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX XX

{. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir

‘Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) menggunakan . data Ekuif.as Awal dan data
perubahan ekuitas ‘perioc‘ie berjalan yang salah satunya diperoleh
dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan ménggambarkan pergerakan
‘ekuitas SKPD. | »

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas
SKPD.



PEMERINTAH KABUPATEN .coovvieniennnenene
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

NO : ‘' URAIAN ' 20X1 20X0
1 EKUITAS AWAL ~ XXX XXX
2 | SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
4 KOREKS! NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
6 LAIN-LAIN ' XXX XXX

A7 EKUITAS AKHIR . XXX XXX

‘Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup

akuh Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuités. Berikut contoh
jurnal penutup akhir -

Surplus/Defisit-LO.....ccovivriiiiiiiiiineierineai e, ‘xxx

‘Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi
PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pemb'uatan Neraca,
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir." Neraca Saldo
Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntangi yang

selanjutnya.

PEMERINTAH KABUPATEN .eueeresancness rose
NERACA
" PER 31 DESEMBER 20X! DAN 20X0
Urusan Pemerintahan ;.
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

NO . Uraian 20X1 20X0
1 ASET :
9.
3 ASET LANCAR : :
4 Nas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
18 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
6 Investasi Jangka Pendek ) XXX . XXX
7 Piutang Pajak XXX XXX
8 Piutang Retribusi XXX XXX
9 Penyisihan Piutang {XXX) (XXX)
10 Belanja Dibayar Dimuka XXX XXX
1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
13 Piutang Lainnya XXX XXX
14 Persediaan ) : XXX XXX
15 . Jumlah Aset Lancar ] ) XXX XXX -
16 ' :
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17 ASET TETAP
18 Tanah XXX XXX
19 Peralatan dan Mesin : XXX XXX
20 Gedung dan Bangunan XXX XXX
21 Jalan, Irigasi dan Jaringan ) XXX XXX
22 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
23 Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
24 Akumulasi Penyusutan {XXX) (XXX)
25 Jumlah Aset Tetap . : XXX XXX
26 ASET LAINNYA
27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
28 Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
29 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - XXX XXX
30 Aset Tak Berwujud XXX XXX
31 Aset Lain-lain } i XXX XXX
32 ) Jumlah Aset Lainnya XXX XXX
33 JUMLAH ASET XXXX s XXXX
34
35 KEWAJIBAN
136
37 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK . . i
38 ' | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX
39 * Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX
40 . Utang Belanja : XXX XXX
41 Utang Jangka Pendek Lainnya - XXX XXX
R/K PPKD ’ . XXX XXX
42 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX
43 R . '
44 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG '
45 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan : XXX XXX
46 Utang Dalam Negeri ~ Obligasi XXX XXX
a7 Premium (Diskonto) Obligasi . XXX XXX
48 Utang Jangka Panjang Lainnya . XXX XXX
49 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang ) XXX XXX
50 JUMLAH KEWAJIBAN . XXX XXX
sl B N . 1
52 EKUITAS : : !
S3. EKUITAS ’ ) . XX xxxX
54 R/K PPKD _ :
55 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA . XXXX XXXX -

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggafan,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hail—hal'yang

diungkapkah di dalam Catatan atas Léporan Keuangan antara

lain: |

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi; N '

2) Informasi tentang kebijak‘an fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan seldina tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang- dihadapi dalam
pencapaian target;

- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangari dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi daﬁ kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian
dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar

muka laporan keéuangan;
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: 5)‘ Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum dlsajlkan dalam lembar muka
laporan keuangan; dan , :

6) Informasi lamnya yang diperlukan“ untuk penvajiant yang
| wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.

SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab i Pendahuluan ,

: 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan

keuangan SKPD '

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan
keuangan SKPD ‘ '
1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan
' keuangan SKPD
Bab Il Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kmerja '
keuangan SKPD
2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IIl | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
o 3.1 |Rincian dari penjelasan masing-masing pos-
pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan
3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset

3.1.5 | Kewajiban
3.1.5 | Ekuitas

3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset - dan
kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang menggunakan basis akrual
pada Pemda.

Bab IV | Penjelasan atas informasi- informasi nonkeuangan
Pemda

Bab V | Penutup

Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagali entités ékuntarisi, | SKPD wajib
menyelenggarakan sistemn akuntansi  untuk  menyusun
1aporan kéuahgan ‘SKPD sebagai alat akuntabilitas

penggunaan anggaran dan penggunaan bararig
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milik daerah. Laporan Keuarigan SKPD merupakan tanggung

; jawab‘ ‘ pengg{ma anggaran sehingga pada saat

- menyampaikan kapbran" keuangvavnw SKPD kepada PPKD untuk
:dikoriéolidasi harusk diléngkapi dengan Surat Pernyataan

’ /WTanggung Jawkab."‘ Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi
'p’erinyataani bahwa Laporan Keuangan telah disusun bcrdaéarkan '
k.sisr.tem' 'pengehdélianl internal . yang memadali,
dan /isiny“/a felah menyajikan informasi pelaksanaan- anggaran dan
posisi keuangan secara laya‘k sesuai dengan Standar Akuntansi

Peme.rintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah

! sebagai berikut: -

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

o KEPALA SKPD
. - DINAS/BADAN/KANTOR..........
Pernyataan Tanggung Jawab

: Laporan Keuangan‘ Dinas/Badan/Kantor............ Tahun - Anggaran
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

..............

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
| anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. ‘ S o :
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II. SISTEM AKUNTANSI PPKD .

Sistem ~akuntansi PPKD rﬁencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan LO,. beban, pendapatan LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
pe;nyﬁsunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian  Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi PPKD dijabarkan
sebagéi berikut: N . | |
Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan' ~ LRA PPKD;

Akuntansi Beban dan Belanja PPKD;

.- Akuntansi Kas dan Setara Kas PPKD;

Akuntansi Transfer PPKD; |

Akuntansi Pembiayaan PPKD;

Akuntansi Investasi PPKD;v

Akuntansi Aset lainnya PPKD;

Akuntansi Kewajiban PPKD;

T 03\ Uowe

Pt
.

Koreksi dan Penyesuaian PPKD;
Jurrial, Buku Besar, dan Neraca Saldo;

Penyusunan Laporani Keuangan PPKD;

R &

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran

secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan

pertimbangan biaya dan manfaaﬁ dengan kondisi: ‘ |

1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran diperoleh dari dokumen
anggaraﬁ DPA SKPD atau DPPA SKPD; i

2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan

~ diselenggarakan akuntansi anggaran telah mengakomodasi sistem
penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaranvbaik penerimaan kas

maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu
akun “Perubahan SAL.”



A AKUNTANSI PEN DAPATAN - LO DAN PEN DAPATAN - LRA PPKD

":Pendapatan yang dikelola PPKD adalah pendapatan yang berasal dari
dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemermtah provinsi,
'yang d1tetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan tentang
!alokam dana tersebut serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait S |

’Pihak yang terkait ‘dala_m sistem akuntansi peﬂdapatan pada PPKD
antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi akuhtansi PPKD,
dan PPKD selaku BUD. o
a. Fungsi Akuntan51 PPKD ‘ 7

" Dalam sistem akuntansi Pendapatan fung31 akuntan31 PPKD,
;memlllkl tugas mencatat transaksi/ kejadxan Pendapatan LO dani'
: Penkdapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan
valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; |
b. Bendahara Penenmaan PPKD .
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke
,daiam buku peﬁerimaan PPKD. |
2) merribuat SPJ Penerimaan.
. PPKD Selaku BUD | ,
: 1) menenma dan mengadmlrnstra31kan dokumen penetapan transfer dari
A pemermtah pusat, Pemermtah Daerah lain atau pihak lainnya.
- 2) mcnandatangam laporan keuangan' yang telah disusun oleh
| fungsi akuntansi SKPD. : |
. Pi‘hak Ke'tiga Lainnya ;
Selain pihak- pxhak tersebut d1 atas plhak lain yang berhubungan
dengan sistem akuntan31 pendapatan pada PPKD adalah
Kementerian -Kéuangan, , rmsalnya untuk dana transfer atau

Pemerintah'Daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

, 2 Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah:
a. Selama tahun berjalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan
~ penerimaan kas (Pendapatan LRA); dan
- b. Pada saat peny‘usunén‘ laporan keuangan, dimana pendapatan LO

diakui sebelum penerimaan kas.



Uraian mengenal pencatatan akuntan31 untuk pendapatan pada PPKD
sebaga1 berikut:

a.. Pendapatan  LO Dlakul Bersamaan dengan Penerimaan i(as
| (Pendapatan LRA). - . | | |
Pada saat surat penetapan/dokumen  peraturan peruﬁdang—

undangan/dokumen yang d?persamakan diterima maka belum
_dilakukan Jumal pengakuan pendapatan LO.

- Plhak ketiga (pemerintah pusat/prov1ns1/p1hak ketiga 1a1nnya)k4
1 melakukank pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah dlferlma :
| maka Bank (Kas Daerah) membuat nota kredit  atas penefimaan

tersebut dan disampaikan kepada fungéi akuntansi PPKD untuk
| pengakuan pendapatan LO dan pengakuan 'pendra’.patan LRA.
Pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dilakukan pada

saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi akuntansi

~ PPKD menjumali

Kas di Kas Daerah .....ccccoieeninnnn, XXX
Pendapatan Transfer -LO/Lain Pendapatan yg

Perubahan SAL oo ‘ XXX

Pendapatan Transfer-LRA/Lam Pendapatan yg .
Sah-LRA......cciin ER : XXX

Terkait dengan pendapatan yang diterima langsung SKPD tanpa
. melalui RKUD, PPKD mencatat pendapatan ‘berdasarkan laporan
pengesahan pendapatan yang disampaikan ke BUD, Fungsi

akuntansi PPKD menjurnal:

R/K SKPD . iiviiiiiiviiii e XXX
Pendapatan hibah -LO.................... SORRC ‘ XXX
Pendapatan Jasa Giro-LO............ e - : XXX

R/K SKPD......... e Cieeienids XXX
Pendapatan hibah LRA ...... ; XXX
Pendapatan Jasa Giro-LRA.............cciin, ST XXX




~ b. Pada saat Penyusunan Laporan Keuangan d*mana Pendapatan LO
- diakui sebelum Penerimaan Kas.

1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen .
penetapan. Qpendapatan LO yang belum diterima
pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yéng belum -
dibayar tersébut, fungsi akunté.nsi PPKD mencatat pengakuan

- pendapatan LO dan piutang sebégai jurnal penyesuaian.
- 2) Apabila dalam hal proses transaksi péndapatari daerah terdapat
‘penetapan hak pendapatan daerah yang belum  diikuti
: penerlmaan kas daerah, maka pendapatan LO harus dlak'U.l‘
walaupun kas belum diterima. Fungsi akuntansx PPKD
“melakukan rekonsiliasi dokumen pehetapan pendapatan yang

b\élum‘ dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

Piutang........ R P XXX
Pendapatan ....... -LO ..o - XXX

Jui‘nall penyesuauan pada akhlr tahun untuk dokumen
penetapan pendapatan yang sudah dlakl.u pendapatan LO nya
- tahun sebelu’mnya ‘untuk mencegah duplikasi pencatatan

pendapatan LO:

3. DOkumen Sumber
~ a. DAU
Peraturan Prcsxden “RI Tentang. ,Danav Alokasi -Umum Daerah
: 'Prov1n31 dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).

b. DAK o | o |
Peraturan Menteri Keu‘angan tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Alokasi Khusus (yang dlterbltkan tiap tahun).

C. Dana Bagi Hasil: ‘ ‘ ,
| 1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak
Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun).
©2) Peraturan Menteril Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana
. Bagi Has‘il‘:Sumber Daya Alam (PertamBangan Umum, Migas,

Kthtana“n,k dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).



-3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar

Dana Bagi Hasil (yang dlterbltkan tiap tahun)

d Dana Otonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi

Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun).

e. Dana Penyesuaian'

1) Peraturan Menteri Keuangan tentang ’I‘unjangan Profesi Guru

Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tlap tahun);

Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan

Penghasllan Guru Pegawai Negen Sipil Daerah.

2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) untuk provinsi yang diterbitkan tiap

: ‘tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan

Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/ kota), Rekening

Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari

provinsi.

3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif

Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).

f. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang

Sah, antara lain:

1) Dana Hibah:

a)

b)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara Pemerintah

~ Dacrah dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

lainnya/pihak selain pemerintah).

Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara Pemeérintah
Pusat dengaﬁ Pemerintah Daerah atas hibah yang sumber
dananya dari hibah luar negeri).

Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk
permintaan Pencairan Dana Hibah dari Pemerintah, antara
lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah,
salinan DPA-SKPD, salinan SPM yaﬁg disampaikan oleh
SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Lapbran
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang

disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap



sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan
Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnyg.
d) B}erita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.
2) Dana Darurat
Keputusan Menten Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat
g.. Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan
Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank
(Kas Daerah) atas Rekening AKoran dari Bank (Kas Daerah).
h. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari Pemerintah
Provinsi ke Pemerintah Daerah ini antara lain:
1) Dana Bag1 Hasil Provinsi. »
Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak
Provinsi ke Kabupaten /Kota (yang diterbitkan tiap tahun);
2) Daha Otonomi Kﬁusus ke Kabupaten/Kota
Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus
kepada Kabupaten /Kota (yang diterbitkan tiap tahunj;
3) Nota kredit dari Bank Kas Daerah Pemerintah Kabupaten.

B.AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA PPKD

Akuntansi beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
beban bantuan sosial, beban transfer (termasuk transfer bantuan

keuangan), dan beban luar biasa.

Akuntansi belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Pembahasan akuntansi bebgn dan belanja PPKD meliputi pihak yang

terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang

akan dijelaskan di bawah ini.



1. Pihak Yang Terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan adrmmstrasx

termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi

atas setiap transaksi yang terjadi.

PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban

yang terjadi serta menyetujui peherbitan dokumen pencairan dana

untuk membayar beban yang terjadi.

BUD/Kuasa BUD |

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran

atas beban dari kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

1) mencataﬁ dan membukukan . semua pengeluaran beban dan
b.ela,nja ke dalam buku kas umum PPKD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen Sumber.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi

beban, belanja, dan transfer pada PPKD antara lain:

a.
b.

C.

Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang;
Naskah Perjanjién Hibah Daerah dengan penerima hibah;

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan;

d.” Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik;

Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan;
Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota; |

Peraturan Daerah Kabupaten{/ Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi
‘Hasil_Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa;

Surat Tagihan dari pihak ketiga;

SP2D. |

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Akuntansi untuk beban dan belanja pada PPKD adalah :

a.

Selama tahun berjalan pengakuan beban dan belanja dibagi
sebagal berikut:



1) Melalui Bendahara Pengeluaran
" Beban  dicatat ketlka Bcndahafa Pengeluaran ~membuat
pertanggungung}awaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat
pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan
Sebagau contoh pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial
' yang nilainya dibawah 5 (lima) juta.
2) Melalui Kas Daerah (LS)
Beban dan belanja yang melalui Kas Daerah dicatat bersamaan
pada saat terbitnya SP2D-LS.
o |
b.Pada saat penyusuhan laporan keuangan, terdapat kondisi
pengakuan beban diakui sebelum pengeluaran kas.
Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan belanja dibagi sebagai
berikut:
1) Pchgeanran kas melalui Bendahara Pengeluaran
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara

Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Hibah/Bansos........cocvvviiiviviiiininennn. XXX

- Kas di Bendahara Pengeluaran............... XXX

Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan
jurnal sebagai berikut:

Belanja Hibah/Bansos..............ccvviiniiiinnnnee.
Perubahan SAL

XXX

2) Pengeluaran melalui Kas Daerah (LS)

Apablla pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui

mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

................................... XXX

Sedangkan belanja diakui dan dlcatat dengan jurnal sebagay
berikut:

Belanja
PerubahanSAL




Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan
~beban diakui sebelum pengeluaran kas. :
Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen
penetapan yang sudah  menjadi beban dan belum dilakukan |
pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai

| berikut:

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan

penyesuaian atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Utang Beban......ccovviiiiiininiinn e, XXX

C. AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS PPKD

1. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas

pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

(PPKPPKD), Bendahara Pencrimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran
- PPKD dan PPKD. |

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-PPKD

melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sébagai
berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

' 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas

ke dalam Buku Besar maéing-masing rekening (rincian objek);

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
SAL" (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan ’Arus
Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK),



" b.Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Penerimaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan
~dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses

pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi

~akuntansi PPKD (PPK-PPKD).
c. Bendahara Pengeluaran PPKD

" Dalam sistem akuntansi Kkas daﬁ setara kas, Bendahara
~ Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyafnpaikan
dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses
pelaksanaan siétem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi
akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

d. PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:

1)’ menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD)

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

2.. Prosedur Akuntansi
Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
fdi;sebutkan bahwa kas ' sebagai uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat digunékan untuk membiayai
kegiatan pemerintah- daerah. Kas sebagai uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang ‘setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kkegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap

dijabarkan/dicairkan.

PSAIVD Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8,
_ méndeﬁnisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang
likuid siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan
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lainnya.k Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka
pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang
dapat diketahui taripal,ada risiko perubahan niléi yang signifikan.
" QOleh karena itu, suatu inVestasi disebut setara kas kalau
investasi dimaksud mempunyéi masa jatuh tempo kurang dari

~ 3 bulan dari tanggal perolehannya.

. Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan dalam sistemn akuntansi kas dan
setara kas pada_PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan
kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun

Pendapatan-LO, Beban, Kewajiban, dan Ekuitas.

. Pencatatan Transak_si

Jurnal standar terkait kas dah setara kas pada PPKD mengikuti
transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi
akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

~ Apabila kas bertambah maka akan dicatat sebagai berikut:cek!!I!!

Apabila kas berkurang maka akan dicatat sebagai berikut:

Beban/kewajiban/ekuitas

Apabila setara kas bertambah maka akan dicatat sebagai berikut:

Setara kas

kas....ccovunn.. G s S XXX

kas
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D. AKUNTANSI TRANSFER PPKD

1. Pithak Terkait R o
a. PPKD selaku Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran bertugas memberikan persetujuan atas

‘pengeluaran transfer yang harus dilakukan setelah mendapatkan

verifikasi dari PPK-PPKD selaku fungsi akuntansi PPKD .

b. BUD/Kuasa BUD -

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas:

1) menyiapkah dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait
dengan proses pelaksanaan transfer;

2) memberikan dokumen tembusan kepada PPK-PPKD selaku
fungsi akuntansi PPKD sebagai dasar pencatatan transaksi
keuangém; | '

3) membukukan dalam pembukuan bendahara terkait dengan tata
usaha keuangan.

c. PPK-PPKD selaku fungsi Akuntansi PPKD

Dalam kegiatan ini, PPK-PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

1) menerima tembusan ‘ddkﬁmén transaksi dari BUD/Kuasa BUD;

2) membuat dokumen :akuntansi atas transaksi transfer

~ berdasarkan tembusan dokumen sumber yang diberikan oleh
BUD/Kuasa BUD;

3) mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan dokumen
akuntansi;

4) memposting jurnal-jurnal ke dalam Buku Besar rhasing-masing
rekening; |

5‘) menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan

Keuangan.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai
berikut: ‘ ’
a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atas pengéluaran transfer;
"b. BUD menyiapkan dokumen terkait untuk meiakukan pembayaran
atas transfer dan menyerahkan tembusan bukti persetujuan

transfer kepada PPK-PPKD selaku fungsi akuntansi PPKD;
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3.

c. BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan dokumen

| tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada PPK PPKD; 4

d. PPK-PPKD membuat dokumen akuntansi berdasarkan dokumen
“sumber yang disampéikan oleh BUD yang berupa tembusan;

e. PPK-PPKD melakukan pencatatan dalam jurnal sesuai dengan
‘dokumen akuntansii

f. PPK—PPKD melakukan posting ke Buku Besar;

g.PPK-PPKD menyusim Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dokumen Sumber

a. Surat"l‘agihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer;
b. Bukti Memorial; | | '

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d. Nota Perjanjian Transfer;

e. Nota Debit Bénk;

f. Dokumen Transfer Lainnya.

Pencatatan Transaksi

Berdasarkan surat ketetépan tentang transfer yang terkait, PPK- PPKD

- membuat bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk

diotorisasi oleh PPKD."

Berdasarkan bukti - memorial tersebut, PPK-PPKD melakukan

pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban transfer” di debit

dan “Utang Beban Transfer” di kredit.

Beban Transier...cvviiviiiiireiiienieneinninnsnns XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran

beban transfer tersebu‘t mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM

“hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, PPK-PPKD

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan ﬁtang

beban transfer, dengan jurnal “Utang beban transfer” di debit dan “Kas

~ di Kas Daerah” di kredit.
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Utang Beban Transfer............cooini XXX

Kas di Kas Daerah...occccovviiviiiieninennnnnes ' . XXX

S_ébagai transaksi realisasi anggaran, PPK PPKD juga mencatat belanja
dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Transfer” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Transfer...........ivooouls eenens FRTTTTeTey XXX
Perubahan SAL........ S P PP _ XXX

- E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN PPKD
1. Pihak Terkait
a. Fuﬁgsi akuntansi PPKD
~ Dalam sistem Vakuntansi' pembiayagn, fungsi akuntansi PPKD
- memiliki tugas sebageﬁ beriku‘t:
1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan
| bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) m’enyusun .laporan keuahgan, yang terdiri 'dari Laporah
Realisasi Anggaran (LRA),k Laporan Perubahan SAL (LP-SAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Laporan Arus Kas, Néraca dan Catatan atas Laporan Keuarigan
(CaLK).
b.BUD | |
Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi
mengadministrasi  transaksi  penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran  pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas
menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh

fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh PPKD.
c. PPKD

 Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas

menandatangam Laporan Keudngan Pemerintah Daerah sebelum
diserahkan kepada BPK.
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2. Prosedur Akuntansi
a. Penerimaan‘ Pembiayaan |
Akuntansi penerimaan pembiayaan PPK-’D ’pada dasarnya
‘merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
penerimaan pembiayaarn ini melekat pada pencatatan transaksi
'lainr'lya khususnya penerimaan kas dariv'transaksi aset nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
| jﬁrnal komplementer yang meléngkapi jurnal transaksi pelepasan
investasi, transaksi penerimaan utang dan Atransaksi lainnya yang
sejeriis. ‘ |
'b. Pengeluaran Pembiayaan |
Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD,
akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset non lancar |
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang mélengkapi jurnal transaksi perolehan

investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.

3. Dokumen Sumber
- a. Dokumen Penerimaan pembayaran utang;
b. Dokumen penjualan investasi ;
c. Bukti penerimaan pinjaman dari Bank;

d. Dokumen penerimaan kembali dana bergulir; .
- e. Bukti Memorial. '

4. Pencatatan Transaksi
a. Penerimaan Pembiayaan

PPK PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank atau lembaga

keuangan dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan
“Kewajiban Jangka Panjang” di kredit.

Kas 'di Kas Daerah
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Berdasarkan transaksi di atas, PPK PPKD mencatat jurnal

“Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

Pertubahnan SAL . .ciiiiieeiiiriiiiinireirerrasrresronvonnes XXX

Penerimaan Pembiayaan..........ccoccounieen. XXX

_ b. Pengeluaran Pembiayaan
PPK PPKD mencatat pembayaran‘pokok pinjaman dari bank atau
lembaga keuangan dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang’ di
debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit. ‘

Kewajiban Jangka Panjang...... e ereaen T OXXX

Kas di Kas Daerah......... N reereesennresaenevesnnnaes . XXX

'PPK PPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial yang telah
diotorisasi PPKD dengan jurnal “Penerimaan Pembiayaan” di debit
dan “Perubahan SAL” di kredit.

Pengeluaran Pembiayaan..........coeevvviinrennnens XXX

Perubahan SAL..ccivieiiiiiviineiieiineenennans ‘ XXX

F.- AKUNTANSI INVESTASI PPKD

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh’

manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat
sosial, sehingga  dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam rahgka pelayanan kepada masyarakat. Investasi
merupakan instrumen yang dapat digunakdn oleh Pemerintah
Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang
‘belum digunakan untuk inv‘estasi jangka pendek dalam rangka

manajemen kas.

‘1. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam’ sistem akuntansi investasi antara

lain:
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a. PPK PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD mela.ksanakah fungsi
~akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/ kejadian invesfasi “berdasarkan .bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) memposting jurnal-jurnal transaksi./kejadian investasi ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

* 3) membuat Laporan Keuang.an, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
’Laporarj Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan

-, - . Keuangan (CalLK).
- b. PPKD » _
Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

- 1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan
dalam ’proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi alcunfansi PPKD. ‘ |

2) menandatangani surat pernyataan tahggung jawab PPKD.

2 Dokurnen Sumber
1. SP2D LS;
2. Nota Kredit;

3. Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi.

3. Pencatatan Transaksi
a. Perolehan Investasi ‘

1) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (manajemen Kkas), !fungsi

akuntansi PPKD membukukan dalam Buku Jurnal.

Investasi Jangka Pendek.......... ereneeiieinassiaaitens XXX

Kas di Kas Daerah .cicooovviieiiiininiioineeinenennenns XXX

Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi PPKD

membukukan pada Buku Jurnal.

- Pengeluaran Pembiayaan.......ccoeeiiiiiniiiiiinnn,. XXX

Perubahan SAL .o iiiiiiiiiiiiiiiiiieeisiensnes XXX
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2) Berdasarkan SP2D LS untuk penYértaan modal dalam peraturan
daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi PPKD membukukan dalam

Buku Jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah............ XXX
Kas di Kas Daerah ............. S , XXX
Pengeluaran Pembiayaan-PMPD...., .................. XXX

Perubahan SAL ......oviiiiiiininiiiinnns iveesinenens XXX

b. Pelepasan Investasi - _
1) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi PPKD

membukukan dalam Buku Jurhal.

Kas di Kas Daerah......... erertereieie e taarien, XXX
‘Pendapatan bunga....LO.................. ‘ XXX
Investasi Jk Pendek................. XXX

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, _Fungsi akuntansi PPKD
membukukan pada Buku Jurnal sebesar nilai yang diterima.
Perubahan SAL.........ecccciiiiiiinniii, XXX

Penerimaan Pembiayaan..............voevenenes XXX

B -2) 1Bérdasarkan nota kredit dari bank, fungsi akuntansi PPKD
' membukukan dalam Buku Jurnal.
Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan

investasi jangka panjang‘

- Kas di Kas Daerah........cccoiviinninn, XXX
-~ Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO..... COXXX
Utang Dalam Negeri Obligasi........c.ovviiviiiininin XXX

Perubahan SAL......ccc.ccoiiinin XXX
Penerimaan Pembiayaan................... PN XXX




Pelepasan inVestasi jangka panjang dibaWah nilai pérolehan

investasi jangka panjang.

Kas di Kas Daerah......... P S S XXX

Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO....... XXX -
Utang Dalam Negeri Obligasi....... it R XXX

Perubahan SAL.......ccocoiiiviiiiiiiii XXX
Penerimaan Pembiayaan.......c...ccoovvvivininnnnnna. XXX

- C. Hasﬂ Investasx

1)

2)

Hasil Investasi Jangka Pendek
Pembukuan hasﬂ investasi Jangka pendek pada saat nota, kred1t_

diterima BUD, fungsi akuntanm PPKD membukukan dalam

' Buku Jurnal

....................................... XXX
Pendapatan bunga...... LO. i XXX

Perubahan SAL.........cccioviinnnn, el XXX ,
Pendapatan bunga.....LRA......... Ve e XXX

Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:

a)  Metode ’Biaya | | ' | |
- Pembukuan hasi?l investas‘i' jangka panjang pada saat nota
kredit diterirria oleh BUD, fungsi akuntansi PPKD

: membukukan dalam Buku Jurnal

Kas di Kas Daerah...........oocoivivinnna XXX

Bagiah laba yang dibagikan kepada ‘ n
Pemerintah Daerah ...LO....... RS Ve XXX

Perubahan SAL.................. Gt XXX

- Bagian laba yang dibagikan kepada , _
Pemerintah Daerah-LRA .............oin ~ XXX
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Metode Ekmtas A ' ‘

Pembukuan hasﬂ mvestas1 Jangka panjang setelah RUPS

 (untuk penetapan bagxan laba), fungsi akuntansi PPKD

membukukan dalam Buku Jurnal.

'Penyertaan Modal Pemerintah........coooniin, - XXx

Bagian laba yang dibagikan kepada

Pemerintah Daerah-LO........ocivivivvininninn, XXX

Pembukuan pada saat penerlmaan has11 fung31 akuntans1

PPKD membukukan dalam Buku Jurnal

~Kas di Kas Daerah...........ccoiniiiniinnniniiin.. XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.. XXX
Perubahan SAL............... P S v XXX

Bagian laba yang dibagikan kepada

Pemerintah Daerah-LRA................... o : XXX

- Metode Nilai Bersih yang direalisasikan

Pembukuan hasil investasi jangka panjang pada saat nota ‘

~kredit diterima BUD, fungsi akun’tansi PPKD membukukan

hasil dari dana bergulir dalam Buku Jurnal.

Kas di Kas Daerah.........ccoviins it Cenie XXX

Pendapatan bunga dana bergulir LO......... XXX
Perubahan SAL......... e, cerrrneen, XXX
Pendapatan Bunga dana bergulir..LRA..... XXX

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil
investasi jangka panjang yang belum direalisasikan (masih |

berupa piutahg) ‘akan dilakukan penyesuaian (Sistem

Prosedur Akuntansi Piutang) :
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G.AKUNTANSI ASET LAINNYA PPKD

Aset lainnya memiliki peranan yang penting bagi Pemerintah Daerah
karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa

depan. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a. Tagihan jangka panjang( tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti
kerugian daerah);

b. Kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, kerjasama pemanfaatan,
bangun guna serah, bangun serah guna);

c. Aset lain-lain. |
Sistefn_ Akuntansi Aset Lainrimya PPKD dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pihak yang terkait |
‘a. PPK-PPKD
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD melaksanakan

- fungsi akuntansi pada PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke

dalam Buku Besar masing-masing rekéning (rincian objek).

'3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan

Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas 'Laporan Keuangan
(CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyaigtﬁgas
menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan

dalam proses penggabungan/konsol1da51 yang dlla.kukan oleh
fung81 akuntansi PPKD. '
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2. Dokumen Sumber
Dokumen sumber ya{ig_terkaitﬁdeﬁgan sistem akuntansi PPKD adalah: |

- a. Kontrak/perjanjian = penjualan  secar angsuran/Berita acara

o penjualan/ dokumen lain yang dipersamakan.
b. Keputusan Pemb_ebanaﬁ daﬁ /atau dokumen yang dipersamakan.
- c. Kontrak perjanjiah sewa. |
d. Kontfak/ perjanjian kerrj‘asama-pe'r,nanfaatyan.
ﬂ be.g,S‘P2D/kou*men yang dipersamakan.
3. Prosedur Akuntansi | |
| a.l Tagihan Jarigka: Pa'nj’arvlg

~Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran
dan tuntutan ganti kerugian daerah.

‘1) Tagihan Penjualan Angsuran 2 : : 3

Tagihan penjualan angsuran mbenggambarkan jumlahyang dapat
diterima dari ‘penjualan aset Pemerintah Daerah  secara

angsuran kepada pegawai i/ Bupati.

.Barang milik daerah yang dlpmdahtangankan /duual adalah aset -
tetap yang dlkuasal oleh' SKPD. Sebelum proses d1p1ndah
tangankan/dijual, SKPD “menghapus dan pembukuannya
dengan’ mekanisme SKPD - menyerahkan aset tersebut
kepada PPKD PPKD menerima pehmpahan aset yang hendak
duual ini dengan mencatatnya sebagau aset tetap/ barang ‘milik

daerah yang akan dijual. -

Selamutnya ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara
angsuran, maka fungel akuntan31 PPKD akan membuat jurnal
pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen
*transaksx terkalt penjualan dengan angsuran. Jurnal ini
mencatat “Taglhan ‘Penjualan Angsuran” di debit dan “Surplus
Penjualan Aset Non Lancar” serta “Aset Tetap” di kredit (asumsi
‘harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual).
Besaran tagihan’ penjualan angsuran yang diéatat adaiah sesuai

yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.
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2)

3)

Tagihan Tuntutan 'Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan
Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.

Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan

" membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Fungsi. Akuntansi PPKD akan mencatat ‘th-.tn,tutan Ganti
Kerugian Daerah” di debit dan “Pendapatan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah-LO” di kredit. Tagihan ini bersifat jangka
panjang, oleh kareﬁanya setiap akhir tahun fungsi akuntansi
PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk rnerigakui piutang

yang akan jatuh tempo dalam.satu tahun ke depan'.

Kemitraan dengan Pihak'Ketiga
a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,
yaitu dengan perubalnan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset kerjaSama/  kemitraan-sewa.
Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua
pihak, fungsi akuntansi PPKD mereklasifikasi dari Aset

Tetap ke “Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga”.

- b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,
yaitu dengan perubahan klasiﬁkasi aset dari aset tetap
menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan ((KSP).

c) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam

BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

BSG  diakui pada @ saat | pengadaan/pembangunan
gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap

'~ digunakan.
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Penyerahan aset bleh‘ pihak kétiga kcpada' Pemerintah
Daerah'_ disertai dengan kewajiban Pemerintah Daérah
untuk melakukan pembayaran kepada pihak
ketiga/investc)r Pembayaran y oleh Pemermtah

' Daerah ini dapat j juga dllakukan secara bagi hasil.

Pencatatan Transaksi

a. Tagihan Jangka Panjang

)

Tagihan Penjualan Angsuran

- Tagihan penjualan a"ngsurén dilakukan jurnal:

Tagihan Angsuran penjualan....... S T ST XXX
-Akumulas‘i Penyusutan..........‘;._ ......... e, XXX
| Surplus penjualan aset......... ... Srreerseideiieeas XXX
Aset tetap-........... R ST XXX

Karena tagihan pénjualan tersebut  bersifat jangka panjang,

pada akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan

reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh témpo

~ dalam satu tahun ke depan Berdasarkan bukt1 memorial, fungsi

g

' akuntanu PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan Jumal

“Jurnal standar reklasifikasi tagihan angsuran penjualan ke

bagian lancar ahgsuran adalah sebagai berikut:

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran-............ XXx

Tagihan Angsuran penjualan........... Credheeriavreiveieibers eun XXX

Tagihan Tuntutan Kerugianr Daerah

- a) ~ Jurnal standar pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian:

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pegawai
bendahara /bukan Bendahara.............coocooes L, XXX

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
pegawai bendahara /Bukan Bendahara-LO............ e XXX

b) Jurnal standar reklasifikasi Tuntutan ganti Kerugian Daerah
ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kerugian v
terhadap Pegawai bendahara /Bukan Bendahara....... XXX

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tertadap pegawal
bendahara/bukan bendahara......; .............................. XXX
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Apabila diterima pembayaran dari pegawai yang térkena kasus
TGR, fungsi akuntansi PPKD akan merijurnal::

Kas di Kas Daerah..........c.coovviininn, PP XXX

Bagian Lancar Tuntutan ganti Rugi Kerugian
Daerah terhadap Pegawai bendahara /Bukan
bendahara............. SRS UT P PRI e XXX

Jurnal LRA

Perubahan SAL......cooili XXX

Pendapatan Tuntutan ganti Rugi Kerugian Daerah
terhadap Pegawai bendahara /Bukan Bendahara-

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1) Kemitraan dengan Pihak ketiga-sewa

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-sewa

- Kemitraan dengan Pihak ketiga-sewa............. XXX

COASEt tetAP- s ieieereeeee XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa diakui sebagai
pendapatan ”Hasil dari - Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO”.

‘Berdasarkan nota kredit dari bank, fungsi akuntansi PPKD akan

menjurnal:
Kas di Kas daeral..........ocoovosoiiisiissinensonns XXX
~ Hasil Pemanfaatan kekayaan Daerah-sewa-LO........ XXX
Jurnal LRA | .
Perubahan SAL .......cccciiiiiiiiiiiiniinne, XXX |
Hasil Pemanfaatan kekayaan Daerah-sewa-LRA..... xxx

Pada saat masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah
Daerah. Berdasarkan berita acara serah terima, fungsi

akuntansi PPKD akan menjurnal:

ASEt LELAP . vevreririeenerrrieaeiiennas TN XXX

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-sewa...... e XXX
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2) B4angun Guna Seréh-BGS |
Kemitraan dengan Pihak ketiga- BGS............ . XXX

Aset tetap-.vicveereiiviiiniiiiinnes T PSRRI XXX

3) Bangun Serah Guna- BSG
Kemitraan dengan Pihak ketiga- BSG............. XXX

Aset tetap-..ccoiveiiiiiiiiiiii e e e XXX

Utang jangka panjang lainnya-utang
kepada pihak ketiga BGS...oooviiiiiiiniiiininini i XXX

H.AKUNTANSI KEWAJIBAN PPKD

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Daerah.: Kewajiban Pemerintah Daerah dapat rr';uncul
akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan cilengan
pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kiepada
masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, étau
kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan
dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak étau

. peraturan perundang-undangan. ‘
. A i

1. Pihak'yahg terkait v
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri
atas: '
a. BUD
1) menyiapkan Idokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan
rek]asiﬁkasi utang; | o
2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh
| fungsi akuntansi PPKD yahg sebelumnya disahkan oleh PPKD.
b. Fimgsi akuntansi PPKD
1) mencatat transaksi/kejadian | ‘investasi lainnya
berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal
Umum; | ‘
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam

Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
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c. PPKD
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas

menandatangani Laporan - Keuangan Pemerintah Daerah

- - sebelum diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Sumber , :
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi
kewajiban antara lain adalah: |
a. Surat Perjanjian Utang;

b. Nota _kredit; |
c. SP2D LS.

3. Pencatatan Transaksi ‘
Sistem dan prosedur penambahan = kewajiban (penerimaan
pembiaya_an) serta sisfem dan ‘prosedur akuntansi pengurangan
kewajiban .(pengelua’rén pembiayaan).
a. Penambahan Kewajiban
Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjién utang,

fuﬁgsi akuntansi PPKD membukukan dalam Buku Jurnal.

Kas di Kas Daerah..........ccovviviiiniiiiininnnn . XXX
Hutang Jangka panjang......c.ccoeeevviiivinienienennnn. XXX

Perubahan SAL......... R Y ST PRI S XXX
Penerimaan Pembiayaan..........coccoiviivinininninnn. XXX

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang

- yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi PPKD membukukan
dalam Buku Jurnal. '

Bagian lancar Hutang Jk. Panjang..........cccevvvvennnnnen, XXX

Kas di Kas Daerah..ccoovcviiiiiniiriiinriniiniinisnieneen. XXX

Pengeluaran Pembiayaan...
Perubahan SAL
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Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman srang
dipercepat (sisa pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi

" akuntansi PPKD membukukan dalam Buku Jurnal.

Hutang Jk. Panjang............... ereeririierenesensesiserneaeaies XXX
Surplus penyelesaian utang.....LO .....ccoovivvinninns XXX
Kas di Kas Daerah.......ccoccevivviniiiiiinniineicnnnenennn, XXX

Pembukuan sebesar'nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan.......... [T XXX

Perubahan SAL......cccooiviviiiii XXX

‘c. Pada saat penyusunan laporan keuangan,
Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi PPKD
menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 (satu)

tahun ke depan dengan membukukan dalam Buku Jurnal.

Hutang jangka panjang.......ccccoeeviiieiiinicinenncininennn XXX

Bagian lancar Hutang jk.Panjang..............oce.ennis XXX

I. ' KOREKSI DAN PENYESUAIAN PPKD
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya
kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang scharusnya. Kesalahan dalam penyusunan
laporan -keuangan dapat terjad.i’ pada satu atau beberapa periode

sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut :

1. Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi
kas, pembetulan dilakukan pada akun kas, SiLPA/SiKPA, dan akun
neraca yang terkait. ' ‘ ’

a. Penerimaan Pembiayaan Mengakibatkan Penambahan Posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehiﬁgga

mengakibatkan penambahan posisi kas.
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'C_ontoh’: Pemerintah Daerah menerima setoran atas kekurangan
pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD,

akan dijurnal sebagéi berikut:

Kas di Kas Daerah......ccccooeviiinininiiinin, XXX
Pinjaman Jk. Panjang kepada BUMD................. XXX

Perubahan SAL.................. F PP XXX
SILPA/SIKPA. ..ottt ' XXX

Penerimaan Pembiayaan Mengakibatkan Pengurangan Posisi Kas. -
Kesalahan atas kelebihan penerimaan pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi kas.

Contoh: Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran
angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal

sebagai berikut:

Pinjaman Jk. Panjang Kepada BUMD.........c...ccceeuee. XXX

Kas di Kas Daerah....ooccoiveiiiiiriisennseeens ereeeierians XXX
- SILPA/SIKPA i, e rereeneeeaas XXX
Perubahan SAL....viiiiiiiiiiiesieneiarissesessessnscnnces XXX -

d. Pengeluaran Pembiayaan Mengakibatkan Penambahan Posisi
Kas. v %
_Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga
méngakibatkan penambahan posisi kas.

Cént’oh . Pemerintah Daerah menerima kelebihan pembayaran
- angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah

pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL.......cccivvivniinnnnn resiieseeniaienereartoranens XXX

SiLPA/SiKPA............... et eeaan : XXX
Kas di Kas Daerah....ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciccnennes XXX
Utang Pemerintah Pusat.........c.ccoioviiinnns v XXX
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€. Péngelﬁaran Pembiayaan Mengakibétkan‘ Pengﬁrangan Posisti
 Kas. | | e ‘ T

" Kesalahan atas kekurangan '1pen‘g’é1’1ﬁiaranfpembiayaiah sehingga
mengakibatkan péngurangan posisik kas. ,
Contoh : ’I‘erdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang
~tahun lalu képada‘ pemerintah pusat yang belum dicatat, akan

dikoreksi sebagai berikut: : | P

Utang Pemerintah Pusat.........cooeeeeiiiiiiennn, e XXX
Kas di Kas Daerah.......c.coooooiinnine. e XXX

SILPA/SIKPA i, G XXX ;
Perubahan SAL............. e e s : XXX

Koreksi ‘_kesalahan ‘atas péncatatan kewajiban yang menambah
bmaupun mengurangi posisi kas, dilakkuk_anﬁ dengan pembetulan'pada |
akun kas, SiLPA/SiKPA dan akun kewajiban bersangkutan.
a. ‘Jika Menambah Kas. Misalnya, Pemerintah Daerah k_élebihabmyk

- membayar angsuran utang jangka panjang. -

- Kas di Kas Daerah......icciviiiiiiiiiiiiinnis XXX
|6 122 o F = S O SR TUPPEPR: XXX
Perubahan SAL....iiiii XXX
SILPA/SIKPA . i st XXX

b, Jikak Mengurangi Kas. Mis‘alriya? Pemerintah Daerah kurang .

- membayar angsuran f.ltang jangka panjang. -

AN e s XXX
: Kas di Kas Daerah ..........cooiviiiiiiniinnn, XXX
'SiLPA/SIiKPA ........... HVaveirrevieiaseashreresaiinsnneinen S XXX
- Perubahan SAL.............eviiiann, ST I , XXX
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J. JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

1. Jurnal

Sebaga1 entitas akuntansi, PPKD melakukan pxoses akuntansi yang
" “dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajlan
Laporan Keuangan. Transak31 transaksi tersebut dicatat oleh fung31

_ akuntans1 PPKD sesuai dengan dokumen transaksmya menggunakan

~ Memo Jurnal ke dalam Buku Jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku

Jurnal yang dlgunakan adalah sebaga1 berlkut

PEMERINTAH KABUPATEN ...............
MEMO JURNAL
Tahun Anggaran
Nomor ... N SO IN
Tanggal  :.......... BSOS ORRI
SKPD T T O T T P TTpP ;
Kode Deskripsi Perkiraan Jumlah Debit | Jumlah Kredit
Perkiraan ‘ '
Ketarangan :
Bukti o : Nomor
Tanggal
1 1.
2.
-3
Dicatat Oleh : . - Disetujui : Auditor :
‘MEMO Halaman 1 dari 1
| JURNAL -
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/

PEMERINTAH KABUPATEN ..........cco... "
BUKU JURNAL

, Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1
Urusan Pemerintahan : o '

Bidang Pemerintahan

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

NO

No | TANGGAL BUKTI REKENING URAIAN REF DEBIT

KREDIT

JUMLAH

NIP

Fungsi Akuntansi PPKD
(tanda tangan)
(nama lengkap) -

2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal

adalah posting ke Buku Besar. Dalam tahap ini, fungsi akuntansi

PPKD memposting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya

dari Buku Jurnal ke Buku Besar masing-masing akun. Format Buku

Besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN........... e
BUKU BESAR
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan '
Bidang Pemerintahan

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

Kode Rekening Buku Besar
Nama Rekening Buku Besar
Piutang

NO | TANGGAL URAIAN DEBIT ~ KREDIT

SALDO

Jumlah
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3.‘ Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan

laporan keuangan, fungsi akuntansi PPKD menyusun' Neraca Saldo

atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adaiah suatu daftar yang

berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.

Format Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan

adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN

-------------------

SALDO BUKU BESAR
Per 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
.| Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

KODE

REKENING URAIAN

DEBIT

KREDIT

JUMLAH

K. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui

proses akuntansi lan'jutan yang _dilakukan oleh PPK-PPKD. Jurnal dan

posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar

dalém penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 (tujuh) Laporan Keuangan wsajib yang terdapat dalam Pexfaturan

kVPemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 6 (enam) Laporan Ke\;langan

yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
“e. Laporan Arus Kas (LAK) ;dan

f. Catatan atas Laporan.Keuangan (CaLK).

l
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Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan
keuangan PPKD adalah:

a.

b.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD
PPK-PPKD melakukan penyusunan atas laporan keuangan.
Pengguna Anggaran '

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan

laporan keuangannya sebagai entitas akuntansi untuk dapat

dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

a.

Membuat Neraca Saldo

!

PPK-PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Buku Besar

" menjadi Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar.

Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

- PPK-PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan

tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun
tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat
akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom

“Penyesualian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi- dan penyesuaian yang dipeflukan antara lain

digunakan untuk:
1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan;

2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan;

- 3) Pencatatan piutang, persediaan dan/atau aset lainnya pada

-akhir tahun.

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut: , |

1) Koreksi Kesalahan Pencatatan _
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
PPK-PPKD akzin membuat bukti memorial yang akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang
telah dio;torisasi, PPK-PPKD langsung membuat pembetulan atas
jurnal yang salah catat  tersebut. Misalnya, transaksi

beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk
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C.

2) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka

melakuka'n “koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-PPKD

menjurnal “Beban telepon” di debit dan “Beban listrik” di kiredit.

' XXX |
Beban telepOn. oo eiiininnieiiiiiiniireiuireniiiieeies ——
Beban HStriK..ovieeeerreiininiierrneiiisiinnes ‘:

B Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK- PPKD juga

mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesualan

- Perubahan SAL dengan menJurnal “Belanja telepon” di deb1t dan

“Belanja listrik” di kredit.

Belanja telepon....... PSP RPN XXX

Belanja listrike. oo, : XXX

PPK-PPKD membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode
untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya
‘lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan
beban oleh Pemerintah Daerah. Pada akhir tahun, berdasarkan

Surat Perjanjian Sewé, PPK-PPKD akan membuat bukti

~memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna

Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-PPKD akan
mencatat penyeéuaian beban sewa dengan jurnal “Sewa dibayar
di muka/Bcban Jasa Dibayar Dimuka” di debit dan “Beban
sewa” di kredit pada Buku Jurnal.

Beban Jasa Dibayar muka..........cco.cevnennnnn. XXX

Beban Sewa....ooivvieiiiiieie e XXX

Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Berdasarkan jurnal penyesﬁaian yang telah dibuat PPK PPKD
melakukan penyesuaian atas Neraca Saldo sebelumnya menjadi

Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar setelah penyesuaian.

Membuat LRA dan Jurnal Penutup LRA
Berdasarkan Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar setelah
penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD ‘mengidentifikasi akun-akun

yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode
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rekeriirig yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membugt
"‘Lapbran Realisasi Anggaran”. |

Bersamaan dengan pembuatan LRA, fungsi akuntansi PPKD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi O

(nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA!

Pendapatan LRA........ccoiininin, XXX
Belanja. ..o XXX
‘Surplus/Defisit LRA.......ccocciniiine XXX
Surplus/Defisit LRA.......cooiiiiiiiiiveniinn ‘ XXX
SiLPA/SiKPA ...................................... ‘ XXX
SlLPA/SlKPA ...... R S Ceereeene Creriere XXX
Perubahan SAL....... ZET TP tvevessenivenns : XXX

~ Setelah membuat jurnél penutupan,’ Akuntansi PPKD menyusun

~ Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut adalah formét LRA PPKD :

PEMERINTAH KABUPATEN ... berenas
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UN I‘UK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
. DAN 20X0 . -
(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

No | URAIAN Anggdr | Reali | (%) | Reali
an sasi sasi
20x1 | 20x1 20x0
1| PENDAPATAN | ~
2 | PENDAPATAN TRANSFER
3 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
4 | Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX | XXX | XXX
5] Dana.Bagi Hasil.Sumber dava Alam XX% XXX L.x%¥x_|__xxx
16 Dana Alokasi Umum XXX Xxx | xxx | xxx
7 Dana Alokasi khusus : XXX XXX | xxx | Xxx
8 . Jumlah Pendapatan Transfer XXX Xxx | xxx | xxx
Dana Perimbangan (4 s/d 7) N
9
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
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LAINNYA
11 Dana Otonomi Khusus XXX XXX | XXX | XXX
12 Dana Penyesuaian XXX XXX | XXX | XXX
13 Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX | xxx | xxx
Lainnya (11 s/d12) .
14 Total Pendapatan Transfer XXX XXX | XXX | Xxx
(8+13)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah o XXX XXX | xxx | xxx
| Pendapatan Dana Darurat xxx | xxx | xxx |oxxx
...Pendapatan Lainnya XXX | XXX | XXX | XXX
Jumlah Pendapatan Lain-lain XXX xxx | xxx | xxx
yang Sah (17 s/d 19) '
21 ‘ JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX | XXX | XXX
: (14+20)
22
23 | BELANJA
24 | BELANJA OPERASI
25 Bunga XXX XXX | XXX | xxx
26 Subsidi XXX xxx | xxx | xxx
27 Hibah XXX XXX | xxx i xxx
28 Bantuan Sosial XXX xxx | xxx | xxx
29 Jumlah Belanja Operasi (25 s/d XXX XXX | XXX | Xx%x
30
31 BELANJA TAK TERDUGA
32 | _ BelanjaTak terduga XXX | XXX | XXX | XXX
33 Jumlah Belanja Tak Terduga (32) XXX XXX | XXX | xXxX
34 JUMLAH BELANJA (29+33) XXX XXX | XXX | xxx
35
36 | TRANSFER
37 TRANSFER/BAGI HASIL
PENDAPATAN KE KABUPATEN /KOTA
138 | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten XXX XXX | XXX | XxXx
Kota o
39 Bagi Hasil Retribusi XXX XXX | xxx | xxx
40 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke xxx | x| oxox | oxxx
________ | Kabupaten/kota '
41 - Jumlah Transfer Bagi hasil XXX XXX | XXX | XXX
Pendapatan ke Kab/kota (38 s/d 40)
42 JUMLAH BELANJA DAN XXX xxx | xxx | xxx
TRANSFER (34+41) ' :
aR :
4 | SURPLUS/DEFISIT (21-42) XXX XXX | xxx | xxx
45 .
48 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
49 |... Penggunaan SILPA XXX XXX | XXX | XXX
50 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX | XXX | XXX
51 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah XXX XXX | XXX | xxx
yang Dipisahkan
52 Pinjaman Dalam Negeri — Pemerintah XXX XXX | oxxx | oxxx
53 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah XXX XXX | xxx | xxx
o) DaEIah Lainnya '
54 Pinjaman Dalam Negeri — Lembaga XXX XXX | XXX | XXX
Keuangan Bank c
S5 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga XXX XXX | XXX | xxx
Keuangan Bukan Bank
96 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX | XXX | XXX | XXX
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57 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
58 Penerimaan Kembali Pinjaman XXX XXX
' kepada Perusahaan Negara
59 Penerimaan Kembali Pinjaman XXX XXX
kepada Perusahaan Daerah
60 Penerimaan Kembali Pinjaman XXX XXX
kepada Pemerintah Daerah lainnya
61 Jumlah Penerimaan (49 s/d 60) XXX XXX
65 : 5 :
63 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
64 Pembentukan Dana cadangan XXX XXX
65 Penyertaan Modal Pemerintah XXX XXX
Daerah Vo |
66 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XXX
Negeri-Pemerintah Pusat
67 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XXX
Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya ‘
68 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XXX
Negeri-Lembaga Keuangan Bank
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XXX
Negeri-Lembaga Keuangan Bukan
Bank
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XXX
Negeri-Obligasi
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XXX
\ Negeri-Lainnya '
72 Pemberian Pinjaman kepada XXX XXX
Perusahaan Negara
73 Pemberian Pinjaman kepada XXX XXX
' Perusahaan Daerah
74 Pemberian Pinjaman kepada XXX XXX
Pemerintah Daerah Lainnya
75 Jumlah Pengeluaran {64 s/d 74) XXX XXX
76 PEMBIAYAAN NETTO (61-75) XXX XXX
77 :
78 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran XXX XXX

(44+76)

e. Membuat LO dan Jurnal Pénutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, fungsi
akuntansi
‘dalam komponen Laporan Operasional (kode rekening yang

berawalan 8 dan 9) untuk kemudian membuat Laporan

Operasional (LO). Berikut Format Laporan Operasional PPKD :

PPKD ' mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
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UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN

Contoh Format Laporan Operasional

'PEMERINTAH KABUPATEN

LAPORAN OPERASIONAL

20X0
(Dalam Rupiah)

-------------------

Urusan Pemerintahan :

Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasti

Sub Unit Organisasi

NO URAIAN SALD | SALD | KENAIKA | (%)
o o N/
20X1 | 20X0 | PENURUN
. AN
KEGIATAN OPERASIONAL:
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX | XXX | XXX XXX
4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan '

1 Daerah yang Dipisahkan - XXX | XXX | XXX XXX
5 Pendapatan Asli Daerah Lainnya XXX | XXX | XXX XXX
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d

5) . : XXX | XXX [ XXX XXX
7 ' - XXX | XXX | XXX XXX
8 PENDAPATAN TRANSFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT—DANA
PERIMBANGAN
10 Dana Bagi Hasil Pajak XXX | XXX | XXX XXX
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX | XXX | XXX XXX
12 Dana Alokasi Umum XXX | XXX | XXX XXX
13 Dana Alokasi Khusus XXX | XXX | XXX XXX
14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana’ . ‘
_ Perimbangan (10 s/d 13) XXX | XXX | XXX XXX
15
16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
LAINNYA
17 Dana Otonomi Khusus XXX [ XXX | XXX XXX
18 Dana Penyesuaian XXX [ xxx | Xxxx XXX
19 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya
, (17 s/d-18) o XXX | XXX | XXX XXX .
20 Jumlah Pendapatan Transfer (14+19) XXX | XXX | XXX XXX
22 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
23 Pendapatan Hibah XXX | XXX | XXX XXX
24 Pendapatan Lainnya XXX XXX | XXX XXX
25 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang :
sah (23 s/d 24) XXX | XXX | XXX XXX
26 JUMLAH PENDAPATAN ( 6+20+25) | XXX | XXX | XXX XXX
27 ‘
28 | BEBAN
29 Beban Subsidi XXX | XXX | XXX XXX
30 Beban Hibah XXX | XXX | XXX XXX
31 Beban Bantuan Sosial XXX XXX | XXX XXX
32 Beban Transfer XXX XXX | XXX XXX

.1 33 Beban Lain-lain XXX | XXX | XXX XXX
34 JUMLAH BEBAN (29 s/d 33) XXX | XXX | XXX XXX
35 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN XXX | XXX | XXX XXX
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OPERASIONAL {26-34)
| 36
37 SURPLUS/DEFISIT DARI I(EGIA’I‘AN NON
.| OPERASIONAL -~ ‘
38 SURPLUS NON OPERASIONAL N
' 139 Surplus Penjualan Aset Nonlancar XXX | XXX | XXX XXX
40 Surplus Penyelesaxan Kewajiban Jangka ' L :
Panjang XXX | XXX | XXX XXX
41 Surplus Non Operasional lainnya ; XXX ] XXX | XXX XXX
42 . : JUMLAH SURPLUS NON ; :
OPERASIONAL (39 s/d 41) XXX | XXX XXX XXX
43 DEFISIT NON OPERASIONAL , ,
44 Defisit Penjualan Aset Nonlancar XXX | XXX | XXX XXX
45 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka ' O
Panjang =~ : XXX ] XXX | XXX XXX
46 ~ Defisit Non Operasional lainnya - XXX | XXX | XXX XXX
47 |- JUMLAH DEFISIT NON B P
~ OPERASIONAL (44 s/d 46) XXX | XXX | XXX XXX
149 | S :
50 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI ‘
KEGIATAN NON OPERASIONAL (42+47) - XXX ] XXX ] Xxx XXX
51 : ‘SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS : .
LUAR BIASA (35+50) ° XXX | XXX | XXX XXX
52 B e ‘
53 | POS LUAR BIASA :
54 Pendapatan Luar Biasa XXX | XXX | XXX XXX
55 Pendapatan Luar Biasa : k
56 Jumlah Pendapatan Luar Biasa (55)
57 Beban Luar Biasa : ; :
58 - Beban Luar Biasa = ‘ XXX | XXX | XXX XXX
| 59  Jumlah Beban Luar Biasa (58) ;
60 o POS LUAR BIASA (55-58) ‘ XXX XXX | XXX XXX
61 ' SURPLUS/DEFISIT-LO (51+60) XXX | XXX | XXX XXX

'Bersamaan dengan pembuatan LO 'furigsi akuntansi PPKD'
membuat Jumal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip
'_penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadl 0
(nol). | | | o

Kemudlan fungsi akuntan31 PPKD menyusun Neraca Saldo setelah

Penutupan LO. Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan LO.....ciiiiiiiiii, - XXX
S Beban.. i, ~ XXX

SUrplus/Deﬁsit LO......... P A ~ XXX

|

. | ‘Membuat Laporan Perubahan Ekultas dan Jumal Penutup Akhlr

Fung31 akuntan31 PPKD membuat Laporan Perubahan Ekultas
(LPE) menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas

" periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan
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- Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan

Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas
PPKD.

~ Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas
PPKD.

PEMERINTAH KABUPATEN ........ eeeainnee
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN

- 20X0
. Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
NO | URAIAN ' 20X1 20X0
| | [
11 | EKUITAS AWAL . ‘ XXX XXX
2 | SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN » '
4 | KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR _ XXX XXX
5 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN . , XXX XXX
16 SELISIH REVALUAS! ASET TETAP XXX XXX
7 LAIN-LAIN XXX XXX
EKUITAS AKHIR

Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk
menutup akun surplus (defisit} - LO ke akun ekuitas. Berikut

contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit LO...coviviiniininiiiniinnd e XXX

ERUItAS. i ovvics it eninnes Crearie Nreareens : XXX

. 'Membuat Neraca dany Neraca Saldo Akhir A

"Berdasar_kén Neraca Saldo setelah Penutupan LO, fungsi
akuntansi PPKD mémbuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan
Neraca, fungsi akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir.
‘Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awél untuk periode

akuntansi yang selanjutnya. Berikut Merupakan Contoh Format
Neraca PPKD : V
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NERACA _
PDMERINTAH KABUPATEN ..... iveeenens erierereenees
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

Urusan
Bidang ,
Unit Organisasi
Sub Unit
URAIAN 20x1 20x0
ASET v - XXX XXX
‘ XXX XXX
ASET LANCAR XXX XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Investasi jangka Pendek ] xxx XXX
Piutang Pajak . : XXX XXX
Piutang retribusi XXX XXX
Piutang dana Bagi hasil
Piutang Dana Alokasi Umum
Piutang Dana Alokasi Khusus
Penyisihan Piutang (xxx) (xxx)
Bagian Lancar ijaman kepada Perusahaan XXX XXX
Negara :
‘Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan XXX Xxx
Daerah ’
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah T XXX XXX
Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Bagian Lancar Tuntutan ganti Rugi ‘ XXX XXX
Piutang lainlain , XX XXX
Persediaan XXX XXX
Jumlah Aset Lancar XXX XXX
INVFSTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara XXX XXX
Pinjaman Kepada Perusahdan Daerah XXX XXX
Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah Lainnya XXX XXX
Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
Investasi Nonpermanen lainnya XXX XXX
Jumlah Investasi Nonpermanen XXX XXX
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xXx XXX
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan XXX XXX
Investasi Permanen Lainnya : XXX XXX
Jumlah Investasi Permanen XXX XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang XXX XXX
DANA CADANGAN
Dana Cadangan XXX XXX
Jumlah Dana Cadangan : XXX XXX
ASET LAINNYA
Tagihan jangka Panjang KX XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - XXX XXX
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Aset Tak Berwujud : XXX XXX

Aset Lain-lain XXX XXX
Jumlah Aset Lainnya S XXX XXX
JUMLAH ASET XXX XXX
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Uang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX
Utang Bunga XXX XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
~ Pendapatan diterima dimuka XXX XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya ' XXX XXX
R/K Pusat , XXX XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan XXX XXX
- Utang Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
Premium (Diskonto} Obligasi XAX XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya XXX XXX
Utang Pemerintah Pusat’ XXX XXX
Utang Pemerintah Provinsi XXX XXX
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota XXX XXX
Utang Luar Negeri-sektor Perbankan XXX XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang : XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN ‘ XXX XXX
EKUITAS
Ekuitas XXX XXX
Jumlah Ekuitas XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA XXX XXX

h. Mefnbuét Catatan atas Laporan Keuangan

~ Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

. Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan

.La‘pdran Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan

atas Laporan Keuangan antara lain:

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi; ‘ |

2) Informasi tentang kebijakan ﬁskal/k_euangan dan el%ohomi
makro; ; -

3) Ikhtisar pencapaian target‘ keuangan selama tahun pel’{aporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target; . | |

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan

atas transaksi-transaksi dan kejadian—kejadian penting lainnya;
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rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan; |

S5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belﬁm disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan; dan | |

6) Informasi lainnya yang diperlukan un’tuk penyajian yang wajar,

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

SISTEMATIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PPKD

Bab I Pendahuluan ‘
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan
Keuangan PPKD
1.2 Landasan  Hukum Penyusunan Laporan
Keuangan PPKD ' -
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan
Keuangan PPKD
Bab Il  Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian
Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan PPKD
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
' Keuangan PPKD ,
3.2 - Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam
, Pencapaian Target yang telah ditetapkan
Bab IV  Kebijakan Akuntansi

4.1  Entitas = Akuntansi/Entitas Pelaporan
Keuangan Daerah ,
4.2 . Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan
Laporan Kéuangan PPKD ' :
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari
Penyusunan Laporan Keuarigan PPKD
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan
dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada
PPKD |
4.5  Kebijakan Akuntansi Tertentu
Bab V = Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan PPKD
5.1 LRA |
5.1.1 Pendapatan LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan

5.2 Laporan Operasional




7 5.2.1 Pendapatan LO
- 5.2.2 Beban

5.2.3 Kegiatan Non Operasional
5.2.4  Pos Luar Biasa

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1 Perubahan Ekuitas
- 5.4 Neraca !
5.4.1 Aset.
5.4.2 Kewajiban -
5.4.3 Ekuitas
- 5.5 Laporan Arus Kas
5.5.1  Arus Kas dari Operasi
-95.5.2  Arus Kas dari Investasi Aset Non
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
. 5.5.4  Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan
PPKD

Bab VII Penutup -

i. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab |
Sebagai entitas akuntansi, PPKD - jdga wajib menyelenggarakah
sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan PPKD
.sebagai alat akuntabilitas pehggunaan anggaran dan penggunaan
barang milik daerah. Laporan Keuangan PPKD merupakan
tanggung jawab pengguna anggaran SChingga pada saat
menyampaikan laporan keuangan PPKD untuk dikonsolidasi harus
dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat
Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan
Keuangan telah disusun berdasarkaq sistem pengendalian internal
yéng rhemadai, dan isinya felah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuanéan secara layak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung

Jawab adalah sebagai berikut:
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPKD E':
Pernyataan Tanggung Jawab "'

Laporan Keuangan PPKD Tahun Anggaran.............. sebagaimana
terlémpir' adalah merupakan tanggung jawab kami. |
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadau dan i isinya telah menyaﬁkan;
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara

layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karanganyar, ............... ererene
‘ Kepala SKPKD

L. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMER_INTAH

DAERAH |

1. Ketentuan‘Umum :

+ Laporan Keuangan KonSolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
‘ merupakdn gabungan keseluruhan laporan = keuangan entltas
pelaporan atau entitas akuntan31 sehingga tersajx sebagai satu entltas
tunggal. _ }

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan melakukan
proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi
'yang terdapat pada Pemerintah Daerah. Neraca saldo dari semua
entitas akuntansi SKPD dan éntitas akuntanéi PPKD menjadi dasar
délam penyusunan laporan keuangan. | |
Terdapat 7 (tujuh) Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)'
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);
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e. Laporan Arus Kas (LAK);
f.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. thak Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan  Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah adalah sebagau berikut :
a. Fungsi akuntansi PPKD
b. PPKD

3. Pfosedur Penyusunén Léporan Ke‘uangan
a.- Penggabungan Seluruh Unsur Tlap Komponen Laporan Keuangan.

Konsohdam dilaksanakan dengan .cara menggabungkan dan
menjumlahkari akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas
akuntansi yaitu akun-akun yang dlselenggarakan oleh seluruh

" SKPD dan PPKD.
Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus sudah
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang
secara organisatoris berada di bawahnya Laporan keuangan entitas
akuntansi yang digabungkan adalah: '
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Neraca

~3) Laporan Operasional (LO);
4) Laporan Perubahan Ekuit’as (LPE).
Sehingga menghasilkan lapdran Pemerintah Daerah atas laporan

tersebut diatas sebagai hasil penggabungan. Format laporan

keuangan setelah penggabungan :
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‘1) Contoh Format Léporan'ReaIisasi Anggaran Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN

......................

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

DAN 20X0
. {Dalam Rupiah)
No URAIAN Angga | Realis | (%) | Realis
: ran asi asi-
20x1 20x1 20x0
1 PENDAPATAN
12 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 1. ___._Pendapatan Pajak Daerah xXX XXX XXX XXx
4 - Pendapatan Retrxbum Daerah XXx XXX XXX | xxx
5 Pendapatan Hasil pengelolan XXX XXX XXX XXX
kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6 - Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XXX XXX
7 Jumlah Pendapatan Ash Daerah XXX XXX XXX XXX
‘ (3 s/d 6)
8 ;
9 PENDAPATAN TRANSFER .
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSA’I‘-
DANA PERIMBANGAN |
11 Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX [ xxx | xxx
12 Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam XXX XXX XXX XXX
13 ~ Dana Alokasi Umum XXX XXX XXX XXX
14 Dana Alokasi khusus XXX XXX XXX XXX
15 Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX
Dana Perimbangan (11s/d 14) ' ’
16 ‘
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
LAINNYA v
_Dana Otonomi Khusus Xxx XXX | xxx | xxx
Dana Penyesuaian XXX XXX | xxx | xxx
Jumlah Pendapatan Transfer - XXX XXX XXX XXX
Lainnya (18 s/d 19) '
21 Total Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX
(15+20) ‘
23 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH ‘ ;
24 Pendapatan Hibah | XXX XXX XXX | xxx
25 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XXX XXX
26 1 Pendapatan Lainnya XXX XXX | XXX | Xxx
27 - Jumlah Pendapatan Lain-lain XXX XXX XXX XXX
_yang Sah (24 s/d 26) :
28 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX | xxx XXX
29 | BELANJA
30 BPLANJA OPERASI
Bela 'g Pegawm m XXX XXX | XXX | XxxX
n_m'_BelanJa Barang B XXX XXX | XXX XXX
Bunga XXX | oxxx XXX XXX
Subsidi XXX XXX XXX XXX
Hibah XXX XXX XXX XXX
Bantuan Sosial ‘ ) XXX xxx b xxx | xxx
Jumlah Belanja Operasi (31 s/d XXX XXX XXX | XXX
36) |
38 ’
39 BELANJA MODAL T Y
40 | Belanja Tanah XXX XXX XXX XXX
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. Belanja Peralatan dan Mesin

42 Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX
43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX XXX
44 Belanja Aset Tetap Lainnya’ XXX XXX XXX XXX
45 Belanja Aset Lainnya XXX XXX XXX XXX
46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) XXX XXX | xxx | xxx
A2 -
48 BELANJA TAK TERDUGA .
49 Belanja Tak Terduga XXX 1 XXX XXX XXX
50 Jumlah Belanja Tak Terduga (49) XXX XXX XXX XXX
51 Jumlah Belanja (37+46+50) XXX Xxx | xxx | xxx
52
53 | TRANSFER
54 TRANSFER/BAGI HASIL
: PENDAPATAN KE KABUPATEN /KOTA
55 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten Kota XXX XXX | xxx | xxx
56 Bagi Hasil Retribusi XXX XXX XXX XXX
57 Bagi Hasil Pendapatan Lamnya ke XXX XXX XXX XXX
Kabupaten/kota : :
58 - Jumlah Transfer Bagi hasﬂ XXX XXX XXX XXX
Pendapatan ke Kab/kota (55 s/d 57)
59 JUMLAH BELANJA DAN XXX xxx | x| oxxx
TRANSFER (51 +58)
160 o
61 SURPLUS/DEFISIT (28-59) XXX xxx_ | xxx | xxx
62 : ‘
..... 63| PEMBIAYAAN
64
65 PENERI“MAAN PEMBIAYAAN
66 Penggunaan SILPA ‘ XXX XXX XXX XXX
67 | Pencairan Dana Cadangan XXX XXX | XXX | xxx
68 Hasil Peruualan Kekayaan Daerah XXX XXX | xxx | xxx
yang Dipisahkan
69 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah XXX XXX XXX XXX
Pusat
70 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah XXX XXX XXX XXX
Daerah Lainnya :
71 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga XXX xxx | xxx | xxx
Keuangan Bank 3 ‘
72 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga XXX XXX | xxx | xXxx
o Keuangan Bukan Bank '
73 Pinjaman Dalam Negeri — Obligasi XXX XXX | oxxx | oxxx
74 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX | XXX | XXX
75 Penerimaan Kembali PmJaman XXX XXX XXX XXX
- kepada Perusahaan Negara
76 Penerimaan Kembali Pinjaman XXX XXX XXX XXX
kepada Perusahaan Daerah . v
77 Penerimaan Kembali ijaman XXX XXX XXX XXX
|........| kepada Pemerintah Daerah lainnya
78 ... Jumla rimaan (66 s/d 77) | XxxX | XXX | XXX | XXX
79
80 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN
81 Pembent kan Dana cadangan XXX XXX XXX XXX
- 182 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx XXX | XXX | XXX
83 Pembayaran Pokok Pm_]aman Dalam XXX XXX XXX XXX
Negeri-Pemerintah Pusat
84 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XXX | xxX | XXX
‘ Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya
85 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX XXX XXX XXX
XXX | XXX XXX | XXX
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Negeri-Lembaga Keuangan Bukan
Bank _ ;
87 Pembayaran Pokok ijaman Dalam XXX XXX XXX XXX
Negeri-Obligasi -~ ~ ’ ' :
88 Pembayaran Pokok PmJaman Dalam XXX XXX, | XXX | XXX
Negeri-Lainnya ~ \
89 Pemberian Pinjaman kepada XXX XXX XXX XXX
Perusahaan Negara : :
90 Pemberian Pinjaman kepada XXX XXX | XXX | XXX
Perusahaan Daerah =~ ]
91 Pemberian Pinjaman kepada XXX | xxx XXX XXX
Pemerintah Daerah Lainnya
..... 92 Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91) XXX XXX | XXX | xXxx
93 PEMBIAYAAN NET'I‘O (78-92) XXX XXX | xxx | oxxx
94 . L
95 | Sisa Lebih Pembxayaan Anggaran : XXX XXX XXX XXX
(61+93) '

2) Contoh Format Neraca Pemerintah Daerah Sebelum Eliminasi

Format Neraca sebelum ehmmam
PEMERINTAH KABUPATEN.....cccovviviiiinveniiicreennnn,
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

No Uraian 20x1 | 20x0

1 ASET ‘ XXX XXX
2 .

3 ASET LANCAR XXX XXX
..... 4. Kas di Kas Daerah XXX XXX
5 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
6 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
7. Investasi jangka Pendek XXX XXX
8 Piutang Pajak N XXX XXX
9 Piutang retribusi XXX XXX

10 Penyisihan Piutang (o) |- (xxx)
11 Belanja dibayar dimuka XXX XXX
12 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX

13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx XXX
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX

15 Bagian Lancar Panaman kepada Pemermtah Daerah XXX XXX

Lainnya

16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX

17 Bagian Lancar Tuntutan ganti Rugi XXX XXX

18 Piutang lainnya XXX XXX

19 Persediaan XXX XXX
20 R/K SKPD Xxx XXX
21 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 20) XXX XX%
22 | INVESTASI JANGKA PANJANG

23. Investasi Nonpermanen .

24 Pinjaman jangka Panjang XXX XXX
25 Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
26 Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
27 Investasi Nonpermanen lainnya XXX XXX
28 Jumlah Investasi Nonpermarnen (24 s/d 27) XXX - XXX

1 29 Investasi Permanen | :

30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX

31 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
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32

Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)

XXX XXX
33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28+32) XXX XXX
34 ~ .i B
35 | ASET TETAP... .- ,
36 Tanah XXX XXX
37 Peralatan dan mesin XXX XXX
38 Gedung dan Bangunan' XXX XXX
39 Jalan,Irigasi dan Jarmgan XXX XXX
40 Aset tetap Lainnya XXX XXX
41 Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
42 Akumulasi Penyusutan (xxx) {(xxx)
43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42} XXX XXX
44 ' |
45 . | DANA CADANGAN
46 Dana Cadangan XXX XXX
47 Jumlah Dana Cadangan {46) XXX XXX
48 Lo
49 | ASET LAINNYA
50 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
51 Tuntutan ganti Rugi XXX XXX
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
353 Asct Tak Berwujud = | XXX XXX
54 Aset Lain-lain XXX XXX

55 Jumlah Aset Lamnya (50 s/d 54) XXX ] oxxx
56 ,

57 JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) XXX XXX

158 . | '

59 | KEWAJIBAN

60 KEWAJIBAN JANGKA PENDDK

61 Uang Perhltungan Plhak Ketiga (PFK) XXX XXX
62 Utang Bunga | XXX XXX
63 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
64 Pendapatan diterima dlmuka XXX XXX
65 Utang Belanja N . XXX XXX
66 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
67 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d 66) XXX XXX
68 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

69 “Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan XXXl XXX
70 - Utang Dalam Negeri ~ Obligasi XXX | xxx
71 Premium (Diskonto) Obligasi XXX XXX
72 ‘Utang Jangka Panjang Lainnya XXX 1] XXX
73 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (70 s/d 73) XXX XXX
74 JUMLAH KEWAJIBAN (66+74) . XXX XXX
75 | EKUITAS ‘

76 Ekuitas o XXX XXX
77 R/K PPKD i

78 Jumlah Ekuitas (77+78) XXX XXX
79 .| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+78) XXX XXX
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3) Contoh Format Laporan OpéréSional Pemerintah Daerah

...+ Contoh Format Laporan Operasional
PEMERINTAH KABUPATEN ....ccvvvaias .
LAPORAN OPERASIONAL
" UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0
(Dalam Rupxah) ;
NO ] URAIAN ; SALDO | SALDO | KENAIKAN/ (%)
: - 20X1 | 20X0 | PENURUNAN [ -

KEGIATAN OPERASIONAL : :
1+ | PENDAPATAN N
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH | S
3 Pendapatan Pajak Daerah | XXX XXX XXX XXX
4 * Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan e

Kekayaan 'Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XXX XXX
6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya XXX | XXX ] XXx XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 ;

s/d 6) : i XXX XXX XXX XXX
8 :
9. PENDAPATAN TRANSFER |
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-

DANA PERIMBANGAN 1
11 Dana Bagi Hasil Pajak ‘ XXX | XXX XXX XXX
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XXX XXX
13 Dana Alokasi Umum - - XXX XXX XXX TXXX
14 Dana Alokasi Khusus ; : XXX XXX XXX XXX
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana ‘ ' ,

.| Perimbangan (11 s/d 14) XXX XXX XXX XXX
16 :
17. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

LAINNYA o _ ,
18 Dana Otonomi Khusus XXX XXX XXX XXX
19 Dana Penyesuaian - | XXX XXX XXX XXX
20 Jumlah Pendapatan Transrer k . .

Lainnya (18 s/d 19) ’ ! XXX XXX XXX XXX
21 Jumlah Pendapatan Transfer B

(15+20) . | XXX XXX XXX XXX
22 |
23 1 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH ;
24 Pendapatan Hibah ‘ XXX XXX XXX XXX
25 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XXX XXX
26 Pendapatan Lainnya | XXX ] XXX XXX XXX

: Jumilah Lain-lain Pendapatan yang

27 sah (24 s/d 26) XXX | XXX XXX XXX
B JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21+ : .

28| 21 XXX | XXX XXX XXX
29

30| BEBAN : , , ,
31 Beban Pegawai XXX XXX "XXX XXX
32 Beban Persediaan ! XXX XXX XXX XXX
33 Beban Jasa XXX XXX XXX XXX
34 Beban Pemeliharaan XXX XXX XXX XXX
35 Beban Perjalanan Dinas XXX XXX XXX XXX
36 Beban Bunga XXX o | XX XXX XXX
37 Beban Subsidi XXX XXX XXX XXX
38 Beban Hibah XXX XXX XXX XXX
39 Beban Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX
40 Beban Penyusutan XXX XXX XXX XXX
11 - Beban Transfer XXX XXX XXX XXX
42 Beban Lain-lain XXX XXX XXX XXX
43 * JUMLAH BEBAN (31 s/d 42) XXX XXX XXX XXX
A SURPLUS/DEI‘ISIT KEGIATAN :

44 | OPERASIONAL (28-43) : ‘ XXX XXX XXX XXX
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45
46 SURPLUS[ DEFISIT DARI KEGIATAN NON
| OPERASIONAL =
47 Surplus Penjualan Aset Nonlancar XXX XXX - XXX XXX
48 Surplus Penyelesaian Kewajiban e o :
| Jangka Panjang S XXX XXX | XXX XXX
49 " Defisit Penjualan Aset Nonlancar XXX | XXX XXX XXX
50 | = Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka T ‘ ,
“] Panjang XXX XXX XXX XXX
51 Surplus/Deﬁsxt dari Kegiatan Non S . . S
Operasional Lainnya : XXX ) XXX XXX 4XXX
52 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN.NON OPERASIONAL (47 : . ’ o
s/d51) - : XXX | XKX | XXX -] XXX
53 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM ' , R )
"] POS LUAR BIASA (44+52) , XXX | XXX XXX XXX
55 7| POS LUAR BIASA . o . N
56 Pendapatan Luar Biasa L xxx XXX XXX XXX
57 Beban Luar Biasa XXX | XXX XXX - XXX
58 |- POS LUAR BIASA (56-57) . ' XXX XXX XXX XXX
S9 . - SURPLUS/DEFISIT-LO (53 + 58) XXX XXX XXX XXX

4)  Contoh Format Laporan PerubahanEkuitas;.Pémerintah Daérah "

'PEMERINTAH KABUPATEN .....c.......
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ~
i UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
' 20XI DAN 20X0 '
(Dalam Rupxah)

NO [ URAIAN ] 20x1 [ 20X0
I | EKUITAS AWAL T XXX [ XXX |
2 | SURPLUS/DEFISIT-LO | x| xxxe
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN S R R
4 | KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | XXX | XXX
5 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN L x| XXX
6 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX | XXX
7. LAIN-LAIN - o | | xxx
EKUITAS AKHIR | o

b, Melakukan Eliminasi » ,
.aSetelah unsur- unsur Neraca entitas akuntans1 dlgabungkan dan
duumlahkan maka masm terdapat akun aset yang d1konsohdas1kan
(R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD).
Kedua akun tersebut mempunyai - nilai saldo yang sama ~Akun
. g‘tersebut merupakan gabungan rekenmg t1mba1 balik (reczprocal

"account) atas transaksi antar entitas akuntansx SKPD dan entitas
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akuntansi PPKD sehingga secara entitas pelaporan, saldo akun
tersebut bukan merupakan hasil transaksi keﬁangan dengan pihak
eksternal. Akun-akun’ tersebut harus ‘dieliminasi"agar Neraca |
«Daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas

akuntansi. Format Laporan Keuangan Neraca Gabungan setelah 4'

‘eliminasi:
Format Neraca Setelah Eliminasi
PEMERINTAH KABUPATEN....cvcuitviiinineeeieenionnn ivee
' NERACA
PDR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0"
(Dalam Rupiah)
No Uraian ‘ 20x1 20x0 -
1 ASET : : ’ XXX XXX
2 ‘ C XXX XXX
13 | ASET LANCAR ; o XXX XXX
4 ‘Kas di Kas Daerah : XXX XXX
1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
6 -Kas di Bendahara Penerimaan - A XXX: XXX
17 Investasi jangka Pendek : XXX XXX
18 Piutang Pajak ; XXX XXX
19 Piutang retribusi ' o xxx XXX
10 Penyisihan Piutang (xxx) (xxx)
..... 11 | Belanja dibayar dimuka . XXX XXX
12 Bagian Lancar ijaman kepada Perusahaan | :xxx XXX
Negara
13 Bagian Lancar Pm_;amcm kepada Perusaha'm XXX XXX
Daerah
14 |" ‘Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah XXX XXX
‘Pusat
15 "Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemermtah XXX XXX
- | Daerah Lainnya
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
17 Bagian Lancar Tuntutan ganti Rugi XXX XXX
18 Piutang lainnya o v XXX XXX
19 Persediaan XXX XXX
1201 Jumlah Aset Tancar (A57d 18] | wex XXX
21 ‘ « :
22 INVES’I‘ASI JANGKA PANJANG -
23 | Investasi Nonpermanen
24 Pinjaman jangka Panjang XXX XXX
25 1. Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
126 | Investasi dalam Proyek Pembangunan kx| xxx
27 Investasi Nonpermanen lainnya ‘ XXX Xxx
28 1 Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) XXX XXX
|29 | Investasi Permanen . :
30 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ' XXX XXX
31 | . Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
32 Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) XXX XXX
33 Jumlah Investasi Jangka Panjang. XXX XXX
(28+32)
34 L
.... 35 | ASET TETAP
36 Tanah o L oXxx XXX
37 Peralatan dan mesin = - XXX XXX
38 | Gedung dan Bangunan , XXX XXX
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C.

39 Jalan,Irigasi dan Jaringan XXX XXX
40 Aset tetap Lainnya XXX XXX
41 Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
42 Akumulasi Penyusutan (xxx) {xxx)
43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) XXX XXX
44

45 | DANA CADANGAN

46 Dana Cadangan XXX XXX

147 Jumlah Dana Cadangan (46) XXX XXX

48

49 | ASET LAINNYA .
50 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
51 | . Tuntutan ganti Rugi XXX XXX
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
53 Aset Tak Berwujud XXX . XXX
54 Asetl Lain-lain XXX XXX
55 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) XXX XXX
56 ~

57 JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) XXX XXX
58 :

59 | KEWAJIBAN

60 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

61 Uang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX
62 Utang Bunga XXX XXX
63 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
64 |  Pendapatan diterima dimuka XXX XXX
65 _ Utang Belanja XXX XXX
66 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
67 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d XXX XXX

66)

68 ‘

69 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

70 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan XXX XXX
71 Utang Dalam Negeri — Obligasi XXX XXX
72 Premium (Diskonto) Obligasi XXX XXX
73 Utang Jangka Panjang Lainnya ‘ XXX XXX
74 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (70 XXX XXX
........... _.|.s/d 73)

75 - JUMLAH KEWAJIBAN (67+74) XXX XXX
76 »

77__| EKUITAS ;
78 | Ekuitas . po—
79 Jumlah Ekuitas (78) XXX KK
80 . JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX XXX

DANA (7S+79) : ,

Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Setelah menyusun Laporan ‘Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah

Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akulntansi

Pemerintah Daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan

Laporan Perubahan SAL. Berikut ini merupakan contoh Format

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih :
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PEMERINTAH KABUPATEN ....ccovviinniennee
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

NO URAIAN 20X1 20X0
.1 Saldo Anggaran Lebih _ XXX XXX
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan (XXX) (XXX)
3 Pembiayaan tahuh Berjalan XXX XXX
4 Subtotal (1-2) : | XXX XXX
5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran ' XXX XXX
6 (SILPA/SIKPA) . : 7 XX XXX
7 Subtotal {3+4) . : XXX XXX

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya

Lain-lain .
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) XXX XXX

d. Menyusun Laporan Arus Kas

Laporank Arus Kas disusun oleh Bendahéra Umum Daerah. Inti
unsur dari ‘Laporan Arus Kas ialah pénerimaan kas  dan
pengeiuaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku
Besar Kas dan jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua
transaksi terkait arus kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke
dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan,
aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format Lélporan

Arus Kas. Format Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN......covtemiirnineriiiriecennnes
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0
, (Dalam Rupiah) Metode Langsung

No : Uraian . 20x1 20x0

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi .

2 Arus masuk Kas

3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX
| 4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX xxx
S Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang XXX XXX

Dipisahkan

6 Penerimaan Lainlain PAD yang sah XXX XXX

7 Penerimaan Dana bagi Hasil Pajak ) XXX XXX

8 _Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam . . XXX XXX

9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX
101 Penerimaan Dana Alokasi Khusus {xr) foxx)

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus N XXX XXX
.12 | Penerimaan Dana Penyesuaian . . XXX XX

13 Penerimaan Hibah . XXX XXX
.14 1. Penerimaan Dana Darurat xXX XXX

15 Penerimaan Lainnya XXX XXX
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16 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
17 “Jumiah Arus Masuk Kas (3 s/d 16) 00K XX
18 | Arus Keluar kas
19 Pembayaran Pegawai XXX XXX
20 Pembayaran barang XXX XXX
21 Pembayaran Bunga XXX XXX
22 Pembayaran Subsidi XXX XXX
23 Pembayaran Beban Hibah » XXX XXX
24 Pembayaran beban bantuan Sosial XXX XXX
25 Pembayaran Tak terduga XXX XXX
26 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota XXX XXX
27 Pembayaran bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota XXX XXX
28 Pembayaran bagi hsil Pendapatan Lainnya ke Xxx proiod
Kabupaten/kota
29 Pembayaran kejadian luar Biasa XX XXX
30 Jumlah Arus Keluar kas (19 s/d 29) XXX XXX
31 Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-30) XXX XXX
32 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi
33 | Arus Msuk Kas XXX XXX
34 Pencairan Dana cadangan XXX XXX
35 Penjualan atas Tanah XXX XXX
36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XX
37 Penjualan atas Gedung dan bangunan XX XX
38 Penjualan atas jalan, Irigasi dan jaringan XXX XXX
39~ Penjualan Aset Tetap lainnya XXX XXX
40 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
41 Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dxpxsahkan XXX XXX
42 Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen XXX XXX
43 Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42) XXX RXX
44| Arus Keluar Kas
45 | Pembentukan Dana Cadangan XXX AXX
406 Perolehan atas Tanah XXX XXX
47 Perolehan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
48 Perolehan atas Gedung dan bangunan XXX XXX
.49 Perolehan atas jalan, Irigasi dan jaringan XXX XXX
50 Perolehan Aset Tetap lainnya XKX XXX
51 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX
52 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
S3 Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen XXX XXX
.34 | ..Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53) XXX XXX
55 _.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43-54) XXX XXX
56 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
.57 | Arus Masuk Kas
58 ijegnan Dalam_ Negen Pemerintah Pusat XXX XXX
59 Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah daerah Lainnya XXX XXX
60 Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
61 Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
62 Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi XXX XXX
63 _Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya XXX oo
| 64 Peneriman Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
65| _ Peneriman Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
66 Peneriman Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Dae*ah XXX XXX
Lamnya
067 Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66) XXX XXX
68 | Arus Keluar Kas .
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah XXX XXX
Pusat -
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemermtah XXx XX
... Daerah Lainnya
71 Pembayaran Pokok ijaman Dalam Negeri-Lembaga XXX XXX
Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Xxx XXX
XXX XXX
XXX XXX
75 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
76 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
77 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Laxrnya XXX XXX
78 | _.Jumlah Arus XK P
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79 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67-78) XXX | xxx
80 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris . XXX XXX
81 | Arus Masuk Kas 0 XXX
82 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
83 Jumlah Arus Kas Masuk (82) XXX XXX
84 | Arus Keluar kas XXX XXX
85 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
86 Jumlah Arus Keluar Kas (85) XXX XXX
87 Arus Kas Bersih daii Aktivitas Transitoris (82- 85) XXX XXX
88 Kenaikan/penurunan Kas XXX XXX
89 Saldo Awal kas di BUD dan Kas di Bendahara XXX XXX
Pengeluaran
90 .~ Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di bendahara XXX XXX
Pengeluaran (88+89)
1.91 Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
92 Saldo Akhir Kas (90+91) XXX XXX

Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangén méliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggafan,
Laporan Perubahan SAD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
-Ekuitas, Neraca, dan LapOraﬂ Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan

_di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

SISTEMATIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

Bab I - Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Bab I -~ Ekonomi Makro, Kebijakén Keuangan dan Pencapaian Target
‘ Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 - Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapalan Target KmerJa Keuangan
Pemerintah Daerah

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian
Target yang telah ditetapkan

Bab IV - Kebijakan Akuntansi
4.1 . Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan
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f.  Membuat Pernyataan ’I‘anggﬁng Jawab

Keuangan Pemerintah Daerah

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi. berkaitan dengan
Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah
Daerah
4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu
BabV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.1 LRA

5.1.1 Pendapatan LRA

5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.2 Laporan Perubahan SAL
5.2.1 . Perubahan SAL
5.3 Laporan Operasional
5.3.1 Pendapatan LO
5.3.2 Beban
5.3.3 Kegiatan Non Operasional
_ 5.3.4 Pos Luar Biasa
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
5.4.1 Perubahan Ekuitas
5.5 Neraca
5.5.1 . Aset
5.5.2 Kewajiban
5.5.3 Ekuitas

5.6 Laporan Arus Kas ;
5.6.1 Arus Kas dari Operasi i

i

5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan |
5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bab VI - Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan Pemerintah
Daerah ' : :

‘Bab VII  Penutup 7‘

Sebagai entitas pélaporan, Pemerintah Daerah  wajib
menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sebagai alat akuntabilitas
pen‘ggunaan ‘anggaran dan penggunaan barang milik daerah.
Laporan Keu'angan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab
pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan Laporan
Keuangan Pemerintah _Daerahf harus dilengkapi dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
berisi pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun
Berdasafkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan

isinya telah menyajiklan'informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
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keuangan secara layak sesuai dengan Stahdar Akuntansi

Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah

sebagai berikut: |

| SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
BUPATI .........

Pernyataan Tanggung Jawab

Lapdran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten .........
Tahun Anggaran ........ sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami. '

‘Lap'oran Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadvai dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemérintahan. ' g

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO
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III. BAGIAN AKUN STANDAR

SALDO

Investasi Jangka Pendek Lainnya

KODE REKENING URAIAN NORMAL
1 ASET .
1.1 ASET LANCAR
1.1.1 Kas D
1.,1.1,01 Kas di Kas Daerah
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah.......
1,1,1,01.02 Deposito
1.1,1,02 - Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan
1,1,1,03 Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1,1.03.01 Kas di Bendahara Penéeluaran - Bank
1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunal
1.1.1.04 Kas di BLUD '
1.1.1.04.01 Kas di BLUD
1.1.1.05 Kas di Bendahara FKTP
1,1.1.05.01 Kas di Bendahara FKTP
1,1.1,06 Kas di.Bendahara BOS
1.1.1.06.01 Kas di Bendahara BOS
1.1.1.07 Kas di Bendahara Dana BOS Reguler
1,1.1,07.01 Kas di Bendahara Dana BOS Reguler
1.1.1.08 Kas Lainnya '
1,1,1.08.01 Kas Lainnya
1.1.1.09 Setara Kas
1.1.1,09.01 Setara Kas
1.1.1.,09.02 Dst..coenes ‘
1.1.2 . Investasi Jangka Pendek D
1.1.2.01 Investasl dalam Saham
1.1.2.01.01 Investasi dalam Saham
1.1,2,01,02 (011
1.1.2.02 Investasi dalam Deposito
1.1.2.02.01 Deposito Jangka Pendek
1,1.2.03 Investasi Dalam SUN
1.1.2.03.01 Investasi Dalam SUN
1.1.2.04 Investasi Dalam SBI
1.1.2.04.01 Investasi Dalam SBI
1.1.2.05 Investasi Dalam SPN
1.1.2.05.01 Investasi Dalam SPN -
1.1.2.06 Investasi Jangka Pendek BLUD
1.1.2.06.01 Investasi Jangka Pendek BLUD
1.1.2.07 Investasl Jangka Pendek Lainnya
1.1.2.07.01
1.1.3

. Piutang Pendapatan




.02, 32

KODE REKENING URAIAN SALDO
' NORMAL
1.,1.3.01 Piutang Pajak Daerah ,
1,1,3.01.01 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1.1.3.01.02 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1.1.3.01.03 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.1.3.01.04 Piutang Pajak Alr Permukaan
1.1,3.01.05 Piutang Pajak Rokok
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel
1.1,3.01,07 Piutang Pajak Restoran
1.1.,3.01.08 Piutang Pajak Hiburan
1.,1.3.01.09 Piutang Pajak Reklame
1.1.3.01.10 Piutang Pajak Penerangan Jalan
1.1.3.01.11 Piutang Pajak Parkir
1.1.3.01.12 Piutang Pajak Air Tanah
1.1.3.01.13 Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1.1.3.01.14 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.1.3.01.15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1.1,3.01.16 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.1.3.01.17 Piutang Pajak Lingkungan
1.1.3.02 Piutang Retribusl
1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.1.3.02.02 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1.1.3.02.03 Piutang Retribusl Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
‘ dan Akta Catatan Sipil ' _
1.1.3.02.04 Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1.1.3.02.05 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.1.3.02.06 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1.1.3.02.07 Piutang Retribusi Pengujlan Kendaraan Bermotor '
1.1.3.02.08 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1.1.3.02.09 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1.1,3.02,10 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1,1.3.02,11 Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Calr
1.1.3.02.12 Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1.1.3.02.13. Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1,1.3.02.14 Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.1.3.02.15 Piutang Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah
1.1.3.,02.16 Piutang Retribusl Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
1.1.3.02.17 Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1.,1.3.02.18 Piutang Retribusi Terminal
1.1.3.02.19 Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
©1.1.3.02.20 Piutang Retribusi Tempat' Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1.1.3.02.21 Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan '
1.1.3.02,22 Piutang Retribusl Pelayanan Kepelabuhan
1,1,3.02.23 Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
©1.,1,3,02.24 Piutang Retribusi Penyebrangan Air
1.1,3.02.25 Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1.1.3.02.26 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1.1,3.02.27 Piutang Retribusl Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1,1.3.02.28 Piutang Retribusi Izin Gangguan ' '
1.1.3.02.29 Piutang Retribusi Izin Trayek
1.1.3.02.30 Piutang Retribusi Izin Perikanan
1.1.,3.02.31 Piutang Retribusl Pengendalian Lalu Lintas _
1,1.3 Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja




KODE REKENING

URAIAN

SALDO

.1.3.05.02

Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

NORMAL
Asing (IMTA) - ~
1.1.3.02.33 Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan _
1,1,3.02.34 Retribusi Pelayanan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
- 1,1.,3.02.35 Plutang Retribusi Ijin Lokasi - LO
1.1.3.02.36 Piutang Retribusi Izin Penggunaan Titik Lokasi Reklame - LO
1,1.,3.02.37 Piutang Retribusi Ijin Pengglllngan Padi - LO
1.1.3.02.38 Piutang Retribusi Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja - LO
1.,1.3.02.39 Piutang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan - LO '
1.1.,3.02.40 Piutang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan - LO
1.1.3.02.41 Piutang Retribusi Ijin Usaha Industri - LO
1.1.3.02.42 Piutang Retribusi Tanda Daftar Gudang - LO
1.1.3,02.43 Plutang‘ Retribusl Ijin Usaha Jasa Konstruksi - LO
1.1.3.02.44 Piutang Retribusi Ijin Sarana Kesehatan dan Sarana Umum - LO
1,1.3.,02.45 Piutang Retribus! Ijin Lembaga Pelatihan Kerja - LO
1.1,3.02.,46 Piutang Retribusi Ijin Penataan Pedagang Kaki Lima - LO
1.,1,3.02.47 Piutang Retribusl Ijin Usaha Pengelolaan Pariwisata - LO
1.1.3.02.48 Piutang Retribusi Ijin Perfilman dan VCD - LO
1.1.3.02.49 Piutang Retribusi Penerimaan RSPD - LO
1,1.3,03 Piutang Haslil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.3.03.01 Piutang Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
. Daerah/BUMD
1.1.3.03.02 Piutang Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN ‘ ‘ _
1.1.3.03.03 Piutang Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
; Swasta
1.1.3.03,04 15—
1.1.3.04 Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1.1.3.04.01 - Piutang Jasa Giro
1.1,3.04.02 Piutang Bunga deposito
1.1.3.04.03 ‘Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.1.3.04.04 Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilal Tukar Rupiah
1,1,3.04.05 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1.1.3.04.06 Piutang Denda Pajak ‘
1,1.3.04.07 Piutang Denda Retribusi
1.1.3.04.08. Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
1.1,3.04,09 Plutang darl Pengembalian :
1.1.3.04.10 Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dén Pelatihan
©1,1.3.04.11 Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1,1,3.04.12 Piutang Zakat
1 +1.3.04.13 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1.1,.3.04.14 Piutang BLUD .
'1.1.3.04.15 Plutang Hasll Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1,1.3.04.16 Piutang Hasl! dari Pengelolaan Dana Bergulir
1.1.3.04.17 Piutang Hasil Penjualah Aset Lainnya
1.1.3.04.18 Plutang Denda Atas Pelanggaran Perda
1,1.3.04.19 Plutang Fasilitas Soslal dan Fasllitas Umum
1,1.3.04.20 _Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya
1.1.3.04.21 Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN
1.1.3.04,22 Piutang Dana Bos
1.1.3.05 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.1.3.05.01 Piutang Bag! Hasil Pajak
1




KODE REKENING URAIAN SALDO
. v NORMAL

1.1.3.05.03 Piutang Dana Alokasi Umum

1.1.3.05.04 Piutang Dana Alokasi Khusus

1.1.3.05.05 [0 7 v

1.1.3.06 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

1.1.3.06.01 Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur

1.1,3.06.02 Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus

1.1.3.06.03 Piutang Transfer Dana Keistimewaan

1,1,3.06.04 Piutang Transfer Dana Penyesuaian

1.1.3.07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

1.1.3.07.01 Piu'tang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

1.1,3.07.02 Piutang Transfer Lainnya...

1.1.3,07.03 Dst.veesenss

1.1.3.08 Plutang Pendapatan Lainnya

1.1.3.08.01 Piutang Pendapatan Lainnya....

1.1.3.08.02 Dst.....

1.1.4 Piutang Lainnya D

1.1.4.01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

1.1.4.01.01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

1.1.4.01.02 Dst.ocinneas .

1.1.4.02 Baglan Lancar Taglhan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas

Lainnya _
1.1.4.02.01 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara
1,1.4.02.02 Baglan Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha 'Mlilk Daerah
4,02.03 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah
.4.02,04 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Lainnya ’ ' -

1.1.4.02,05 DStecreennes

1.1.4.03 Baglan Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

1.1.4.03.01 Baglan Lancar Taglhan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas

: Daerah Golongan III '

1.1,4.03.02 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas '

1.1.4.03.03 Dst..... o

1.1.4.04 Baglan lancar Tuntutan Ganti Keruglan Daerah

1.1.4.04.01 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

1.1.4.04.02 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawal
Negeri Bukan Bendahara

1.1.4.05 Uang Muka

1.1.4,05.01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

1.1.4.05.02 Dst.uveeeees

1.1.4.06 Panjar Kegiatan

1.1.4.06.01 Panjar Keglatan

1.1.4.06.,02 (D]

1.1.4.07 Piutang Lain-lain - Lalnnya

1.1.4.07.03 Piutang Askes

1.1.4.07.06 Piutang kepada Masyarakat Penerima LUEP

1.1.4,07.07 Piutang Lain-lain '




KODE REKENING

UkAIAN SALDO
' NORMAL
1, 1 .4.07.08 Piutang BPIS R
1.1.4.07.09 Piutang Jaminan Kesehatan Nasional
1, 1 .5 Penyisihan Piutang D
1.1,5.01 Penyisihah Piutang Pendapatan '
1.1,5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1.1.5.01.02 Penyisihan Piutang Retribusl
1.1.5.01.03 Penylisithan Piutang Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan . o
1.1.5.01.04 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah v
1.1,5,01.05 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.1.5.01.06 Penyisihan Piutang Transfér Pemerintah Daerah Lainnya
1.1,5.01.,07 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1.1.5.01.08 DStuuuuuinns '
1.1.5.02 Penyisihan Plutang Lainnya
1,1,5.02.01 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1,1,5,02.02 Penyisihan Baglan Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada
' Entitas Lainnya ' o
1.1.5.02.03 Penylsihan Baglan Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1.1.5.02.04 - Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian
1.1.5.02.05 Penyisihan Uang Muka
1.1.5.02.06 Penyisihan Piutang Lain-lain
1.1.6 Beban Dibayar Dimuka D
1.1.6.01 Beban Pegawal Dibayar Dimuka
1.1.6.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka
1.1.6.01.02 Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka
1.1.6.01.03 Dst...cveuenee
1.1.6.02 Beban Barang Dibayar Dimuka
1.1.6.02.01 Beban Barang Dibayar Dimuka
1.1.6.02.02  Dsteiiens
1.1.6.03 Beban Jasa Dibayar Dimuka
1.1,6.03.01 Beban Jasa Dibayar Dimuka
1.1.6.03.02 Dstucviereres
1,1.6.04 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1.1.6.04.01 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1.1.6.04.02 Dst.ccieeens
1.1,6.05 Beban Lalnnya Dibayar Dimuka '
1.1.6.05.01 Beban Lainnya Dibayar Dimuka
1.1.6.05,02 D Y o
1.1,7 Persediaan D
1.1.7.01 Bahan
1,1.7.01.01 Bahan Bangunan Dan Konstruksi
01.,1.7.01,02 Bahan Kimia
1,1.7.01.03 Bahan Peledak
1.1.7.01.04 Bahan Bakar Dan Pelumas
1.1.7.01,05 Bahan Baku
1.1,7.01.06 Bahan Kimia Nuklir
1.1.7.01.07 Barang Dalam Proses
1.1,7.01.08 Bahan/Bibit Tanaman




KODE REKENING URAIAN S0
. , NORMAL

1.1.,7.01.09. Isi Tabung Pemadam Kebakaran

1,1,7.01.10 Isi Tabung Gas

1.1,7.01.11 Bahan/BIbltTernak/Blbnt Ikan

1.1.7.01.12 ~ Bahan Lainnya

1,1,.7.02 Suku Cadang

1.1.7.02.01 Suku Cadang Alat Angkutan

1.1.7.02,02 Suku Cadang Alat Besar

1.1.7.02.03 Suku Cadang Alat Kedokteran

1,1.7.02.04 Suku Cadang Alat Laboratorium

1,1.7.02.05 " Suku Cadang Alat Pemancar

1.1.7.02.06 Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi

1,1.7.02.07 Suku Cadang Alat Pertantan

1,1.7.02,08 Suku Cadang Alat Bengkel

1.1.7.02.09 Suku Cadang Alat Persenjataan

1.1.7.02.10 Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosal

1,1.7,02,11 Suku Cadang Lalnnya

1.1.7.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

1.1.7.03.01 Alat Tulis Kantor '

1.,1.7.03,02 Kertas Dan Cover

1.1.7.03,03 Bahan Cetak

1.1.7.03.04 Benda Pos

1.1,7.,03.05 Persediaan Dokumen/Adminlstrasi Tender

1.1.7.03.06 Bahan Komputer

1.1,7.03.07 Perabot Kantor

1.1,7.03.08 Alat Listrik

1.1.7.03.09 Perlengkapan Dinas

1.1.7.03.10 Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa -

1,1.,7.03.11 Perlengkapan Pendungkung Olah Raga

1.1.7,03.12 Suvenir/Cendera Mata

1.1.7.03.13 Alat/Bahan Untuk Keglatan Kantor Lainnya

1.1.7.04 Obat-Obatan

1.1.7.04.01 Obat

1.1,7.04,02 Obat-Obatan Lairnya

1.1.,7,05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

1.1.7.05.01 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

1.1.7.05.02 Persediaan Untuk Dljual/Diserahkan Lainnya

1.1.7.06 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

1.1.7.06.01 Persediaan UntukTujuah Strategis/Berjaga-Jaga

1.1.7.06.02 Persediaan UntukTUjuan Strategls/Berjaga-Jaga Lainnya

1.1.7.07 Natura Dan Pakan

1,1,7.07.01 Natura

1.1.7. 07.02 Pakan

1,1,7.07.03 Natura Dan Pakan Lainnya

1.1,7.08 Persediaan Penelitian

1,1.7.08.01 Persediaan Penelitlan'Biologi

1.1.7.08.02 Persediaan Penelitian Biologl Lainnya

1.,1.7.08.03 Persediaan Penelitian Teknologl

1.1.7.08.04 Persediaan Penelitian Lainnya

1.1.7.09 Persediaan Dalam Proses




KODE REKENING

SALDO

Investasi Non Permanen Lainnya

URAIAN
L NORMAL
1.1.7.09.01 Persediaan Dalam Proses
1.1.7.09.02 Persediaan Dalam Proses Lainnya
1.1.,7.10 Komponen e
©1.1.7.10.01 Komponen Jembatan Baja
1.1.7,10.02 Komponen Jembatan Pratekan"’ o
©1,1.7.10.03 Komponen Peralatan
1.1.7.10.04 Komponen Rambu-Rambu
1.1.7.10.05 Attachment ‘
1.1.7.10.06 Komponen Lainnya
S1.1.7.11 PIPA |
1.1.7.11.01 Pipa Air Besi Tuang (Dci)
1.1.7.11,02 Pipa Asbes Semen (Acp) .
. 1,1,7.11.,03 Pipa Baja '
1,1.7.11.04 Pipa Beton Pratekan
1.,1.7.11.05 Pipa Fiber Glass
1,1,7.11.06 Pipa Plastik Pvc (Upvc)
1.1.7.11.07 PIP A Lainnya K
1.1.7.12 Komponen Bekas Dan Pipa Bekas
1..1,7,12.01 Komponen Bekas
1.1.7.12.02 Pipa Bekas \
1,1.7.12.03 Kompqnen Bekas Dan Pipa Bekas Lainnya o
1.1.8 Aset Untuk Dikonsolidasikan D
S 1.1.8.01 " R/K SKPD
1.1.8.01.01 R/K SKPD
1 .2 INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2, ‘1v ; ~ Investasi Jahgka Panjang Non Permanen D
1.2.1.01 Investasi Jangka Panjang kepada'Entitas Lainnya
1.2.1, 01.01 Investas! kepada Badan Usaha Milik Negara
1,2.1.,01.02 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1.2,1.01.03 Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1,2.1.01.04 Investasi kepada Pemerintah Pusat -
©1,2.,1.01.05 Investasl kepada Pemerintah Daerah
1.2.1.01.06 DStcrvesens o
1.2.1.02 Investas! dalam Obligasi
1,2.1.02.01 _Investas! dalam Obligasi.....
©1.2,1.02.02 Dst..vverries _
, 1'; 2.1.03 Investasi dalam Proyek Pembangunan -
1.2.1.03.01 Investasi dalam Proyek Pembangunan
1.2.1.03.02 Dt |
1.2.1. 04 - Dana Bergulir
1.2.1,04.01 - Dana Bergulir
1.2.1.04.02 DSt.evvonsins
1.2.1.05. o vDepc’)sito Jangka Panjang
1.2,1.05.01 DepositokJangka Panjang
1.2.1.05.02 DSt.uvsinens -
1.2.1.06 Investasi Non Permanen Lainnya
1.2.1.06.01




KODE REKENING

s 'URAIAN ~ SALDO
S S , NORMAL
1.2.1.06.02 DSt , |
1.2, 27, . | Inve;tasi Jangké Panjang Permanen D
1.2,2.01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah |
1.2.2. 0 1 .01 Penyértaan Modal Kepada BUMN
1.2, 2.01 .02 Penyertaan Modal Kepada BUMD - ; :
1.2 .2.01,03 Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1.2.2.01.04 Dt | |
1.2 2. 02 Investasi Perméneh Lainnya
1.2.2.02.01 Investasl Permanen Lainnya
1.2,2.02.02 o -
1.3 ASET TETAP
10301 Tanah D
1.3.1.01 TANAH PERSIL : ‘
1.3.1.01.01 TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL
1.3.1.01.02 TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN
1.3.1.01.03 TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI
1.3.1,01.04 TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA
©1.3.1.01.05 TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA
1.3.1.01.06 TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH
1.3.1.01.07 TANAH PERSIL LAINNYA
1.3.1.02 TANAH NON PERSIL -
1.3.1.02.01 TANAH BASAH
1.3.1.02.02 _TANAH KERING
1.3.1,02.03 TANAH PERKEBUNAN
1.3.1.02.04 TANAH HUTAN |
1.3.1.,02.05 - TANAH TANDUS ,
1.3.1.02.06 TANAH PADANG ALANG-ALANG/RUMPUT
1.3.1.02.07 TANAH PERTANIAN |
1.3.1.02.08 TANAH PERTAMBANGAN
©1.3.1.02.09 TANAH NON PERSIL LAINNYA
1.3.1.03 ~ LAPANGAN
1.3.1.03.01 ~ TANAH LAPANGAN OLAH RAGA
©1.3.1.03.02 - TANAH LAPANGAN PARKIR
1.3.1.03.03 © TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG
1.3.1.03.04 TANAH LAPANGAN PEMANCAR DAN STUDIO ALAM
1.3,1.03.05 " TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN
1.3.1.03.06 TANAH LAPANGAN TERBANG
1.3.1.03.07 TANAH UNTUK JALAN
"1.3.1.,03.08 ~ TANAH UNTUK BANGUNAN AR
©1.,3.1.03.09 © TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALAST
©1.3.1.03.10 TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN -
1.3.1.03.11 TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH
1.3.1.03.12 TANAH UNTUK MAKAM
1.3.1.03.13 * TANAH UNTUK TAMAN
1.3.1.03, 14 * TANAH UNTUK LATIHAN
'1,3.,1.03.15 TANAH DAERAH PERTAHANAN
1.3.1.03.16 TANAH LAPANGAN PBB
1.3.1.03.17 TANAH KAMPUNG
1.3.1.03.18 EMPLASMENT
1.3.1.03.19 LAPANGAN LAINNYA




KODE REKENING

ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR

URAIAN - SALDO
‘ | NORMAL
©1.3.2 Peralatan dan Mesin D
1.3.2.01 ~ ALAT BESAR DARAT
1.3.2.01.01 TRACTOR
©1.3.2.01.02 GRADER
~1.3.2.01.03 EXCAVATOR
©1.3.2.01.04 | PILE DRIVER
1.3.2.01.05 HAULER
1.3.2.01.06 ASPHALT EQUIPMENT -
1.3.2.01.07 * COMPACTING EQUIPMENT
©1.3.2.01.08 AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT
©1.3.2.01.09 'LOADER
1.3.2.01.10 ALAT PENGANGKAT
1.3.2.01.11 MESIN PROSES ,
1,3.2.01.12 _ALAT BESAR DARAT LAINNYA
1.3.2.02 ALAT BESAR APUNG .
1.3.2.02.01 DREDGER
1.3.2.02.02 FLOATING EXCAVATOR
1.3.2.02.03 AMPHIBI DREDGER
1.3.2.02,04 KAPAL TARIK
1.3.2.02.05 'MESIN PROSES APUNG
1.3.2.02.06 ALAT BESAR APUNG LAINNYA
1.3.2.03 ALAT BANTU
1.3.2.03.01 ALAT PENARIK
1.3.2.03.02 FEEDER ,
©1.3.2.03.03 COMPRESSOR
1.3.2.03.04 ELECTRIC GENERATING SET
1.3.2.03.05 POMPA
1.3.2.03.06 MESIN BOR
1.3.2.03.07 UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN
1,3.2.03.08 ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR
1.3.2.03.09 PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR |
1.3.2,03.10 AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN
1.3.2.03.11 MESIN TATOO
1.3.2.03.12 PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN
1.3,2.03.13 PERALATAN SELAM -
1.3.2.03.14 PERALATAN SAR MOUNTENERING
1.3.2.03.15 PERALATAN INTELEJEN
1,2.2.03.16 ALAT BANTU LAINNYA
1.3.2.04 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
1.3.2.04.01 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN
1.3.2.04.02 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG -~
1.3.2.04.03 KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG
" 1.3.2.04.04 - KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
1.3.2.04.05 KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA
1.3.2.04.06 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
1.3.2.04.07 KENDARAAN TEMPUR
1.3.2.04.08 ALAT ANGKUTAN KERETA REL
1.3.2.04.09 ~ ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA
1.3.2.05




'KODE REKENING URAIAN SALDO
| , _ . S NORMAL
1.3.2.05.01 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG |
1.3.2.05.02 KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG
1.3.2.05.03 ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR
1.3.2.05.04 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA
1.3.2.06 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR | |
1.3.2.06.01  ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG
1.3.2.06.02 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
1.3.2.06.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS
1.3.2.06.04 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER
1.3.2.06.05 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA
1,3.2.07 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR
1.3.2.07.01 * ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG
1.3.2.07.02 'ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
1.3.2.07,03 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS
1.3.2.07.04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA
1.3.2.08 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA
1.3.2.08.01 ' KAPAL TERBANG o
1.3.2.08.02 ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA
1.3.2.09 ALAT BENGKEL BERMESIN
1.3.2.09,01  PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI
1.3.2.09.02 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE
| | (BERPINDAH) : ;
1.3.2.09.03 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK
1.3.2.09.04 'PERKAKAS BENGKEL SERVICE
1.3.2.09.05 PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN
1.3,2.09,06 PERKAKAS BENGKELKAYU
1.3.2.09.07 PERKAKAS BENGKEL KHUSUS
1.3.2.09.08 PERALATAN LAS |
1.3.2.09.09 PERKAKAS PABRIK ES
1.3.2.09.10 * ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA
1.3.2.10  ALAT BENGKEL TAK BERMESIN =~
1.3.2.10.01 PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKST LOGAM
1.3,2.10.02 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK
1,3.2.10.03 - PERKAKAS BENGKEL SERVICE
1.3.2.10.04 PERKAKAS PENGANGKAT
©1.3.2.10.05 PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)
1.3.2.10.06 PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)
1.3.2.10,07 * PERKAKAS BENGKEL KERIA
1.3.2.10.08 PERALATAN TUKANG BESI
1.3.2.10.09 PERALATAN TUKANG KAYU
1,3.2.10.10 PERALATAN TUKANG KAYU
1.3.2.10.11 PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING
1.3.2.10. 12 PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM
1.3.2,10.13 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA
1.3.2.11 ALAT UKUR
1.3.2.11.01 ALAT UKUR UNIVERSAL
1.3.2.11.02 ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA
1.3.2.11.03 ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN
1.3.2.11.04 ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN'
1.3.2.11.05 ALAT KALIBRASI




KODE REKENING
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ALAT STUDIO

URAIAN SALDO
NORMAL
1.3.2,11.06 OSCILLOSCOPE
1.3.2.11.07 UNIVERSAL TESTER
1.,3.2.11.08 ALAT UKUR/PEMBANDING
1,3.2.11.09 ALAT UKUR LAIN-LAIN
1.3.2.11.10 ALAT TIMBANGAN/BIARA
1.3,2.11.11 ANAK TIMBANGAN/BIARA -
1.3.2,11,12 TAKARAN KERING
1.3.2.11.13 TAKARAN BAHAN BANGUNAN
1,3.2.11.14 TAKARAN LAINNYA |
1,3.2. 11 .15 ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
1.3.2.11.16 SPECIFIC SET
1.3.2.11.17 ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM
1.3,2.11.18 ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN
1,3.2,11,19, ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU
1,3.2.11.20 ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP
1.3.2.11.21 ALAT UKUR LAINNYA
1.3.2.12 ALAT PENGOLAHAN
1.3.2.12.01 ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN
1.3.2.12.02 ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK
1.3.2.12.03 ALAT PANEN
1.3.2.12.04 ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN
1.3.2.12.05 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN .
©1.3.2.12.06 ALAT PROSESING
1.3.2.12.,07 ALAT PASCA PANEN
1,3.2.12.08 ALAT PRODUKSI PERIKANAN
1.3, 2 12.09 ALAT-ALAT PETERNAKAN
1.3. 2.12.10 ALAT PENGOLAHAN LAINNYA
1, 3 .2.13 ALAT KANTOR
1.,3.2.13.01 MESIN KETIK
1.3.2.13.02 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH
1.3.2,13.03 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)
1.3.2.13.04 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR
1,3.2.13,05 ALAT KANTOR LAINNYA
1.3.2.14 ALAT RUMAH TANGGA
1.3.2.14.01 MEUBELAIR
1.3.2. 14.02 ALAT PENGUKUR WAKTU
1.3.2.14,03 ALAT PEMBERSIH
1.3.2.14.04 ALAT PENDINGIN
1.3,2.14.,05 ALAT DAPUR
1.3.2.14.06 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)
1.3.2.14.07 ALAT PEMADAM KEBAKARAN
1. 3 2.15 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT
1.3.2.,15.01 MEJA KERJA PEJABAT
1.3.2.15.02 MEJA RAPAT PEJABAT
1.3.2.15.03 'KURSI KERJA PEJABAT
1.3.2,15.04 KURSI RAPAT PEJABAT
1.3.2.15.05 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT -
1.3.2.15.06 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT
1.3.2.15.07 LEMARI DAN ARSIP PEJABAT
1,3.2.




KODE REKENING

URAIAN SALDO
, NORMAL

1.3.2. 16. 01 PERALATAN STUDIO AUDIO
1.3.2.16.02 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM.
1.3.2.16.03 " PERALATAN STUDIO GAMBAR
1,3.2.16.04 PERALATAN CETAK

1.3.2.16.05 PERALATAN STUDIO PEMEI‘AAN/PERALATAN UKUR TANAH
1.3.2.16.06 CALAT STUDIO LAINNYA

1.3.2.17 ALAT KOMUNIKASI

1.3.2.17.01 ALAT KOMUNIKAST TELEPHONE
1.3.2.17.02 ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB
1.3,2.17.03 ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM
1.3,2.17.04 ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF
1.3.2.17.05 ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF
1.3.2.17.06 ALAT KOMUNIKASI SOSIAL

1.3.2.17.07 ALAT-ALAT SANDI

1.3.2.17.08 ALAT KOMUNIKASI KHUSUS

1.3.2.17.09 ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL
1.3.2.17.10 ALAT KOMUNIKASI SATELIT
1.3.2.17.11 ~ ALAT KOMUNIKASI LAINNYA

1.3.2.18 PERALATAN PEMANCAR

1.3.2.18.01 PERALATAN PEMANCAR MF/MW
1.3.2.18.02 PERALATAN PEMANCAR HF/SW
1.3.2.18.03 ~ PERALATAN PEMANCAR VHF/FM
1.3.2.18.04 PERALATAN PEMANCAR UHF
1.3.2.18.05 PERALATAN PEMANCAR SHF
1.3.2.18.06 PPERALATAN ANTENA MF/MW
1.3.2.18.07 PERALATAN ANTENA HF/SW
1.3.2.18,08 PERALATAN ANTENA VHF/FM
1.3.2.18.09 PERALATAN ANTENA UHF |
1.3.2.18,10 'PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA
1.3.2.18.11 PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF
1.3.2.18.12 PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF
1.3.2.18,13 PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF
1.3.2.18.14 PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF
1.3.2.18.15 PERALATAN MICROWAVE F P U
1,3.2.18.16 PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL
1.3.2.18,17 'PERALATAN MICROWAVE TVRO
1.3.2.18.18 PERALATAN DUMMY LOAD -
1,3.2.18.19 SWITCHER ANTENA

1.3.2.18.20 SWITCHER/MENARA ANTENA
1.3.2.18.21 FEEDER

1.3.2.18.22 " HUMIDITY CONTROL -

1.3.2.18.23 ' PROGRAM INPUT EQUIPMENT
1.3.2.18.24 ' PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF
1.3.2.18.25 PERALATAN PEMANCAR LF

1.3.2.18.26 © UNIT PEMANCAR MF+HF

1.3.2.18.27 PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF
1.3.2.18.28 PERALATAN PENERIMA |
1.3.2.18.29 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF-
1.3.2.18.30 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF
1.3.2.18.31 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF
1.3.2.18,32 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF
1.3,2.18,33 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF
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20,13
.20, 14
,20.15
.20.16
.2.20.17

2
2
2
2
2
2
,2.20.19
2.20.20
2.20.21
2.20.22
2.20.23
2
2

7.‘20.25

.2.20.18

.20.24

ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)
ALAT KEDOKTERAN JANTUNG
ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC

~ ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY
ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH -
ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY

- ALAT KEDOKTERAN NUKLIR =~
ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN
ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT
ALAT KEDOKTERAN JIWA '
ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI
ALAT KEDOKTERAN I C U '

ALAT KEDOKTERAN ICC U

URAIAN :
o | , _ : NORMAL
1.3.2.18.34 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF
1.3.2.18.35 : PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF -
1.3.2.18.36 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF
1.3,2.18.37 ' PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF
1.3,2.18.38 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF
1.3.2.18.39 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF-+HF
1.3.2.18.40 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF
1.3.2.18.41 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF
1.3.2.18.42 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF t
1.3.2.18.43 PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH
1.3.2.18.44 PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI
1.3.2.18.45 PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN
1.3.2.18.46 PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO
1.3.2.18.47 SUMBER TENAGA
1.3.2.18.48 ' PERALATAN PEMANCAR LAINNYA
1.3.2.19 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI ‘
1,3.2.19.01 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGAST INSTRUMEN LANDING SYSTEM
.3.2.19.02 VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR) -
.3,2.19.03 DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)
3.2.19,04 RADAR
2.19.05 ~ ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKAST
2.19.06 " PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI
2.19.07 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA -
2.20 ALAT KEDOKTERAN
,2.20,01 ALAT KEDOKTERAN UMUM
.2.20. 02 ALAT KEDOKTERAN GIGI ,
2.20.03 |- ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA
2.20.04 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH |
2.20.05 ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGANV
2.20.06 ALAT KEDOKTERAN THT
.2.20.,07 ALAT KEDOKTERAN MATA R
2.20.08 ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM
2.20.09 ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY
.2.20.10 ALAT KEDOKTERAN ANAK
2.20.11 ' ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK
2.20.12 ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS
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1.3.2.20.26 ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG
1.3.2.20.27 ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE
1.3.2.20.28 ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI
1.3.2.20.29 ALAT KEDOKTERAN LAINNYA
1.3.2.21 ALAT KESEHATAN UMUM
1.3.2.21.01 ALAT KESEHATAN MATRA LAUT
1.3.2.21.02 ALAT KESEHATAN MATRA UDARA
1.3.2.21.03 ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN
1.3.2.21.,04 ALAT KESEHATAN OLAH RAGA
1.3.2.21.05 " ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA
1.3.2.22 UNIT ALAT LABORATORIUM
1.3.2.22.01 ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN
1.3.2.22.02 ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN
1.3.2.22,03 ~ ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA
1.3.2.22.04 ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA
1.3.2.22.05 ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI
1.3,2.22.06 ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI
'1.3.2.22.07 ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA
1.3.2.22.08 ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN
1.3.2.22.09 ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM
1.3.2.22.10 _ ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK
1.3.2.22.11 ALAT LABORATORIUM UMUM
1.3.2.22.12 ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI
1.3,2.22.13 ALAT LABORATORIUM KIMIA
1.3.2.22.14 ALAT LABORATORIUM PATOLOGI
1.3.2.22.15 ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI
1.3.2,22.16 ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI
1.3.2.22.17 ALAT LABORATORIUM FILM
1.3.2.22.18 ALAT LABORATORIUM MAKANAN
1.3.2.22.19 ALAT LABORATORIUM FARMASI
1.3.2.22.20 ALAT LABORATORIUM FISIKA
1.3.2.22.21 ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA
1.3.2.22.22 ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGL
1.3.2.22.23 ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN
1.3.2.22.24 ALAT LABORATORIUM PASIR
1.3.2.22.25 ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN
1.3.2.22.26 ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA '
1.3.2.22.27 ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY
1.3.2.22.28 ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN
1.3.2.22.29 ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN
1.3.2.22.30 ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM
1.3.2.22.31 ALAT LABORATORIUM METROLOGIE
1.3.2.22.32 ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM
1.3.2.22.33 ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS
1.3.2.22.34 ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL
1.3.2.22.35 ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL
1.3.2.22.36 ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK
1.3.2.22.37 ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN
PLASTIK
1.3.2.22.38 ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK
1.3.2.22.39 © ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK _
1.3 ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA

.2.22.40




' SALDO
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1.3,2.22.41 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN
1.3.2.22.4 ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA
1.3.2.22.43 ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA :
1.3.2,22.44 ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS
1.3.2.22.45 ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI ‘
1.3,2.22.46 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN
1.3.2.22.47 ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN
1,3.2.22.48 ALAT LABORATORIUM BIOLOGI
1.3.2.22.49 ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA
1.3.2.22.50 ALAT LABORATORIUM TAMBANG'
1.3.2.22.51 ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA
1.3.2.22.52 ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI
1.3.2.22.53 ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
1.3.2.22.54 LABORATORIUM KEARSIPAN
1.3.2.22.55 LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS
1,3.2.22.56 ALAT LABORATORIUM LAIN ‘
1.3.2.22.57 ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM
PROPULASI
1.3.2.22.58 ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN |
1.3.2.22.59 ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM
1.3,2.22.60 ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI
1.3.2.22.61 ~ ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI
1.3,2.22.62 ALAT LABORATORIUM POPULASI
1.3,2.22.63 ALAT PENGUKUR GELOMBANG
1.3.2.22.64 UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA
1.3.2.23 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR
1.3.2.23.01 ANALYTICAL INSTRUMENT
1.3.2.23.02 INSTRUMENT PROBE/SENSOR
1.3.2.23.03 GENERAL LABORATORY TOOL
1.3.2.23.04 GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS
1.3.2.23.05 'LABORATORY SAFETY EQUIPMENT :
1.3.2,23.06 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA
1.3.2.24 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH
1.3.2.24.01 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA
INDONESIA
 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA

1.3.2.24.02

1.3.2.24.14

ALAT PERAGA PRAKTEK SEKO_L.AH BIDANG STUDI : IPA DASAR
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN

ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH

ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS

ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS

ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI ; AGAMA

ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN

ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN

ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA
DAKSA, TUNA RUNGU)

ALAT PERAGA KEJURUAN




- PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA

KODE REKENING URAIAN NSOAA'SZ_
L |
1.3.2.24.15 ALAT PERAGA PAUD/TK
1.3.2.24.16 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA
1.3,2.25 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA
1.3.2.25.01 RADIATION DETECTOR
1.3.2.25.02 * MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC
1.3.2.25.03 ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM
1.3.2.25.04 | 'RECORDER DISPLAY
1.3.2.25.05 SYSTEM/POWER SUPPLY
1.3.2.25,06 MEASURING/TESTING DEVICE
1.3:2.25,07 OPTO ELECTRONICS
1.3.2.25.08 | ACCELERATOR
1.3,2.25.09 REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM
1.3.2.25.,10 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA
0 1.3.2.26 ~ ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN
0 1.3.2.26.01 ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN
S 1,3,2.26.02 ALAT KESEHATAN KERJA
1.3.2.26.03 PROTEKSI LINGKUNGAN
1.3.2.26.04 METEOROLOGICAL EQUIPMENT
1.3.2.26.05 SUMBER RADIASI ,
©1.3.2.26.06 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA
1.3.2.27 ~ RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING
' LABORATORY LAINNYA
1.3.2.27.01 RADIATION APPLICATION EQUIPMENT |
1.3.2.27.02 NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE
1.3.2.27.03 PERALATAN HIDROLOGI ‘
1.3.2.27.04 RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING
' LABORATORY LAINNYA | '
1.3.2,28 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
1.3.2.28.01 ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH
1.3.2.28.02 ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA
1.3,2.28.03 ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN -
1.3.2.28.04 LABORATORIUM LINGKUNGAN
1.3.2.28.05 'ALAT LABORATORIUM PENUNJANG - -
1.3.2.28.06 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA -
1.3.2.29 - PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA
1.3.2.29.01 TOWING CARRIAGE
1.3.2.29.02 WAVE GENERATOR AND ABSORBER
1.3.2.29.03 - DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM
1.3.2.29.04 CAVITATION TUNNEL
1.3.2.29.05 OVERHEAD CRANES
1.3.2.29.06 PERALATAN UMUM
1.3.2.29.07 ' PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP
1.3.2.29.08 PEMESINAN ¢ PROPELLER MODEL WORKSHOP
1.3.2,29.09 'PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP
1.3.2.29.10 PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP
1.3.2.29.11 PEMESINAN : PAINTING SHOP
1.3.2.29.12 PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP
1.3.2.29.13 PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP
1.3.2.29.14 MOB
1.3.2.29.15 PHOTO AND FILM EQUIPMENT
1.3.2.29.16




| o SALDO
KODE REKENING URAIAN |  NORMAL
1.3.2.30 ALAT LABORATORIUM STANDARISAST KALIBRASI DAN
, - INSTRUMENTASI
1.3.2.30.01 ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK
1,3.2.30.02 ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR
1,3.2.30.03 ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK
1,3.2.30.04 | ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK
1.3.2.30.05 ~ ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU
1.3.2.30.06 * ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRAST DAN
- | * INSTRUMENTASI LAIN
'1,3.2.30.07 * ALAT LABORATORIUM NATIUS
1,3.2.30.08 ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI
RS PELAYARAN
.3.2.30.09 ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGAST PELAYARAN |
1.3.2.30.10 ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT
1,3.2,30.11 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN
o INSTRUMENTASI LAINNYA ‘
1.3.2.31 SENJATA API
1.3.2.31.01 " SENJATA GENGGAM
1.3.2.31,02 * SENJATA PINGGANG
1.3.2.31.03 SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG
1.3.2.31.04 'SENAPAN MESIN
1,3.2,31.05 MORTIR
1.3.2.31.06 ANTI LAPIS BAJA -
1.3.2.31.07 ARTILERI MEDAN (ARMED) |
1.3.2.31.08 ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)
1.3.2.31.09 KAVALERT | D
1.3,2.31.10 SENJATA LAIN-LAIN
1.3.2.32 PERSENJATAAN NON SENJATA API
1.3.2.32.01 ALAT KEAMANAN
1.3.2.32.02 | NON SENJATA API .
1.3.2.32.03 ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)
1.3.2.32.04 ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA
1,3.2.32.05 - PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA
1.3.2.33 | SENJATA SINAR |
1.3.2.33.01 LASER
1.3.2.33.02 SENJATA SINAR LAINNYA
1.3.2.3¢ ALAT KHUSUS KEPOLISIAN
1.3.2.34.01 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN
1.3.2.34.02 * ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA
1.3.2.34.03 ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)
1.3.2.34.04 PERALATAN DETEKSI INTEL
1.3.2.34.05 ALSUS LANTAS
1.3.2.34.06 ALSUS RESERSE
1.3.2.34.,07 ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN
1.3.2.34.08 ALSUS DAKTILOSKOPI
1.3.2.34.09 INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK'
1.3.2.34.10 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA
1.3.2.35 KOMPUTER UNIT ' |
1.3.2.35.01 KOMPUTER JARINGAN
1.3.2.35.02 PERSONAL KOMPUTER




KODE REKENING o e - ' SALDO
s URAIAN NORMAL

1.3.2.35.03 | KOMPUTER UNIT LAINNYA

1.3.2.36 PERALATAN KOMPUTER

1.3.2.36.01 PERALATAN MAINFRAME

1.3.2.36.02 PERALATAN MINI KOMPUTER

1.3,2.36.03 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER .

1.3.2.36.04 PERALATAN JARINGAN

1.3.2.36.05 PERALATAN KOMPUTER LAINNYA

1.3.2.37  ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI -

1.3.2.37.01  OPTIK

1.3.2.37.02 UKUR/INSTRUMENT

1.3.,2.37.03 © ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA

1.3.2.38 ' ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA

1.3.2.38.01 |  MEKANIK

1.3,2.38.02 ELEKTRONIK/ELECTRIC

1.3.2.38.03 MANUAL.

1.3.2.38.04 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA

1,3.2.39 ALAT PENGEBORAN MESIN

1,3.2.39.01 BOR MESIN TUMBUK.

1.3.2.39.02 BOR MESIN PUTAR

1.3.2.39.03 | - ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA

1,3.2.40 ALAT PENGEBORAN NON MESIN

1.3.2.40.01 , BANGKA

1.3.2.40.02 PANTEK

1.3.2.40.03 PUTAR

1.3.2.40.04 PERALATAN BANTU

1.3.2.40.05 ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA

1.3.2.41 SUMUR -

1,3.2.41.01 | PERALATAN SUMUR MINYAK

1.3.2.41,02 | SUMUR PEMBORAN

1.3.2.41.03 SUMUR LAINNYA

1.3.2.42 PRODUKSI

1.3.2.42.01 RIG |

1.3.2.42.02 PRODUKST LAINNYA

1.3.2.43 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

1.3,2.43,01 © ALAT PENGOLAHAN MINYAK

1.3.2.43.02 ~ ALAT PENGOLAHAN AIR

1.3.2.43.03 ALAT PENGOLAHAN STEAM

1.3.2.43.04 © ALAT PENGOLAHAN WAX

1.3.2.43.05 'PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA

1.3.2.44 | ALAT BANTU EKSPLORASI

1.3.2.44.01 MEKANIK

1.3.2.44.02 EEKTRIC | |

1.3.2.44.03 | ALAT BANTU EKPLORAST LAINNYA

1.3.2.45 ALAT BANTU PRODUKSI

1.3.2.45.01 PERAWATAN SUMUR

1.3.2.45.02 TEST UNIT

1.3.2.45.03 ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA

1.3.2.46 ALAT DETEKSI




o - SALDO
KODE REKENING E . URAIAN NORMAL
1.3.2.46.01 - RADIASI .
1.3.2.46.02 SUARA
1.3.2.46.03 ALAT DETEKSI LAINNYA
1.3.2.47 ALAT PELINDUNG
1.3.2.47.01 BAJU PENGAMAN . .
_1.3.2.47.02 MASKER
1.3.2.47.03 TOPI KERJA
1.3.2.47.04 SABUK PENGAMAN
1.3.2.47.05 SEPATU LAPANGAN
1.3.2.47.06 ALAT PELINDUNG LAINNYA
1.3.2.48 ALAT SAR
1.3.2.48.01 ALAT PENOLONG
1.3.2.48.02 ALAT PENDUKUNG PENCARIAN
1.3.2.48.03 ALAT KERJA BAWAH AIR -
01.3.2.48.04 ALAT SAR LAINNYA
1.3.2.49 ALAT KERJA PENERBANGAN ,
1.3.2.49.01 PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN
1.3.2.49.02 PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN
, PENERBANGAN C
1.3.2.49.03 PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN
1.3.2.49.04 PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN
BANDAR UDARA : _
1.3.2.49.05 - PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA
1.3.2.49.06 .. ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK
1.3.2.49.07 ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA
1.3.2.50 ~ ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN
1.3.2.50.01 ~ ALAT PERAGA PELATIHAN
1.3.2.50.02 * ALAT PERAGA PERCONTOHAN _ o
1.3.2.50.03 | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA
. 1.3.2.51 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI |
1.3.2.51.01 LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT
1.3.2.51.02 SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT
1.3.2.51.03 SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT
1.3.2.51.04 SOLID-SOLID CLASSIFIER
1.3.2.51.05 SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT
1.3.2.51.06 SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT
1.3.2.51.07 ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT
1,3.2.51,08 LEACHING EQUIPMENT
1.3.2.51.09 GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT
1.3.2.51.10 ~ SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT
1.3.2.51.11 CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID
1.3.2.51.12 LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT
1.3.2.51.13 , GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT
1.3.2.51.14 GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT
1.3.2.51.15 , GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT
1.3.2.51.16 GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT
1.3.2.51.17 | GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT
1,3.2.51.18 R ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT -
1.3.2.51.19 TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID
1.3.2.51.20 SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
1.3.2.51.21 SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT




SALDO
KODE REKENING | URAIAN NORMAL
1.3.2.51.22 HEAT GENERATING EQUIPMENT
1.3.2.51.23 HEAT TRANSFER EQUIPMENT
1.3.2.51.24 MECHANICAL PROCES
1.3.2.51.25 CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT
1.3.2.51.26 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA -
1.3.2.52 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT
1.3.2.52.01 RAMBU BERSUAR
1.3.2.52.02 RAMBU TIDAK BERSUAR
1.3.2.52.03 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA
1.3.2.53 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA
1.3.2.53.01 RUNWAY/THRESHOLD LIGHT
1.3.2.53.02 VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)
1.3.2.53.03 APPROACH LIGHT
1.3.2.53.04 RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)
1.3.2.53.05 SIGNAL
1.3,2.53.06 FLOOD LIGHTS
1.3.2.53,07 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA
1.3.2.54 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT
1.3.2.54.01 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT
"1.3.2.54.02 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA
1.3.2.55 PERALATAN OLAH RAGA
1.3.2.55.01 PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK
1.3.2.55.02 PERALATAN PERMAINAN
1.3.2.55.03 PERALATAN SENAM
1.3.2.55.04 - PARALATAN OLAH RAGA AIR
1.3.2.55.05 PERALATAN OLAH RAGA UDARA
1.3.2.55.06 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA
1.3.3 Gedung dan Bangunén D
1.3.3.01 ' BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
1.3.3.01.01 BANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.3.3.01.02 BANGUNAN GUDANG
1.3.3.01.03 BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR
1.3.3.01.04 BANGUNAN GEDUNG INSTALASI
1.3.3.01.05 BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM
1.3.3.01.06 BANGUNAN KESEHATAN
1.3.3.01.07 BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM
1.3.3.01,08 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH
1.3.3.01.09 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN
1.3.3.01.10 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN
1.3.3.01.11 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA
1.3.3.01.12 BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR
1.3.3.01.13 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA
1.3.3.01.14 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL
1.3.3.01.15 BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN
1.3.3.01.16 BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN
1.3.3.01.17 - BANGUNAN GEDUNG MUSIUM
1.3.3.01.18 BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA
1.3.3.01.19 BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN
1.3.3.01.20 BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN
1.3.3.01.21 BANGUNAN RUMAH TAHANAN




SALDO

KODE REKEN’ING i URAIAN NORMAL

1. Ep 3.01.22 BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM

1.3.3.01.23 - BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN

1.3.3.01.24 " BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN

1.3.3.01,25 BANGUNAN TERBUKA :

1.3.3.01.26 BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM

1.3.3.01.27 'BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

1.3.3.01.28 BANGUNAN INDUSTRI

1.3.3.01.29 BANGUNAN PE'ERNAKAN/PERIKANAN ‘

1.3.3.01.30 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA

1.3.3,01.31 BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA

1.3.3.01.32 BANGUNAN FASILITAS UMUM'

1.3.3.01.33 BANGUNAN PARKIR

1.3.3.01.34 BANGUNAN GEDUNG PABRIK

1.3.3.01.35 BANGUNAN STASIUN BUS

1 3‘.3.01.36 TAMAN :

1.3.3.01.37 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA

1.3.3.02 * BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL

1.3.3.02.01 RUMAH NEGARA GOLONGAN I

1.3.3.02.02 RUMAH NEGARA GOLONGAN 1T -

1.3.3.02.03 RUMAH NEGARA GOLONGAN III

1.3.3.02.04 MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN

1.3.3.02.05 ASRAMA

1.3.3.02.06 HOTEL

1,3.3,02.07 MOTEL

1.3.3.02.08 FLAT/RUMAH SUSUN

1.3.3.02.09 RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN

1.3.3.02.10 PANTI ASUHAN

1,3.3,02.11 APARTEMEN -

1.3.3.02.12 ~ RUMAH TIDAK BERSUSUN

1.3.3.02.13 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA

1.3.3.03 CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI

1.3.3.03.01 CANDI ’

1.3.3.03.02 TUGU

1.3.3.03.03 BANGUNAN PENINGGALAN

1.3.3.03.04 CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA

1.3.3.04 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN

1.3.3.04.01 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI

1.3.3.04.02 BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI

1.3.3,04.03 BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1.3.3.04.04 BANGUNAN MENARA PENGAWAS

1.3.3.04.05 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA

1.3.3.05 TUGU/TANDA BATAS

1,3.3.05.01 TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI

1.3.3.05.02 TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI

1.3.3.05.03 'PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA

1.3.3.05.04 PAGAR

1.3.3.05.05 “TUGU/TANDA BATAS LAINNYA

1.3.4 Jalan, IngaSI, dan Jarmgan D

1.3.4.01 JALAN |

1.3.4 01 JALAN NASIONAL

.01,




KODE REKENING URAIAN SALDO
2 , NORMAL
1.3.4.01.02 JALAN PROPINSI
1.3.4.01.,03 JALAN KABUPATEN
1.3.4.01.04 JALAN KOTA
1.3.4.01.05 JALAN DESA
1.3.4.01.06 JALAN TOL
1.3.4.01,07 JALAN KERETA AP~ 777
1,3.4.01.08 LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
1.3.4.01.09 JALAN KHUSUS |
1.3.4,01.10 JALAN LAINNYA
1.3.4.02 JEMBATAN
1,3.4.02,01 JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL
1.3.4.02.02 JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI

1.3.4.02.03 JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN
1.3.4.02.04 JEMBATAN PADA JALAN KOTA
1.3.4.02.05 JEMBATAN PADA JALAN DESA
1.3.4.02.06 JEMBATAN PADA JALAN TOL
1.3.4.02.07 JEMBATAN PADA JALAN KERETA API
1.3.4.02.08 JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
1.3.4.02,09 JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS
1.3.4.02.10 JEMBATAN PENYEBERANGAN
1.3.4.02.11 JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL
1.3.4.02,12 JEMBATAN PENGUKUR
1.3.4.02.13 JEMBATAN LAINNYA
1.3.4.03 BANGUNAN AIR IRIGASI
1.3.4.03.01 BANGUNAN WADUK IRIGASI
1.3.4.03.02 BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI
1.3.4.03,03 BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI
1.3.4.03.04 'BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI
1.3.4.03.05 BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI
1.3.4.03.06 BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI
1.3.4.03,07 BANGUNAN SAWAH IRIGASI
1.3.4.03.08 ~ BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA
1.3.4.04 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT
1.3.4.04.01 BANGUNAN WADUK PASANG SURUT
1.3.4.04.02 BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT
1.3.4.04.03 BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT
1.3.4.04,04 SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT
1.3.4.04.05 BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT
1.3.4.04.06 BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT
1.3.4.04.07 BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT
1.3.4.04.08 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA
1.3.4.05 BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER
1.3.4.05.01 . BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA
1.3.4.05.02 BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA
1.3.4.05.03 BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA
1.3.4.05.04 BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA
1.3.4.05.05 BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA
1.3.4.05.06 BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA
1.3.4.05,07 BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA
1.3.4.05.08 '

BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA




SALDO

KobE REKENING URAIAN NORMAL
1.3.4.06 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN
S 'BENCANA ALAM |
1.3.4.06.01 - BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN s
. - , ~ BENCANA ALAM | |
1.3.4.06.02 * BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
1.3.4.06.03 BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAL
1.3.4.06.04 ' BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI
©1.3.4.06.05 BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI |
1.3.4.06.06 BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAL
1.3.4.06.07 - BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN
e BENCANA ALAM LAINNYA
1.3.4.07 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
1.3.4.,07.01 BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1.3.4.07.02 BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1.3.4.07.03 BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1.3.4.07.04 BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1.3.4.07.05 BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1.3.4.07.06 " BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1.3.4,07.07 - BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH. '
1.3.4.07.08 | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
B LAINNYA ,
©1.3.4.08 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
1.3,4.08.01 BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU
1,3.4.08,02 BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU
1.3.4.08.03 * BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU
1.3.4,08.04 BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU
1.3.4.08.05 BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU.
1.3.4.08.06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
1.3.4.09 BANGUNAN AIR KOTOR
1.3.4.09.01 BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR
1.3.4.09.02 BANGUNAN WADUK AIR KOTOR
1.3.4.09.03 BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR
1.3.4.09.04 ~ BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR
1.3.4.09.05 'BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR
1.3.4.09.06 | BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA
1.3.4.10 ~ INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
1.3.4.10.01  INSTALASI AIR PERMUKAAN oy
1.3.4.10.02 INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR |
1.3.4.10.03 _INSTALASI AIR TANAH DALAM
1.3.4.10.04 ~ INSTALAST AIR TANAH DANGKAL
1.3.4.10.05 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA
1.3.4.11 INSTALASI AIR KOTOR
1.3.4.11.01 " INSTALAST AIR BUANGAN DOMESTIK
1.3.4.11.02 INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI
1.3.4.11.03 INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN
1.3.4.11.04 INSTALAST AIR KOTOR LAINNYA
1.3.4.12 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
1.3.4.12.01 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK
1.3.4.12.02  INSTALAST PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK
1.3.4.12.03 BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH ‘ '
1.3.4.12.04 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA




. SALDO

JARINGAN DISTRIBUSI -

KODE REKENING URAIAN
s NORMAL
1.3.4.13 INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN
1.3.4.13.01 . INSTALAST PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN
1.3.4.13.02 INSTALAST PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS
1.3.4.13.03 ~ INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN
1.3.4.13,04 o INSTALASI PENGDLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA
1.3.4.14 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK ‘ ‘
1.3.4.14.01 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)
1.3.4.14.02 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)
1.3.4.14.03 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM) :
1.3.4.14.04 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)
1.3.4.14.05 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) |
1.3.4.14.06 INSTALAST PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)
1.3.4.14.07 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)
1.3.4.14.08 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)
1.3.4.14.09 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)
1.3.4.14.10 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)
1.3.4.14.11 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA /
f | GELOMBANG SAMUDERA
1.3.4.14.12 INSTALAST PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA
1.3.4.15 INSTALASI GARDU LISTRIK
1.3.4.15.01  INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK
1.3.4.15.02 INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI
1.3.4.15.03 INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK
1.3.4.15.04 INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA
1.3.4.16 INSTALASI PERTAHANAN ,
1.3.4.16.01 INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT
1.3.4.16.02 INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA
1.3.4.17 INSTALASI GAS
1.3.4.17.01 INSTALAST GARDU GAS
1.3.4.17.02 INSTALAST JARINGAN PIPA GAS
1.3.4.17.03 INSTALASI PENGOLAHAN GAS
1.3.4.17.04 - INSTALAST GAS LAINNYA
1.3.4.18 INSTALASI PENGAMAN |
1.3.4.18.01 | INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR
1.3.4.18.02 INSTALASI REAKTOR NUKLIR |
1.3.4.18.03 INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF
1.3.4.18.04 INSTALASI PENGAMAN LAINNYA
1.3.4.19 INSTALASI LAIN
1.3.4.19.01 INSTALAST LAIN
1.3.4.20 JARINGAN AIR MINUM
1.3.4.20.01 JARINGAN PEMBAWA
1.3.4.20.02 JARINGAN INDUK DISTRIBUSI
1.3.4.20.03 JARINGAN CABANG DISTRIBUSI
1.3.4.20.04 JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH
1.3.4.20.05 JARINGAN AIR MINUM LAINNYA
1.3.4.21 JARINGAN LISTRIK
1.3.4.21.01 JARINGAN TRANSMISI
1.3.4.21.02




KODE REKENING

URAIAN SALDO. "
: NORMAL
1.3.4.21.03 JARINGAN LISTRIK LAINNYA.
1.3.4.22 JARINGAN TELEPON
1.3.4.22.01 JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH
1.3.4.22.02 ~ JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH
1,3.4.22.03 | JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR -
1,3.4.22.04 * JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA
1.3.4.22.05 JARINGAN TELEPON LAINNYA
1.3.4.23 JARINGAN GAS ;
1.3.4.23.01 * JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI
1.3.4.23.02 JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
1.3.4.23,03 ~ JARINGAN PIPA DINAS
1.3.4.23.04 “JARINGAN BBM
1.3.4.23.05 JARINGAN GAS LAINNYA -
1».,3' .5 Aset Tetap Lainnya A D
1.3.5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK
1.3.5.01.01 BUKUUMUM
1.3.5.01.02 ~ BUKU FILSAFAT -
1.3.5.01.,03 BUKU AGAMA
1.3.5.01.04 ~ BUKU ILMU SOSIAL
1,3.5,01.05 BUKU ILMU BAHASA
1.3,5.01.06 ~ BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM
1.3.5.01,07 BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS
©1,3.5.01,08 BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA
1.3.5.01.09 BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH
1.3.5.01.10 SERIAL ‘
1.3.5.01.11 BUKU LAPORAN
©1.3.5.01.12 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA
1.3.5.02 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO
1.3.5.02.01 AUDIO VISUAL |
1.3.5.02.02 BENTUK MIKRO (MICROFORM) -
1.3.5.02.03 TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA.
1.3.5.03 _ KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN -
1.3.5.03.01 BAHAN KARTOGRAFI |
1.3.5.03.02 NASKAH (MANUSKRIP) / ASLI
1.3.5.03.03 LUKISAN DAN UKIRAN :
1.3.5.03.04 ~ KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN LAINNYA'
1.3.5.04 MUSIK
©1.3,5.04.01 KARYA MUSIK
1.3.5.04.02 MUSIK LAINNYA
1.3.5.05 KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)
1.3.5.05.01 KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)
1.3.5.05.02 ~ KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL) LAINNYA
1.3,5.06 THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA
1.3.5.06.01 - THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA
1.3.5.06.02 THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA LAINNYA |
1.3.5.07 TARSCALT
1.3.5.07.01 TARSCALT -
1,3.5.07.02 ' TARSCALT LAINNYA




KODE REKENING e URAIAN | SALDO
c T ‘ , NORMAL
1.3.5.08 " BARANG BERCORAK KESENIAN
1.3.5.08.01 - ALAT MUSIK
0 1.3.5.08.02 ‘ LUKISAN
1.3.5.08.03 ALAT PERAGA KESENIAN
1.3.5.08.04 | BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA
1.3.5.09 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN
1.3.5.09.01 ~ PAHATAN : _
1.3.5.09.02.| * MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA
c BERSEJARAH
1.3.5.09.03 BARANG KERAJINAN ;
1.3.5.09.04 * ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA
1.3.5.10 TANDA PENGHARGAAN
1,3.5.10.01 " TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA
1.3.5.10.02 | ' TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA
1.3 ',5 11 HEWAN PIARAAN
1.3.5.11.01 * HEWAN PENGAMAN
1,3.5,11.02 ~ HEWAN PENGANGKUT
1.3.5.11,03 . HEWAN KEBUN BINATANG
1.3.5.11.04 HEWAN PIARAAN LAINNYA
1.3.5.12 | TERNAK |
1.3.5.12.01 | © TERNAK POTONG
1.3.5.12.02 | TERNAK PERAH
1,3.5.12.03 ‘ TERNAK UNGGAS _
1.3.5.12.04 ~ TERNAK LAINNYA
1.3.5.13 - HEWAN LAINNYA
1.3.5.13.01 : HEWAN LAINNYA
1.3.5.14 IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)
1.3.5.14.01 | TKAN BUDIDAYA ; |
1,3.5.15 CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)
1.3.5.15.01 CRUSTEA BUDIDAYA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING DAN
. SEBANGSANYA) ,
1.3.5.16 MOLLUSCA (KERANG, TIRAM CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN
o . SEBANGSANYA) |
©1.3.5.16.01 * MOLLUSCA BUDIDAYA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA,‘
S SIPUT, DAN SEBANGSANYA)
1.3.5.17 " COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)
1.3.5.17.01 | COELENTERATA BUDIDAYA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA) -
1.3.5.18 ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)
1.3.5.18.01 | ECHINODERMATA BUDIDAYA (TRIPANG BULU BABI, DAN
e SEBANGSANYA)
1.3.5.19 : "AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)
1.3.5.19.01 | AMPHIBIA BUDIDAYA (KODOK DAN SEBANGSANYA)
1.3.5.20 REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN
SEBANGSANYA |
1.3.5.20.01 REPTILIA BUDIDAYA (BUAYA, PENYU KURA-KURA, BIAWAK ULAR
AIR, DAN SEBANGSANYA)
1.3.5.21 g ~ MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN
TS ~ SEBANGSANYA)
1.3.5.21.01 | MAMMALIA BUDIDAYA (PAUS LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG,




KODE REKENING URAIAN SALDO
: - NORMAL
DAN SEEANGSANYA) —
1,3.5.22 ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP
DI DALAM AIR) '
1.3.5.22.01 ALGAE BUDIDAYA (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN
- YANG HIDUP DI DALAM AIR)

1.3.5.23 BIOTA PERAIRAN LAINNYA

1.3.5.23.01 BUDIDAYA BIOTA PERAIRAN LAINNYA

1.3.5.24 TANAMAN

1.3.5.24.01 TANAMAN »

1.3.5.25 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA

1.3,5.25.01 HEWAN KOLEKSI

1,3.5.25.02 BIOTA PERAIRAN KOLEKSI

1.3.5.25.03 TANAMAN KOLEKSI

1.3.5.25.04 MIKROBA KOLEKSI

1,3.5.25,05 BATUAN KOLEKSI

1.3.5,25.06 FOSIL

1,3.5.25,07 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA LAINNYA

1.3.5.26 ASET TETAP DALAM RENOVASI

1.,3.5.26.01 ASET TETAP DALAM RENOVASI

1.3.6- Konstruksi Dalam Pengerjaan D

1,3.6.01 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan

1.3.6.01.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kampung

1.3.6.01.02 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Emplasmen

1.3.6.01.03 Konstrukst Dalam Pengerjaan Tanah Kuburan

1.3.6.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertanian

1.3.6.02.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami

1.3.6.02.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tegalan

1.3.6.02.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Ladang

1.3.6.03 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan

1.3.6.03.01 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan

1.3.6.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Campuran .

1.3.6.04.01 Konstruksi Dalam PengerJaan Bidang Tanah Kebun Yang Tdak Ada

Jaringan Pengairan

1.3.6.04.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenls
: Lain ‘

1.3.6.05 . Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan

1.3.6.05.01 Konstruksi Dalam Péngerjaan Hutan Lebat

1.3.6.05.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Belukar

1.3.6.05.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Tanaman Jenis

1.3.6.05.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa

1.3.6.05.05 Konstruksl Dalam Pengerjaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus

1.3.6.06 ' Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam lkan

1.3.6.06.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Tkan Tambak

1.3.6.06.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan. Air Tawar

1.3.6.07 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Danau/Rawa

1.3.6.07.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rawa

1.3.6.07.02

Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau




KODE RE‘KENING

URAIAN SALDO
: NORMAL

1.3.6.08 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus/Rusak

1.3.6.08.01 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus

1,3.6.08,02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rusak

1.3.6.09 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
1.3. 6_. 09.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang

1.3.6.09.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Padang Rumput

1.3.6.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pengguna Lain

1.3.6. 10.01 Konstruks] Dalam Pengerjaan Tanah Penggalian ,

1 . 3.6.11 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
1,3.6,11.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah 'Bangunan Perumahan/Gedung

~Tempat Tinggal
1.3.6.11,02 Konstruksi:Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
Perdagangan/Perusahaan
1,3.6,11.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Industri
1.3.6.11.04 ‘Konstruks. Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat
' Kerja/Jasa

1.3.6.11.,05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kosong.

1,3.6.11.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Peternakan

1.3.6.11.07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Pengairan
1.3.6.11.08 * Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1.,3.6.11.09 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-

' v lepe/Setren dst -

1.3.6.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Pertambangan
1.3.6.12.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertambangan

1,3.6.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1.3.6.13.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Olah Raga ‘
1.3.6.13.02 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Parkir
1.3.6.13.03 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
1.3.6.13.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio

o ' Alam
1,3.6.13.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan
Pengujian/Pengolahan
1.3.6.13.06 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Terbang
1.3.6.13.07 Konstruks! Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
1,3.6.13.08 Konstrukst Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Air
1.3.6.13.09 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1.3.6.,13.10 Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1,3.6.13.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1.3.6.13.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah
- Raga
1,3.6.13.13 Konstruksi Dalam PengerJaan Tanah Untuk Bangunan Tempat
: Ibadah

1.3.6.14 ~ Konstrukst Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat

1.3.6.14.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Tractor
1.3.6.14.02 ~Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Grader
1,3.6.14.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Excavator
1.3.6.14.04 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Pile Driver
1.3.6

. 14,05

Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Hauler




KODE REKENING | e URAIAN - - SALDO

, NORMAL
1 3,6.14.,06 L Konstruk5| Dalam Pengerjaan AIat—AIat Besar Darat Asphal
i 7 : g ~Equlpment
1.3.6.14.,07 PR Konstruksi Dalam Pengerjaan AIat-AIat Besar Darat Compactlng
: ~ ~ Equipment
1.3.6.14.08 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Aggregate
' Concrete Equipment
.6.14.09 | ' Konstruksi Dalam PengerJaan Alat—AIat Besar Darat Loader
1.3.6.14.10 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat
1.3.6.14:11 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses ;
1.3.6.15 SRR * Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung ;
1.3.6.15.01 | - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Dredger
1,3.6.15.02 ‘ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Floating
: . Excavator.
-1.3.6.15.03 ; ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Amphibl
' -~ Dredger

3.6.15.04 : Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik

1.3.6.15.05 « Konstruksl Dalam Pengerjaan AIat—AIat Besar Apung Mesin Proses

o Agung ,

1.3.6.16 _\ - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu

1.3.6.16.01 ~ Konstruksi ‘Dalam‘ Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Penarik
1.3.6.16.02 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Feeder
1.3.6.16.03 | Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Compressor
1.3.6.16.04 | ‘ Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Electric Generating Set
1.3.6.16.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pompa
1.3.6.16.06. Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Mesin Bor
1.3.6.,16.07 , Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan

; f » Lapangan
1.3.6.16.08 Konstruksi Dalam Penger]aan Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air
. Kotor - = :
1.3.6,16.,09 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat alat Bantu Pembangklt Uap Alr
: Panas/Sistem Generator

1.3.6.17 Konstruksl Dalam Penger]aan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.6.17.01 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Dinas Bermotor-

i Perorangan , :
1.3.6.17.02 ' * Konstruksi Dalam Pengerjaan‘ Kendaraan Bermotor Penumpang
1.3.6.17.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1.3.6.17.04 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Khusus
13.6,17.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1,3.6.,17.06 ~ “Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda T\ga
1.3.6.18 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.3.6.18.01 ~ ; Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

S :
1.3.6.18.02 ‘ Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Tak Bermotor
C ' ; ‘Berpenumpang : :
1.3.6.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor
©1.3.6.19.,01 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1.3.6.19.02 ‘ Konstruksi Dalam Penger;aan Alat Angkut Apung Bermotor
Penumpang

1. 3 . 6.19.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus




KODE REKENING B " URAIAN SALDO

.25.01 : | Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

NORMAL
1,3.6.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1,3.6.20.01 : ; ,Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor ,

ol ﬂ _ Untuk Barang
1,3.6.20.02 A : - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

; f , Penumpang '
1 3.6 .20.03 : Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat’ Angkut Apung Tak Bermotor
Lo , Khusus
1.3. 6.21 ‘ Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Angkut Bermotor Udara
1.3.6.21.01 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Kapal Terbang
1.3.6.22 | Konstruks; Dalam Penger;aan Alat Bengkel Bermesm ;
1.3.6.22.01 Konstruksi Dalam Pengenaan Perkakas Konstruksn Logam Terpasang
' pada Pondasl ,
1.3.6.22,02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksl Logam yang
= o _ Berpindah
1.3.6.22.03 * Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengke! Listrik
1.3.6.22.04 Konstruksl Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service
1.3.6.22.05 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat Bermesin
1.3.6.22.06 " Konstruksl Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kayu

1.3, 6.22.07 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Khusus
1.3.6.22.08 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Las
1.3.6.22.09 | Konstruksl Dalam Pengerjaan Perkakas Pabrik Es
1.3.,6.23 Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin ‘
1.3.6.23.01 , Konstruksi. Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam.
1.3.6.23.02 ~Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik -

©1,3.6.23.03 "~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service
1.3.6.23.04 ‘Konstruksl Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat ‘
1.3.6.23.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Standar (Standart Tool)
1,3.6.23.06 Konstrukst Dalam Pengerjaan Perkakas Khusus (Special Tool)

0 1.3.6.23.07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kérja
1.3.6.23.08 N Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang-tukang Besi
1,3.6,23.09- Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kayu

~1,3.6.23.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kulit
1.3.6.23.11 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Ukur, Gip & Fetmg

1.3.6.24 5 Konstruk5| Dalam PengerJaan Alat Ukur '
1.3.6.24.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur universal
1.3.6.24. 02 | ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Intelegensia
1.3.6.24.03 * Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1.3.6.24.04 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur [Test Klinis Lain
1.3.,6.24. 05 - Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Calibrasi ; ‘
1.3.6.24.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Oscilloscope
1.3.6.24.07 | : “Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Universal Tester
1.3.6.24.08 ;  Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Pembanding
1.3.6.24.09 Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Ukur Lainnya
1.3.6.24.10 : Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Timbangan/Blora
1.3 6.24.11 © Konstruksi Dalam Pengerjaan Anak Txmbangan/Biasa
1.3.6.24.12 , Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Kering
1.3.6.24.13 , ‘Konstruksl Dalam Pengerjaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1.3.6.24.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Latex/Getah Susu
1.3.6.24.15 ~Konstruksi Dalam Pengerjaan Gelas Takar Berbagai Capasitas
1.3.6.25 3 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan
1.3.6




KODE REKENING st - URAIAN - ’ - SALDO
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3.6.25.02 |- o ~Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pan,en/Peng'olahan :
©1.3.6.25.03 ;  Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Peternakan
3.6.25.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyumpanan Hasil Percobaan
, g - Pertanian
1.3.6 +25.05 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Pertanian
1.3.6.25.06 | Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Procesing
1.3.6.25.07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pasca Panen:
1.3.6.25.08 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Produksi Perikanan
1.3.6.26 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
1 : Penylmpan :
1.3 . 6.26,01 : Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemellharaan Tanaman
1.3.6.26.02 ’ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen
1 .‘3 .6.26 . 03 R Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penylmpanan
~1.3.6.26.04 Ko_nstruksl Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium
1.,3.6.26.05 _ Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Penangkap Ikan
1 ;f3 .6.27 , Konstruksl Da,lam‘ Pengerjaan Alat Kantor -
1.3.6.27.01 ~ Konstruksl Dalam Pengerjaan Mesin Tik -
. 1.3.6 . 27.02 | ‘ Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Hitung/Jumlah
1.3.6 27,03 ‘ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Reproduksi (Pengganda)
- 1.3,6.27.04 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penylmpanan Perlengkapan
. ‘ " Kantor
, 1;.5‘3 .6.27.05 ' Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor Lamnya
1 ,3_.‘3 .6.28 ’ Konstruksi Dalam Penger)aan Alat Rumah Tangga
1.3.6.28.01 | Konstruks! Dalam Pengerjaan Meubelair
1 .3.6.28.02" ~Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Pengukur Waktu
1.3.6.28.03 | -~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pembersih
©1.3.6.28.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pendingin
1.3.6.28.05 : Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Dapur
1.3,6.28. 06 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga Lalnnya (Home
. Use)
1.3.6.28.07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1.3.6. 29 Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer -
1.3.6.29.01 ; Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit/Jaringan
1.,3.6.29.02 1 . Konstruksi Dalam Pengerjaan Personal Komputer
©1.,3.6.29.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer Mainframe
1.3.6.29.04 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Minl Komputer
1.3.6.29.05 | Konstruksl Dalam Pengerjaan Peralatan Personal Komputer -
1.3.6.29.06 , ' Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Jaringan
1.3 .6 . 30 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.3.6.30.01 | Konstruksl Dalam Pengerjaan Meja Kerja Pejabat
1.3.6.30.02 |. Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Rapat Pejabat
1.3.6.30.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Kerja Pejabat
1,3.6.30.04 - Konstruksl Dalam Pengerjaan Kursi Rapat Pejabat
1.3.6.30.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat|
1.3.6.30.06 , Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1,3.6.30.07 . Konstruksi Dalam Pengerjaan Lemari dan Arsip Pejabat
1.3.6.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio
1.3.6.31.01 Konstruksi Dalam ’Pe{igerjaan Peralatan Studio Visual
1.3.6.31.02 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film
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1,3.6.31.03 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film A
1.3.6.31.04 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Cetak
1,3,6.,31.05 Konstruksl Dalam Pengerjaan Peralatan Computing -
1,3.6.31.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemetaan Ukur
1.3.6.32 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi ;

3 1.3, 6.32.01 _Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Telephone
1.3.6,32.02 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio SSB
1,3.6.32.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
1.3.6.32.04 : Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio VHF
1.3.6.32.05 Konstrukst Dalam Pengerjaan Alat Komunikast Radio UHF -
1.3.6.32.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Sosial
1.3.6.32.07 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat-alat Sandi
1.3.6.33. Konstruksu Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar

-1.3.6.33.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar MF/MW

1.3, 6.33.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar HF/SW
1,3.6.33.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar VHF/FM
1.3.6.33.04 Konstruks! Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar UHF
1.3.6.33.05 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar SHF
1.3.6.33.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena MF/MW
1.3.6.33.07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena HF/SW
1.3.6.33.08 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena VHF/FM

:1.3.6.33.09 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena UHF
1.3.6.33.10. Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena SHF/Parabola
1.3.6.33.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/VHF
1.3.6.33.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/UHF
1,3.6.33.13 Konstruksl Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/UHF
1.3.6.33.14 Konstruks! Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/VHF
1,3.6.33.15 Konstruksl Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe FPU

©1.3.6.33.16 . Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe Terestrial
1.3.6.33,17 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe TVRO
1.3.6.33.18 Kbnstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Dummy Load -
1.3,6.33,19 Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher Antena '
~1.3.6.33.20 Konstruksi-Dalam Pengerjaan Switcher/Menara Antena
1.3.6.33.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan Feeder |
©1.3.6.33.22 ~ Konstruks| Dalam Pengerjaan Humitity Control

1, 3.6.33.23 Konstruksi Dalam Pengérjaan Program Input Equipment
1,3.6.33.24 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena Penerima VHF

1.3.6.34 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran
1.3.6.34.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Umum

0 1.3.6.34.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gigi

1.3 ;k 6.34.03 KonstrukSi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1.3.6.34.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mata -
1.3.6.34.05. * Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran T. H T
1.3.6.34.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rotgen
1.3.6.34.07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Farmasi
1.3.6.34.08 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bedah
1,3.6.34.09 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kebldanan dan

Penyakit Kandungan v
1.3.6,34.10 Konstruksi Dalam Pengexjaan Alat Kedokteran Baglan penyakit
Dalam ,
1.3.6.34




SALDO
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1;3.6.34.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Anak '
1.3.6.34.13 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Poliklinik Set
1 3.6, 34,14 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Penderita Cacat
o ~Tubuh
1 3 .6.34.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1.3.6.34.16 ‘ Konstruksn Dalam Penger]aan Alat Kedokteran Jantung
1.3. 6 34.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat.Kedokteran Nuklir
1.3.6.34.18 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Radiologi ;
1.3. 6‘.'3_4 .19 ~ Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1.3.6.34.20 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
1.3.6.34.21 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jiwa'
1,3.6.34.22 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Hewan -
1.3.6.35 _ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan -
1.3.6. 35.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Perawatan
1 . 3 .6.35,02 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1,3.6.35.03 ~ Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Laut
1.3.6.35.04 ’ Konstruksj Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Udara
1.3.6 :-;35 .05 ' Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1.3 6 35.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan\ Alat Kesehatan Olahraga b
1.3.6.36 Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit-Unit LaboratoriUm
1.3.6.36.01 * Konstruks Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia AIr
1.3.6.36.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi
1.3.6.36.03 Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
1.3.6.36.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Labbratorium Model/Hidrolika
1.3.6.36.05 ~Konstruksi Dalam‘Pengerjaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
1. 3:. 6.36.06 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratonum Bahan Bangunan
SR ; Konstruksi '
©1.3.6.36.07 Konstruksn Dalam Pengerjaan Alat Laboratonum Aspal Cat & Kimia
1.3.6.36.08 Konstruksl Dalam PengerJaan ‘Alat Laboratorlum Mekanik Tanah dan
o R Batuan
1.3.6.36.09 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
1.3.6, 36 .10 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesln,
, : : Listrik :
1.3.6.36.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Logam, Mesln
v : Listrik A
1.3.6.36.12 Konstruksi Dalam Penger]aan Alat Laboratonum Umum
1.3.6.36.13 " Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum A
-1.3 .6. 36. 14 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kedokteran
1.3.6.36.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratoriura Microbiologi
1.3.6.36.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia
1.3.6.36.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Mlcroblologi A
1.3.6 . 36. 18 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Patologi
| '1.3.6.36.19 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Immunologi
1.3.6.36.20 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hematologi
1.3.6.36.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Film
1.3.6.36.22 Konstruksi Dalam Pehgerjaan Alat Laboratorium Makanan
1.3.6.36.23 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratonum Standar|sa5|, ,
o - Kalibrasi dan Instrumentasi
1,3.6.36.24 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Farmasi
1.3.6.36,25 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika
1.3.6.36.26 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
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~1.3.6. 36.27 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Klimatologi
1, 3.6.36.28 Konstruksi Dalam Pengerjaén Alat Laboratorium Proses Peleburan
1.3.6.36.29 Konstruksi Dalam PengerJaan Alat Laboratorlum Pasir
1.3.6.36.30 Konstruks! Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Proses Pembuatan
i , - Cetakan e
1.3.6.36.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Proses Pembuatan
RRR : “Pola -
.3.6.36.32 ~ Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Metalography
1.3.6. 36.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1 .3.6.36.34 Konstruksi Da!am PengerJaan Alat Laboratorium UJI Proses
' Pengelasan :
1.3.6.36.35 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratonum Proses Pembuatan
L ; Logam ,
1.3.6.36.36 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratonum Matrologne ‘
1.3.6.36.37 “Konstrukst Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Proses Pelapisan -
; Logam
1.3.6.36.38 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan
, . ‘ Panas
©1.3.6.36.39 Konstruksi- Dalam Pengerjaan Alat Laboratorxum Proses Teknologi
PR Textll
1,3.6.36.40 ‘Konstruksi Dalam Pewgerjaan Alat Laboratorlum UJI Tekstel
1.3.6.36.41 Konstrukst Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Proses Teknologx
c Keramik :
1.3.6.36 .42 Konstruksi Dalam PengerJaan Alat Laboratonum Proses Teknolog|
o Kulit Karet
1.3.6.36 .43 Konstruksi Dalam PengerJaan Alat Laboratonum Uji Kulit, Karet dan
. Plastik
1.3.6.36.44 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Uji Keramik -
1.3.6.36.45 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Proses Teknologl
: Selulosa . :
1.3.6.36.46 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanlan
1.3.6.36.47 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian A
1.3.6.36.48 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian B
1.3.6.36.49 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium’ Elektronlka dan
. Daya
1.3.6.36.50 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Energi Surya
1.3.6.36.51 ' “Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Konversi Batubara
; dan Biomas
1.3.6.36.52 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Oceanograf
1.3.6.36.53 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorlum Llngkungan
‘ Perairan
1.3.6.36.54 Konstruksi Dalam Penger]aan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1.3.6.36.55 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi
1,3,6.36.56 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Geofisika
1.3,6.36 .57 - Konstrukst Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Tambang
1.3.6.36.58 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
.3.6.36.59 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Industri
1.3.6.36.60 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
.3.6.36.,61 Konstruksl Dalam Pengerjaan Laboratorium Kearsipan
1.3.6.36.62 Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1,3.6.36,63
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1.3.6.36.64 Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologl & Urinalisis
o A -
1 3.6.37 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
©1.3.6.37.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bldang
o Studi : Bahasa Indonesla
1.3.6.37.02 ~Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
' Studi : Matematika
'1.3.6.37.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bldang
' Studi : IPA Dasar
1.3.6.37.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bldang
: Studi : IPA Lanjutan ‘
1,3.6.37.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
o SR ~ Studi ; IPA Menengah
1:3.6.37.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
‘ ; Studi : IPA Atas
1.3.6.37.07 Konstruksi Dalam PengerJaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bldang
: : Studi : IPS ' ,
1.3.6.37.08 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bldang .
Studi : Agama Islam '
1.3.6.37.09 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
| _ Studi : Ketrampilan
1.3, 6.37.10 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
L - Studi : Kesenian
1.3.6.37.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan AIat Peraga/Praktek Sekolah Bldang
; Studi : Olah Raga
1.3.6.37.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
- Studi ; PMP
1 .f 3. 6.37.13 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
- Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
©1.3.6.38 Konstruksi Dalam PengerJaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1.3.6.38.01 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratonum Kimia Nuklir
' Analytical instrument - S
1.3.6.38.02 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorlum Kimia Nuklir
- o Instrument Probe/Sensor
1.3.6.38.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
. o : ~ General Laboratory Tool
1.3.6.38.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit A|at Laboratorlum Klmla Nuklir.
‘ ’ Instrument Probe/Sensor A .
1.3.6,38.05 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratonum Kimia Nuklir
_ - Glassware Plastic/Utenslls , »
©1.3.6.38.06 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorlum Kimia Nuklir’
‘ Laboratory Safety Equipment
1.3.6.39 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nukhr/
Elektronika
1.3.6.39.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir /
Eou Elektronika Radiation Detector
1.3.6.39.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium F|5|ka Nukhr/
o Elektronika Modular Counting and Scentific
1.3.6.39.03 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nukllr /
; Elektronika Assembly/Accounting System
+1.3.6.39.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium FlSlka Nuklir /
: , Elektronika Recorder Display =
1.3.6.39.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratonum Fisika Nukhr/ :
Elektronika System/Power Supply
1.3.6.39.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nukllr /
, ' Elektronzka Measuring / Testing Device
1.3.6.39.07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / ;
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1.3.6.39.08 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir /
- Elektronika Accelator v _
1.3.6.39.09 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nukiir / -
Elektronika Reactor Expermental System
1.3.6.40 Konstruksi Dalam PengerJaan Alat Proteksl Radiasi / Proteksn
Lingkungan: -~ e
1.3.6.40.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksu Radiasi / Proteksi
Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan
1,3.6.40.02 Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi

1.3.6.40,03
1.3.6.40.04

1.3.6.41.01
1.3.6.41.02

. 42,02
.42.03

fury
w w
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.42, 04
42.05

w w
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1.3.6.43.05
1,3.6.43.06

1.3.6.43.07

1.3.6.43.09

1.3.6.43.10

1.3.6.43.12

Lingkungan Alat Kesehatan Kerja
Konstruksi Dalam Pengerjaan Proteksi Lingkungan

Korstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteks! Radias! / Proteksi
Lingkungan Meteorological Equipment

Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteks! Radiasl / Proteksl
Lingkungan Sumber Radlasl
Konstruksi Dalam Pengerjaan Radlatlon Aplication and Non Destructive
Testing Laboratory (BATAM)
Konstruksl Dalam Pengerjaan Radiation Application Equipment
Konstruks! Dalam Pengerjaan Non Destructive Test (NDT) Device

Konstruksi Dalam Pengérjaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik -
Nuklir

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Hidrologi

Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
Konstruksn Dalam PengerJaan Alat Iaboratonum Kualitas Air dan
Tanah
Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kualitas Udara

Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kebisingan dan
Getaran

Konstruksi Dalam Pengerjaan‘ Laboratorium Lingkungan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Llngkungan Hidup
Penunjang

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratormm Hidrodinamika

Konstruksi Dalam Pengeqaan Peralatan Laboratoruum Hldrodlnamlka
Towing Carriage :

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Wave Generator and Absorber

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium throdmam‘ka
Data Aqquistion and Analyzing System

Konstruksl Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hldrodmamlka
Cavitation Tunnel

Konstruksl Dalam Pengerjaan Peralatén Laboratorium Hidrodinamika | -

Overhead Cranes -

‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Peralatan umum

Konstrukst Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Pemesinan : Model Ship Workshop

Konstrukst Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Pemesinan : Propeller Model Workshop

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Pemesinan : Mechanical Workshop

Konstrukst Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Pemesinan : Precision Mechanical Workshop

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Pemesinan Palnting Shop

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika




KODE REKENING

URAIAN

SALDO
NORMAL

1.3.6.43.13

1.3.6.43. 14
1.3.6.43.15
1.3.6.44
1.3.6.44.01
1.3.6.44.02
1.3.6.44.03
1.3.6.44.04
1.3.6.44.05
1.3.6.44.06
1.3.6.44.07
1.3.6.44.08
1.3.6.44.09
1.3.6.44.10
1.3.6.44.11
1.3.6.45
1.3.6.45.01
1.3.6.45.02
1.3.6.46
1.3.6.46.01
1.3.6.46.02
1.3.6.47
1.3.6.47.01
1.3.6.48
1.3.6.48.01
1.3.6.48.02
1.3.6.49
1.3.6.49.01
1.3.6.49.02
1.3.6,49.03
1.3.6.49.04
1.3.6.49.05
1.3.6.49.06
1.3.6.49.07
1.3.6.49.08
3.6.49.09
1.3.6.49.10
1.3.6.49.11
1.3.6.49.12
1.3.6.49.13
1.3.6.49. 14

Pemesinan : Ship Model Preparation Shbp

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Pemesinan : Electrical Workshop

Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
MoB '

Konstruksi Dalam Pengerjaan Egralafan Laboratorium Hidrodinamika
Photo and Film Equipment
Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Apl

Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Genggam
Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Pinggang
Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang

Konstruksi Dalam Pengerjaan Senapan Mesin

Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Mortir

Konstrukst Dalam Pengerjaan Senjata Api Anti Lapis Baja
Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Medan (Armed)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Pertahanan Udara
(Arhanud)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Peluru Kendali/Rudal
Konstruks! Dalam Pengerjaan Senjata Api Kavaleri '
Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Lain-laln

Konstruksi Dalam Pengerjaan Persenjataan Non Senjata Api

Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan
Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Senjata Api

Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi

Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Umum
Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Darat

Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar

Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar Laser

* Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan dan Perlindungan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Kemanan
Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Perlindungan

Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang '
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel

- Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Instalasi
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Laboratorium
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Garasi/Pool




o “ CarAn ’ o SALDO
FODCRRKENING Lo T URAIEN.- e ST NORMAL
1.3.6.49.15 ’ : Konstruk5| Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pemotongan
SN : ST ‘Hewan
0 1.3.6.49.16 [ ,'Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pabrik
1.3.6.49.17 : 'Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Stasiun Bus

1.3. 6.49.18 .Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1.3.6.49.19 o Konstruksu Dalam PengerJaan Bangunan Gedung Perpustakaan

3. 6.49.20 Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Museum
1.3.6.49 .21 ‘ ~Konstruksi Dalam Péngerjaan Bangunan Gedung
; ‘ : ; Terminal/Pelabuhan/Bandar : >
1 3.6. 49,22 ~ Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Pengupan Kelaikan
1.3.6.49. 23 ‘ ,Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
B .73 .6.49.24 ~ Konstruksi Dalam Penger]aan Bangunan Rumah Tahanan
- 1.3.6.49.25 ~ Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kramatorium
1.3. 6 . 49,. 26| ‘ Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Pembakaran Bangka1
Ceel " ' ~ Hewan
1.3.6.49.27 | ~ Konstruksi Dalam Penger;aan Bangunan Gedung Tempat KerJa
RIS RN ; : Lainnya
1 3.6.50 , l(Ol'lStI'UkSI Dalam PengerJaan Bangunan Gedung Tempat Tlnggal
1. 3'.' 6.50.01 | , , Konstruk5| Dalam PengerJaan Rumah Negara Golongan 1
1.3.6.50.02 | - Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan II
1.3.6.50.03 | 4 ~ . Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Négara' Golongan 1
1.3,6.50.04 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
e C Peristirahatan :
'1.3.6.50.05 , Konstruksi Dalam PengerJaan Asrama
1,3.6.50.06 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Hotel
©1.3.6.50.07 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Motel
1.3.6.50.08 o : - Konstruksi Dalam Pengerjaan Flat/Rumah Susun
1.3.6.51 o Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara . - .
1.3.6.51.01 ﬁ " Konstruksi Dalam Pengerfaan Bangunan Menara Perambuan
' : . ‘ Penerang Pantal .
1.3.6.51. 02 . Konstruk51 Dalam Pengerjaan Bangunan Perambut Penerangan

: ; - - Pantai .

-1,3.6.51.03 R Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunlkasl ‘
1.3.6.52 Konstruksl Dalam PengerJaan Bangunan BerseJarah
1.3.6.52.01 : Konstruks: Dalam Pengerjaan Istana Permgatan

~1.3.6.52.02°| Konstruksi Dalam Penger)aan Rumah Adat

“1.3.6., 52 . 03 s Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Penlnggalan SeJarah
1 ,3.6.52.04 ' ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Makam Sejarah
1.3.6.52.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tempat Ibadah BerseJarah
1.3.6.53 " Konstruksi Dalam Pengerjaan'Bangunan Tugu Peringatan
1.3.6. 53 .01 ' Konstruksi Dalam Pengerjaan TuguKemerdekaa’n
1.3.6.53.02 Konstruksi Dalam Pengerjaah Tugu'Pembangunan
1.3.6.53, 03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan Lainnya
1.3.6 .'\54 ' Konstruksj Dalam Pehgerjaan Bangunan Candi
1.3.6.54.01 |  Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Hindhu
1.3.6.54.02 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Budha
1.3.6.54. 03 - Konstruksi Dalam Péngelj'aan Candi' Lainnya
1.3.6.55 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Monumen/Bangunan

s R Bersejarah lainnya’ » :
1.3 .’6 .55.01 : Konstruksi Dalam PengerJaan Bangunan Bersejarah Lamnya




KODE REKENING

URAIAN

SALDO
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1.3.6.58.01
1.3.6.58.02
1.3.6.58.03
1.3.6.58.04
1.3.6.58.05

1.3.6.58.06

1.3.6.59
1.3.6.59.01
1.3.6.59.02
1.3.6.59.03
1.3.6.59.04
1.3.6.59.05
1.3.6.59.06
1.3.6.59.07

©1.3,6.59.08
1.3.6.60
1.3.6.60.01
1.3.6.60.02
1.3.6.60.03
1.3.6.60.04
1.3.6.60.05
1.3.6.60.06
1.3.6.60.07
1.3.6.60.08
1.3.6.60.09
1.3.6.61
1.3.6.61.01
1.3.6.61.02
1.3.6.61.03
1.3.6.61.04
1.3.6.61.05
1.3.6.61.06
1.3.6.62
1.3.6.62.01
1.3.6.62.02
1.3.6.62.03

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Tidak Bersuar

Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Udara ;

Konstruksi Dalam Pengerj‘aan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
Runway/Threshold Light

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
Visual Approach Slope Indicator (VASI)

Konstrukst Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
Approach Light

Konstrukst Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
Runway Identification Light(Rells)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Rambu Lalu Lintas Udara
Signal :

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Rambu Lalu Lintas Udara
Flood Light

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan

Konstruks! Dalam Pengerjaan Jalan Negara/Nasional
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Propinsi

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Tol

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kereta

Konstruks! Dalam Pengerjaan Landasan Pacu Pesawat Terbang

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Negara/Nasional
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Propins!

" Konstruksl Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Desa

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Khusus

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Tol
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Landasan Pacu
Pesawat Terbang ,

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Penyeberangan

Konstrukst Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Irigasi
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Irigasi
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Irigasi
Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Irigasi
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Irigasi
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Alr Pasang Surut

Konstrukst Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pasang Surut

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Surut




KODE REKENING | | ’ - SALDO
_ - URAIAN f NORMAL-
1.3.6.62.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
1,3.6.62.05 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
1.3.6.62.06 KonstrOksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap‘Pasang Surut
1.3.6.62.07 Konstruksi Dalam PengerJaan Bangunan Sawah Pasang Surut
1.3.6.63 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Rawa '
1.3.6.63.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan
Poder
1.3.6.63.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1.3.6.63.03 Konstruksi Dalam Pengerjaayn Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1.3.6.63.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
'1.3.6.63.05 _ Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pehgamanan’ Pasang Surut
1.3.6.63.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1.3.6.63.07 Konstruksu Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pengembangan
’ Rawa .
1.3.6.64 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
1.3.6.64.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Penanggulangan
Sungal :
1.3.6.64.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambllan Pengamanan
Sungal
1.3.6.64.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman
1.3.6.64.04 ‘ Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman
o ' Sungal _
1.3.6.64.05 Konstruksi Dalam PengerJaan Bangunan Pengaman Pengamanan
Sungal »
1.3.6.64.06 Konstruksi-Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengamanan
: - Sungal
1.3.6.65 ~Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Alr
' dan Alr Tanah
1.3.6.65.01 Konstruksl Datam Pengerjaan Bangunan Waduk Pengembangan
Sumber Air
1.3.6.65.02 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambllan
Pengembangan Sumber Air
1,3.6.65.03 ] Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pengembangan
R Sumber Alr -
1.3.6.65.04 Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengembangan
Sumber Air
1.3.6.65.05 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan
1 - Pengembangan Sumber Air : |
1.3.6.65.06 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengembangan
. Sumber Alr
1.3.6.66 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Baku
©1.3.6.66.01 Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Bersih/Air,Baku
1,.3.6.66.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Air
Bersih/Baku :
1,3.6.66,03 Konstruks! Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Bersih
1.3.6.66.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air
Baku
1.3.6.66.05 | Konstruksi Dalam Pengerjaén Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air
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1.3.6.71.02

1.3.6.72.01°}

1.3.6.73
1.3.6.73.01

,'1.3;6;73.02
1.3.6.73.03
1.3.6.73.04
1.3.6.73.65

1.3.6.73.06

73,07

—
w
o

1.3.6.73.08
1.3.6.73.09

1.3.6.73.10

1.3.6.73.11

.67.04

.69.01

,70.03 -

Baku :
Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor

Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Kotor
- Konstruksl Dalam Pengedaan Bangunan Waduk Air Kotor
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan.Pembuangan Air Kotor
Konstruksl Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Air Kotor
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Alr Kotor

Konstruksi Dalam Pengerjaan BangUnan Air

‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Laut -
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Alr Tawar

Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Minurh/Air Bersih

Konstruksl Dalam Pengerjaan Instalasi Air Muka Tanah
Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Sumber /Mata Air
Konstruksi Dalam Pengerja'an‘ Instalasi Air Tanah Dalam -
“Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Alr Tanah Dangkal
Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor
Konstruksi Dalam Pengerjéan Instalasi Air Kotor

~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Industri
Konstruksl Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Pertanian

Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah
Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Non
Organik ,

KonstrukSI Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

Konstruksi Dalam Pengerjaah InS_taiaSi Pengolahévri Bahan Bangunan | -

Konstruksi Dalam PengerJaan Instalasi Pembangklt Listrik

Konstruksl Dalam Pengerjaan Pembangklt Listrik Tenaga A|r (PLTA)

Konstruksx Dalam Pengerjaan Pembangklt L:stnk Tenaga Dlesel
(PLTD)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangklt Liatrik Tenaga MIkI’O
(Hidro)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangknt Listrik Tenaga Angm ,
(PLTAN)

Konstruksli Dalam Pengerjaan Pembangklt LlStt’lk Tenaga Uap (PLTU)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangklt LlStI’lk Tenaga Nukhr
(PLTN)

Konstruksl Dalam PengerJaan Pembangknt Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangknt Listrlk Tenaga Panas Bumi| -

(PLTP)

Konstruksi Dalam Penger]aan Pembangklt LIStl’lk Tenaga Tenaga
Surya (PLTS)

Konstruksi Dalam Penger)aan Pembangkst Listrik Tenaga Biogas
(PLTB)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga
Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)




Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Barang Perpustakaan Musik

' SET SALDO
KODE REKENI :
N NG URAIAN NORMAL
- 1.3.6.74 Konstruk5| Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Llstrtk _
1.3.6.74.01 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasu Gardu Listrik Induk
1.3.6.74.02 'Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasl Gardu Listrik Distribusi
1.3.6.74.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan In;talasi Pusat Pengatur Listrik -
1.3.6.,75 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan
1.3.6.75.01 “Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan Di Darat
1.3, 6 76 Konstruks! Dalam Pengerjaan Instalasi Gas
1.3.6.76.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Gas
1.3, 6.76.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
1.3.6.77 Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengamah
1.3.6.77.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman Pénangkal Petir
1.3.6.78 : Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Alr Minum
1.3.6.78.01 Konstruks| Dalam Pengerjaan Jaringan Pembawa
1.3.6.78.02 Konstruks! Dalam Pengerjaan Jaringan Induk Distribusi
1,3.6.78.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Cabang Distribusi
1,3.6.78.04 “Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Sambungan ke rumah
1.3.6.79 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik
1.3, 6.79.01 Konstruksn Dalam Pengerjaan Jaringan Transmisi
1.3.6.79.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan DlStl‘lbUSl
1,3.6.80 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon
1.3.6.80.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Télepon Di atas Tanah
1.3.6.80.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jarnngan Telepon Di bawah Tanah
1.3.6.80.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Dldalam Air
1.3.6.81 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas
1.3.6.81.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pxpa Gas Transmnsr
1.3.6.81.02 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Dlstrubusn ,
1.3.6.81.03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Dinas -
1.3.6.81.04 Konstruks! Dalam Pengerjaan Jaringan BBM
1.3.6.82 Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku
1.3.6.82.01 ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Umum
1.3.6.82.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Filsafat
©1.3.6.82.03 ~ Konstruksl Dalam Pengerjaan Buku Agama
1,3,6.82,04 Konstruksi-Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Sosial
. 1,3.6.82.05 -Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Bahasa
1.3.6.82.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Matematika & Pengetahuan
alam
©1,3.6.82.07 ‘Konstruksi Dalam Pengerjaah Buku IImu Pengetahuan Praktis
1.3.6.82.08 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1.3.6.82.09 Konstruksi Dalam Pengeljaén Buku Geografi, Biografi, Sejarah
1.3.6.83 Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan |
1.3.6.83.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Berkala
1.3.6.83.02 Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Buku Laporan
1.3.6.84 Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang}Barang Perpus‘takaany
1.3.6.84.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Pyerpustakaan Peta
1,3.6.84.02 Konstruksi Dalam PengerJaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah
s (Manuskrip)
1,3.6.84.03
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01
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01
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01
02
03
04
05

01

Konstruksl Dalam Pengerjaan Barang-Barang Péerstakaa? Karya
Grafika (Graphic Material)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Barang Perpustakaan Three
Dimensional Artetacs and Realita :

- Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk
Micro (Microform)

Konstruksl Datam Pengerjaan Barang-Barang PerpustakaarL
Rekaman Suara Sound Recording . *

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpust:akaan1 Berkas
Komputer (Computer Files)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan1 Film
Bergerak dan Rekaman Video \

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang—Barang Perpustakaan;Tarscalt

o
Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan |

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak'Kebudayaan'[Pahatan

Konstruksi Dalam Pengerjéan Barang Bercorak KebudayaaniLukisan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan#Alat
Kesenlan ‘

Konstruksi- Dalam Pengerjaan Barang Bercorak KebudayaanJ lat
Olah Raga

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan- anda
~ Penghargaan

-Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan aket
dan Foto Dokumen

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan- Benda-
benda Bersejarah

Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan- Egarang
Kerajinan \

Konstruksl Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnyé "

Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya-Senam
Konstrukst Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Air

Konstrukst Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Udara
Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadaan Hewan

\
4
|
Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ternak 1l
Konstruks! Dalam Pengeriaan Binatang Unggas ‘\
Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Melata !
Konstruksl Dalam Pengerjaan Binatang kan \
Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Kebun Binatang l
Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Pengamanan \

Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman

Konstruks! Dalam Pengerjaan Tanaman Perkebunan
Konstruks! Dalam Pengerjaan Tanaman Holtikultura
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Kehutanan

Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanaman Hias

Konstruksl Dalam Pengerjaan Tanaman Obat dan Kosmetika

Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi

Konstruksi Datam Pengérjaan Aset Tetap Renovasi - \
Konstruksl Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi \
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1.3.7 AkJmulaSI Penyusutan =~ . T ! D
1.3. 7.01 : ~ Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesm
1.3.7.01.01 | - Akumulas! Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1.3.7.01.02 - Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apuhg
1.3, 7 01.03 : -Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
1.3:7.01.04 ' Akumuiasl Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.7.01.05 , Akumulas] Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.3.7.01.06 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1.3. 7.01.07 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1.3.7.01.08 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1. 3.7.01.09 ) Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
01.3.7.01.10 : AkumUlasl,Penyusuta‘n Alat Bengkel Tak Bermesin
1.3.7.01.11 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1.3.7.01.12 ; Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan :
©1.3.7.01.13 Akumulas! Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Aiat Penylmpan
1.3.7.01.14 Aku‘mulasi Penyusutan Alat Kantor :
1.3.7.01.15 Akumulasi PenyuSutah Alat Rumah Tangga
1.3.7.01.16 | Akumulasi Penyusutan Komputer :
1.3.7.01.17 ~ “Akumulasl Penyusutan Meja Dan Kursi KerJa/Rapat PeJabat
1,3.7.01.18 Akumulast Penyusutan Alat Studio
1.3.7.01.19 ~ Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
1.3.7.01.20 ‘ Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1.3.7.01.21 : Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1.3.7.01.22 - Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1.3.7.01.23 o Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1.3,7.01.24 ~ - Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah v
1.3.7.01.25 : Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1.3.7.01.26 | Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Fisika N;ulklir/ Elektronika
1.3.7.01.27 ' Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Prbteksi Lingkungan
1.3.7.01.28 ~ Akumulasu Penyusutan Radiation Apllcatlon and Non Destructive
, Testing Laboratory (BATAM) ,
1.3.7.01,29 ~ Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Llngkungan Hidup
1.3.7.01.30 - Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1.3.7.01.31 | - Akumulasl Penyusutan Senjata Api E
1,3.7.01.32 | Akumulasl Penyusutan Persenjataan Non Senjata Apl
1.3.7.01.33 | - Akumulasi Penyusutan Amunisl ’
1.3.7.01.34 Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar
1,3.7.01.35 . Akumulasl Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ;
1.3.7.02.01 ’ Akumulasl Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.3.7.02.02 - Akumulast Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1.3.7.02.03 , Akumulasl Penyusutan Bangunan Menara
1.3.7.02.04 Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah
©1.3.7.02.05 ‘ Akumuilasl Penyusutan Bangunan Tugu Permgatan
1,3.7.02.06 . Akumulasl Penyusutan Bangunan Candi -
1,3.7.02 -‘07 , Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah
‘ lainnya j
21.3.7.02.08 Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik KontroI/Pastl
1.3.7.02.09 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1.3,7.02,10 ‘ Akumulasl Penyusutah Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
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1.3.7.03 Akumulasl Penyusutan Jalan, Irigasl; dan jaringan
1.3.7.03.01 Akumulasl Penyusutan Jalan
1,3,7.03.02 Akumulasl Penyusutan Jembatan
1.3.7.03.03 : ‘Akumulasi Penyusutan Bangunan Alr Irigasi
1.3.7.03.04 Akumu!asi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1.3.7.03.05 ‘ Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1.3.7.03.06 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan
‘ Penanggulangan Bencana Alam
1.3.7.03.07 Akumulast Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Alr dan
' Alr Tanah
1.3.7.03.08 ’ “Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1.3.7.03.09 Akumulasi Penyusutan Bangunan Alr Kotor
1.3.7.03.10 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1.3.7.03.11 Akumulasi Penyusutan Instalast Air Minum/Air Bersih
1.3.7.03.12 Akumulasl Penyusutan Instalasi Air Kotor
©1.3.7.03.13 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1.3.7.03.14 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1.3.7.03.15 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
1.3.7.03.16 Akumulas! Penyusutan Instalas! Gardu Listrik
1,3.7.03.17 Akumulasi Penyusutan Instalasl Pertahanan
0 1.3.7.03.18 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas
1.3.7.03.19 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman
1.3.7.03.20 Akumulasl Penyusutan Jaringan Alr Minum
1.3.7.03.21 Akumulasl Penyusutan Jaringan Listrik
1.3.7.03.22 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon
1,3.7.03.23 Akumulasl Penyusutan Jaringan Gas
1.3.7.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
~1.3.7. 04 .01 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi
1.4 DANA CADANGAN
1.4.1 Dana Cadangan ‘ ‘ ' : D
1.4.1.01 ' Dana Cadangan
1.4.1.01.01 Dana Cadangan
1.5 ASET LAINNYA
1.5.1 Tagihan Jangka Panjang . - D
1.5.1.01 Tagihan Penjualan Angsuran '
1.5.1.01.01 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan 111
1.5,1.01.02 Tagihan Angsuran Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas
1.5.1.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah '
1.5.1.02.01 Tuntutan Ganti Keruglan Daerah Terhadap Bendahara
1.5,1.,02.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap PegaWai Bukan
Bendahara , ;
1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga D
1.5.2.01 Sewa '
1.5.,2.01.01 Sewa
1.5.2.02 Kerjasama Pemanfaatan
1.5.2.02.01 Kerjasarha Pemanfaatan
1.5.,2.03 Bangun guna serah
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1.5,2.03.01 Bangun guna serah
1.5.2.04 Bangun serah guna -
1,5.2.04.01 Bangun‘ serah gUna
1,5.3 Aset Tidak Berwu;ud D
1.5.3.01 Goodwill _
1.5.3.01.01 Goodwill
1.5.3.01.02 DStocrnrvecessininns
1.5.3.02  Lisensi dan frenchise
1.5, 3 .02,01 Lisensi dan frenchise ....
1.5.3.02,02 Dstucnsnnsennan
1.5.3.03 Hak Cipta
1.5.3.03.01 Hak Cipta ....
1.5.3.03.02 Dstiienrini reverens
1.5.3.04 Paten
1.5.3.04.01 Paten
1.5.3.04.02 DStuiinicnunssnsinns
1.5, 3.05 Aset Tidat Berwujud Lainnya
1.5.3.05.01. Software
1.5.3.05.02 Kajian
1.5.3.05.03 01 R
1.5.3.06 Akumulasl Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.5.3,06.01 Akumulasi Amortisasi Goodwill
1.5.3.06.02 Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
1.5.3.06.03 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1.5,3.06.04 Akumulasi Amortisasl Paten -
1.5.3.06.05 Akumulasl Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya
1.5.4 Aset Lain-lain D
1.5.4.01 Aset Lain-lain
1.5.4,01.01 Aset Lain-lain............
1.5.4.01.02 171 A
1.5.4.02 Akumulasi Penyusutan Aset Laln-Lain’
1.5.4.02.01 Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat
1.5.4.02.02 Dst....... resssesenies
2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2 ‘. 1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) K
2.1.1.01 Utang Taspen
2.1,1.01.01 Utang Taspen
2.1.1.01.02 1] T
2.1.1.02 Utang Turan Jaminan Kesehatan
2.1.,1.02.01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2.1.,1.02.02 Utang PFK - BPJS Ketenagakerjaan
2.1.1.02.03 Utang Iuran BPJS Kesehatan
2.1.1,03 Utang PPh Pusat -
2.1,1,03,01 Utang PPh 21
2.1.1.03.02 Utang PPh 22
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2.1,1.03.03 Utang PPh 23
2.1.1.03.04 Utang PPh 25 V
2.1,1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2)
2.1.1.03.06 Utang PPh 15
2.1.1.03.07 UtangPPh26 =
2.1.1.04 Utang PPN Pusat
2.1.1.04.01 ‘Utang PPN Pusat
2.1.1.04.02 DStururveninssuenene |
2.1.1.05 Utang Taperum
2.1.1.,05,01 Utang Taperum
2.1.1.05.02 DStivvevrisennsee
2.1.1.06 Utang Iuran Wajib Pegawai
2.1.1.06.01 Utang Iuran Wajib Pegawal
2.1.1.06,02 DL:] S covrreens '
2.1.1.07 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2.1.1.07.01 Utang Perh|tungdn Pihak Kettga Lamnya
2,1.,1.07.02 Utang Sewa Rumah
2.1.1.07.03 ; Utang Beras (BULOG)
2.1.1.08 ~ Utang Jaminan
2.1,1.08.01. ‘Utang Jaminan
2.1.1.08.02 1) A
2.1.2 4 Utang Bunga K
2.1.2.01 - Utang Bunga kepada Pemerlntah
2.1.2.01.01 Utang Bunga kepada Pemerintah
2.1.2.01.02 DStovvvrvrersssseneen |
2.1.2.02 Utang Bunga k_epada Pemerintah Daerah Lainnya
2.1.2.02.01 ~Utang Buhga kepada Pemerintah Déerah Lalnnyak 'k
2.1,2.,02,02 . Dstiiiinenieiinin : ‘
2.1.2.03 " Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2.1.2.03.01 ' Utang Bunga Kepada BUMN
2.1.2.,03.02 Utang Bunga Kepada BUMD
2.1.2.03,03 DStuuseernrrissessens ~ S
2.1.2. ‘04 v Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2,1,2.04.01 Utang Bunga kepada Bank |
2.1.2.04.02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.2.04.03 (D11 SRR R
2.1.2 05 Utang Bunga Obligasi
2.1.2.05.01 Utang Bunga Obligasi.... .
2.1,2,05.02 DStuuveerrnserssnene
2.1.2.06 | ~ Utang Bunga Dalam Negeri LainnYé
2.1.2:.06,01 | Utang Bunga Dalam Negeri Lainnyé .
2.1.2,06.02 Dstuicniinnninnn, ‘
2.1.,2.07 Utang Bunga Luar Negeri
2.1.2.07.01 Utang Bunga Luar Negeri
2.1.2.07.02 Dstoiiinn reen
2.1.3

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
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2.1.3. Bagian‘ Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2.1, 3 .01.01 Baglan Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2.1.3.01.02 [ D11 _ _
2.1.3.02 'Baglan Lancar Utang dari Lembaga Keuahgan Bukan Bank
2.1.3.02.01 Baglan Lancar Utang dari Lembaga Kehangan Bukan Bank
2.1.3.02.02 DStoviveireiinennens
2.1.3.03 Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2.1.3.03.01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2.1.3.03.02 [0 AT, ’
2.1.3.04 Bagian Lancar Utang Pemerintah P‘rbvinsi Lainnya
2.1.3.04.01 Baglan Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2.1.3.04.02 1] .
2.1.3.05 Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2.1.3.05.01 Baglah Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2.1.3.05.02 o) :

2.1 Pendapatan Diterima Dimuka K
2.1.4.01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak IiI
2.1,4.01.01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2.1.4.01.02 911 O

2.1.4.02 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Darl Pihak III
2.1.4.02.01 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak I1I
2.1.4.02.02 015 AR : o

2.1.4.03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2.1.4.03.01 Uang Muka Lelahg Penjualan Aset Daerah
2.1.4.03.02 525 S, :

2.1.4.04 Pendapatan Diterlm'a Dimuka lainnya

2.1 04.01 Pendapatan Diterima'Dirhuka lainnya
2.1,4.04.02 57 AT,

2.1 Utang Beban | K
2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1,

.

.

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
.4.
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.

.01
.01
.02

02

.03

03

.04
.04,
.05

05

. 06
.06,
.07
.07.

08.

01

.01

01

01

01

01

01

01

Utang Beban Pegawal
Utang Beban Pegawal
Utang Beban Barang dan Jasa
Utang Beban Barang dan Jasa
Utang Beban Bunga
Utang Beban Bunga
Utang Beban Subsidi
Utang Beban Subsidi
Utang Beban Hibah
Utang Beban Hibah
Utang Beban Bantuan Soslal
Utang Beban Bantuan Sosiél
Utang Beban Transfer
Utang Beban Transfer
Utang Beban Lain-lain
Utang Beban Lain-lain
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2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya g K
2.1.6.01 | ‘ Utang Kelebihan Perhbayaran PAD |
2.1.6.01.01 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak-
2.1.6.01.02 ' Utang Keleblhan Pembayaran Retribusi
2.1.6.01.03 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan
2.1.6.01.04 - Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah
2.1.6.02 ~ Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2.1.6.02.01 Utang Keleblhan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana
: Perimbangan ' 7
2.1.6.02.02 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
2.1.6.02.03 - Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
2.1.6 ’. 02.04 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari
' Provinst dan Pemerintah Daerah Lalnnya
2.1.6.02.05 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Propinsi
2.1.6.03 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Péndapatan yang Sah
2.1.6.03.01 - Utang Kelebihan Pembayaran Hibah

- 2.1.6.03.02 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya
2.1.6.04 , Utang Jangka Pendék Lainnya
2.1.6.04.01 " Utang Jangka Pendek Lainnya
2.1.6.04.02 " Dstiinnen ererere '
2.1.6.05 Utang Pengadaan Aset Tetap
2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset Tetap
2.1 .‘ 6.06 Utang Pembiayaan
2.1.6.06.01 - Utang Pembiayaan
2.1.7 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan K
2.1.7.01 ' R/K PPKD
2.1.7.01.01 R/KPPKD -

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1 Utang Dalam Negeri K
2.2.1.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

2.2.1.01.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

2.2.1.02 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

2.2.1.02.01 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

2.2.1.03 Utang Dalam Negeri-Obligasi |

2.2,1.03.01 Utang Dalam Negerl-Obligasi

2.2.1.04 Utang Pemerintah Pusat

2.2, 1.04.01 ‘ Utang Pemerintah Pusat ,

2.2.1.05 Utang Pemerintah Daerah Lainnya

2.2.1.05.01 Utan'g Pemerintah Daerah Lainnya

2.2.1.06 ' Utang Dalam Negeri Lainnya

2.2.1.06,01 " Utang Dalam Neg‘eri Lainnya

2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya K
2.2.2 .'01 Utang Jangka Panjang Lainnya
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NORMAL
2.2.2.01.01 * Utang Jangka Panjang Lainnya '
3 EKUITAS '
3.1 EKUITAS
3.1.1 Ekuitas K
3.1.1.01 Ekuitas |
3.1.1.01.01 Ekuitas
3.1.1.02 Koreksl Ekuitas
3.1.1.02.01 Koreksl Nilal Persediaan
3.1.1.02.02 Selisih Revaluasi Aset Tetap
3.1.1.02.03 Koreksl ekuitas lainnya
3,1.1.02.04 Koreksi Kas
3.1.1,02.05 - Koreks! Piutang
3.1.1.02.06 Koreks! Penyisthan Piutang
3.1.71.02.07 Koreksl Aset tetap
3.1.1.02.08 Koreksl Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
3.1.1.02.09 Koreksl Investasi Jangka Panjang
3.1.1.02.10 Koreks! Aset Lalnnya
3.1.1.02.11 Koreksi Kewajiban Jangka Panjang
3.1.1.02.12 Koreks| Kewajiban Jangka Pendek
3.1.1.02.13 Koreksl Ekultas Mutasi SKPD Aset Tetap
3.1.1,02.14 - Koreksl Ekuitas Mutasi SKPD Persediaan
3.1.1.02.15 Koreksl Ekuitas Dana BOS Reguler
3.1.1.02.16 - Korekst SILPA Tahun Lalu
3.1.1.,02.17 Koreksl Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya:
3.1.2 Surplus/ Deﬁsit Lo K
3.1:2.01 . Surplus/Defisit LO
3.1,2.01.01 Surplus/Defisit LO
4 PENDAPATAN - LRA "
4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA K
4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4.1.1.01.01 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4,1.1.01.02 PKB - Mobll Penumpang - Jeep - LRA
4,1.1.01.03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4.1,1.01,04 PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4.1,1.01.05 PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4.1,1.01.06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4,1.1.01.07 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4.1.1.01.08 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4.1.1.01.09 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4,1,1.01.10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4,1,1.01.11 PKB - Kendaraan Bermotor yang Dloperasikan di Air - LRA
4.1.1.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA
4.1.1.02.01 BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4.1,1.02.02 BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4.1.1.02.03 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA -
4.1.1.02.04 BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA
4,1.1.02,05

BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA




SALDO .

4.1.1.08.10
4,1,1,08.11

4.1.1.08.12

KODE REKENING URAIAN '

’ NORMAL
4.1.1.02.06 ’BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA ‘
4,1.1.02.07 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4.1,1.02.08 BBNKB -Mobll Barang/ Beban - Truck - LRA
4.1.1,02.09 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4.1.1.02.10 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4.1.1.02.11 BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4.1.1.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4,1,1.03.01 Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4.1,1.03.02 Pajak Bahan Bakar Pertamax - LRA
4.1.1.03.03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA
4.1.1.03.04 Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4,1.1.03.05 Pajak Bahan Bakar Gas - LRA
4.1.1.03.06 Dst vovvernn
4.1.1.04 Pajak Air Permukaanl- LRA
4.1.1,04.01 Pajak Air Permukaan - LRA
4.1.1.05 Pajak Rokok - LRA

4.1.1.05.01 Pajak Rokok - LRA -
4.1.1.06 Pajak Hotel - LRA
4.1,1.06.01 " Hotel - LRA
4,1,1.06.02 Motel - LRA
4.1.1.06.03 Losmen - LRA .
4,1.1.06.04 Gubuk Pariwisata - LRA
4.1.1.06.05 Wisma Pariwisata - LRA
4.1.1.06.06 Pesanggrahan - LRA
4.1.1.06.07 Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA
4.1.1.06.08 Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA
4,1.1.07 Pajak Restoran - LRA
4,1.1.07.01 Restoran - LRA
4,1.1.07.02 Rumah Makan - LRA -
4,1.1.07.03 Kafetaria - LRA
4,1.1.07.04 Kantin - LRA
4.1.1.07.05 Warung - LRA
4.1.1.07.06 Bar - LRA
4,1,1.07.07 - Jasa Boga/ Katering - LRA
4,1,1.08 Pajak Hiburan - LRA ‘
4.1.1.08.01 Tontonan Film/Bloskop - LRA
4.1.1.08.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA
4,1,1,08.03 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LRA
4.1.1.08.04 Pameran - LRA : -
4.1.1.08.05 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LRA
4,1.1.08.06 - Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA 7
4.1,1.08.07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA
4,1,1,08.08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4.1.1.08.09 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa da‘n Pusat Kebugaran (Fitnes

Center) - LRA

Pertandingan Olahraga - LRA
Penyelenggaran‘ Tempat Wisata
Kolam Renang
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4.1.1,09 ‘ PaJak Reklame LRA ,
- 4.1.1.09.01 ' Reklame Papan/Bulboard/Vudeotron/Megatron LRA
4.1.1.09.02 , : Reklame Kain - LRA
4,1,1,09,03 Reklame Melekat/Stlker LRA -
4.1.1.09.04 ~ Reklame Selebaran LRA
4.1.1.09.05 z ‘Reklame BerJalan LRA
4,1.1.09.06 | Reklame Udara-LRA
4.1.1.09.07 ~ Reklame Apung - LRA
4,1.1.09.08 Reklame Suara - LRA
4.1.1.09.09  Reklame Film/Slide - LRA .
4.1.1.09.10  Reklame Peragaan - LRA
4.1.1.09.11 , Reklame Baliho- iLRA
4.1,1.100 | ‘Pajak Penerangan J?a'lan - LRA ,
4.1.1.10.01  Pajak Penerangaif\ Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA:
4,1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA
4.1.1.11 Pajak Parkir - LRA - S
T 4.1.1.11.01 | ‘ Pajak Parkir - LRA
4.1.1.12 PaJak Alr Tanah - LRA
4.1.1.12.01 | * Pajak Alr Tanah - LRA
' 4.1.1.13 " Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4.1.1.13.01 Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4.1.1.14 Q Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan LRA v
S 4.1.1.14.01 . Asbes - LRA
4.1.1,14.02 | BawTuls-LRA
4.1.1.14.03 |  BatuSetengah Permata - LRA
4.1.1.14.04 | Batu Kapur - LRA
4.1,1.14.05 | Batu Apung - LRA |
4.1.1.14.06 " Batu Permata - LRA
4.1.1.14.07 Bentonit - LRA |
4.1.1.14.08 ~ Dolomit - LRA
4.1.1.14.09 | Feldspar -LRA
4,1,1.14.10 R Garam Batu (Halite) - LRA
4.1.1.14.11 | - Grafit - LRA
S 4,1.1.14.12 Granit/Andesit - LRA
4.1.1.14.13 ! Gips - LRA
C401.1.14.14 | Kalst-LRA
4.1.1.14.15 Kaolin -LRA
4,1.1.14.16 | Leusit - LRA |
4.1.1,14.17 Magnesit - LRA
4,1.1.14,18 ~ Mika - LRA
4.1.1.14.19 Marmer - LRA
4.1.1.14.20 | ~ Nitrat - LRA |
4.1.1.14,21 " Opsidien-LRA
4.1.1.14.22 Oker - LRA
7 4,1,1.14.23 SR Pasir dan kerikil - LR,
4.1.1.14.24 Pasir Kuarsa - LRA |-
4.1.1.14.25 | Perlit-LRA |
4,1,1.14,26 | =~ Phospat-LRA
4.101.14.27 Talk - LRA
1 4.1.1.14.28 | ~ Tanah Serap (Fullers earth) - LRA
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4.1.1,14.29 Tanah Dlatome LRA

4.1.1.14.30 - Tanah Liat - LRA

4,1.1.14.31 Tawas (Alum) - LRA

4.1.1.14.32 Tras-LRA

4.1,1,14,33 Yarosif - LRA

4,1.1.14.34 Zeolit - LRA

4.1.1.14.35 Basal -

4.1.1.14.36 ~ Trakit - LRA - -

4.1.1.14.37 Mineral Bukan Logam dan Lalnnya LRA .

4.1,1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LRA

4.1,1.15.01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA

4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA

4/1.1.16.01 BPHTB - Pemindahan Hak - LRA

4.1.1.16.02 * BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA

4.1.1.17 Pajak Lingkungan - LRA

4.1.1.17.01 Pajak Lingkungan - LRA

4.1.2 Pendapatan Retribuéi Daerah - LRA K

4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA

4.1.2.01.01 Pelayanan kesehay‘tan di Puskesmas - LRA

4.1.2.01.02 Puskesmas keliling - LRA

4.1.2.01.03 Puskesmas pembantu - LRA

4.1,2.01.04 Balal Pengobatan - LRA

4.1.2.01.05 Rumah Sakit Umum Daerah - LRA

4,1.2.01.06 Tempat Pelayanan Kesehatan Lalnnya yang Sejenis yang Dlmlllkl

‘ dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA
4.1.2.02 Retribusi Pe!ayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4.1.2.02.01 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasl
v Pembuangan Sementara LRA
4.,1.2.02.02 Pengangkutan Sampah darl Sumbernya dan/atau Lokasl

Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir
Sampah - LRA

4.1.2.02.03 Penyediaan LokasiﬁPembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA

4.1.2.03 Retribusi Penggantiaﬁ Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil - LRA .

4,1,2,03.01 Kartu Tanda Penduduk - LRA

4.1.2.03.02 Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA

4,1,2.03.03 Kartu Identitas Kerja - LRA

4,1,2.03.04 Kartu Penduduk Sementara - LRA

4.1.2.03.05 Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA

4,1.2.03.06 Kartu Keluarga - LRA

4,1.2.03.07 Akta Catatan Sipil - LRA

4.1.2.04 ~ Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA

4.1,2.04.01 Pelayanan Penguburan/Pemakaman LRA

4,1,2.04.02 Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat -
LRA '

4.1.2.05 ~ Retribusi Pelayanan Par_kir di Tepi Jalan Umum - LRA

4.1.2.05.01 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA

4.1.2.06 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA

4,1.2.060.01




o
Penyediaan Fasilltgs Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA

KODE REKENING URAIAN SALDO
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4,1.2.06.02 Retribusi,Pelayar)an Pasar - Los - LRA
4.1.2.06.03 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA -
4.1,2.07 Retribusi Pengujiaanendaraan Bermotor - LRA
4 .'1 .2.07.01 Retribusi PKB - Mobll Penumpang Sedan - LRA
4.1.2.07.02 Retribusi PKB - Mobll Penumpang Jeep - LRA
4.1.2.07.03 Retribusi PKB - Mobll Penumpang - Minibus - LRA
4.1.2.07.04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4.1.2.07.05 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA-
4.1.2.07.06 Retribusi PKB - Mobll Barang/ Beban - Pick Up LRA
4.1.2.07.07 Retribusi PKB - Mobsl Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4.1.2,07.08 Retribus! PKB - Mobll Barang/ Beban - Truck - LRA
4.1.2.07.09 ‘Retnbusl PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4.1.2.07.10 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4.1,2.07.11 Retribusi PKB - Kgndaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
L , -

4.1.2.07.12 Retribusi PKB‘-Ker)daraan Bermotor Mabil Baru - LRA
4.1.2.08 Retribusl Pemeriksaérj Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4,1.2.08,01 Pelayanan Pemeri;k'saan dan/atau Pengujian Alat Pemadam

' Kebakaran - LRA | -
4.1.2,08.02 Alat Penanggu|angan Kebakaran - LRA
4.1,2.08.,03 ~ Alat Penyelematan lea -LRA
4,1.2.09 Retrlbusl Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4.1,2.09.01 Penyediaan Peta pasar (Garis) - LRA
4.1.2.09.02 Penyediaan Peta Foto - LRA
4.1.2.09.03 Penyediaan Peta Pigita| -LRA
4,1.2.09.04 Penyediaan Peta Tematik - LRA
4.1.2.09.05 Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
4.1.2. 10 Retribusi Penyedlaan dan/atau Penyedotan Kakus LRA
4,1.2.10.01 Penyedlaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4.1.2.11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4,1,2,11.01 Rumah Tangga - LRA
4.1,2.11.02 Perkantoran - LRA ;
4.1,2.11.03 Industri - LRA i
4,1,2.12 Retribusl Pelayanan Tera/T era Ulang - LRA
4,1,2.12.01 Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya -

LRA. \
4.1.2.12.,02 Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA
4.,1,2.13 Retribusl Pelayanan Pendidnkan LRA
4.1.2.13.01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA
4.1.2.13.02 Pelatihan Teknis - {LRA
4.1.2.14 Retribusi Péngendaliah Menara Telekomunikasi - LRA
_ i _

4.1.2.14.01 Pemanfaatan Ruahg untuk Menara Telekomunikasi - LRA
4,1.2.15 Retribus Pemakalan Kekayaan Daerah - LRA
4,1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4.1.2.15.02 Laboratorium - LRA
4,1.2.15,03 Ruangan -LRA |
4.1.2.15.04 Kendaraan Bermotor - LRA
4.1.2.16 Retrlbus! Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4.1.2.16.01
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4.1.2.16. 02 Fasmtas Pasar/Pertokoan yang kaontrakkan LRA
4.1.2.16.03 | - Fasihtas Pasar atau Pertokoan yang Dlsedxakan/Dlselenggarakan :

 oleh Pemerintah Daerah LRA :
4,1.2.17 - Retribus] Tempat Pelelangan LRA
4.1.2.17.01 | Pelelangan Ikan - LRA |
4,1.2.17.02 - pelelangan Ternak LRA

4.1.2.17.03 | - Pelelangan Hasil Bumi -LRA

'4.1.2.17.04 , Pelelangan Hasil Hutan LRA -
4,1.2.,17.05 ; Jasa Pelelangan serta Fasllitas Lainnya yang Dlsedlakan di Tempat

ST : ) Pelelangan LRAl T
4.1.2.18 | Retribusi Terminal - LRA ,
4.1.,2.18.01 | Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang
RN ‘ dan Bis Umum - LRA :
4.1.,2.18.02 ~ Tempat Kegiatan Usaha LRA
4.1.2. 18 .03 ~ Fasilitas Lainnya dl Lingkungan Terminal - LRA
©4.1.2.19 ~ Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA.
4.1.2.19.01 Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
4, 1’ 2. 20 o . Retribusi Tempat Pengmapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA l
4.1 . 2.20.01 * Pelayanan Tempat Pengmapan/Pesanggrahan/ana LRA

| 4.1.2.21 ‘ Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA | ‘

4 '. 1 .' 2.21.01 Pelayanan Pemerlksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipatong - LRA

4.1.2.21.02 Pelayanan Pemeril%séan Kesehatan Hewan Sesudah Dlpotong - LRA
: e ~ I '

4.1.2. 22 v * Retribusi Pelayanan Kgépelabuhan’ LRA

1 4.1.2.22.01 ~ Pelayanan Jasa ke Pelabuhan LRA
4.1.2.23 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4.1,2.23.01 ‘ Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA =
4.1,2.23.02 Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4.1.2.23,03 Pelayanan Tempat Olahraga LRA
4 . 1 2. 2'4 | _ ' 'Retribusl Penyebrangan Air - LRA
4.1.2.24.01 k  Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA
4.1.2.24.02 Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA -

4, 1‘?. 2.25 ; | Retribusl Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4,1.2.25.01 ~Penjualan Hasll Produl/sl Usaha - LRA
4.1.2.26 . Retribusi 1zin Mendmkan Bangunan - LRA
4.1.2.26.00 | Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan LRA
4.1.2.27 Retribusi 1zin Tempat PenJualan Minuman Beralkohol - LRA
4.1.2.27.01 | Pemberian Izin untL!;k mélakukan PenjUalari Minuman Beralkohol -
. : ~LRA . } ! e
4,1.2.28 ~ Retribusi Izin Gangguan LRA
4.1 ; 2.28.01 R Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang
o Pribadi - ] -
4.1.2.28.02 ' Pembenan Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan -
; " LRA i , .
4.1.,2.29 ‘ Retribusi Izin Trayek - LRA
4,1,2.29.01 | Pembenan Izin Trayek kepada Orang Pribadi -
4,1.2.29.02 | l Pemberlan Izin Traygk kepada Badan - LRA-

B

e
P
il
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4.1. 2». 30 ~ Retribusi Izin Perikanan - LRA
4 1.2, 30, 01’ ; Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Prlbad| LRA
4.1.2.30.02 : Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
4.1.2.31 1 Retribusi Pengendalian Lalu Llntas LRA
4 1.2.31.01 : Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LRA™
4.1.2.31.02 Penggunaan Koridor Tertentu -LRA
4.1.2.31.03 ' Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh
' o ' Kendaraan Bermotor Persecrangan dan Barang - LRA
4 1.2 .>32 o Retribusl Perpamangan Izin Mempekerjakan Tenaga KerJa Asmg
I AMTA)-LRA 11
4.1.2.32.01 Pemberian PerpanJangan IMTA kepada Pemben KerJa Tenaga KerJa
. Asing LRA N , -
4.1.2, 33 : Retribusi Pelayanan i.aboratorlum Kesehatan LRA
4.1.2.33.01 Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan-LRA - ,
4.1.2.34 Retnbusi Pelayanan Perbalkan dan Pemellharaan Alat Kesehatan-LRA
4. 1.2 34,01 , ‘ Retnbusi Pelayanan Perbaikan dan Pemellharaan Alat Kesehatan-
; ; LRA R ;
4.1.2.35 - Retribust Ijin Lokasl - i
4.1.2.35.01 - Retribusi Tjin Lokasn
4,1.2.,36 Retribusi Izin Penggunaan Titik Lokasl Reklame LRA
4,1.2.36.01 | : Retribus! Izin Penggunaan Titik Lokasi Reklame.- LRA
4.1.2.37 : Retribusi Ijin Penggiliﬁgan Padi - LRA
4,1,2.37.01 Retribusi 1jin Penggmngan Padi - LRA
4.1.2.38 | Retribusi Norma Keselamatan & Kesehatan KerJa LRA
4 1. 2.38.01 | Retnbusn Norma Ke!selamatan & Kesehatan KerJa LRA
~4.1.2.39 Retnbusl Tanda Daftar Perusahaan LRA
4.1.2.39.01 | Retnbu5| Tanda Daftar Perusahaan - LRA
4.1.2. 4 0 Retrlbusl Surat Ljin Usaha Perdagangan - LRA
’4 1.2, 40 .01 | Retribust Surat Ljin Usaha Perdagangan LRA -
- 4.1.2.41 Retribusl 1jin Usaha Industn LRA
74,1.2.41.01 _ Retnbusl Ijin Usaha Industri - LRA
4.1,2.42 : Retnbu5| Tanda Daftar Gudang LRA-
0 4.1.2.42.01 Retnbum Tanda Daftar Gudang - LRA _
4, 1 2.43 1 Retnbusi IJln Usaha Jasa Konstruksi - LRA
4,1.2.43.01 | Retribusl Ijin UsahaiJasa Konstruksi - LRA
- 4,1.2.44 | Retl’lbUSl Ijin Sarana Kesehatan dan Sarana Umum - LRA
4,1,2,44,01 Retribust Tjin Sarana Kesehatan dan Sarana Umum - LRA
4.1.2.45 Retribusi Ijin Lembaga Pelatihan Kerja - LRA
4.1.2. 45,01 | Retribusi Tjin Lembaga Pelatihan Kerja - LRA
4.1.2. 6 | ; | ketnbusz Iin Penataan Pedagang Kaki Lima - LRA
4, 1 .2.46.01 -+ Retribusi Ijin Penataan Pedagang Kaki Lima - LRA
4.1.2.47 ; Retnbus: Tjin Usaha Pengelolaan Pariwisata - LRA
4,1.2.47.01 s Retnbusn Ijin Usaha Pengelolaan Pariwisata - LRA
4.1.2.48 | Retribus! Ifin Perﬂman dan VCD - LRA
4.1.2.48.01 ‘Retribus! in Perﬁlman dan VCD - LRA

iy
4




.01

.01.01
.01.02
.01.03
.01.04
.01.05
.02

,02.01 |
. 03

.03.01
.03.02
.03.03
.03.04

+04

.04, 01
.04, 02
.04, 03
.04, 04

.05.01

,05.02

Lain-lain PAD Yang Siah LRA:

Hasll Penjualan Aset Daerah Yang Ti Tdak anisahkan LRA

. Hasll PenJualan Talnah LRA
Hasil Penjualan Peralatan/MesIn LRA.
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
Hasil PenJualan Jalan, Irigasi dan Janngan LRA

Hasll Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
Has&l PenJualan Aset Lamnya LRA |
Hasil Penjualan Aset Lalnnya LRA
- Penerimaan Jasa Glrc;i - LRA

Jasa Giro Kas Daergah LRA
Jasa Giro Bendahara LRA
Jasa Giro Dana Cadangan LRA

Pendapatan Bunga LRA

Pendapatan Bunga Deposito ...... - LRA

Pendapatan Bunga Dana Bergulir ...ovcveeei - LRA

DSt cevvvvrerine 1 ,
| Pendapatan Bunga Deposuto Pada Bank Lainnya - LRA

Tuntutan Ganti Kerug_lan‘Daerah LRA

1y . . ‘ L
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

KODE REKENING URAIAN. SALDO
, , S - NORMAL
4.1.2. 49 Retribusi Penerimaan RSPD - LRA
4.1, 2. 49 .01 Retrlbusl Penenmaan RSPD - LRA ,
4.1, 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang K
: ; Dipisahkan - LRA ~
.4.1.3.01 Bagian. Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
' Daerah/BUMD LRA :
©4,1.,3.01.01 ,Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
R ' Daerah/BUMD PDAM LRA ,
4,1.3.01.02° Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
, R Daerah/BUMD Apotlk Sukowati - LRA
4.1.,3.01.03 Baglan Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Jateng
4.1.3.01.04 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mlllk _
R Daerah/BUMD Bank Daerah- LRA ,
-4,1,3.01.05 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
ORI - Daerah/BUMD BPR BKK Tasikmadu- LRA
4.1.3.,01.06 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik -
, Daerah/BUMD BPR BKK Karanganyar- LRA
4.1.3.01.07 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mmk
e Daerah/BUMD Bank Karanganyar- LRA ,
4.1.3.01.08 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Aneka| .
: Usaha - j ,
4,1.3.02 ~ Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mmk
v : s Negara/BUMN - LRA‘ | :
4.1.3.02.01 -Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN ........... ..« = LRA
4,1,3.02.02 DSt viveiiernnies ;;
4.1.3.03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - -
' LRA i
©4.1,3.03.01 _Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan -
‘ LRA ; ‘ : , _
1.3.03.02 DSt wevcenireeens { |
1 K
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SALDO
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. 06

.06.01
.06.02
.06 .03

H L A D
e
HOH DN

4.1.4.06.04
4.1.4.07

4.1.4.07.01
4.1.4.07.02
4.1.4.07.03
4.1.4.07.04
4.1.4.07.05
'4.1.4.,67.06
4.1.4.07.07
4.1.4.07.08
4.1.4.07.09
4.1.4.07.10

4.1.4,07.11

4.1.4.07.12

4.1.4.07.13

4.1.4.07.14

4.1.4.07.15
4.1.4.07.16
4.1.4.07.17
1 4,1.,4.07.18

4.1.4.07.19

, 08

.08.01
. 08.02
.08.03

Do b <N
[ N
I I

.08.04
.08.05
.08.06
.08.07

HH D
- A e
A DN p oD

Bendaharawan - LRA
Komisl, Potongan dan’ Selisih'Nllal Tukar Rupiah - LRA

‘Penerimaan Komlsl dari Penempatan Kas Daerah - LRA

Penerimaan Potongan darl ..cceoesnnneee - LRA : A
Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ........ e
LRA" g

DSt verreenenrene b

Pendapatan Denda ‘atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pendxdxkan LRA :

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan PekerJaan._,
Bidang Kesehatan LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan PekerJaan
Bidang Pekerjaan Umum - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perumahan Rakyat - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan,Peylaksanaan Pekerjaan
Bidang Penataan Ruang - LRA -

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perhubungan - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Llngkungan Hidup - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pertanahan - LRA

Pendapatan Denda‘atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA

Pendapatan Dendg atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LRA
E S . .

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bldang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LRA

Pendapatan Dendé atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pariwisata.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pemerintahan Umum - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perdagangan -LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pertanian | ‘- LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik - LRA

‘Pendapatan Dendé atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Komunikasi

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Sosial | : :
Pendapatan Denda Pajak - LRA
|

Pendapatan Dendaf Pajak Kendaraan Bermotor - LRA

‘Pendapatan Dendé Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
Pendapatan Dendé Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
Pendapatan Denda;; Pajak Air Permukaan - LRA

Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA

Pendapatan Denda Pajak Hote! - LRA

Pendapatan Dendai Pajak Restoran - LRA

H




KODE REKENING

URAi AN SALDO
NORMAL
"4,1.4.08.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA ’
4.1.4.08.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
- 4.1,4.08.10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
4.1.4.08.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
4,1,4,08.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA
'4,1,4.08.,13 B Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4.1,4.08.14 Pendapatan Denda PaJak Mineral Bukan Logam dan Batuan LRA
4.1.4.,08.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan - LRA
4.1.4.08.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -
LRA .
4,1.4.08.17 Pendapatan Denda Pajak Llngkungan LRA
4.1.4.09 Pendapatan Denda Retnbusl LRA
4.1.4.09.01 Pendapatan Dendé Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4.1,4.09.02 Pendapatan Dendé Retribusl Pelayanan Persampahan/ Kebersihan -
LRA b
4.1.4.09.03 Pendapatan Dendé Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4.1.4.09.04 Pendapatan Denda Retribusi Pefayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat - LRA {
4.1.4.09.05 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -
LRA |
4.1.4.09.06 Pendapatan Denda Retrlbu51 Pelayanan Pasar - LRA
4.1.4.09.07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4.1.4.09.08 Pendapatan Denda Retnbusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
LRA
4.1.4.09.09 Pendapatan Denda Retnbus: Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
. ?
4.1.4.09.10 Pendapatan DendaiRetribusi Penyedlaan dan/atau Penyedotan
Kakus - LRA | _
4.1.4,09.11 Pendapatan Denda ;Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA ’
4.1.4.09.12 Pendapatan Denda "Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4.1.4.09.13 Pendapatan Denda ‘Retribusl Pelayanan Pendidikan - LRA
4.1,4.09.14 Pendapatan Denda Retrlbusl Pengendalian Menara Telekomunikast -
LRA
4,1.4.09.15 Pendapatan Denda Retnbusu Pemakalan Kekayaan Daerah - LRA
4.1.4.09.16 Pendapatan Denda Betnbusl Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4.1.4.09.17 Pendapatan Denda F\etribusl Tempat Pelelangan - LRA
4.1.4.09.18 Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
4.1.4.09.19 Pendapatan Denda I'letribusl Tempat Khusus Parkir - LRA
4.1 4.09.20 . Pendapatan Denda Retnbusn Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
~ Villa - LRA 1 ;
4,1.4.09.21 Pendapatan Denda Filétribusl Rumah Potong Hewan - LRA
4.1.4. 09.22 - Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA }
4,1.4.09.23 Pendapatan Denda liletribusl Tempat Rekreasl dan Olah raga- LRA
4.1.4.09.24 Pendapatan Denda Retnbusn Penyebrangan Air - LRA
4.1.4.09.25 Pendapatan Denda Retnbusl Penjualan Produksl Usaha Daerah -
LRA
4.1.4.09.26 Pendapatan Denda Retnbusu Izm Mendirikan Bangunan - LRA
4,1.4.09.27 Pendapatan Denda Retnbusi szn Tempat Penjualan Minuman
Beralkoho! - LRA
4,1.4.09,28

Pendapatan Denda F%étribusl Izin Gangguan - LRA

i




Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA

KODE REKENING URAIAN SALDO
- 4 'NORMAL
- 4.1.4.09.,29 Pendapatan Denda Retribusi I2in Trayek - LRA
4.1,4.09.30 Pendapatan Denda Retrlbusi Izin Perikanan - LRA
4.1.4.09.31 Pendapatan Denda Retribusl Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4. 1 4.,09,32 Pendapatan Denda Retnbusl Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4.1.4.10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4,1.4.10.01 Pendapatan Denda zs'ewa Aset Daerah - LRA
4,1.4.10.02 Pendapatan Denda KerJasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4,1.4.10.03 Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4.1.4.10.04 Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA
4.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4.1.4.11.,01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4,1.4.11,02 Dst viverenniiin ;
4.1.4.12 Pendapatan Hasil Ekseku5| atas Jaminan - LRA
4.1.4.12.,01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4.1.4.12.02 Hasil Eksekusi Atas_ Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4.1.4.12.03 Hasll Eksekusi Ataé Jaminan atas KTP Musiman - LRA
4.1.4.12,04 DSt veuereees 3?
4.1.4.13 Pendapatan dari Pengembahan
4.1.4.13.01 Pendapatan dari Pengemballan PaJak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4.1.4, 13 .02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi
Kesehatan - LRA |
4,1,4.13.03 Pendapatan Darl Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan - LRA
4.1.4.13.04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan
Dinas - LRA ;
4.1.4.13.05 Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LRA
4.1.4.14 Pendapatan Penyelehggaraan Sekoléh dan Diklat - LRA
4.1.4.14.01 Pendapatan Penyélénggaraan Sekolah - LRA
4.1.4.14.02 Pendapatan Penyélénggaraan Diklat - LRA
4.1.4.14.03 DSt vuvnerranenns E .
4.1.4.15 Pendapatan dari Andshran/CiciIan Penjualan - LRA
4.1.4.15.01 Angsuran/Cicilan i’énjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA
4.1.,4.15.02 Angsuran/Cicllan i’énjuaylan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4.1.4.16 Hasll dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4.1.4.16.01 Hasnl dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4,1,4.16.02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan-
LRA o :
-~ 4.1.4 .16.03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4.1.4.16. 04 Hasll dari Pemanféatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
B
4.1.4.17 Pendapatan Zakat - LRA
4.1.4.17.01 Pendapatan Zakat LRA
4.1.4,17.02 DSt veiiirnensens ji
4,1,4.18 Pendapatan BLUD - LRA
4.1.4.18.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
4.1.4.18.02 Pendapatan Hlbgh BLUD - LRA
4.1.4.18.03




Bagi Hasil dari PPhi l?asa|'25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam

KODE REKENING URAIAN SALDO
- L , : ‘ A NORMAL
4.1.4.18.04 Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA
4.1.4.19 Laln-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4.1.4.19.01 Lain- -laln PAD yang Sah Lainnya - LRA
4.1.4.20 _Fasilitas Sosxal dan Fasnhtas Umum LRA o
4.1.4.20.01 Faslltas Sosial - LRA ’
4.1.4.,20.02 Fasilitas Umum - LRA
4 . 1 . 4 . 20 » 03 Dst (AR R RN NN S % ;} 7
4.1.4. 21 ‘Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4.1, 4.21,01 “‘Uang Pendaftaran/UJlan Masuk - LRA
4,1, 4,21.02 Uang Sekolah/Pendldlkan dan Pelatihan - LRA
4.1.4.21.03 Uang Ujian Kenalkan 'ﬁngkat/Kelas LRA
- 4.1.4.21.04 Dst .ovieries ; 1
4.1.4.22 Hasil dari pengelolaan zdéna bergU!ir
4.1,4.22.01 Hasil dari pengelolaan dana bergulir dan Kelompok
B Masyarakat, e = LRA
4.1,4.22.02 DSt cevverrernnnes !?
4.1.4.23 Pendapatan Dana KapltaSI JKN - LRA
4.1.4.23. 01 Pendapatan Dana Kapltasi JKN Karanganyar LRA -
- 4,1,4,23.02 Pendapatan Dana Kapltasl JKN Tasikmadu - LRA -
4,1,4,23.03 Pendapatan Dana Kapltasl JKN Jaten I - LRA
4.1.4.,23.04 Pendapatan Dana Kaplta5| JKN Jaten II - LRA ,
4.1.4.23.05 Pendapatan Dana Kaplta5| JKN Kebakkramat I - LRA
4.1.4.23.06 . Pendapatan Dana Kapltasl IKN Kebakkramat II - LRA
;4 .1.4.23,07 Pendapatan Dana Kapntasn JKN Mojogedang I - LRA
4.1.4.23.08 Pendapatan Dana Kapltasl JKN Mojogedang II - LRA
4.1.4.23.09 Pendapatan Dana Kapitasl JKN Karangpandan LRA
4.1.4.23.10 Pendapatan Dana Kapltasl JKN Matesih - LRA
4.1.4.23.11 Pendapatan Dana Kaplta5| JKN Tawangmangu - RA
"4.,1,4,23,12 Pendapatan Dana Kapltasi JKN Ngargoyoso LRA
4,1.4,23.13 '~ Pendapatan Dana Kapltasx JKN Jenawi - LRA '
0 4.1.4.23.14 Pendapatan Dana Kapltasl JKN Kerjo - LRA
4,1.4.23.15 Pendapatan Dana Kapltasi JKN Colomadu I - LRA
- 4.1.4,23.16 Pendapatan Dana Kapltasl JKN Colomadu II - LRA
4,1.4.23.17 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Gondangrejo - LRA
4.1.4.23,18 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Jumapolo - LRA
- 4,1.,4.23.19 Pendapatan Dana Képitasi JKN Jatipuro - LRA
4.1.4.23.20 Pendapatan Dana Kébitasi JKN Jatiyoso LRA
4.1, 4.,23.21 Pendapatan Dana KapltaSI JKN Jumantono LRA
4.1.4.24 Pendapatan Dana Bos
4.1.4.24.01 Pendapatan Dana Bgs
4.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA
4.2.1 Pendapatan Transfef: Pemerintah Pusat - LRA K
4.2.1.01 , Bagi Hasﬂ PaJak LRA ,
4.2.1.01.01 Bagi Hasil dari PaJak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan -
_ LRA
4.2.1.01.02 Bagi Hasll dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
4 .2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4.2.1.01.04




KODE REKENING

URAIAN

SALDO
NORMAL

4.2.1.01.05
4,2.1.01.06
4,2.1.01.07
. 4.2.1.01.08
4,2.1.01.09
4.2,1.,02

4,2.1.02.01
4,2.1.02.02
4.2.1.02.03
4,2.1.02.04
4.2.1.02.05
4,2,1.02.06
4,2.1.02.07
4,2.,1.02.08
4,2.1.02.09
4.2.1.02.10
4,2,1.02.11
4,2.1.03

4,2.1.03.01
4,2.1.04

4,2.1.04.01
4,2.1.04.02
4,2,1.04.03
4,2.1.04.04
4,2,1.04.05
4,2.1.04.06
4.2.1,04.07
4.2.1.04.08
4,2.1.04.09
4,.2.1.04.10
4.2.1.04.11
4,2,1,04.12
4.2.1.04.13
4,2,1,04.14
4,2.1.04.15
4.2,1.04,16
4,2.1.04.17
4,2.1,04.18
4.2.1.04.19
4,2,1.04.20
4,.2.1.04.21
4.2.1.04.22
4,2.1.04.23
4.2.1.04.24
4.2.1.04.25
4.2.1.04.26

Negeri dan PPh Pasal 21 - TRA
Bagl Hasil Cukal Hasil Tembakau - LRA
Bagl Hasll Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan LRA

Bagi Hasll dari PaJak PPh Psl, 25 & Psl. 29 WPODN Dan PPh 21 (PPh
Psl, 21) - LRA. et

Bagt Hasil dari PaJak Bumi dan Bangunan (Bagi Rata) - LRA
Bag! Hasil dari PaJak Bumi dan Bangunan (Sektor Lainnya) - LRA

Bagi Hasil Bukan PaJak/Sumber Daya Alam - LRA

Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA

Bagi Hasil dari Prov15| Sumber Daya Hutan - LRA

Bagi Hasil darl Dana Reboisas! - LRA

Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA

Bagi Hasil dari Iurain‘Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA

Bagi Hasil dari PunQQtan Pengusahaan Perikanan - LRA
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
Bagl Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
Bagl Hasll darl Pert:a_mbangan Gas Buml - LRA
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
1 ST
Dana Alokas! Umum (DAU) - LRA
Dana Alokasi Umur;nv LRA

Dana Alokasl Khusus (DAK) LRA

s

DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA

DAK Bidang Inf_rastruktur Irigasi - LRA

DAK Bidang Infrasﬁrhktur Alr Minum - LRA

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA

DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA

DAK Bidang Kehutanan - LRA

DAK Bidang Peruma‘han dan Kawasan Pemukiman - LRA
DAK Bidang Kesehatan - LRA

DAK Bidang Kelautén dan Perikanan - LRA

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA

DAK Bidang Transportasl Perdesaan - LRA

DAK Bidang Perdagangan LRA

DAK Bidang Llngkukngan Hidup - LRA

DAK Bidang Sararé dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA

DAK Bidang Pertanlén LRA

DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan LRA
DAK Bldang Pendldlkan LRA ,

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA

DAK Bidang Tranoportasl Perdesaan

DAK Tambahan P3K2 Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan - LRA

DAK Tambahan P3K2 Bidang PaSar -LRA
* DAK Tambahan P3K2 Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Kesehatan - LRA
" DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA

DAK Tambahan Ljsjulan Daerah Bidang Pasar - LRA




KODE REKENING ' URAIAN : SALDO
. 3 Lo - - ; NORMAL
4.2.1.04.27 DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
4.2.1.04,28 ~ DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan (Industri Kecil Dan
. Menengah) - LRA
4.2.1.04.29 . o DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan (Pariwisata) - LRA
4.2.1.04.30 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang (Jalan) - LRA
4.2.1.04.31 ‘ DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang (Sarpras Irigasi Dan
T , - Alr Minum) - LRA { i :
4.2.1.04.32 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang (Sarpras Kesehatan) -
: ~ LRA 4 ‘
4,2.1.04,33 Dana Alokasi Khusus (DAK) IPD - LRA
4.2.1,04. 34 Bantuan Operasional Sekolah LRA - .
4,2,.1,04.35 Bantuan Operasmnal Penyelenggaraan PAUD - LRA
©4,2.1.04.36 Tunjangan Profesi Guru LRA
4.2.1.04.37 Tambahan Penghasnlan Guru - LRA
4.2.1.04.38 Bantuan Operasional Kesehatan Dan KB (Bantuan Operasional
7 Kesehatan) - LRA |
4,2.1.04.39 Bantuan Operasnonal Kesehatan Dan KB (Akreditasi Rumah Saklt)
: . LRA P
4.2.1.04.40 Bantuan Operasnonal Kesehatan Dan KB (Akreditasi Puskesmas) -
T ’ LRA L »
4.2.1.04.41 Bantuan Operaslonal Kesehatan Dan KB (Jaminan Persalinan) - LRA
4.2.1.04.42 Bantuan Operaslonal Kesehatan Dan KB (Bantuan Operasmnal KB) -
LRA -
4.2.1.04.43 Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UMKM & Ketenagakerjaan
‘ (Peningkatan Pengelolaan Koperasi & UMKM) - LRA
4.2.1.04.44 Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UMKM & Ketenagakerjaan
(Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan) - LRA
4.2.1.04.45 Tunjangan Khusus‘ Guru
4,2,1.04.46 Dana Pelayanan Adihistrasi Kependudukan
4.2,1.04.47 DAK Cary Over Tahun 2016
.2.1.04.48 Bantuan Operaslonal Penyelenggaraan Pendldikan Kesetaraan LRA
4,2.1.04.49 : Dana Pelayanan Kepanwnsataan
4.2.1.04.50 DAK Penugasan SMA _
4.2.1,04.51 DAK Penugasan Ke;ehatan dan KB (RS Rujukan)
4.2,1,04.52 DAK Penugasan Kesehatan dan KB (Unit Transfusi Darah)
- 4,2,1.04,53 DAK Penugasan Kesehatan dan KB (Pengendalian Penyakit)
4.2.1.04.54 | DAK Penugasan Kesehatan dan KB (BAPELKES)
4.2.1.04.55 | DAK Penugasan Alr Minum
4,2.1.04,56 ~ DAK Penugasan Sanitas|
4.2,1.04.57 ‘ DAK Penugasan Jalan (Pendukung Konektnvntas)
4.2.1.04.58 ‘ DAK Penugasan Jalan (Prioritas Daerah) ’
4,2.,1.04.59 DAK Penugasan Pasar
4.2.1.04.60 DAK Penugasan Irlgasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)
4.2.1.04.61 : DAK Penugasan I:ri:gasl (Prioritas Daerah)
4.2.1.04.62 DAK Penugasan Eﬁergi Skala Kecil dan Menengah
4.2.1.04.63 DAK Penugasan Llngkungan Hldup dan Kehutanan (Lingkungan
Hidup) ;
4.2.1.04.64 DAK Penugasan Lingkungan Hidup dah Kehutanan (Kehutanan)
4.2.1.04.65 DAK Penugasan Pariwisata
4.2.1.04.66 DAK Penugasan | Kelautan dan Penkanan LRA
4.2.1.04,67 DAK Bidang SOSIal LRA
4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lamnya LRA K




KODE REKENING

4.2.4.02.02

URAIAN SALDO
, _ ‘ , NORMAL
4 0 2.2.01 Dana Otonomi Khusus - LRA
$4.2.2.01.01 Dana Otonomi Khusus - LRA
4,2.,2.,01,02 Dana Tambahan Infrastruktur - LRA
4.2.2:.02 Dana Keistemewaan - iLRA‘
-4 .2.2.02.01 -DanaKeistemewaéh =LRA ™
. 4.2.2.03 Dana Penyesuaian - LRA :
4.2.2.03.01 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
4.2.2.03.02 Dana Tambahan Penghasnan Guru PNSD - LRA
4.2.2.03.03 Dana Insentif Daerah LRA
4.2.2.03.04 Dana: Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA
4.2.2, 03.05 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LRA
,4-2-2-03-06 Dst ssassansenney “;
4.2.2.03,07 Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) - LRA
4.2.2.03.08 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah .(DPPID) -
4,2.2.03.11 Dana Desa
4,2.3 Pendapatan Transfer Pemermtah Daerah Lamnya - LRA K
4. 2.3.01 Pendapatan Bagi Hasll PaJak LRA ‘
4.2.3.01.01 Pendapatan Bagi Hasul Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4.2,3.01.02 Pendapatan Bagt Hasml Dari Pajak Kendaraan Diatas Air-LRA
4.2.3.01.03 Pendapatan Bagi Hasnl Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4, 2'. 3. 0‘1 .04 Pendapatan Bagi Hééil Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LRA’
,4 2.3, 01.05 Pendapatan Bag| Hasﬂ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - .
e ‘ “LRA »
4.2.3.01.06 Pendapatan Bagl Hasul Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Alr
: ; o Bawah Tanah - LRA Ela
4,2,3.01.07 Pendapatan Bagi Hasul Pa]ak Pengambllan dan Pemanfaatan Air
: ' Permukaan - LRA |
4,2.3.01.08 Retribusi Keleblhan Muatan '
4.2.3.01.09 SP3 Propinsi /Lam-lam
4.2.3.01.10 Tera Ulang
4.2.3.01.11 - Bagi Hasll Pajak Roqu :
4.,2.3.01.,12 Pendapatan Bagi Hasn Pa]ak Dana Bagl Hasnl PaJak Dari Kota.., -
k ‘ LRA 1 ,
4,2.3.02 Pendapatan Bagi hasnl Lamnya LRA =
4.2.3.02.01 Pendapatan-Bagi hasn Lamnya LRA
4.2.3,02.02 BT SRS 1(
4.2.3.03 : Pendapatan Dana Otonoml Khusus - LRA
4.2.3.03.01 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA -
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA ‘ _ K
4.2.4.01 “Bantuan Keuangan dan Pemermtah Daerah Provmsx Lainnya - LRA
- 4.2.4.01.01 Bantuan Keuangan dan Pemenntah Daerah Provinsi ...... - LRA
4.2.4.01.02 DSt vesccrveseense 11 4 ‘ ’ ‘
4.2.4.02 Bantuan Keuangan dan Pemenntah Daerah Kabupaten LRA
4,2.,4.02.01  Bantuan Keuangan ¢ dan Pemermtah Daerah Kabupaten .
erestssensseins -LRA |
DSt vecrerrerne




Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
' |

¢

KODE REKENING URAIAN SALDO
, NORMAL
4.2.4.03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA '
4.2.4.03.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ......ceecreerevcnsiecennns
’ LRA '
-4,2.4.03.02 1] S ]
4,3 ‘ LAIN-LAIN P!}E_NDAR_ATAN_DAERAH ?ANG SAH-LRA.
4.3.1 Pendapatan Hibah - LRA K
4,3.1.01 Pendapatan Hibah dafi Pemerihtah -LRA
4,3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.02 1 S . ‘
4.3.1.02 Pendapatan Hibah dafi Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4.3.,1.02.01 Pendapatan Hibah darl Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4,3,1.02.02 01 SN ;
4.3.1.03 Pendapatan Hibah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
_ Negerl - LRA :
4,3.1.03.01 Pendapatan Hibah Barl Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Negeri - LRA
4.3.1.03.02 21 L
4.3,1.04 Pendapatan Hibah dafi kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4,3.1.04.01 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA
4,3.1,04,02 Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA
4,3.1.,05 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA
4.3.1.05.01 Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA
4.3.1.05.02 Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LRA
4.3.1.05.03 Pendapatan Hibah ;Dari Donor Lalnnya - LRA
4.3.1.06 Hibah Dana BOS - LRA
4.3.1.06.01 Hibah Dana BOS - LRA
4,3.2 Dana Darurat - LRA | K
4.3.2.01 Dana Darurat - LRA 1
4.3.2.01.01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4.3.2.01.02 DSt ivvvivinnanne j
4.3.3 Pendapatah Lainnya ]- LRA : K
4.3.3.01 . Pendapatan Lainnya - LRA :
4.3.3.01,01 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA
4,3.3.01.02 DSt vveevreens '
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
5,1.1 : Belanja Pegawat \ D
5.1.1.01 Belanja Gaji dan TunJangan
~5.,1.1,01.01 Belanja Gaji Pokol; PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangah Keluarga
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan -
5.1.1.01.04 Belanja Tun]angan Fungsional
5.1.1.01.05 Belanja TunJangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras
5.1 .1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Ti unjangan Khusus
5.1.1.01.08 Belanja Pembulatgn Gaji '
5.1.1,01.09




KODE REKENING

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - PaJak Kendaraan

 Bermotor - LRA

URAIAN SALDO
: NORMAL
5.1.1.01.10 Belanja Uang Paket
5.1,1.01.11 Belanja Tunjangan Badan Musya\},yarah '
5.1.1.01.12 Belanja Tunjangan Komisi - :
5.1.1.01.13 Belanja Tunjangan Badan Anggaran
5.1.1.01.14 Belanja Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15 'Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lalnnya
5.1.1.01.16 Belanja TunJangan! Perumahan
5.1.1.01.17 Belanja Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.18 Belanja Uang Jasa :Pengabdian
5.1,1.01.19 Belanja PenunjangiOperaslonal Pimpinan DPRD
5.1,1,01.,20 Belanja Tunjangan‘iKesehatan DPRD
5.1,1.01.21 Tunjangan Badan Legislasi Daerah
5.1,1.,01,22 Belanja Iuran BPJS‘ Ketenagakerjaan
5.1.1.01.23 Belanja Iuran BPJS‘i Ketenagakerjaan dan Iuran Jaminan Kematian
5.1.1.01.24 Belanja TunjanganéProfesi Guru
5.1,1.01.25 Belanja Tunjangaanenghasilan Guru
5.1.1.01.26 Belanja Tunjangan¥Khusus Guru
5.1.1.02 Belanja Tambahan Pe;nghasilan PNS |
5.1.1,02.01 Belanja Tambahan%PenghasiIan Berdasarkan Beban Kerja
5.1.1.02.02 Belanja Tambahan iPenghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5.1.1.02.03 Belanja Tambahan ‘Penghasilan Befdasarkan Kondisl Kerja
5.1.,1.02.04 Belanja Tambahan Penghasulan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5.1,1.02,05 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasl Kerja ,
5.1,1.02.,06 Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawal
5.1.1.02.07 ‘Tambahan Penghasilan Pemberian Uang Makan
5.1.1.02.08 Tambahan Penghasnan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu ;
5.1.1.02.09 Tambahan Penghasﬂan Dalam Rangka Pendamplngan Keglatan
DPRD |
5.1.1.02.10 Tambahan Penghasilan Bagl Guru PNSD
5.1.1.02.11 Tunjangan Profesi Guru PNSD '
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lamnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
: KDH/WKDH }
5.1.1.03.01 Belanja Tunjangan | Komunlkasi Intensif Pimplnan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Bperasional KDH/WKDH
5.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasnonal Pimpinan DPRD
5.1.1.03.04 Tunjangan Reses
5.1.1.03.05 Tunjangan Tranportasi .
5. 1 1.04 Belanja Biaya PemunQutan Pajak Bumi dan Bangunan
5.1.1.04.01 Belanja Biaya Pemuhgutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pertambangan |
5.1.1.04.02 Belanja'Biaya Pemu:ngutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5.1,1.04.03 Belanja Biaya Pemdngutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
: 1
5.1,1.04.04 Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan },
5.1.1.04.05 Belanja Biaya Pemt%ngutan PBB
5.1.1.05 Belanja Insentif Pemuhgutan Pajak Daerah
5.1,1.05,01




KODE REKENING

URAIAN SALDO
NORMAL
5.1.1.05.02 Belanja Insentlf Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama
Kendaraan-Bermotor - LRA
5.1.1.05.03 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah PaJak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor - LRA
5.1.1.05.04" Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan -
- LRA
5.1.1.05.05 BelanJa Insent:f Pemungutan PaJak Daerah - PaJak Rokok - LRA
5.1.1.05.,06 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5.1.1,05.07 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5.1.1.05.08 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5.1.1.05.09 Belanja Insentif Pe}nungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5.1.1.,05.10 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan
Jalan - LRA ;
5.1.1.05.11 Belanja Insentif Pémungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir LRA
5.1.1.05,12 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Alr Tanah LRA
5.1.1,05.13 Belanja Insentlf Pemungutan Pajak Daerah - PaJak Sarang Burung
: Walet-LRA |
5.1.1,05.14 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan - LRA : ;
5.1.1.05,15 Beianja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5.1.1.05.16 Belanja Insentif Pémungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan - LRA
5.1.1.05.17 Belanja Insentif Pémungutan Pajak Daerah
5.1.1.06 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1,06.01 Belanja Insentif Pémungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
' Kesehatan - LRA |
5.1.1.06.02 Belanja Insentif Pemungutan Retnbusn Daerah Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan - LRA '
5.1.1.06.03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya
‘ Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil -
5.1.1.06.04 Belanja Insentif Pémungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
‘ Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
5.1,1.06.05 Belanja Insentif Pémungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di
» Tepi Jalan Umum - LRA
5.1.1.06,06 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar -
" LRA |
5.1.1.06.07 Belan)a Insentif Pgmungutan Retribusi Daerah - Pengujian
Kendaraan Bermotor - LRA |
5.1.1.06.08 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran LRA
5.1.1.06.09 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya
Cetak Peta - LRA|
5.1.1.06.10 Belanja Insentif Pémungutan Retribusi Daerah - Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
5.1.1.06.11 Belanja Insentif Pemungutan Retnbusn Daerah - Pengolahan Limbah
' , Cair - LRA |
5,1.1.06.12 Belanja Insentif Pemungutan Retribu5| Daerah - Pelayanan
. Tera/Tera Ulang LRA
5.1.1.06.13 Belanja Insentif Pemungutan Retnbu5| Daerah - Pelayanan
Pendidikan - LRA
5.1.1.06.14 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian
Menara Telekomunikasl - LRA
5.1.1.06.15

Belanja Insentif f?emungutan Retribusi Daerah - Pemakaian
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URAIAN

SALDO
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5.1.1.06.16

'5.1.1.06.17

5.1.1.06,18
'5.1.1.06.19
5.1.1.06.20
5.,1.1.06.21
5.1,1.06,22
5.1.1.,06.23
5.1.1.06.24
5.1.1.06.25
5.1.1.06.26
5.1.1.06.27
5.1.1.06.28
5.1.1.06.29
5.1.1.06.30
'5.1.1.06.31
5.1.1.06.32
5.1.1,06.33
5.1.1.07
5.1.1.07.01
5,1.1.07.02
5.1.1.08
5.1.1.08.01
5.1.1.09
5.1.1.09.01
5.1.1.09.02
5.1.1.09.03
5.1.1,09.04
5.1.1.09.05
5.1.1.09.06
5.1.1.09,07
5.1.1.09.08
5.1.1.09.00
5.1.1.09.10
5.1.1.09.11
5.1.1.09.12
5.1.1.09.13
5.1.1.09.14

Kekayaan Daeran , LRA

Belanja Insentif Pefhuhgutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/
atau Pertokoan - LRA

Belanja Insentif Pemungutan Retnbusu Daerah - Tempat Pelelangan 1

LRA |
Belanja Insentnf Pemungutan Retribusl Daerah Terminal - LRA

Belanja Insentif Pemungutan Retnbusi Daerah - Tempat Khusus
Parkir - LRA

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong
Hewan - LRA " : '

 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan

Kepelabuhan - LRA

Belanja Insentif Pe;mungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi
dan Olah raga- LRA

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air -
LRA |

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi
Usaha Daerah - LRA

Belan;a Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Izin Mendirikan
Bangunan - LRA |~

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat
Penjualan Minumah Beralkohol - LRA '

" Belanja Insentif Pemungutan Retnbusn Daerah 1zin Gangguan -
LRA

* Belanja Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Izin Trayek - LRA

Belanja Insentif Pemunqutan Retribusl Daerah - Izin Perikanan - LRA

Belanja Insentnf Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu
Lintas - LRA |

Belanja Insentif Pémungutan Retribusl Daerah - Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LRA
Belanja Uang Lembur

Belanja Uang Lembur PNS
Belanja Uang Lembur Non PNS

Belanja Pegawal BLUD
Belanja Pegawal BLUD
Gaji dan Tunjangan DPRD

Uang Representasl
~ Tunjangan Keluarga DPRD
Tunjangan Beras DPRD
Uang Paket '
Tunjangan Jabatan DPRD
Tunjangan Alat Ké,lengkapan DPRD
Tunjangan Alat Kélengkapan Lalnnya
Tunjangan Komuhikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Tunjangan Reses DPRD
Tunjangan PPH/ Tun]angan Khusus DPRD
Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD
Iuran Jaminan Kef:elakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian DPRD
Tunjangan Perumahan
Tunjangan Transportasi




KODE REKENING URAIAN SALDO
NORMAL

5.1.1.09.15 Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.10 Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5.1.1.10.01 Gajl Pokok ‘
5.1.1.10.02 Tunjangan Keluarga

©5.1.1.10.03 Tunjangan Jabatan ..
5.1.1,10.06 Tunjangan Beras
5.1.1.10.07 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
5.1.1.10.08 Pembulatan Gaji
5.1.1,10.09 Iuran Premi Asuransl Kesehatan
5.1.1.10.10 . Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian
5.1.1.11 Belanja Pegawal Pemérintah Perjanjlan Kerja
5.1.1.11.01 Belanja Pegawal Pemerintah Perjanjlan Kerja
5.1,1.11.02 Dst |
5.1.2 Belanja Barang dan J;sa D
5.1.2.01 Belanja Bahan Pakal Habis
5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.,01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5.1,2.01,03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.1.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lalnnya
5.1.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.1,2.01.06 Belanja Bahan Bakajlr Minyak/Gas
5.1.2.01.07 Bélanja Penglsian Tabung Pemadam Kebakaran
5.1.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas
5.1.2.01.09 DSE.vvvvvesssssiseessisenened L
5.1.2.02  Belanja Bahan/Material
5.1,2.02.01 Belanja Bahan Bak{: Bangunan
5.1.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5.1.2.02.03 Belanja Bibit Ternak
5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan
5.1.2,02.05 Belanja Bahan Kimia
5.1.2.02.06 Belanja Bahan Peréontohan/Demplot/Peraga/PeIatihan
5.1.2,02,07 Belanja Bahan Pakan Ternak
5.1.2.02.08 Belanja Bahan danf Perlengkapan Lomba
5.1.2.02.09 Belanja Bendera, Spanduk, Baliho dan Umbul-umbul
5,1.2.02.10 Belanja Bahan Medis
5.1.2.02.11 Belanja Bahan Makanan dan Minuman
5.1.2.02.12 Belanja Bahan Perélétan dan Perlengkapan Rumah Tangga
5.1.2.02,13 Belanja Bahan Perélatan dan Perlengkapan Kerja
5.1.2.02.14 Belanja Bahan Perjunjang Operasional Penanganan Bencana
5.1.2.02.15" Belanja Bahan Baéaan/Buku Peraturan Perundangan
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor |
5.1.2,03.01 Belanja Telepon
5.1.2.03.02 Belanja Alr
5.1.2.03.03 Belanja Listrik ,
5.1.2.,03.04 Belanja Jasa Peng“umuman 'Lelang/Pemenang Lelang
5.1.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah
5.1.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimill/Internet
5.1.2.03.07 Belanja PakeUPeﬁgiriman
5.1.2.03.08 Belanja Sertifikas|
5.1.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan




SALDO

KODE REKENING | | URAIAN NORMAL

5.1.2.03.10 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum

5.1.2.03.11 BelanJa Jasa Admlnistrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

' ‘Bermotor ‘

5.1.2.03.12 Belanja Jasa Admlmstrasi Pelaksanaan Keglatan

5.1.2.03.13 Belanja Dokumentasl

5.1.2.03.14 Belanja Dekorasi - :

5.1,2.03.15 Belanja Jasa Publikas|

5.1,2.03.16 Belanja Retribusi Sampah

5.1,2,03.17 . Belanja Jasa Klalm Pelayanan Kesehatan

5.1.2.03.18 Belanja Jasa Ujl Laboratorlum

5.1.2.03.19 Belanja Jasa Kalibras!

5.1,2,03.20 Belanja Jasa Penanganan Masalah Soslal

5.1,2.03.21 Belanja Iuran TPHD ‘

5.1.2.,03.22 Belanja Jasa Lainnya

5.1.2.03.23 Belanja Jasa Tindékan Medis

5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi

5.1.2.04.01 Belanja Premi Asuransl Kesehatan

5.1.2.04.02 Belanja Premi Asuransl Barang Millk Daerah
5.1.2.04.03 Belanja Premi Asdransl'Kecelakaan Kerja

5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 1 .2.05.01 Belanja Jasa Servuce _

5.,1.2.05.02 Belanja Penggant{an Suku Cadang

5.1.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5,1.2,05.04 Belanja Jasa KIR |

5.1.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5.1.2.05.06 Belanja Bea Balikaama Kendaraan Bermotor
5.1.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.1.2.05,08 Beianja Perpanjaﬁgan Surat Ijin Mengemuc_llk

5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.1.2.06.01 Belanja Cetak |

5.1.,2.06.02 Belanja Penggandaan

5.1.2.06.03 Belanja Penjilldar?

5.1.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.1.2.07.01 Belanja Sewa Ruénah Jabatan/Rumah Dinas

5.1.2.07.02 " Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat .

5.1.2.07.03 Belanja Sewa Ruéng Rapat/Pertemuan

5.1.2.07.04 Belanja Sewa Ter:npat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana

: Mobllitas ;

5.1,2.,07.05 Belanja Sewa Penginapan

5.1.2.07.06 Belanja Sewa daﬁ Kompensasi Tanah

5.1.2.08 Belanja Sewa Sararfa Mobilitas

5.1.2.08.01 Belanja Sewa Sajrana Mobilitas Darat

5.1.2.08.02 Belanja Sewa Sajrana Mobilitas Air

5.1.2.08.03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

5.1.2.08.04 Dst ... |

5.1.2.09 Belanja Sewa Alat éerat

5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator

5.1.2.09.02 Belanja Sewa Bledoser
5,1.2.09.03 Dst ...

1
i




Belanja Pemeliha:ran Gedung dan Bangunan

KODE REKENING URAIAN SALDO
NORMAL
5.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.1.2.,10. 01 Belanja Sewa Meja Kursl
5.1.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer
5.1.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor
5.1.2,10.04 - Belanja Sewa Generator
5.1.2.10.05 ‘Belanja Sewa Tenda
5.1. 2.10.06 Belanja Sewa Paka!an Adat/Tradisional
5.1.2.10.07 Belanja Sewa Sound Sistem
5.1.2,10.08 ~ Belanja Sewa Alat Musik
5.1.2.10.09 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.1,2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harlan Pegawal
5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
S v1,2.11,03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5.1.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
5.1.2.11.05 DSt..oivcersserererinenns TR
5.1.2.12 Belanja Pakaian Dinal‘skdan Atributnya
5.1.2.12.01 Belanja pakaian Dlhas KDH dan WKDH
5.1.2.12,02 Belanja Pakalan Sipil Harlan (PSH)

- 5,1.2.12.03 Belanja Pakalan Sipil Lengkap (PSL)
5.1.2.12,04 Belanja Pakalan Dinas Harlan (PDH)
5.1.2.12.05 Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU)
5.1.2.12.06 Belanja Pakaian Slpll Resmi (PSR)

©5.1.2.13 Belanja Pakalan Kerja
5.1.2.13.01 Belanja Pakalan KerJa Lapangan
5.1,2.13.02 Dst ..............
5.1.2.14 Belanja Pakalan Khuéus dan Harl-hari Tertentu
5.1.2.14.01 Belanja Pakalan KORPRI
5.1.2.14.02 Belanja Pakalan adat daerah
5.1.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.1.2.14.04 Belanja Pakalan O]ahraga
5.1.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus
5.,1.2.15 Belanja Perjalanan Dmas
5.1.2.15.01 Belanja PerJalanan Dinas Dalam Daerah
5.1.2.15.02 Belanja Penalanap Dinas Luar Daerah

' 5.1.2.15.03 Belanja Perj'alanar} Dinas Luar Negeri
5.1.2.15.04 BBM
5.1.2.16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.1.2.16.01 Belanja Perjalanap Pindah Tugas Dalam Daerah
5.1.2.16.02 Belanja Perjalanah Plndah Tugas Luar Daerah

05.1.2.17 Belanja Pemulangan Pegawal
5.1.2.17.01 Belanja Pemulangan Pegawal yang Pensiun Dalam Daerah
5.1.2.17.02 Belanja Pemulangan Pegawal yang Pensiun Luar Daerah
5.1.2.17.03 Belanja Pemulangan Pegawal Yang Tewas Dalam Melaksanakan
Tugas ’
5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan
5.1.2.18.01 | Belanja Pemellha}an Tanah
5.1.2.18.02 Belanja Pemeliha;ran Peralatan dan Mesin
5.1.2.,18.03




Belanja Uang urituk Diberikan kepada Pihak Ketiga

KODE REKENING URAIAN | SALDO
: ( NORMAL

5.1,2,.18.04 Belanja PemellharanJaIan, Irigasi, danJanngan
5.1,2.18.05 Belanja Pemellharan AsetTetap Lainnya -

5.1.2,18.06 Belanja Pemehhara‘n Meubelair

5.1.2.18,07 Belanja Pemeliharéan Komputer o
5.1.2.18.08 Belanja Pemeliharaan JarmganAir '

5.1,2.18.09 BelanJa Pemehharaan Senjata Apl

5.1.2,18,10 Belanja Pemellharaan Alat-alat Besar Darat
0 5.1,2,18.11 Belanja Pemelihafa;an Alat Kesehatan

5.1.2.18.12 Belanja Pemeliharaan Alat Kesenlan -

5.1.2.19 Belanja Jasa Konsulténsl

- 5.1.2. 19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5.1,2,19,02 Belanja Jasa Konsultansl Perencanaan

'5.1.2,19.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

5.1.2.19.04 Belanja Jasa Legallsasl .

5. 1 2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pnhak Ket:ga
5.1.2.20.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.1.2, 20 02 Belanja Barang Ya;ng Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.1.2. 20 03 DSt.cvvvesserressmrresessoerssesnmannes ‘

5.1. 2.21 Belanja Barang Untuk DiJual kepada Masyarakat/Plhak Ketiga
5 1.2,21.01 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat -
5.1.2,21.02 Belanja Barang Ya‘ng Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5.1.2,21.03 DSt..vvvuvnninnnee reeerives ] ............. g -

5.1.2.22 Belanja Beaslswa Pendidikan PNS

~ 1

5.1.2.22.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3

5.1.2,22.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

5,1.2.,22.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

5.1,2.22.04 Belanja BeaslswaiTugas Belajar S3 -

5.1.2.22.05 D1 RN S e ,

5.1.2.23 Belanja Kursus, Pela;tihan, Soslalisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.1,2.23.01 ~ Belanja Kursus-kdrsus Si'ngkat/v Pelatihan

5.1.2, 23.02 Belanja Soslallsasl ‘

5.1.2.23.03 Belanja BlmbinganTeknls

5.1.2,23.04 DSt rveeeesirnsessenennes

5:1.2.,24 ‘Belanja Honoranum;Non Pegawai v 7
5.1.2.24.01 Belanja Honorangm Tenaga Ahh/Narasumbér/Instruktur
5.1.2.24.02 Belanja Moderator '
5,1.2.24,03 ~ Dstuinnn |

5.1.2.25 Belanja Honoranum‘ PNS

5.1.2.25.01 Belanja Honorarl&xm Panitia Pelaksana Kegiatan =
5.1.2.25.02 Belanja Honorarlum Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5. 1 2.25,03 “Belanja Honorarlum Tenaga Ahh/Instruktur/Narasumber
5. 1.2.25.04 Belanja Honoranym PNS Lalnnya

5.1,2.25.05 - Belanja Honorarihm Pengurus Barang dan Bendahara Barang
5.1.2.26 Belanja Honorarium Non PNS ‘
5.1.2.26.01 Belanja Honoranum Tenaga Ahh/Instruktur/Narasumber
5.1.2.,26.02 Belanja Honorar{um Pegawal Honorer/‘r idak Tetap
5.1.2.26.03 Belanja Jasa Tet?aga Pelaksana Lainnya

5.1.2.27 - Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 .1.,2,27.01




KODE REKENING URAIAN SALDO
, ; , ; NORMAL
5.1.2.27.02 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat '
5.1.2.27.03 DStvererns f | '
5.1.2.28 Belanja Honoranum Pengelola Dana BOS
5.1.2.28.01 Belanja Honoranum Pengelola Dana BOS
5.1.2.29 Belanja Barang’ Dana BOS
5.1.2.,29.,01 BelanJa Barang Dana BOS
5.1.2.30 . Belanja yang bersumber dari Dana Kapltasn Jaminan Kesehatan
Naslonal L
5.1.2.30.01 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
, Nasional | :
5.1.2.30.02 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan FKTP
5.1.2.31 Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.1.2.31.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD ,
5.1.2.32 Belanja Jasa Pelatnhan, Bimbingan Teknis dan Sosnahsasn Kepada
‘ Masyarakat [ .
5.1.2.32.01 -Belanja Jasa Pelatihan Kepada Masyarakat
5.1.2.32.02 Belanja Jasa Blmbingan Teknis Kepada Masyarakat
5.1.2.32.03 Belanja Jasa Sosiallsasl Kepada Masyarakat
5.1,3 Belanja Bunga ‘ ; D
5.1.3.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman
5.1.3.01.01 Belanja Bunga Uténg Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.3.01.02 Belanja Bunga Utérjg Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.3.01.03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.3.01.04 ‘Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan ’
.. Bank |
5.1.3.01.05 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD
5.1.3.01.06 Belanja Bunga Ute;ng Pinjaman kepada BUMN
5.1.3.01.07 Belanja Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5.1.3.01,08 Belanja Bunga Utang Pinjaman DB Loan - LRA
5.1.3.02 Belanja Bunga Utang Obligasl
5.1.3.02.01 Belanja Bunga Uté}rjg Obligast .........
5.1.3.02.02 Y SRR —
5.1.4 Belanja Subsidi ‘\ D
5.1.4.01 Belanja Subsidi l
5.1.4.01.01 Belanja Subsldi kepada BUMN
5.1.4.01.02 Belanja Subsidi kepada BUMD
5.1.4,01.03 7 Belanja Subsldi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5.1.5 Belanja Hibah || D
'5.1.5.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah
5.1.5.01.01 BelanJa Hibah kepada Pemerintah
5.1.5.01,02 Belanja Hibah Kepada Kementerlan Agama Kabupaten Karanganyar
1 | :
5.1.5.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.5.02.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5.1.5.02,02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5.1.5.02.03 ~ Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota
5.1.5.03 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD

J




Belanja Bantuan Keu;mgan Kepada Kabupaten/Kota

' KODE REKENING URAIAN SALDO
: _, _ NORMAL
5.1.5.03.01 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
~5.1.5,03.02. DStoveennans RS
5.1.5.04 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5.1,5.04.01 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5.1,5,04.02 Belanja Hibah kepada Pihak Ketiga
5.1,5.05 Belanja Hibah kepada'; Qrganisasi Kemasyarakatan
5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepéda Organisasi Kemasyarakatan
5.1.5.05.02 Dst ...
5.1,5.06 Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
5.1.5.06.01 Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di
o Kabupaten/Kota....
5.1.5.06.02 D] A reeossaserins
5.1.5.07 Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal
5.1.5,07.01 BelanJa Hibah Kepada Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar
5.1.5.07.02 Belanja Hibah Kepada Komisl Pemilihan Umum (KPU)
5.1,5.07.03 Belanja Hibah Kepada PANWAS
5.1.5.07.04 Belanja Hibah Kepada Kejaksaan
5.1.5.07.05 Belanja Hibah Kepgda Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5.1.5.07.06 Belanja Hibah Kepada KODIM '
5.1.5.07.07 Belanja Hibah Kepada POLRES
5.1.5.07.08 Belanja Hibah Kepada Kemenag
5.1.5.07.09 Belanja Hibah Kepada Pengadilan Negeri
5.1.5.07.10 Belanja Hibah Kepgda Pengadilan Agama
5.1.5.08 Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
i
§.1,5.08.01 Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota.... .
5.1.5.08.02 01 SO E—— o
5.1.6 Belanja Bantuan Sosiéi D
5.1.6.01 Belanja Bantuan'Sosi;all‘ kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5.1,6.01.01 Belanja Bantuan Sbsial kepada Organisasi Soslal Kemasyarakatan ...,
5.1.6.01.02 Belanja Bantuan Sosial Untuk Anak Yatim, Platu, Yatim Piatu dan
Lansia '
5.1.6,02 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5.1.6.02.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
5.1.6.02.02 {973 USSP S SN
5.1.7 Belanja Bagi Hasil képada Provinsi/Kabupaten/Kota dan D
Pemerintah Desa , _
5.1.8 Belanja Bantuan Keufa‘ngan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota D
dan Pemerintahan Desa
i
5.1.8.01 - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi
5.1.8.01.01 Belanja Bantuan Biéya Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS
5.1.8.01.02 Belanja Bantuan Biaya Fasilitas Penyelesaian NIP CPNS
5.1.,8,01.03. Belanja Bantuan Angkutan Mudik Lebaran :
5.1.8.01.04 Belanfa Bantuan Fasﬂttasi Ujian Dinas Pindah Golongan dan Ujian
' Penyesualan Ijasah
5.1.8.01.05 Belanja Bantuan Fasnlltasi Pemberian Plagam Penghargaan "SATYA
LENCANA KARYA SATYA"
5.1.8.02




SALDO

5.1.8.03.37

BelanJa Bantuan ket{.langan Kepada Desa Dayu Kecamatan

KODE REKENING | - URAIAN NORMAL
5.1.8.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota....
5. 1 .8.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
5.1.8.03.01" ' Belanja Bantuan Pengemballan Hasll Lelangan Eks Bondo Deso '
5.1,8.03,02 Belanja Bantuan Uang Duka kepada Ahli Waris Kepala Desa dan
‘ : Perangkat Desa | 1 B
5.1.8.03.03 Belanja Bantuan Lunas Awal PBB
5.1 .8 .03 .04 ‘Belanja Bantuan Penyelesalan PBB Lungguh Desa
“5.1.8.03.05 _-Belanja Bantuan :<eg|atan TMMD Sengkuyung I+
5. 1,'. 8.03.06 - Belanja Bantuan Keglatan TMMD Sengkuyung IT
5.1.8,03.07 Belanja Bantuan Keuangan PNPM- -Masy. Pedesaan
5.1.8.03.08 . Belanja Bantuan Jasa Pengabdian bagi Perangkat Desa
5.1.8.03.09 ~.Belanja Bantuan Dana Kompensasi bagi Sekretaris Desa
5.1.8.03.10 Belanja Bantuan Bhaktl Gotong Royong Masyarakat
5.1,8.03.11 Belanja Bantuan Pem‘llhan Kepala Desa
5.1.8.03.12 - Belanja Bantuan Perlombaan Desa/Kelurahan o
5.1,8.03.13 Belanja Bantuan Perlombaan Desa/Kelurahan ngkat Kabupaten
. S ( 1
5 .1.8. 03. 14 Belanja Bantuan Keuangan kepada BUMDES
5.1.8.03.15 j BelanJa Bantuan Keuangan untuk Insentif Ketua RT dan RW
5.1.8.03.16 Belanja Pengadaan, Tanah Kas Desa
5.1.8.03.17 Belanja Bantuan Sarana Alr Minum Perdesaan
5.1.8.03,18 Belanja Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan Berprestasn
5.1,8.03.19 Belanja Bantuan untuk PNPM P2KP ND* .
5.1.8.03.20 Belanja Operaslonal Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa
Prakarsa { <
5.1.,8.03.21 ' Belanja Bantuan Bhaktl Desaku MaJu
5.1.8.03.22 Belanja Bantuan Pembangunan Desa Berprestasi
5.1.8.03.23 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Baturan Kecamatan
' ~ - Colomadu L
5.1. 8. 03.24 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Tohudan Kecamatan
, Colomadu | ‘ : ,
5.1,8,03.25 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ngrlngo Kecamatan Jaten
5.1.8.03.26 BelanJa Bantuan keuangan Kepada Desa Sroyo Kecamatan Jaten
, : ] |
5.1,8.03.27 BelanJa Bantuan keuangan Kepada Desa Jatlkuwung Kecamatan
, v Jatipuro RN :
5.1.8.03.28 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Jatipuro Kecamatan
FR Jatipuro 1 z
5 1 .8.03.29 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ngepungsarl Kecamatan
SRR Jatipuro }
-5.1.8.,03.30 ‘Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Tlobo Kecamatan Jat:yoso
v | “
5.1.8.03.31 Belama Bantuan keuangan Kepada Desa Trengguli Kecamatan
~ Jenawi ; ; :
5.1.8 .03.32 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Blorong Kecamatan
: S Jumantono | Lo :
: 5 .1.8.03.33 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Sringin Kecamatan
S Jumantono . 4 | : :
5.1,8.03.34 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Tugu Kecamatan
» e Jumantono ! P
5.1.8.,03.35 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Jumapolo Kecamatan
' Jumapolo | i
5.1,8.03.36 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Kad|p|ro Kecamatan
: Jumapolo - 1 l




'KODE REKENING

 URAIAN

SALDO
NORMAL

S.i.8.03.38
5.1.8.03.39
5;1,8;03.40
5.1.8.03.41
,5.1.8;03,42
‘5.118Qo3,43
t5.1.8.03.44
5.1.8;03,45
5.1.8,03.46
 5.1.8.03.47
5(1}8.03.48
5(1;8.03.49
5.1.8.03.50
5;1;8?03;51
5.1.8.03.52
"s.i.8,03.53
5.1;8.03.54
5.1.8.03.55
“5;1.5.03.56
5.1.8.0.57

5.1.8.03.58

5,1.8.03.59

,5.1.8.03.66
5.1.8.03,61
, 5.1.8.03.62
‘ 5;1.8.03{63
5.1.8.03.64
5.1.8.03.65

5.1.8.03.66

"~ Ngargoyoso t

- Tasikmadu

Karangpandan , i‘

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Bangsrl Kecamatan
Karangpandan |

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Karangpandan Kecamatan
Karangpandan |

\

BelanJa Bantuan keuangan Kepada Desa Tohkunmg Kecamatan
Karangpandan :

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Gondangmams Kecamatan
Karangpandan ~

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Salam Kecamatan
Karangpandan

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Nglempak Kecamatan
Karangpandan

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Alastuwo Kecamatan
Kebakkramat ||

|
Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Kemiri Kecamatan
Kebakkramat : » :

- Belanja Bantuan k_euangan Kepada Desa Malanggaten Kecamatan
Kebakkramat ¥

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Pulosari Kecamatan
Kebakkramat

. BelanJa Bantuan keuangan Kepada Desa Kwadungan Kecamatan '

KerJo w ‘

I
Belanja Bantuan keluangan Kepada Desa KarangreJo Kecamatan
Kerjo | :

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Pablengan Kecamatan
Matesih 4

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Mojogedang Kecamatan
Mojogedang - | |

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Pojok Kecamatan
Mojogedang
Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Kaliboto Kecamatan
Mojogedang o : ,
Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Munggur Ké’c'a“matan
Mojogedang
Belanja Bantuan keLangan Kepada Desa SewureJo Kecamatan
Mojogedang j
Belanja Bantuan keu angan Kepada Desa Gentungan Kecamatan
Mojogedang :
Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Gebyok Kecamatan
Mojogedang

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Mojoroto Kecamatan
Mojogedang

‘Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Sewurejo Kecamatan
'Mojogedang :

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Pereng Kecamatan
Mojogedang »

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Berjo Kecamatan

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Girimulyo Kecamatan
Ngargoyoso ,‘ ;

- Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Puntukrejo Kecamatan :

Ngargoyoso

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Karangmojo Kecamatan
Tasikmadu '

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ngijo Kecamatan

Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Pandean Kecamatan
Tasikmadu ‘




Kec. Jatiyoso

KODE REKENING ‘ URAIAN SALDO
- NORMAL
5.1.8.03.67 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Karanglo Kecamatan
Tawangmangu ‘
5.1.8.03.68 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Nglebak Kecamatan
Tawangmangu
5.1.8.03.69 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Sepanjang Kecamatan
_ Tawangmangu . .| .
< 5,1.8.03.70 Belanja Bantuan keuangan Kepada Kelurahan Tawangmangu
Kecamatan Tawangmangu
5.1.8.03.71 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Pereng Kecamatan
’ Mojogedang , ,
5.1.8.03.72 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Papahan Kecamatan
Tasikmadu : '
5.1.8.03.73 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Suruh Kecamatan
v Tasikmadu
5.1.8.03.74 Belanja Bantuan keﬁéngaanepada Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo
5.1.8.03.75 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Sumberejo Kecamatan
Kerjo
5.1.8.03.76 Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Macanan Kecamatan
Kebakkramat L
5.1.8.04 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa
5.1.8.04.01 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngepulngsari
E Kec. Jatipuro ‘
5.1.8.04.02 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatipurwo
Kec. Jatipuro :
5.1.8.04.03 Belanja Bantuan Kéuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatipuro
Kec, Jatipuro ‘ :
5.1.8.04.04 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatisobo
) Kec. Jatipuro .
5.1.8.04.05 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jantiwarno
Kec. Jatipuro |
5.1,8.04.06 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatimulyo
. Kec. Jatipuro
5.1.8.04,07 Belanja Bantuan KeUangan Sarana dan Prasarana Desa Jatisuko
Kec. Jatipuro
5.1.8.04.08 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatiharjo
' : Kec, Jatipuro 5
5.1.8.04.09 Belanja Bantuan KeUangan Sarana dan Prasaranar Desa Jatikuwung
: Kec. Jatipuro
5.1.8.04.10 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatiroyo Kec.
Jatipuro «
5.1.8.04.11 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatisawit
‘ Kec. Jatiyoso i
5.1.8.04,12 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Petung Kec.
: Jatiyoso
5.1.8.04.13 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Wonokeling
Kec. Jatiyoso | .
5.1.8.04.14 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatiyoso
: Kec. Jatiyoso :
- 5.1.8.04.15- Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Tlobo Kec.
e Jatiyoso : jj'%
5.1.8.04.16 Belanja Bantuan Kéuangan Sarana dan Prasarana Desa Wonorejo
Kec. Jatiyoso
5.1.8.04.17 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Beruk Kec.
, Jatiyoso “
5.1.8.04.18 Belanja Bantuan Kéuangan Sarana dan Prasarana Desa Karangsari
Kec. Jatiyoso
5.1.8.04.19 Belanja Bantuan Keuanqan Sarana dan Prasarana Desa Wukirsawit




Belanja Bantuan:Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Pablengan -

I

KODE REKENING URAIAN SALDO
o NORMAL
5.1.8.04.20 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Paseban
: Kec. Jumapolo |
5.1.8.04.21 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Lemahbang
Kec, Jumapolo
5.1.8.04.22 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatirejo Kec.
v ; Jumapolo. | . : :
-.5.1.8.04.23 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kwangsan
Kec. Jumapolo ‘
5.1.8.04.24 Belanja Bantuan Ke&angan Sarana dan Prasarana-Desa
‘ Karangbangun Kec. Jumapolo ‘
5.1.8.04.25 Belanja Bantuan Keﬁangan Sarana dan Prasarana Desa Ploso Kec.
Jumapolo . :
5.1.8.04.26 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa GIerOﬂdO
Kec. Jumapolo
5.1.8.04.27 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kadipiro
Kec. Jumapolo
5.1.8.04.28 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jumantoro
Kec. Jumapolo
5.1.8.04.29 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kedawung
‘ Ke¢. Jumapolo
5.1.8.04.30 Belanja Bantuan Kguangan Sarana dan Prasarana Desa Jumapolo
Kec. Jumapolo :
5.1.8.04.31 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Bakalan Kec.
Jumapolo 1
5.1.8.04,32 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Sedayu Kec,
Jumantono
5.1.8.04.33 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kebak Kec,
Jumantono
5.1.8.04.34 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gemantar
Kec. Jumantono
5.1.8.04.35 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Genengan
Kec. Jumantono
5.1.8.04.36 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Tugu Kec,
Jumantono
5.1.8.04.37 Belanja Bantuan Kéuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngunut Kec.
Jumantono '
5.1.8.04.38 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Blorong Kec.
Jumantono :
5.1.8.04.39 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Samblrejo
Kec, Jumantono !
5.1, 8.04. 40 Belanja Bantuan K‘e'uangan Sarana dan Prasarana Desa Tunggulrejo
Kec. Jumantono |
5.1.8.04.41 Belanja Bantuan Keuang‘an Sarana dan Prasarana Desa Sukosari
Kec. Jumantono .
5.1.8.04.42 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Sringin Kec.
i Jumantono '
5.1.8.04.43 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngadiluwih
Kec. Matesih |
5.1.8.04.44 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Dawung
; Kec. Matesih
‘5_. 1.8.04.45 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Matesih Kec.
: Matesih
5.1.8.04.46 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa
: Karangbangun Kec. Matesih
5.1.8.04.47 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Korlpan Kec.
Matesih :
5.1.8. 04.48 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Girilayu Kec.
: Matesih
5.1.8.04.49




KODE REKENING

URAIAN

SALDO
NORMAL

5.1.8.04.50
5.1.8.04.51
5.1.8.04.52
"5.1.8.04.53
5.1.8.04.54
5.1.8.04.55

5.1.8.04.56

5.1.8.04.57

5.1.8.04.58
5.1.8.04. 50
5.1.8.04.60
5.1.8.04.61
5.1.8.04.62

5.1.8.04.63

5.1.8.04.64

5.1.8.04.65
5.1.8.04,66
5.1.8.04.67
5.1.8.04.68
5.1.8.04.69
5.1.8.04.70
5.1.8.04.71
5.1.8.04.72
5.1.8.04.73
5.1.8.04.74
5.1.8.04.75
5.1.8.04.76
5.1.8.04.77

5.1.8.04.78

Kec. Matesih

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gantiwarno -

Kec Matesih

BelanJa Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Plosorejo
Kec. Mateslh ’

. Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gondosuli

Kec. Tawangmangu
Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Sepanjang

Kec. Tawangmangu

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa
Bandardawung Kec. Tawangmangu

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Karanglo
Kec. Tawangmangu
Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Nglebak
Kec. Tawangmangu

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Plumbon
Kec. Tawangmangu

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Tengklik
Kec. Tawangmangu

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Puntukrejo
Kec. Ngargoyoso o
Belanja Bantuan Kéuangan Sarana dan Prasarana Desa Berjo Kec.
Ngargoyoso .

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Girimulyo
Kec. Ngargoyoso - _

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa
Segorogunung Kec. Ngargoyoso

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kemuning
Kec. Ngargoyoso

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngargoyoso
Kec. Ngargoyoso ;‘

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatlrejo Kec.

Ngargoyoso

- Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Dukuh Kec

Ngargoyoso

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Nglegok
Kec. Ngargoyoso :

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa
Karangpandan Kec. Karangpandan

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Doplang
Kec, Karangpandan

~ Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngemplak
. Kec, Karangpandan ’

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Bangsn Kec.

Karangpandan

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Tohkuning
Kec. Karangpandan

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa
Gondangmanis Kec Karangpandan

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Dayu Kec.
Karangpandan

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Harjosari
Kec. Karangpandan

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Salam Kec.
Karangpandan

Belanja Bantuan keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gerdu Kec.
Karangpandan j;

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Karang Kec.

Karangpandan




SALDO -
KODE REKENING URAIAN NORMAL
5.1.8.04.79 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Buran Kec,
Taslkmadu i
5.1.8.04.80 Belanja Bantuan l<euangan Sarana dan Prasarana Desa Papahan
Kec, Taslkmadu
5.1.8.04.81 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngijo Kec.
' : Tasikmadu
5.1.8.04.82 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gaum Kec,
' Taslkmadu
5.1.8.04.83 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Suruh Kec.
o Tasikmadu ?
5.1.8.04.84 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Pandeyan
Kec. Tasikmadu :
5.1.8.04.85 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa KaranngJo
Kec. Tasikmadu
5.1.8.04.86 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kaling Kec.
Tasikmadu
5.1.8.04.87 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Wonoiopo
Kec. Tasikmadu
5.1.8.04.88 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kalijirak Kec.
Tasikmadu
5.1.8.04.89 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Suruhkalang
Kec. Jaten
5.1.8.04.90 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jati Kec.
Jaten
5.1,8.04.91 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jaten Kec,
Jaten ‘
5.1.8.04.92 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Dagen Kec.
Jaten
5.1.8.04.93 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngrlngo Kec.
Jaten | .
5.1.8.04.94 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jetis Kec.
_ Jaten :
5.1,8.04.95 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Sroyo Kec,
Jaten
5.1.8.04.96 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Brujul Kec.
‘ : Jaten i ,
5.1.8.04.97 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngasem
Kec. Colomadu
5.1.8.04.98 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Bolon Kec.
. Colomadu :
5.1.8.04.99 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Malangjiwan
» _ Kec. Colomadu .
5.1.8.04.00 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gawanan
Kec. Colomadu
5.1.8.04.01 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Tohudan
‘ Kec. Colomadu |
5.1.8.04.02 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gedongan
Kec, Colomadu
5.1.8.04.03 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Klodran Kec.
_ Colomadu '
5.1.8.04.04 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Baturan Kec.
Colomadu ‘
5.1.8.04.05 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Blulukan
Kec. Colomadu
5.1.8.04.06 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Paulan Kec,
Colomadu - ,
5.1.8.04.07 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gajahan
Kec. Colomadu
5.1.8.04.08 Belanja Bantuan 3Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Wonorejo




KODE REKENING

URAIAN

SALDO
NORMAL

5.1.8.04.09
5.1.8.04.10
5.1.8.04.11
5.1.8.04.12
5.1.8.04.13
5.1.8.04.14
5.1.8.04.15
5.1.8.04.16
5.1.8.04.17
5.1.8.04.18
5.1.8.04.19
5.1.8.04.20
5.1.8.04.21
5.1.8.04.22
5.1.8.04.23
5.1.8.04.24
5,1.8.04.25
5.1.8.04.26
5.1.8.04.27

5.,1.8.04.28

5.1.8.04.29

5.1.8.04.30

5.1.8.04.31
5.1.8.04.32
5.1.8.04.33
5.1.8.04.34
5.1.8.04.35
5.1.8.04.36

5.1.8.04.37

Kec. Gondangrejo

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Plesungan
Kec. Gondangrejo |

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jatikuwung
Kec. Gondangrejo |

Belanja Bantuan KeUangan Sarana dan Prasarana Desa Selokaton
Kec. Gondangrejo |

Belanja Bantuan Keﬁangan Sarana dan Prasarana Desa Bulurejo
Kec, Gondangrejo |
Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Rejosari
Kec. Gondangrejo |

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jeruksawit
Kec. Gondangrejo :

Belanja Bantuan Kéuangan Sarana dan Prasarana Desa Karangturi
Kec. Gondangrejo

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kragan Kec
Gondangrejo _

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Wonosari
Kec. Gondangrejo | _

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Dayu Kec.
Gondangrejo |

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Tuban Kec.
Gondangrejo |

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa
Krendowahono Kec. Gondangrejo

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kemiri Kec.
Kebakkramat :

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kebak Kec.
Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Waru Kec.
Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Pulosari Kec.
Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Malanggaten
Kec. Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Nangsri Kec.
Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ban]arharjo
Kec. Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Alastuwo
Kec. Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Macanan
Kec. Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kaliwuluh
Kec. Kebakkramat

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Mojogedang
Kec. Mojogedang |

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Sewurejo
Kec. Mojogedang |

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ngadirejo
Kec. Mojogedang -

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Pendem
Kec. Mojogedang

Belanja Bantuan Keua|1gan Sarana dan Prasarana Desa Pereng Kec.
Mojogedang :

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Munggur
Kec. Mojogedang

- Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa KedungJeruk

Kec. Mojogedang




Belanja Bantuan Tujnjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

KODE REKENING . URAIAN SALDO
‘ . . NORMAL
[———
5.1.8.04.38 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kaliboto
: Kec. Mojogedang
5.1.8.04.39 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Buntar Kec.
, Mojogedang |
5.1.8.04.40 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Mojoroto
Kec. Mojogedang |
5.1.8.04.41 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gebyog Kec.
Mojogedang -
5,1.8.04.42 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gentungan
: Kec. Mojogedang
5.1.8.04.43 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Po;ok Kec.
Mojogedang .
5.1.8.04.44 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kuto Kec.
' Kerjo
5.1.8.04.45 Belanja Bantuan KeUangan Sarana dan Prasarana Desa Tamansari
o Kec. Kerjo
-5.1.8.04.46 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Ganten Kec.
Kerjo 'i‘
5.1.8.04.47 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gempolan
Kec. Kerjo
5.1.8.04.48 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Plosorejo
Kec. Kerjo .
5.1.8.04.49 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Karangrejo
Kec. Kerjo ~
5.1.8.04.50 Belanja Bantuan Keuangdn Sarana dan Prasarana Desa Kwadungan
Kec Kerjo |
5.1.8.04.51 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Botok Kec.
Kerjo
5.1.8.04.52 ’Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Sumberejo
Kec. Kerjo
5.1.8.04.53 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Tawangsari
Kec. Kerjo
5.1.8.04.54 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Gumeng
Kec. Jenawi !
5.1.8.04.55 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa
Anggrasmanis Kec. Jenawi
5.1.8.04.56 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Jenawi Kec.
Jenawi :
5.1.8.04.57 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Trengguli
Kec. Jenawi
5.1.8.04.58 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Balong Kec.
Jenawi i
5.1.8.04.59 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Menjing
Kec. Jenawl £
5.1.8.04.60 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Seloromo
o Kec. Jenawi ‘ ’
5.1.8.04.61 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Sidomukti
Kec. Jenawi ‘
5.1.8.04,62 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Lempong
’ ' Kec. Jenawi
5.1.8.04.63 Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Lainnya
5.1.8.05 Belanja Bantuan Kepada Partal Politik
5.1.8.05.01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ,
5.1.8.06 Belanja Bantuan AD’D Kepada Pemerintahan Desa
5.1.8.07 Belanja Bantuan TunJanqan Perbaxkan Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa |
5.1.8.08




Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padan
Rumput : _ :

KODE REKENING URAIAN SALDO
NORMAL

5.1.8.09 Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

5.1.8.10 Belanja Bantuan Bangun Desa Kabupaten Karanganyar

5.1,8.11 Belanja Bantuah Kegiatan Penataan Lingkungan

. 5.1.8. 12 Belanja Bantuan Keuahgan Dana Desa

5.1.8.13 Belanja Bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG)

5.1.8.14 Belanja Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
5.1.8.15 Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
5.1.9 Belanja Tidak Terduga D
5.2 BELANJA MODAL

5.,2.1 Bela'nja' Modal Tanah : D
5.2.1.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan
5.2.1.01.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung
5.2.1.01,02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen
5.2.1.01.03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan

5.2.1.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian

5.2.1.02,01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun

o Ditanami

5.2.1.02,02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan
'5.2.1.02,03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang

5.2.1.03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
5.2.1.03.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan

5.2.1.04 Belanja Modal Tanah,- Pengadaan Kebun Campuran

5.2.1.04.,01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bldang Tanah Kebun Yang Tidak

Ada Jaringan Pengalran ‘
5.2.1.04.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur
, Jenis Lain

5.2.1.05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan

5.2.1,05.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat

5.2.1.05.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar

5.2,1.05.03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5.2.1.05.04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5.2.1.05,05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5.2.1.06 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan

5.2.1.06.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak
5.2.1.06.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar
5.2.1.07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5.2.1.07.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa -

5.2,1.07.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau

5.2.1.08 Belanja Modal Tanah‘ ~ Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5.2.1.08.01 - Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus

5.2.1.08.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak

5.2.1.09




Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment

KODE REKENING URAIAN SALDO
~ : ; : NORMAL
5.2.1,09.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang
5.2.1.09.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput
5.2.1.10 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5.2.1,10.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian
5.2.1.11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5.2.1.11.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G.
Tempat Tinggal
5.2.1.11.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Unt_uk Bangunan Gedung
- Perdagangan/Perusahaan
5.2.1.11.,03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5.2.1.11.04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat
Kerja/lasa
5.2.1.11.05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong
5.2.1.11.06 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan
5.2,1.11,07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah-Bangunan Pengairan
5.2.1,11.08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan
Jembatan
5.2.1.11.09 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lemblran/Bantaran/Lepe-
lepe/Setren dst
5.2.1.12 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5.2.1.12.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5.2.1.13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan
o Gedung
5.2.1.13.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5.2.1.13.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5.2.1.13.,03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun
, Barang ‘
5.2.1.13.04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan
‘ Studio Alam .
5.2.1.13.05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan
‘ Pengujian/Pengolahan _
5.2.1.13.06 -Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5.2.1.13.07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5.2,1.13.08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Alr
5.2.1.13.09 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5.2.1.13.10 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5.2.1.13.11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
, Bersejarah :
5.2.1.13.12 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
; Olah Raga
5.2.1.13.13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat
Ibadah
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | D
2.2.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5.2.2.01.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor
5.2.2.01.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader
5.2.2.01.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator
5.2,2.01.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver
5.2.2.01,05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler
5.2.2.01.06
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5.2,2.03.08

5,2,2.03.09

5.2.2.04
5.2.2.04.01
5.2.2.04.02

5.2,2.04.03

5.2.2.04.04

5.2.2.04.05
5.2.2.04.06
5.2.2.05

5.2.2.05.01

'5.2.2.05.02

5.2.2.06

5.2.2.06.01

BelanJa Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Compactmg
Equipment

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate &
Concrete Equipment '

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses

Agung ,
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder .
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating
Set

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemehharaan
Lapangan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air

Kotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangklt Uap Air

Panas/Sistem Generator
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan ' |
Bermotor Penumpang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Khusus

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Beroda Dua

Belanja Modal Peralatan dan Mesxn Pengadaan Kendaraan
Bermotor Beroda Tiga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Tak Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak
Bermotor Berpenumpang '

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung
Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung
Bermotor Barang :




KODE REKENING

URAIAN -

SALDO
NORMAL

5.2.2.06.02

5.2.2.06.03

5.2.2.07
. 5.2.,2.07.01
5.2.2.07.02

5.2.2.07.03

5.2.2.08.01
5.2.2.09

5.,2.2.09.01
- 5.2.2.09.02
5.2.2.09.03

5.2.2.09.04
5.2.2.09.05

5.2.2.09.06
5.2.2.09.07

5.2.2.09.08
5.2.2.09.09

5.2.2.10.01
5.2.2.10.02
5.2.2.10.03
5.2.2.10.04
5.2.2.10.05
5.2.2.10.06
5.2.2.10.07
5.2.2.10.08
5.2.2.10.09

5.2.2.10.10

5.2.2.10.11"

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung
Bermotor Penumpang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung
Bermotor Khusus

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung

Tak Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung
Tak Bermotor Untuk Barang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung
Tak Bermotor Penumpang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung
Tak Bermotor Khusus
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor
Udara
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi

Logam Terpasang pada Pondasl

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi

Logam yang Berpindah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel
Listrik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Pengangkat Bermesin :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel
Kayu '

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel
Khusus

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -.Pengédaan Peralatan Las
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak
Bermesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel
Konstruksi Logam

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel
Listrik !

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel
Service !

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Pengangkat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar
(Standart Tool)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus
(Special Tool)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel
Kerja '

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-
tukang Besl ,

Belanja Modal Peralatan dan Masin - Pengadaan Peralatan Tukang
Kayu ‘

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang
Kulit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Ukur, Gip
& Fetlng




KODE REKENING
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Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

Belanja Modal Peralétan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal

Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Ukur/Test
Intelegensia

Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Ukur/Test Alat
Kepribadian

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur /T est
Klinis Lain ‘

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kahbrasn
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Ukur/Pembanding

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Timbangan/Blora

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak
Timbangan/Blasa -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan
Bangunan 2 HL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran
Latex/Getah Susu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar
Berbagal Kapasltas
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan _

Belanja Modal Peralatan-dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
Tanah dan Tanaman

Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat
: Panen/PengoIahan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat
Peternakan

Belanja Modal Pera]atan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
- Hasil Percobaan Pertanian

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Pertanian i

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen

. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
Produksl Perikanan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan .
Tanaman/Alat Penyimpan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaén Alat Pemeliharaan
Tanaman

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap
Ikan P

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik




; T * | . SALDO
KODE REKENING : URAIAN : : NORMAL
5.2.2.14.02 - Belanja Modal Perdlatan dan Mesin - Pengadaan Mesin
Hitung/Jumiah 1
5.2.2.14.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AIat Reproduksi
(Pengganda)
5.2.2.14.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
‘ ‘ Perlengkapan Kantor
. 5.2.2.14.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5.2.2.15 -Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.2.15.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5.2.2,15,02 Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Pengukur
Waktu |
5.2.2.15.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemberslh
5.2.2.15.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5.2.2.15.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5.2.2.,15.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
. Lainnya (Home Use)
5.2.2.15.07 ~ Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Pemadam
: Kebakaran b
5.2.2.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5.2.2,16.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Komputer Unit
Jaringan ; :
5.2.2.16.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5.2.2.16.03 ' Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe ‘
5.2.2.16.04 |- Belanja Modal Peralat_an dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini
Komputer
5.2,2.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
Komputer ‘
5.2.2.16.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5.2.2.17 _ Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi
‘ Kerja/Rapat Pejabat ’
5.2.2.17.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5.2.2.17.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejébat
5.2.2.17.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5.2.2.17.04 Belanja Modal Pefalatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5.2.2,17.05 ' Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadab Depan
Meja Kerja Pejabat
5.2.2.17.06 ~ Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di
' Ruangan Pejabat :
5.2.2.17.07 ' Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip
Pejabat
5.2.2.18 Belanja Modal Peralétan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5.2.2.18.01 Belanja Modal Pefralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio
Visual £
5.2.2.18.02 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan StUdIO.
Video dan Film ,
5.2.2.18.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio
' Video dan Film A" _
5.2.2.18.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak -
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Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Computing ‘

Belanja Modal Peralatan.dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Pemetaan Ukur :

Belanja Modal Peralatén dan Mesln - Pengadaan Alat Komunikasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Telephone 1

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Radio SSB . !

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

Radio HF/FM |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunlkasn
Radio VHF %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komumkass
Radio UHF }

Belanja Modal Pera‘latan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Sosial

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi

:Belanja Modal Peralatén dan Mesln - Pengadaan Peralatan Pemancar

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
MF/MW |

Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Peralatan Pemancar
HF/SW ; :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
VHF/FM ;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
UHF 1

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
SHF ‘

Belanja Modal Perglatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena
MF/MW ‘

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena

HF/SW |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena
VHF/FM |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena
UHF |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena

.SHF/Parabola

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Translator VHF/VHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Translator UHF/UHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Translator VHF/UHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Translator UHF/VHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Microvawe FPU |

Belanja Modal Pe}alatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Microvawe Terestrial

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Microvawe TVRO

Belanja Modal Pe‘ralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy
Load

Belanja Modal Péralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena




5.2.2,21.22

5.2.2.22
5,2.2.22.01

5.2.2.22.02

5.2,2.22.03

Jiwa 1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Hewan | '

Belanja Modal Peralatari dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Perawatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Rehabilitasi Medis

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Matra Laut

KODE REKENING " URAIAN SALDO
; NORMAL
5.2.2.20.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara
Antena
5.2.2.20.21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
.2.,20,22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humitity Control
5.2.2.20.23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input
. Equipment
©5.2.2.20.24 _Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena
; Penerima VHF o
5.2.2.21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.2.21.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Umum 1
5.2.2.21.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Glgi |
5.2.2.21.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
: Keluarga Berencana
5.2.2.21.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
- Mata :
5.2.2.21.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
: - T.H.T »
5.2.2.21.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen
5.2.2.21.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasl
5.2.2.21.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AIat-AIat
Kedokteran Bedah
5.2.2.21.09 Belanja Modal Peralaton dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5.2,2,21.,10 ~ Belanja Modal Perala;tan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Baglan penyakit Dalam :
.2.2.21.11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary
5.2.2.21.12 Belanja Modal Pera!atan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan-
o Anak
5.2.2.21.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set
5.2.2.21.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Penderita Cacat Tubuh ,
5.2.2.21.15 Belanja Modal Peralaian dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Neurologi (syaraf) ‘
5.2.2.21.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Kedokteran
: Jantung :
5.2.2.21.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran
Nuklir
5.2.2.21.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Radiologi f
5.2.2.21.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
, Kulit dan Kelamin | .
5.2.2.21.20 Belanja Modal Perala;tan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Gawat Darurat
5.2.2.21.,21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
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5.2.2.22,04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Matra Udara

5.2.2.22.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Kedokteran Kepolisian ;

5.2.2.22.06 Belanja Modal Peralétan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Olahraga » _

5.2.2.23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit

o Laboratorium

5.2.2.23.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Kimia Air

5.2.2.23.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Microbiologl

5.2,2.23.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Hidro Kimia

5.2.2.23.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Model/Hidrolika

5.2.2,23.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium

‘ Buatan/Geologi
5.2.2.23.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

5.2.2.23.07
5.2.2.23.08
5.2.2.23.09
5.2.2.23.10
5.2.2.23.11
5.2.2.23.12
5.2.2.23.13
5.2.2.23.14
5.2.2.23.15
5.2.2.23.16
5.2.2.23.17
5.2.2.23.18
5.2.2.23.19
5.2.2.23.20
5.2.2.23.21
5.2.2.23.22
5.2.2.23.23
5.2.2.23.24
5.2.2.23.25

5.2.2.23.26

Bahan Bangunan anstruksi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum
Aspal Cat & Kimla !

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium
Mekanik Tanah daniBatuan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

. Cocok Tanam !

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Logam, Mesin, Llstrik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Logam, Mesin Llstnk A

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Laboratonum
Umum

Belanja Modal Peralatan dan Mes»n Pengadaan Alat Laboratorium
Umum A ‘

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AIat Laboratonum

_ Kedokteran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Microbiologi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratonum
Kimia

.Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Microblologi A

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Patologi '

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Immunologi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Hematologi -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Film .

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Makanan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

, Standarisasi, Ka||bl"aSl dan Instrumentasl

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Farmasl

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum

Fisika

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
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‘ Hidrodinamika

5.2.2.23.27 ‘Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

' : Klimatologi

5.2.2.23.28 ~ Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

: : Proses Peleburan

5.2.2.23.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Pasir -

5.2.2.,23.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Proses Pembuatan Cetakan

5.2.2.23.31 " Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratonum

; Proses Pembuatan Pola

5.2,2.23.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Metalography

5.2.2.23.33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Proses Pengelasan

5.2.2.23.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Ujl Proses Pengelasan ‘

5.2.2.23.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratonum '

' ' Proses Pembuatan Logam

5.2.2.23.36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum

' _ Matrologie

5.2.2.23.37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Proses Pelapisan Logam '

5.2.2.,23.38 Belanja Modal Peratatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum
Proses Pengolahan Panas

5.2.2.23.39 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum

" Proses Teknologi Textll

5.2.2.23.40 " Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum
Uji Tekstel -

5.2.2.23.41 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

: S Proses Teknologl Keramik :
5.2.2,23.42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
: Proses Teknologi Kulit Karet
5.2.2.23.43 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
‘ Uji Kulit, Karet dan Plastik ; :

5.2.2.23.44 Belanja Modal Peraiatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Uji Keramik

5.2.2.23.45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Proses Teknologl Selulosa

5.2.2.23.46 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

_ Pertanian

5.2.2.23.47 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratonum
Pertanian A :

5.2.2.23.48 Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Laboratorium

‘ -Pertanian B
5.2.2.23.49 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
: Elektronika dan Daya
5.2.2.23.50 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
. energi Surya
5.2.2.23.51 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
‘ Konversi Batubara dan Biomas ~

5.2,2.,23.52 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum
Oceanografi

5.2.2.23.53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum
Lingkungan Perairan ‘

5.2.2.23.54 Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Laboratorium
Biologi Peralatan -

5.2.2.23.55

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum
Blologl : :
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5.2.2.23.56 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Geofislka
5.2.2.23.57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
, Tambang
5.2.2,23.58 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
: Proses/Teknlk Kimia :
5.2.2.23.59 ‘ Belanja Modal Peralatan dan Mesnn Pengadaan Alat Laboratorium
~. Proses Industri
5.2.2.23.60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan.Alat Laboratorium
Kesehatan Kerja
5.2.2.23.61 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratornum
’ KearSIpan ‘
5.2.2.23.62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium
Hematolog! & Urinalisis
5.2.2.23.63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Lainnya
5.2.2.23.64 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium
Hematologl & Urinalisis A
5.2.2.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pehgadaan Alat Peraga/Praktek
Sekolah ‘ _
5.2.2.24.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :
- Bahasa Indonesia
5.2.2,24.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :
Matematika .
5.2.2.24.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA
Dasar ;
5.2.2.24.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA
' Lanjutan
5.2.2.24.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA
‘ Menengah ) -
5.2.2.24.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bldang Studi : IPA
Atas
5.2.2.24.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bldang Studi : IPS
5.2.2.24.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :
Agama Islam
5.2.2.24.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :
Ketrampilan
5.2.2.24.10 ' » Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :
Kesenian
5.2.2.24.11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah
Raga ;
5.2,2.24.12 Belanja Modal! Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP
5.,2.2.24.,13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang
Pendidikan/Ketrampilan Lain-laln _
5.2.2.25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratonum
, Kimia Nuklir
5.2.2.25.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analyt;cal
' instrument _
5.2.2.25.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument
Probe/Sensor ,
5.2.2.25.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory
v Tool
5.2,2.25.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument
Probe/Sensor A :
5.2.2.25.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware

Plastic/Utensils -
5.2.2.25.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety
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Equipment
5.2.2.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Laboratorium
Fisika Nuklir / Elektronika
5.2.2.26.01 - Belanja Modal Peralatan dan-Mesin - Pengadaan Radiation Detector
5,2.2,26.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting
' and Scentific
5.2,2.26.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Assembly/Accounting System
5.2,2.26.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display
5.2.2.26.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power
Supply
5.2.2.26.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing
o Device
5.2.2.26.07 " .Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics
5.2.2.26.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator
5.2,2.26.09 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor
. Expermental System
5.2.2.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi /
Protek51 Lingkungan
5.2.2.27.01 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika
Kesehatan
5.2.2.27.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Alat Kesehatan
Kerja , .
5.2.2.27.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi
Lingkungan ,
5.2.2.27.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorologmal
Equipment
5.2.2.27.05 BelanJa Modal Peralatan dan Mesnn Pengadaan Sumber Radiasi
5.2.2.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication
and Non Destructive Testing
5.2.2,28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation
‘ Application Equipment-
5.2.2.28.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive
Test (NDT) Device
5.2.2.28.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Umum
Kedoteran /Klinik Nuklir
5.2.2.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi
5.2.2.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup
5.2.2.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium
Kualitas Air dan tanah
5.2.2.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Kualitas Udara
5.2.2.29.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Kebisingan dan Getaran
5.2.2.29.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium
Lingkungan
5.2.2.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratonum
o : Penunjang .
5.2.2.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Laboratorium Hidrodinamika ‘ _
5.2.2.30.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
5.2.2.30.02
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Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peng’adéan Peralatan’

Laboratorium Hidrodinamika Data Accquistion and Analyzing System

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pehgadéan Overhead Cranes

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum

Belanja Modal Peralatan dan Mesm Pengadaan Pemesinan : Model

Ship Workshop

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan :
Propeller Model Workshop

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan :
- Mechanical Workshop

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemeslnan
Precision Mechanical Workshop

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting

Shop

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship
Model Preparation Shop

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan. Pemesinan :
Electrical Workshop

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film
Equipment

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Apl

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - SenJata Bahu/Senjata Laras
Panjang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapls BaJa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Medan (Armed)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara
(Arhanud)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Kavaleri
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain

| BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersenJataan Non

Senjata Apl
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi

Belanja Modal Peralatan dan Meéln - Pengadaan Amunisi Umum
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan

NORMAL
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5.2.2.35.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlihdungan
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Banguhan D
5.2.3.01 Be!anja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung
- Tempat Kerja
5. 2 .3.01.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan
Gedung Kantor
5.2.3.01.02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan
Gudang
5.2.3.01.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
: Gudang Untuk Bengkel
5.2.3.01.04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan ‘
Gedung Instalasi
5.2.3.01.05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Laboratorium
5.2,3,01.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Kesehatan
5.2.3.01.07 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Oceananum/Opservatonum _
5.2.3 . 01.08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Ibadah
5.2.3.01.09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
‘ Gedung Tempat Pertemuan
5.2.3.01.10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Pendidikan
5.2.3.01.11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan .
Gedung Tempat Olah Raga , '
5.2.3.01, 12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
‘ Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5.2.3.01,13 Belanja Modal Geduhg dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Untuk Pos Jaga .
5.2.3.01.14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
5 , Gedung Garasl/Pool : .
5.2.3.01.15 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
‘ Gedung Pemotongan Hewan
5.2.3.01.16 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Pabrik ‘
5.2.3.01.17 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Stasiun Bus
5.2.3.01.18 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
' Kandang Hewan/Ternak
5.2.3.01.19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
’ Gedung Perpustakaan
5.2.3.01.20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
C Gedung Museum
5.2.3.01.21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
‘ Gedung TerminaI/Pelabuhan/Bandar
5.2.3.01.,22 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Pengujian Kelaikan
5.2.3.01,23 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Lembaga Pemasyarakatan
5.2.3.01.24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rumah Tahanan
5.2.3.01.25 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
: Gedung Kramatorium
5.2.3.01.26 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Pembakaran Bangkal Hewan
5.2.3.01.27

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
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5.2.3.02

1 5.2.3.02

5.2.3.02.

5.2.3.02

5.2.3.02.

5.2.3.02

5.2.3.02

5.2.3.03

5.,2.3.03.

5.2.3.03

5.2.3.03

5,2.3.04

5.2.3.04.

5.2.3.04

5.2.3.04.

5.2.3.04.

5.2.3.04

5.2.3.05

5.2.3.05.
5.2.3.05.

5.2.3.05.

5.2.3.06

5.2.3.06.

5.2.3.07

.01
.02

.03

04

. 05

06

.07

. 08

01

.02

.03

01

.02

03

04

.05

01

02

03

01
.02

.03

.01

Gedung ‘Tempat Kerja Lamriya
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Tnggal

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan
Rumah Negara Golongan I

v;_"BelanJa Modal Gedung dan Bangunan.- Pengadaan Bangunan
"Rumah Negara Golongan II

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rumah Negara Goloongan III

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
‘Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaén Bangunan
Asrama

Belanja Modal Gedung dan BangUnari - Pengadaan Bangunan Hotel

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Flat/Rumah Susun

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara

Belanja Modal Gedung dan Banguh’a'n - Pengadaan Bangunan
Menara Perambuan Penerang Pantal

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Perambut Penerangan Pantal Tidak Bermenara '

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Menara Telekomunikasi :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pehgadéan Bangunan

Bersejarah
' Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana

' Peringatan 4

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
. Rumah Adat

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rumah Peningggalan Sejarah '

BelanJa Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan |
Makam Sejarah

Belan]a Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan
Tempat Ibadah Bersejarah ,
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu
Peringatan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu
Kemerdekaan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu
Pembangunan :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu
Peringatan Lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan BangUnan\Candi

: Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi
~ Hindhu

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi

Budha

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Candl

Lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
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Bersejarah
5.2.3.08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu
, Titik Kontrol/Pasti .
5.2.3.08.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
: Tugu/Tanda Batas ; '
5.2.3.09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-
Rambu
5.2.3.09.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
‘ Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5.2.3.09.02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
' Rambu Tidak Bersuar
5.2.3.10 Belanja Modal Gedung dan Banguhan - Pengadaan Bangunan Rambu-
Rambu Lalu Lintas Udara
5.2.3.10,01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
' Runway/Threshold Light
5.2.3.10.02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach
' Slope Indicator (VASI)
5.2.3.10,03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Approach Light
5.2.3.10.04 BelanJa Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway
Identification Light(Rells)
5.2.3.10.05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal
5.2.3.10.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan D
5.2.4.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
5.2.4.01,01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
Negara/Nasional
5.2.4.01.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarmgan Pengadaan Jalan Propinsi
5.2.4.01.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
Kabupaten/Kota
5.2.4.01.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
5.2,4.01.05 Belanja Modal- Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
5.2.4.01.06 - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol
5.2.4.01.,07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta
5.2.4,01,08 Belanja Modal Jalan,A‘ rigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan
Pacu Pesawat Terbang
5.2.4,02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
5.2.4.02.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Negara/Naslonal
5.2.4.02.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Propinsi '
5.2.4.02.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Kabupaten/Kota
5.2.4.02.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Desa
5.2.4.02.,05 -Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Khusus
5.2.4.02.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
- Pada Jalan Tol . _
5.2.4.02.07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Pada Jalan Kereta Api
5.2.4.02.08 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarmgan Pengadaan Jembatan

" Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
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5.2.4.02.09 Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Janngan Pengadaan Jembatan
Penyeberangan

5.2.4.03 Belanja Modal Jalar, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

Irigasi

5.2.4.03.01 Belanja Modal Jalan, IngaSI dan Jarmgan Pengadaan Bangunan
Waduk Irigasi : s RO A ,

5.2.4.03.02 Belanja Modal Jalan, Irlga5| dan Jarmgan Pengadaan Bangunan
Pengambilan Irigasi .

5.2.4.03.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarungan Pengadaan Bangunan
Pembawa Irigas!

5.2.4.03.04 BelanJa Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Bangunan
-Pembuang Irigasl '

5.2.4.03.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Bangunan
Pengaman Irigasi

5.2.4.03.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi-dan Jaringan Pengadaan Bangunan
Pelengkap Irigasi

5.2.4.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

_ Pasang Surut

5.2,4.04.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Waduk Pasang Surut

5.2.4.04.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan
Pengambilan Pasang Surut

5.2.4.04.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pembawa Pasang Surut

5.2.4.04.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan
Pembuang Pasang Surut

5.2.4.04.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan

; - Pengaman Pasang Surut

5.2.4.04.06 Belanja Modal Ja\an, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pelengkap Pasang Surut

5.2.4.04.07 Belanja Modal Jalan, Irigasl dan Jarlngan Pengadaan Bangunan

, Sawah Pasang Surut
5.2.4.05 Belan]a Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Alr
Rawa :

5.2.4.05.01 Belanja Modal Jalan, Irigasl dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Alr
Pengembang Rawa dan Poder

5.2.4.05.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

, Pengembalian Pasang Rawa _

5.2.4.05.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pembawa Pasang Rawa :

5.2.4.05.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Bangunan
Pembuang Pasang Rawa

5.2.4.05.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengamanan Pasang Surut

5.2.4.05.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarmgan Pengadaan Bangunan
Pelengkap Pasang Rawa

5.2.4.05.07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Bangunan
Sawah Pengembangan Rawa ;

5.2.4.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarlngan Pengadaan Bangunan

. Pengaman Sungail dan Penanggulangan BA

5.2.4.06.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Waduk Penanggulangan Sungal

5.2.4.06.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengambilan Pengamanan Sungai -

5.2.4.06.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pembuang Pengaman

5.2.4.06.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan - Pengadaan Bangunan

Pembuang Pengaman Sungai




Belanja Modal Jalan, Irxgasu dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah
Dangkal ~
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5.2.4.06.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
: Pengaman Pengamanan Sungal :
5.2,.4.06.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pelengkap Pengamanan Sungal » ,
5.2.4.07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah..
5.2.4.07.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarlngan Pengadaan Bangunan
- Waduk Pengembangan Sumber Air-
5.2.4.07.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
C Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5.2.4.07.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
. = Pembawa Pengembangan Sumber Air
©5.2.4.07.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi-dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
‘ Pembuang Pengembangan Sumber Alr
5.2.4.07.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengamanan Pengembangan Sumber Alr
5.2.4.07.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pelengkap Pengembangan Sumber Alr
5.2.4,08 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Bangunan Air
Bersih/Baku
5.2.4.08.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi'dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air
Bersih/Air Baku
'5.2.4.08.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
» Pengambilan Air BerS\h/Baku
5.2.4.08.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pembawa Alr Bersih v
5.2.4.08.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
, Pembuang Alr Bersih/Air Baku
5.2.4.08.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pelengkap Air Bersth/Air Baku
5.2.4.09 Belanja Modal Jalan, Ingasl dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
- Kotor
5.2.4.09.01 Belanja Modal Jalan, Irigasl dan Jarlngan Pengadaan Bangunan
: Pembawa Alr Kotor
5.2.4.09.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
o Waduk Air Kotor
5.2.4.09.,03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
. Pembuangan Alr Kotor
5.2.4.09.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarlngan Pengadaan Bangunan
‘ Pengaman Alr Kotor -
5.2.4.09.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pelengkap Alr Kator
5.2.4.10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
5.2.4.10.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Alr
l.aut
5.2.4.10.02 Belanja Modal Jalan, ‘Irlgasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
Tawar ‘ :
5.2.4.11 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air
Minum/Air Bersin _
5.2.4.11.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka
Tanah '
5.2.4.11.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber
[Mata Alr
5.2.4.11.03 Belanja Modal Jalan, Ingasu dan Jaringan - Pengadaan Alr Tanah
Dalam
5.2.4,11.04
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5.2.4,11.05 BelanJa Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersm/Aw
' : Baku Lainnya - ' _
5.2.4.12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air

Bl Kotor ;
5.2.4.12.01 Belanja Modal Jalan, Irlgasl dan Jarlngan Pengadaan Instalasi Alr
‘ . Kotor . ,;,ﬂ,f,ﬁ,v.z._, o

5 . 2,4.12.,02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air
Buangan Industri
5.2.4.12.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air
Buangan Pertanian ,
5.2.4.13 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarmgan Pengadaan Instalasi
Pengolahan Sampah
5.2.4.13.01 Belanja Modal Jalan, Irigast dan Jaringa‘n - Pengadaan Instalasl
f Pengolahan Sampah Organik : ;
5.2.4.13.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasl
: Pengolahan Sampah Non Organik ‘
5.2.4.14 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pengolahan Bahan Bangunan
5.2.4.14.01 Belanja Modal Jalan, Irigasl dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pengolahan Bahan Bangunan
5.2.4.15 " Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pembangkit Listrik
5.2.4.15.01 Belanja Modal Jalan, Irigast dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit
Listrik Tenaga Alr
5.2.4.,15,02 ‘ Belanja Modal Jalan;, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel
5.2.4.15,03 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit
Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)
-5.2.4.15,04 -Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit
Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5.2.4.15.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit
“Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5.2.4.15,06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit
' Listrik Teinaga Nuklir (PLTN)
5.2.4.15.07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangklt
Uistrik Tenaga Gas (PLTG)
5.2.4.15.08 Belanja Modal Jalan, Irigasl dan Jaringan - Pengadaan Pembangklt
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5.2.4.15.09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangklt
Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
5.2.4.15.10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit
, Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5.2.4.15,11 | Belanja Modal Jalan, Irigasl dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
' " Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
(PLTSm)
5.2. 4.16 Belanja Modal Jalan, IrugaSI dan Jarlngan Pengadaan Instalasi Gardu
Listrik
5.2.4.16.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Gardu Listrik Induk
5.2.4.16.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaaninstalasi
: Gardu Listrik Distribusi
5.2.4.16.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarmgan Pengadaan Instalasi
Pusat Pengatur Listrik
5.2.4.17 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pertahanan , ,
5.2.4.17.01 - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instala;i

* Pertahanan Di Darat




Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Iimu
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5.2.4.18 : Belanja Moda! Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas
5.2.4. 18.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Instalasx
‘ - Gardu Gas :
5.2.4.18.02 Belanja Modal Jalan, Ingasl dan Jarmgan Pengadaan Instalasi
‘ Jaringan Pipa Gas et L S S
' 5.2.4.19 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
o , Pengaman - v
5.2.4.19.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pengaman Penangkal Petir
5.2.4.20 Belanja Modal Jalan, IrlgasI dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air
; ~ Minum
5.2.4.20.01 Belanja Modal Jalan, Irugasl dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
o : Pembawa
5.2.4.20.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarlngan - Pengadaan Jaringan
Induk Distribusi
5.2.4.20.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Jarmgan
: Cabang Distribusl :
5.2.4.20.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air
Minum Jaringan Sambungan Kerumah ,
'5.2.4.21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaﬁngan Listrik
5.2.4.21.01 Belanja Modal Jalan, Ingasn dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
A Transmisi
5.2.4.21.02 BelanJa Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Jaringan
, ; - Distribusi
5.2.4.22 Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
‘ Telepon
5.2.4,22.01 Belanja Modatl Jalan, Inga5| dan Jarlngan Pengadaan Jaringan
Telepon Di atas Tanah
5.2.4.22,02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
o Telepon Di bawah Tanah
5.2.4.22.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
: Telepon Didalam Alr
5.2.4.23 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas
5.2.4.23.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarmgan Pengadaan Jaringan Plpa
Gas Transmisl
5.2.4.23.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan Pengadaan Jaringan Pipa
‘ Distribusi
5.2.4.23.03 Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Janngan Pengadaan Jaringan Pipa |
o Dinas
5.2.4.23.04 Belanja Modal J_alan,‘IrIgasl dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya D
5.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
5.2.5.01.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
, Pengetahuan Umum :
2.5.01.02 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya Pengadaan Buku Filsafat
2.5.01.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
5.2.5.01.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Iimu Sosial
5.2.5.01.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Iimu Bahasa
5.2.5.01.06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika &
- Pengetahuan alam
5.2.5.,01.07
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Pengetanuan Prakus

5.2.5.01.08 - Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya Pengadaan Buku Arsitektur,

: - Kesenlan, Olah raga

5.2.5.01.09 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya Pengadaan Buku Geografi,
Biografi, Sejarah

5.2.5.02 : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan

. 5.2, 5 .02,01 ¢ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala

5.2.5.02.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan

5.2.5.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan

5.2.5.03.01 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya Pengadaan Barang- Barang

’ Perpustakaan Peta

5.2.5.03.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan Naskah (Manuskrip) :

5.2.5.03.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang ’
Perpustakaan Musik

5.2.5.03.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)

5.2.5.03.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita

5,2.5.03.06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang

S Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)

5.2.5.03.07 . Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang- Barang
Perpustakaan Rekaman Suara

5.2.5.,03.08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Barang
Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)

5.2.5.03.09 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang

' Perpustakaan Fllm Bergerak dan Rekaman Video ~

5.2.5.03.10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang- Barang
Perpustakaan Tarscalt )

5.2.5.04 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan
5.2.5.04.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak
’ Kebudayaan Pahatan
5.2.5.04.02 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya Pengadaan Barang Bercorak
' ' Kebudayaan Lukisan’

5.2.5.04.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan Alat Kesenian

5.2.5.04.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan Alat Olah Raga

5.2.5.04.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan Tanda Penghargaan

5.2.5.04.06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen :

5.2.5.04.07 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya - Pengadaan Barang Bercorak -
Kebudayaan Benda-benda Bersejarah

5.2.5.04.08 , Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

' Kebudayaan Barang Kerajlnan

5.2.5.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5.2.5.05.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga
Senam

5.2.5.05.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air

5.2.5.05.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga
Udara

5.2.5.05.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga
Lainnya
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5.2.5.06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan -
5.2.5.06.01 Belanja Modal Aset Tetép Lalnnya - Pengadaan Binatang Ternak
5.2.5.06.02 ‘Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas
5.2.5.06.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata -
5.2.5,06.04 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya - Pengadaan Binatang Ikan
5.2.5.06.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun
Binatang -. '
5.2.5.06.06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan
5.2.5.07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
5.2.5.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya - Pengadaan Tanaman
Perkebunan
5.2.5.07.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
' Holtikultura - '
5.2.5.07.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
5.2.5.07.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pehgadaan Tanaman Hias
5.2.5.07.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan
' Kosmetika
5.2.5.08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
A 5.2.5.08.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5.3 ~ BELANJA TAK TERDUGA '
5.3.1 Belanja Tak Terduga D
5.3.1.01 Belanja Tak Terduga
5.3.1.01.01 Belanja Tak Terduga
5.3.1.01.02 Belanja Tak Terduga Bencana Alam
5.3.1,01.03 Belanja Tak Terduga Luar Blasa Lainnya
6 TRANSFER
6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | )
6.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah D
6.1.1.01 Transfér Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
‘ ' Kabupaten/Kota :
6.1.1.01.01 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
' Kabupaten/Kota
6.1.1.01.02 Transfer Bagl Hasl! Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi
6.1.1.01.03 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
6.1.2 Transfer Bagi Hasil Pehdapatan Lainnya D
6.1.2.01 ‘Transfer Bagl Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota/Desa
6.1.2.01.01 Transfer Bagl Hasll Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota/Desa .
6.1.2.01.02 D] SO eveserenterres
6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemetrintah Daerah L_ainnya D
6.2.1,01 Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
6.2.1.01.01 Tfansfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
6.2.1.02 Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6.2.1.02.01
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| 6.2.2 Transfer Bvahtuan Keuangan ke Desa D
6.2 W2, Oi - Transfer Béhtuan Keuangan ke Desa ;
6.2.2.01.01 Traﬁsfer’ Bantuan Keuangan ke Desa.
6.2.2.01.02 D) S U ,
-6 .’2 : 2. 02 Transfer Bantuan Keuangan ke Ke!urahan SN
6.2.2.02.01 ‘ Transfer Bantuan Keuangan ke Lembagé Kemasyarakatan dr
R - Kelurahan
6. 2 .3 Transfer Bantuan Keuangan Léinhya D
6.2.3.01 ~Transfer Bahtuan Keuangan kepada Partéi politik -
6.2 . 3.01.01 Transfer éantuan Keuahgan,kepada Parrai politik
6.2.3.01.02 DSE..iiiiiveirenenreeseneinssinsins ‘
6,2.4 L Transfer Dana Otonomi Khusus D
6.2.4.01 Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota.
6.2 ‘4. 01.01 Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota
6.2.4.01.02 DSt :
7 | PEMBIAYAAN
7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7.1.1 Penggunaan SiLPA - K
7.1, 1 .01 Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
7.1,1,01.01 Penggunaan SILPA tahun sebelumnya :
7.1.1.02 Koreksi SiLPA , ;
7.1.1.02.01 ~ Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7.1.1.02.02 Laln—la&n
7.1.2 erencalran Dana Cadangan K
7.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan
7.1. '2‘. 01i.’01 : ,Peﬁcairan Dana Cadangan
7.1 3 | Hasil Penjualan_ Kekayaan Daerah yang Dipisahkan K
7.1.3. 01’ Hésil Penjualan Kekayaan Daérah yang Dipisahkan . "
7.1.3.01.01 Hasll penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan pada perusahaan
o milik Pemerintah/ BUMN :
7.1.3.,01.02 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dnpxsahkan pada perusahaan
_ : milik daerah/ BUMD :
7.1,3.,01.03 "~ Hasil penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan pada perusahaan
- milik swasta
7. 1.4 PmJaman Dalam Negeri K
7.1.4.01 Panaman Dalam Negeri dari Bank
7.1.4.01.01 ijaman Dalam Negeri darl Bank
7.1, 4 02 Pinjaman Dalam Negeri dan Lembaga Keuangan Bukan Bank -
7.1.4.02.01 Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7.1.4.03 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7.1.4.03. Ol Peherimaan Hasil Penerb’ltan.ObligasiﬂDaerah
7.1.4.04 Pinjaman Dalam Negeti dari Pémerintah Pusat
7.1.4. 04 .01 ~ Pinjaman Dalam Negeri dari Pemenntah Pusat
7.1 ‘. 4 .05 Plnjaman Dalam Negeri dari Pemerlntah Provinsi Lalnnya
7.1.4.05
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- 7.1.4.06 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kofa

7.1.4.06.01 o _Pinjamén Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota

7.1.5 ~ Penerimaan Kembali Piutang ‘ K

7.1.5.01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara

7.1.5.01.01 Penerimaan Kembali Piutarg képada Perusahaan Negara
-»7.1.,5,02 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah

7.1.5.02.01 - Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah

'7.1.5.03 Penerimaan Kemball Piutang kepada Pemerintah Pusat

7.1.5.03.01 ‘ Penerimaan Kembali Piutané kepada Pemerinfah Pusat

7.1.5,04 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

7.1.5.04.01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

7.1.5.05 Penerimaan 'Kembali Piutang Lainnya

7.1.5.05.01 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya

7.1.6 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya K

7.1.6.01 Penerimaan Kembali Investasi d'alam Proyek Pembangunan |

7.1.6.01.01 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan

7.1.6.02 | Penarikan Dana Bergulir

7.1.6.02.01 Penarikan Dana Berguiir

7.1,6.03 Pencairan Deposito Jangka Panjang

7.1.6.03.01 Pencairan Deposito Jangka Panjang

7.1, 6. .04 Penerimaan Kemball Investast Non Permanen Lainnya

7.1.6.04.01 Penerimaan Kemball Investasl Non Permanen Lainnya

7.1.7 :' Pinjaman Luar Negeri K

7.1.7.01 Pinjaman Luar Negerl -

7.1.7.01.01 ~ Pinjaman Luar Negerl

7.1.,8 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya A K.

7.1,8.01 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya

7.1.8.01.01 | Pénerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya

7.1.9 | Pena‘rikan dari AMU Bank Jateng ; K

7.1. 9 .01 - Penarikan darl AMU Bank Jateng

7.1.9. 01.01 Penarikan dari AMU Bank Jateng

7.1.11 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng K

7.1.11.01 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng

7.1.11.,01.01 Sharing Cadangan TL:jUan dari Bank Jateng

7.1.12 - Sisa Saldo Laba Dari Bank Jateng K

7.1.12.01 Sisa Saldo Laba Darl Bank Jateng

‘7 .1.12.01.01 Sisa Saldo Laba Dafi ‘Bank Jateng

7.1.13 Penerimaan Kembali Invetasi Permanen K

7.1.13.01 Penerimaan Kembali Investasi Permanen |

7.1.13.01,01 | Penerimaan Kembali Investas! Permanen

7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN

7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan D
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7.2.1.,01 Pembentukan Dana Cadangan
7.2.1.01.01 . Pembentukan Dana Cadangan
7.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah D
7.2.2.01 Penyertaan Modal pada BUMN k
7.2.2.01.01 Penyertaan Modal pada BUMN -

©7.2.2.02 Penyertaan Modal pada BUMD
7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD :
7.2.2.02.02 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
7.2.2.02.03 Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
7.2.2.02.04 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Apotek Sukowati
7.2.2.03 Penvertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7.2.2.03.01 Pényertaan Modal péda Perusahaan Swasta
7.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri D
7.2.3.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7.2.3.01.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepéda Bank
7.2.3.02 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7.2.3.02.01 Pembayaran Pokok ijaman kepada Lembaga Keuangan Bukan

Bank

7.2.3. 03, Pelunasan Obligasi Daerah
7.2.3.03.01 Pelunasan Obligasi Daerah
7.2.3.04 Pembayaran Pokok Pinjéman kepada Pemerintah Pusat
7.2.3.04.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7.2.3.05 Pembayaran Pokok Pinjéman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7.2.3.05.01 Pembéyaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7.2.3.06 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7.2.3.06.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah D
7. .01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara

7.2,4.01.01 Pemberian Pinjaman'Daerah kepada Perusahaan Negara
7.2.4.02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7 .2.4,02.01 'Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7.2.4.03 Pemberlan Plnjarhan Daerah kepada Pemerintah Pusat
7.2,.4.03.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat -
7. 04 Pemberian Pinjaman Daérah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.2.4.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya :
7.2.5 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya D
7.2.5.01 Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan ‘
7.2.5.01.01 Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7.2.5.02 ‘Pembentukan Dana Bergulir
7.2.5.,02.01 Pembentukan Dana Bergulir
7.2.5.03 Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7.2.5,03.01 Pembe’ntukan, Deposito Jangka Panjang
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7.2.5.04 Pembentukan Investasl Non Permanen Lainnya
7.2.5.04.01 ‘ Pembentukan Investasl Non Permanen Lainnya
7.2.6 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri -D
7.2.6.01 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Ne.geri‘, S, |
7.2,6,01.01 Pembayarén Pokok Pinjaman Luér Negeri
7.2.7 Pembayaran Utang Jangka Panjang .Lainnyar D
7.2.7.01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lalnnya
7.2.7.01.01 Pembayafa_n Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.8 | Pembayaran Hutang Belanja ‘ D
7.2.8.01 Pembayaran Hutahg Belanja
7.2.8.01.01 Pembayaran Hutang Belanja
7.3 SALDO ANGGARAN LEBIH
7.3.1 Surplus/Defisit LRA K
7.3.1.01 | Surplus/Defisit LRA ‘
7.3.1.01.01 Surplus/Defisit LRA - _
7.3.2 Pembiayaan Netto K
7. 3 2.01 Pembiayaan Netto
7.3.2.01.01 Pembiayaan Netto
7.3.3 SiLPA/SiKPA K
7.3.3.01 SILPA/SIKPA
7.3.3.01.01 SILPA/SIKPA
7.3.4 ‘Perubahan SAL K
7.3.4.01 Perubahan SAL
7.3.4.01.01 Perubahan SAL
8 PENDAPATAN -LO
8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8.1.1 Pendapatan Pajak Daérah -LO K
8.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8.1.1.01.01 PKB - Mobil Penumpan‘g. - Sedan - LO
8.1.1.01.,02 PKB - Mobil Penumpang -‘Jeep -L0.
8.1.1.01.03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8,1,1,01.04 PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8.1.1,01.05 PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8.1.1.01.06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8§.1.1.01.07 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8.1.1,01.08 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8.1.1,01.09 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8.1,1.01.10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8.1.1.01.11 PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8.1.1.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO.
8.1.1.02.01 BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO
8.1.1.02.02 BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO
8.1.1.02,03 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
8.1.1.02.04 BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO
8.1.1.02.05 BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO




KODE REKENING

URAIAN SALDO
; NORMAL

8.1.,1.02.006 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO

8.1.1.02,07 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO

8.1,1.02.08 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO

8.1.1.02.09 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO

8.1.1,02.10 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3-10

8.1,1.02.11 'BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Diopera5|kan di Air - LO

8.1.1.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

8.1.1,03.01 Pajak Bahan Bakar Premium - LO

8.1.1,03.02 Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO

8.1.1.03.03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO

8.1.1.03.04 Pajak Bahan Bakar Solar - LO

8.1,1.03.05 Pajak Bahan Bakar Gas - LO

8.1,1.03.06 Dst ivverveerenees

8.1.1.04 Pajak Air Permukaan - LO

8.1.1.,04.01 Pajak Air Permukaan - LO

8.1.1.05 Pajak Rokok - LO

8. 1 1.05.01 Pajak Rokok - LO

8.1.1.06 _ Pajak Hotel - LO

8.1.1,06.01 Hotel - LO

8.1.1.06.02 Motel - LO

8.1.1.06.03 - Losmen - LO

8.1.1.06.04 Gubuk Pariwisata - LO -

8.1,1.06.05 Wisma Pariwisata - LO

8.1.1.06.06 Pesanggrahan - LO

8.1.1.06.07 Rumah Penglnapan dan Sejenisnya - LO

8.1.1.06.08 Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO

8.1.1.07 Pajak Restoran - LO ‘

8.1.1,07.01 Restoran - LO

8.1.1.07.02 Rumah Makan - LO

8,1.1.07.03 Kafetaria - LO

8.1,1,07.04 Kantin - LO

8.1.1.07.05 Warung - LO

8.1,1,07.06 Bar - LO ,

8.1.1.07.07 Jasa Boga/ Katering - LO

8.1.,1.08 Pajak Hiburan - LO

8.1.1.08.01 Tontonan Film/Bloskop - LO

8.1.1.08.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO

8.1.1.08.03 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - L0

8.1.1,08.04 Pameran - LO

8.1.1.08.05 Diskotik, Karaoke, K\ab Malam dan SeJemsnya Lo -

8.1,1.08.06 Sirkus/Akrobat/Sulap - LO

8.1.1.08.07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO

8.1.1.08.08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO

8.1.1.08.09 Pantl Pijat, Refleksl, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes
o center) - LO

8§8.1.1,08.10 Pertandingan Olahraga - LO

8§.1.1.08.11 Penyelenggaran Tempat Wisata- LO

8.1.1.08.12 Kolam Renang-LO

8.1.1.09 Pajak Reklame - LO
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8§.1,1.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO

8.1.1.09.02 Pajak Reklame Kain - LO

8.1.1.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO

8.1.1.09.04 . Pajak Reklame Selebaran - LO ;

8.1.1,09.05 Pajak Reklame Berjalan - LO . ... . oo

8.1,1.09.06 Pajak Reklame Udara - LO

8.1.1.09.07 Pajak Reklame Apung - LO

8.1.1.09.08 ‘Pajak Reklame Suara-LO

8.1.1.09.09 Pajak Rekiame Film/Slide - LO

8.1.1.09.10 Pajak Reklame Peragaan - LO

8.1.1.09.11 Reklame Baliho- LO

8.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan - LO

8.1.1,10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO

8.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO

8.1.1.11 Pajak Parkir.- LO

8.1.1.11.01 - Pajak Parkir - LO

8.1.1.12 - Pajak Alr Tanah - LO

8.1.1,12,01 ~ Pajak Alr Tanah - LO '

8.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet - LO

8.1.1.13.01 Pajak Sarang Burung Walet - LO

8.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO

8.1.1.14,01 Asbes - LO

8.1.1,14,02 Batu Tulls - LO

8.1.1.14,03 ~ Batu setengah permata - LO

8.1.1.14.04 - Batu Kapur - LO

8.1.1.14.05 Batu Apung - LO

8.1.1.14.06 Batu Permata -~ LO

8.1.1.14.,07 Bentonit - LO

8.1.1,14.08 Dolomit - LO

8.1.1.14.09 Feldspar - LO

8.1.1,14.10 Garam Batu (Halite) - LO

8.1.1,14.11 Grafit - LO

8.1.1.14.,12 Granit/Andesit - LO

8.1.1.14.13 Gips - LO

8.1.1.14.14 Kalsit - LO

8.1.1.14.15 Kaolin - LO

8.1.1,14.16 Leusit - LO

8.1.1.14.17 Magnesit - LO

8.1.1.14.18 Mika - LO

8.1.1.14.19 Marmer - LO

8.1.1.14.20 Nitrat - LO

8.1.1.14.21 Opsidien - LO

8.1.1.14,22 Oker - LO

8.1.1.14.23 Pasir dan kerikil - LO

8.1.1.14.,24 Pasir‘ Kuarsa - LO

8.1,1.14.25 Perlit - LO

8.1.1.14.26 Phospat - LO

8.1:1.14,27 Talk - LO

8.1.1.14.28 Tanah Serap (Fullers earth) - LO

8.1.1.14.29 Tanah Diatome - LO




SALDO

Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO

'KODE REKENING b -
Sttt Ce URAIAN . NORMAL -
©8.1.1.14.30 ~ - Tanah Liat - LO
©8.1.1.14.31 ~ Tawas (Alum) - LO
8.1.1.14.32 - Tras-10
'8.1.1.14.33 ~Yarosif - LO
8.1.1.14,.34 - Zeolit - LO . }
:: 8.1.1.14.35 ; Basal '
8,1.1.14.36 Trakit - LO g
8.1.1. '14 .37 1 Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO
8.1.1 .15 ‘ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8. 1. 1.15.01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO‘
S 8.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8.1.1.16.01  BPHTB - Pemindahan Hak -LO
- 8.1.1.16.02 BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
8.1.,1.17 PaJak ngkungan LO
- 8.1.1.17.01 ~ Pajak Lingkungan Lo ,
o 8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah -LO - K
o 8.1.2.01  Retribusi Pelayanan Kesehatan - L0
8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lo
8.1.2.01.02 _Puskesmas keliling - LO §
8.1.2.01.03 ‘Puskesmas pembantu - LO
8.1.2.01,04 - Balal Pengobatan - LO
8.1.2.01.05 ~ Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8.1.,2.01,06 Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang SeJenls yang Dimiliki
EINh dan/atau Dikelola oleh Pemda - LO
8.1.2. 02 Retrxbu5| Pelayanan Persampahan/ Kebersnhan LO
8.1.2.02.01 .Pengambilan/PengumpuIan Sampah dan Sumbernya ke Lokasi
* s Pembuangan Sementara - LO .
8.1.2.02.02 Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi -
I ’ ' Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir
: o ~ Sampah Lo - v . ;
8.1.2, 02.03 Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akh:r Sampah LO
8.1.2 03 RetrlbUSl Penggantlan Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
R R Catatan Sipil - LO _ '
- 8.1.2.03.01 ~ Kartu Tanda Penduduk - LO ~
8.1.2.03.02 : Kartu Keterangan Bertempat Tnggal Lo
°8.1,2.03.03 Kartu Identitas Kerja - LO ‘
©8.1,2.03.04 Kartu Penduduk Sementara - LO
8.1.2.03.05  Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8.1.2,03.06 - Kartu Keluarga - LO
-8.1.2, 0’3‘ 07 .Akta Catatan Sipll - ; i
' _8 +1.2,04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat LO
8.1.2.04,01 Pelayanan Penguburan/Pemakaman LO .
8.1.2.04.02 Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat - LO
8.1.2.05 'Retribu5| Pelayanan Parklr di Tepi Jalan Umum LO
8.1.2.05.01 Penyedlaan Pelayanan Parkir di Tep| Jalan Umum LO
8.1.2.06 Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8.1,2.,06.01 Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran - LO
8.1.2.06.02




KODE REKENING

' ‘ SALDO
-URAIAN :
NORMAL
8.1.2.06.03 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO
8.1.2.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8.1.2.07.01 Retribusl PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8§.1.2.07.02 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
- 8.1.2.07.03 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO |
8.1.2,07.04 Retribusi PKB - Mobll Bus - Microbus - LO
.8.1.2.07.05 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8. 1;'. 2.07.06 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO.
8.1.2.07.07 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8.1.2,07.08 - Retribusl PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8.1,2.07.09 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8.1.2.07.10 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8.1.2.07.11 Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
1.2.07.12 Retribusi PKB-Kendaraan Bermotor Mobil Baru - LO
8.1.2.08 Retribusl Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8.1 .2.,08.01 Pelayanan Pemerlkséan dan/atau Pengujian Alat Pemadam
Kebakaran-L0 ' '
8.1.2.08.02 Alat Penanggulangan Kebakaran --LO
8.1,2.08.03 Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8.1.2.09 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8.1.2.09.01 Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8.1,2.09.02 Penyediaan Peta Foto - LO
8.1.2.09.03 PenYediaan Peta Digital - LO
8.1.2.09.04 Penyediaan Peta Tematik - LO .
8.1.2.09.05 Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8§,1.2.10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8.1.2.10.01 Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8.1.2.11 Retribusl Pengolahan Limbah Calr - LO
8.1.2.11.01 - Rumah Tangga - LO ‘
8.1.2.11.02 Perkantoran - LO
8.1.2.11.03 Industri - LO
8.1.,2.12 Retribusi Pelayanan Tei'a[r era Ulang - LO
8.1.2.12.01 " Pengujlan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya -
LO ' ‘
8.1.2.12.02 Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LO
8.1.2.13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8.1.2.13.01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8.1,2.13.02 Pelatihan Teknis - LO ’ -
8.1.2.14 Retribusi Pehgendallan Menara Telekomunikasi - LO
8.1,2.14.01 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO
8§.1.2.,15 Retribusl Pemakalan Kekayaan Daerah - LO
8.1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8.1.2.15.02 Laboratorium - LO ’
8.1.2.15.03 Ruangan -LO
8.1.2.15.04 Kendaraan Bermotor - LO
8.1.2.16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8.1.2.16.01 Penyediaan Fasilitas:Pasar Grosir berbagai Jenls Barang - LO
8.1.2.16.02 Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO




KODE REKENING ’ URAIAN - ‘N%‘;::L
8.1.2.30.01 Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8.1.2.30.02 Pemberlan Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LO
8.1.2.31 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO

'8.1.2.31.01 Penggunaén Ruas Jalan Tertentu - LO
8.1.2.31.02 Penggunaan Koridor Tertentu -LO
8.1.2.31.03 Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh

' ' Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO
8.1.2.32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) - LO
8.1.2.32.01 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja
Asing - LO ‘ :
8.1.2.33 Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatén-LO
8.1.2,33.01 Retribusl Pelayanan Laboratorium Kesehatan-LO
8.1.2.34 Retribusi Pelayanan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan-LO
8.1.2.34.01 Retribusi Pelayanan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan-LO
8.1.2.35 Retribusi 1jin Lokasi - LO
8.1.2,35.01 Retribusi Ijin Lokasi - LO ,
8.1.2.36 Retribusi Izin Penggunaan Titik Lokasi Reklame - LO
8.1.2.36.01 Retribusl'Izin Penggunaan Titik Lokasi Reklame - LO
8.1.2.37 Retribusi Ijin Penggilingan Padi - LO
8§.1,2,37.01 Retribusi Ijin Penggilingan Padi - LO

'8.1.2.38 Retribusi Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja - LO
8.1.2.38.01 Retribusi Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja - LO
8.1.,2.39 Retribusi Tanda Daftar Perusahaan - LO
8.1.2,39.01 Retribusl Tanda Daftar Perusahaan - LO
8.1.2.40 Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan - LO
8.1.2.,40.01 Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan - LO
8.1.2.41 Retribusi Tjin Usaha Industri - LO
8.1. 2 .41,01 Retribusl Ijin Usaha Industri - LO
8.1.2.42 Retribusi Tanda Daftar Gudang - LO
8.1.2.42.01 Retribusi Tanda Daftar Gudang - LO
8.1.2.43 Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksl - LO
8§.1.2.43.01 Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi - LO
8.1.2.44 Retribusi Ijin Sarana Kesehatan dan Sarana Umum -0
8.1.2.44.01 Retribusi Ijin Sarana Kesehatan dan Sarana Umum - LO
8.1.2.45 Retribusi Ijin Lembaga Pelatihan Kerja - LO
8.1.2.45.01 Retribusi Ijin Lembaga Pelatihan Kerja - LO
8.1.2.46 Retribusi Ijin Penataan Pedagang Kaki Lima - LO
8.1.2.,46.01 " Retribusi Ijin Penataan Pedagang Kaki Lima - LO
8.1.2.47 Retribusi 1jin Usaha Pengelolaan Pariwisata - LO |
8.1,2.47.01 Retribusl Tjin Usaha Pengelolaan Pariwisata - LO
8.1.2.48 Retribusi Ijin Perfilman dan VCD - LO
8.1.2.48.01 Retribusi Ijin Perfilman dan VCD - LO
8.1.2.49 Retribusi Penerimaan RSPD - LO




Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara - LO

KODE REKENING URAIAN - SALDO
’ : ‘ NORMAL
8.1.2.49.01 Retribusi Penerimaan RSPD - LO
8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang K
Dipisahkan-L0
'8.1.3.01 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LO ; ,
8.1.3.01.01 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO
8.1.3.01.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .............. -0
8.1. 3 .01.03 Baglan Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Jateng
8.1.3.01.04 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Daerah- LO
8,1.3,01.05 Baglan Laba Atas Penyertaan Modal Pada BPR BKK Tasikmadu- LO |
8.1.3.01.06 Bagian Laba Atas Pényertaan Modal Pada BPR BKK Karanganyar- LO
8.1.3.01.07 Bagian Laba Atas Pényertaan Modal Pada Bank Karanganyar- LO
8.1.3.01.08 " Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Apotik Sukowati - LO
8.1.3.01.09 Baglan Laba atas Penvertaan Modal pada PDAM - LO
8,1.3.01.10 Baglan Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Aneka
Usaha ‘
8.1.3.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN - LO
8.1.3.02.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO
8.1.3.02.02 |01
8.1.3.03 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8.1.3.03.01 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada'Perusahaan Milik Swasta -
8.1.3.03.02 [ T ‘
8.1.4 " Lain-lain PAD Yang Sah-LO K-
8.1.4.01 Hasll Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8.1.4.01.01 Hasil Penjualan Tanah - LO
8.1.4.01,02 Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO
8.1.4.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8.1.4, 01.04 Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8.1.4.01.05 Haslil Penjualan Aset Tetap Lalnnya - LO
8.1.4.02 Hasll Penjualan Aset Lainnya - LO
8.1.4,02.01 Hasll Penjualan Aset Lainnya - LO
8.1.4,03 Penerimaan Jasa Giro - LO
'8.1.4.03.01 Jasa Giro Kas Daerah - LO
8.1.4.03.02 Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8.1,4.03.03 Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8.1.4,03.04 1)
©8.1.4.04 Pendapatan Bunga - LO
8.1.4.04.01 Pendapatan Bunga Deposlto - LO
8.1.4.04.02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO
8.1.4.04.03 Dst wvvviveivonnes ' : _
8.1.4.04.04 Rekening Deposito Pada Bank Lainnya- LO
8.1.4,05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8.1.4.05.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8.1.4.05.02




' ‘ ' ‘ SALDO
KODE REKENING I URAIAN | ) 'NORMAL
8 1.4.06 Komisl, Potongan dan Selisih Nilal Tukar Ruplah - LO
8.1.,4.06.01 Pen‘eri‘maan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8.1.4.06.02 o Penerimaan Potongan darl .....c.ceveee. = LO ,
8.1.4.06.03 ~ Penerimaan Keuntungan Selisih Nilal Tukar Ruplah darI .............. -
. L0 ,
8.1.4.06.04 ' DSt woverererenene e e T
8.1.4.07 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8.1.4.07.01 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
‘ Bidang Pendidikan - LO
8.1.4.07.02 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
; Bidang Kesehatan - LO
8.1.4.07.03 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum - LO
8.1.4.07.04 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perumahan Rakyat - LO
8.1.4.07.05 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
‘ ' Bidang Penataan Ruang - LO
8.1.4.07.06 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
; _ Bidang Perencanaan Pembangunan - LO
8.1.4.07.07 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
, : Bidang Perhubungan - LO
8.1.4.07.08 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Lingkungan Hidup - LO
8.1.4.07.09 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
: Bidang Pertanahan - LO
8.1.4.07.10 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - - LO
8.1.4.07.11, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan Anak - LO
8.1.4.07.12 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
_ Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO
8.1.4.07.13 : Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
' Bidang Pariwisata- LO S
8.1.4.07.14 : Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan PekerJaan
' Bidang Pemerintahan Umum--LO
8.1.4.07.15 _ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bldang Perdagangan- LO
8.1.4.07.16 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan PekerJaan
Bidang Pertanian- LO
8.1.4.07.17 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
: Bidang Kesbangpol Dalam Negeri- LO
-8.1.4.07.18 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Komunikasi - LO :
8.1.4.07.19 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
, Bidang Soslal - LO
8.1.4.08 Pendapatan Denda Pajak - LO
8.1.4.08.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8.1.4.08.02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8.1.4.08,03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8.1.4.08.04 |  Pendapatan Denda Pajak Ar Permukaan - LO
8.1.4.08.05 . Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8.1.4.08.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8.1.4.08.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8.1.4.08.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8.1.4.08.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO




‘ SALDO
KODE REKENING URAIAN, | NORMAL
8.1.4.08.,10 ‘ Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8.1.4.08.11 | - Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8.1.4.08.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8.1.4.08.13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8.1.4.08.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8.1.4,08.15 ~ Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
- Perkotaan-LO
8.1.4.08.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -
LO :
8.1.4.08.17 Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO
8.1.4.09 Pendapatan Denda Retribusl - LO
8.1.4.09.01 ’ Pendapatan Denda Retribusl Pelayanan Kesehatan - LO
8.1.,4.09.02 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan -
Lo
8.1.4.09.03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8.1.4.09.04 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
- Mayat- LO
8.1.4.09.05 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -
LO i ,
8.1.4.09.06 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO
8.1.4.09.07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujlan Kendaraan Bermotor - LO
8.1.4.09.08 : - Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i LO : :
8.1.4.09.09 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8.1.4.09.10 Pendapatan Denda Retribusl Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus - LO '
8.1.4.09.11 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8.1.4.09.12 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8.1.4.09,13 Pendapatan Denda Retribusl Pelayanan Pendidikan - LO
8.1.4.09.14 Pendapatan Denda Retribusl Pengendalian Menara Telekomunikasi -
LO
8 .09. 15 : Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8.1.4.09.16 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8.1.4.09.17 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8.1.4,09.18 Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8§.1.4,09.19 Pehdapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8.1.4,09.20 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahén/
» villa - LO
.1.4.09.21 Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8.1.4.09.22 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan -L0
8.1.4.09.23 - Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8.1.4.09.24 Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8.1.4.09.25 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8.1.4.09.26 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8.1.4.09.27 Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol - LO :
8.1.4.09.28 Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
'8.1.4.09.29 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8.1.4.09.30 Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8.1.4.09.31 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO




Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO

KODE REKENING URAIAN - SALDO
: : , - NORMAL
8.1,4.09.32 Pendapatan Denda Retribusi Perpan;angan Izin Mempekerjakan
, - Tenaga Kerja Asing (IMTA) LO : ’
8.1.4.10 - Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8.1.4.10.01 Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8.1.4.10.02 ~ Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8§.1.4.10.03 Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
+8.1.4.10.04 Pendapatan Denda Bangun Serah Guna-LO v
8.1,4,11 Pendépatan Denda Atas Pelahggja’ran Perda -LO ’
8.1.4.11.01 Pendapatan‘Denda Atas Pelanggafan Perda - LO
8.1.4.11.02 DSt evrersirenns KRR
8.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jéminan -L0.
8.1.4.12.01 Hasll Eksekusl Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan
‘ ' Barang/Jasa - LO ' .
8.1.4.,12.02 _Hasl Eksekusl Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8.1,4.12.03 Dst veiivinnns /
8.1.4.13  Pendapatan dari Pengembalian -LO |
8.1.4.13.01 - Pendapatan dari Pehgembalian Pajak Penghasilank Pasal 21-LO
8.1.4.,13.02 Pendapatan Dari Pengembalian Keleblhan Pembayaran Asuran5|
: i Kesehatan Lo :
8§.1.4.13.03 : Pendapatan Dari Pengembahan Keleblhan Pembayaran GaJi dan
, S Tunjangan - LO , :
8.1,4.13.04 Pendapatan Dari Pengembahan Kelebihan Pembayaran Perjalanan
' Dinas - LO ‘
©8.1,4.13.05 Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO
8.1.4.13.06 DSt cevvenserenns ' ‘
8.1.4.14 " Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8.1,4.14.01 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8.1.4.14.02 Pendapatan Penyele‘n‘ggaraan Diklat - LO
8.1.4.14,03 DSt reirennnes D ' |
8.1.4 .15 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
, ‘8 +1.4.15.01 E Angsuran/C\ciIan Penjualan Rumah Dlnas Daerah Golongan III - LO
8.1.4.15.02 Angsuran/Cicilan Pehjualan Kenderaan Perorangan  Dinas - LO
8.1.4.16 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8.1.4.16.01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO ,
8.1.4.16.02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan-
LO :
8.1.4.16.03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8.1 .4.16.04 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
é .1.,4.17 Pendapatan Zakat - LO
8.1.4.17.01 Pendapatan Zakat - LO
8.1.4,17.02 Dt ;
8.1.4.18 Pendapatan BLUD - LO' i
8.1.4.18.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-LO
8.1.4.18.02 Pendapatan Hibah BLUD - LO :
8.1.4.18.03 - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
'8.1.4.18.04 Pendapatan Lain-lain BLUD - LO
8.1.4.19




Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO

KODE REKENING URAIAN SALDO
» NORMAL

8. 1 .4.19.01 - Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8.1.4.20 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8.1.4,20.01 Fasilitas Soslal - LO
8.1.4.20.02° Fasllitas Umum - LO
8.1.4.20,03 (D1 QI , i
‘8 .1.4.21 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8.1.4.21.01 -Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8.1.4,21.02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8.1.4.21, 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8.1.4.21,04 DSt wervrennirns |

8.1.4.22 Hasil dari pengelolaan dana bergulir
8.1.4.22.01 Hasll dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok

Masyarakat..,..cvenen - LO

8.1.4.22.02 D3 A
8.1.4.23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8.1.4.23.01 Pendapatan Dana Kapitasi ‘JKN Karanganyar - LO
8.1.4.23.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tasikmadu- LO
8.1.4.23, 03 Pendapatan Dana Kapitasl JKN pada FKTP Jaten I- LO
8.1.4.23.04 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jaten II- LO
8.1.4.23.05 Pendapatan Dana Kapltasi JKN pada FKTP Kebakkramat I- LO
8.1.4.23.06 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kebakkramat II- LO
8.1.4.23.07 Pendapatan Dana Kapitasl JKN pada FKTP Mojogedang I- LO
8.1.4.23.08 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Mojogedang 1I- LO
8.1.4.23.09 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Karangpandan- LO
8.1.4.23.10 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Matesih- LO
8.1.4.23.11 Péndapatan Dana Kapitasl JKN pada FKTP Tawangmangu- LO
8’. 1.4.23.12 Pendapatan Dana Kapitasl JKN pada FKTP Ngargoyoso- LO
8.1.4.23.13 Pendapatan Dana Kapitasi JKM pada FKTP Jenawi- LO

'8.1.4,.23.14 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kerjo- LO
8.1.4.23,15 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Colomadu I- LO
8.1.4.,23.16 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Colomadu II- LO
8.1,4.23.17 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gondangrejo- LO
8.1.4.23.18 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jumapolo- LO
8.1.4.23.19 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jatipuro- LO
8.1.4,23,20 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jatlyoso- LO
8.1.4.23,21 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jumantono- LO
8.1.4.24 Pendapatan Dana BOS Reguler Satdik Negeri '

8.1.4.24.01 Pendapatan Dana BOS Reguler Satuan Pendidikan Negeri
8.2 PENDAPATAN TRANSFER"- Lo
8. 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintzh Pusat -LO K
8.2.1.01 Bagi Hasll Pajak - LO
8.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO
8 .2.1.01.02 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO
8.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO
8.2.1.01.04 Bagl Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 20 WP Orang Pribadi Dalam
: : Negeri dan PPh Pasal 21 - LO '
8.2.1,01.05




Menengah) - LO

KODE REKENING URAIAN SALDO
S . NS L : NORMAL:
8.2.1.01.06 Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -0+
8.2.1.01.07 Bagi Hasll dan Pajak PPh Psl. 25 & Psl 29 WPODN Dan PPh 21 (PPh
. Psl.21)-LO0
8.2.1.01.08 - -Bagl Hasll dari Pajak Bumi dan Bangunan (Bagl Rata) LO
© 8,2,1.01.09 Bagl Hasll,darl Pajak Bumi.dan Bangunan (Sektor Lainnya) - LO
8 .2.1,02 Bagi-Hasll Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8.2.1.02.01 Bagl Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8,2.1,02.02 Bagl Hasll dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8.2.1.02.03 Bagl Hasil dari Dana Reboisasi - LO |
8.2.1.02.04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO -
8.2.1, 02 .05 Bagl Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO
k  8 .2.1.02.06 - Bagl Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan -L0
8.2,1.02,07 Bagl Hasil dari Pungutan Hasll Perlkanan - LO
8.2.1,02,08 ‘Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - Lo
8. 2 .1.02.,09 Bagl Hasii dari Pertambangan Gas Bumi - LO
- 8,2.1,02,10 . Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8.2,1.02.11 DSt uviseesenenn . s
8.2.1.03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8.2.1.03.01 Dana Alokasl Umum - LO
8.2.1.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8.2.1.04.,01 - DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO
8.2,1.04.02 DAK Bldang Infrastruktu Irigasi - LO
8.2.1.04.03 DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO
. 8.2.1.04.04 DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO
8.2.1.04.05 'DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8.2.1.04.06 " DAK Bidang Kehutanan - LO .
8.2.1,04.07 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8.2.1.04.08 DAK Bidang Kesehatan - LO | |
8:2.1.04.09 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8.2.1.04.10 " DAK Bidang Prasarana, Pemer{ntahan -LO
8.2.1.04.11 DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8.2.1.04.12 DAK Bidang Perdagangan - LO k
8.2.1.04.13 DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8.2.1.04.14 DAK Bidang Sararé dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8.2.1.04.15 DAK Bidang Pertanian - LO i
8.2.1.,04.16 DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8.2.1,04.17 - DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan LO
- 8.2.1,04.18 DAK Bidang Pendidikan - LO
- 8.2.1.04.19 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8.2.1, f04 . 20 DAK Bidang Transportasi Perdesaan- LO
8.2.1 .04.21 DAK Tambahan P3K2 Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan - LO
8.2.1.04.22 DAK Tambahan P3K2 Bldang Pasar-LO - - :
8.2.1.04.23 DAK Tambahan P3K2 Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8.2.1.04.24 DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Kesehatan - LO
8.2.1.04.25 DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
8.2.1.04.26 ' DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Pasar - LO
8.2.1,04.27 DAK Tambahan Usulan Daerah" Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8.2.1.04.28 DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan (Industn Kecil Dan




Dana Tambahan Infrastruktur - LO '

KODE i - SALDO
KODE VREKENING’ | URAIAN - ’ : o NORMAL
.8,2,1.04.29 ~ DAK Bldang Sarana Prasarana Perdagangan (Panwnsata) Lo
8. 2.1 .‘04 . 30 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang (Jalan) - LO
8. 2 1.04.31 ‘ DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang (Sarpras Irigasn Dan
S Alr Minum) - LO
8.2 1. 04.32 DAK Bldang Sarana dan Prasa-'ana PenunJang (Sarpras Kesehatan) -
S Lo e ; :
-.8.2,1.04.33 Dana Alokasi Khusus (DAK) IPD LO
8.2.1.04.34 Bantuan Operasxonal Sekolah-10 :
8.2.1.04.35 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LO
'8.2.1 .04.36 TunJangan Profesi Guru - LO
8.2.1.04.37 Tambahan Penghasnlan Guru - LO o :
8.2 .1.04,38 Bantuan Operasnonal Kesehatan Dan KB (Bantuan Operasmnal
: e Kesehatan) - LO
8.2.1 .04.39 ~ Bantuan Operasional Kesehatan Dan KB (Akred|ta5| Rumah Saklt)
7 Lo
8.2. 1. 04 . 40 . Bantuan Operasnonal Kesehatan Dan KB (Akred|ta5| Puskesmas) Lo
8.2.1, 04.41 Bantuan Operasnonal Kesehatan Dan KB (JaminanPersaHnan) -L0
8.2.1.04.42 k vBantuan Operaslonal Kesehatan Dan KB (Bantuan Operasnonal KB)
; : LO . ;
8.2.1.04.43 5 Peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM & Ketenagakerjaan
’ o L (Peningkatan Pengelolaan Koperasi & UMKM) -LO -
8.2.1.04.44 Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UMKM & Ketenagakerjaan -
_' , (Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan) LO
8.2.1.04.45 o~ ,Tunjangan Khusus Guru i
8. 2‘;.‘1 .04.46 'Dana'PeIayanan Adinistrasl Kependudukan |
.2.1.04.47 - DAK Cary Over Tahun 2016 : ;
8.2.1.04. 48 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendldlkan Kesetaraan Lo
8.2.1.04.49 o Dana Pelayanan Kepariwisataan
8.2.1.04.50  DAKPenugasan SMA |
8.2,1. 04 .51 ‘ DAK Penugasan Kesehatan dan KB (RS RUJukan)
T 2 1,04.52 - DAK Penugasan Kesehatan dan KB (Unit Transfus! Darah)
- 8. 2.1.04.53 DAK Penugasan Kesehatan dan KB (Pengendallan Penyaklt)
8.2.1.04.54 DAK Penugasan Kesehatan dan KB (BAPELKES) '
78.2.1.04.55 DAK Penugasan Air Minum
8.2.1.,04.56 --.DAK Penugasan Samtasn '
8.2.1. 04 .57 DAK Penugasan Jalan (Pendukung Konektnwtas)
'8.2.1.04.58 ' DAK Penugasan Jalan (Prioritas Daerah)
'8.2.1.04.59 DAK Penugasan Pasar
. 8.2.1.04.60 DAK Penugasan Il‘lgaSl (Pendukung Kedaulatan Pangan)
8.2.1.04.61 DAK Penugasan Irigasi (Prioritas Daerah)
5 82 1. 04 .62 DAK Penugasan Energi Skala Kecil dan Menegah
-8.2.1. 04 .63 DAK Penugasan Lungkungan Hidup dan Kehutanan (ngkungan
e Hidup) :
8.2.1.04.64 DAK Penugasan Llngkungan Hldup dan Kehutanan (Kehutanan)
8.2 .1.04.65 DAK Penugasan Pariwisata - :
8.2.1.04.66  DAK Penugasan Kelautan dan Perikanan - LO
8.2.1.04.67 DAK Bidang Sosial - LO
8.2.,2: , Pendapatan Transfer Pemermtah Pusat Lamnya LO K
0 8.2.2.01 ' - Dana Otonomi Khusus LO '
8.2.2.01.01 Dana O‘tonomi Khusus -LO
8.2.2.01.02




Pendapatan Dana BOS Reguler

KODE REKENING | SALDO
URAIAN NORMAL
8.2.2.02 Dana Keistimewaan - LO
8.2.2.02.01 Dana Keistimewaan - LO
8§.2.2.03 Dana Penyesualan - LO
8.2.2.03.01 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8.2.2.03.02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8.2.2.03.03 Dana Insentif Daerah - LO :
8,2.2.03.04 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provins! - LO
8.2.2.03.05 Bantuan Operasional Sekolah - LO
8.2.2,03.06 ] SR '
8.2.2.03.07 Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)- LO
8.2.2.03.08 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)- LO
8.,2.2.03.11 Dana Desa _
8.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO K
8.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8.2.3.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8.2.3.01,02 DSt veervrnrecrnenns 7
8.2.3.01.03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor- LO
8.2.3.01.04 Bagl Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air- LO
8,2,.3.01,05 Bagl Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor- LO
8.2.3.01,06 Bagl Hasll Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah- LO '
8.2.3.01.07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Alr Permukaan-
8.2.3.01,08 Retribusi Kelebihan Muatan- LO
8.2.3.01.09 SP3 Propinst /Lain-lain- LO
§.2,3.01.10 Tera Ulang- LO _
8.2.3.01.11 Bagi Hasil Pajak Rokok- LO
8§.2,3.01,12 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota...- LO
8.2.3.02 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8.2.3.02.01 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8.2.3.02.02 DSt eivirevrerrineens : :
8.2.3.03 Pendapatan Dana Otonomli Khusus - LO
8.2.3.03.01 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8.2.4 Bantuan Keuangan - LO K
1 8.2.4.01 Bantuan Keuangan dari Pernerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8.2.4.01.01 - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ...... -L0
8.2.4.01,02 DSt viverneisannne
8.2.4.02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8.2.4.02.01 Bantuan Keuangan darl Pemerintah Daerah Kabupaten
ersenerturertanerens w " LO
8.2.4.02.02 Dst .... »
8.2.4.03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO '
8.2.4.03.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah KOota ..........ccoovevsvvenrres -
LO
8.2.4.03.02 (51 NN
8.2.5 Pendapatan Dana BOS Reguler K
8.2.5.01




KODE REKENING

Surplus~Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank -
LO ‘ :

_ URATAN . NORMAL
8.2.5 .01.01 Pendapatan Dana BOS Reguler
8.3 . . LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LO
8.3.1 " Pendapatan Hibah-L0 K
8.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8.,3.1.01.01 ‘Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8.3,1.01,02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi - LO
8 .13 . 1.02 ‘Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daeréh Lainnya - LO ;

~-8.3.1.02.01 ,Péndapatan Hibah darl Pemerintah Daerah Lalnnya'- LO
8.3.1,02.02° Dst .o S
8.3.1.03 Pendapatan Hibah daru Badan/Lembaga/Orgamsasu Swasta dalam

; ~ v Negeri - LO
§.3.1.,03.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Orgamsasu Swasta dalam
- Negeri - LO
'8.3.1.03.02 DSt wvvvvverersens
8.3.1.04 , Pendapatan Hibah dari kélompok ‘ma4syaraka‘t/perora’ngan -LO
8.3.1.04.01 © Pendapatan Hibah darl kelompok masyarakat - LO -

8.3.1.04.02 Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
8.3.1.05 Pendapatan Hibahk Dari Luar Negeri Lo
8.3.1.05.01. Pendapatan Hibah iDarl Bilateral - LO
8,3.1.05.02 ‘Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LO
8.3.1.05.03 Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - Lo
8. 3 1.06 Hibah Dana BOS - LO
8.3.1.06.01 Hibah Dana BOS LO
8. 3.2 Dana Darurat Lo K |
8.3.2.01 Dana Darurat Lo ;

o 8.3.2.01.01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam LO ‘

- '8.,3.2.01.02 Dst i R ,
8.3.3 Pendapatan Lainnya - LO K’
8. 3;.'3’. 01 Pendapatan Lainnya - LO ‘

©.8.3.3.01.01 Pendapatan Lainnya - LO
8,3.3.01.02 - Dst i : ,
8.4 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO -

- 8.4.1 Surplus Pkenjualan Aset Non Lancar - LO K

2 8.4 .1.01 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO -

- 8,4.1.01.01 Surplus Pen;ualan Aset Tanah - LO
8.4.1.01.02 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesm LO
8.4.1.,01.03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8.4,1.01,04 - Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lamnya Lo

~8,4,1,01.05 Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8.4.1.01.06 Surplus Pelepasan Investasl Jangka Panjang - LO
8.4,1.01.07 DSt cuererirerens : : :

| 8.4 2.0 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pahjang -LO | K
8.4 2. 01‘ : Sufp|us Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang : Lo '
8.4,2.01.01 ‘ Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8.4.2.01.02




Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO

' SALDO
KODE REKENING
| L URAIAN s NORMAL

8.4.2.01.03 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO -

'8.4,2.01.04 Surplus Penyelesalan Utang Pemerintah Pusat - LO

8.4.2.01.05 ~ Surplus Penyelesalan Utang Pemerintah Provinsi - LO

8.4.2. 01.06 Surplus Penyelesalan Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
©8.4.2.01.07 Surplus Penyelesalan Premium (Diskonto) Obligasi - LO
©8.4.2,01.08 | DSt ceiivimives SRR EUR ARS ‘

8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non 'Opera’sional Lainnya - LO K

8.4.3 .01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO |

8.4.3.01,01 Surplus darl Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

8.4.3.01.02 Surplus Pelepasan Investasl Jangka Pendek - Lo -

8.5 PENDAPATAN LUAR BIASA LO

8.5.1 Pe‘nkdapatan Luar Biasa - LO, K

8 5 1,01 ~ Pendapatan Pos Luar Biasa - LO -

8.5.1,01.01 Pendapatan Pos Luar Blasa - LO -

9 | BEBAN '

9.1 BEBAN OPERASI

9.1.1 Beban Pégawai - Lo' _}D

9.1.1.01 , Beban Gajl dan Tunjangan 0

9.1.1,01.01 “Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO

9.1.1.01.02 Beban TunJangan Keluarga Lo

9,1.,1.01.03 . Beban Tunjangan Jabatan LO

9.1.1.01.04 Beban Tunjangan Fungsional - LO

9.1.1,01.05 ‘Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO

9.1.1.01.06 Beban Tunjangan Beras - LO

9.1.1.01,07 , Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Lo -

9.1.1.01.08 Beban Pembulatan Gaji - LO

9.1.1.01.09 - Beban luran Jaminan Kesehatan - L0

9.1.1.01.,10 Beban Uang Paket - LO -

:9.1.1.01.11 Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO

9.1.1.01.12 Beban Tunjangan Komisi - LO

9.,1.1,01.13 Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO

9.1.1.01.14 - Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO

9.1.,1.01.15 ~Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO

9.1.1.01.16 Beban Tunjangan Perumahan - LO . ’

9,1.1.01.17 ‘Beban Uang Duka Wafat/Tewas LO

9.1,1,01.18 Beban Uang Jasa Pengabdlan Lo ;

9.1.1.01.19 Beban PenunJang Operasional Pimpinan DPRD LO

9.1.1,01.20 Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO

9.1.1.01.21 Beban Tunjangan Badan Legislasi Daerah

9.1,1.01,22 --Beban Iuran BPJS Ketenagakerjaan

9.1.1.01.23 ‘Beban Iuran Jaminan Kematian (JKm)

9.1.1.01.24 'Beban Tunjangan Profesi Guru

9.1.1.01.25 " Beban Tunjangan Penghasilan Guru

9.1.1.01.26 Beban Tunjangan Khusus Guru

9.1.1.02 Beban Tambahan Penghasxlan PNS - LO

9.1.1.02.01 ~ Beban Tambahan Penghasulan Berdasarkan,Beban Ketja - LO

9.1. 1 02.02 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO
9.1.1.02.03




R , V ‘ SALDO
KODE REKENING ; | s Ca URAIAN | : | | NORMAL
9.1.1.02.04 : Beban Tambahan Penghasnlan Berdasarkan Kelangkaan Profesl - LO ‘
9.1.1. 02.05 — Beban 'Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja -0
'9.1.1.02.06 Beban Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawal
9.1.1.02 .07 7 Beban Tambahan Penghasiblan Pemberian Uang Makan:
9,1.1.02.08 Beban Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
9.1.1.02.09 Beban Tambahan Pengha51lan Dalam Rangka Pendampingan
B . Kegiatan DPRD . .
9.,1.1:02,10 ’ Beban Tambahan Penghasnlan Bagi Guru PNSD
9.1.1.02.11 ' Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD .
-9.1.1 .03 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
' TR KDH/WKDH LO
9,1,1.03.01 ~Beban Tunjangan Komunikasl Intensnf leplnan dan Anggota DPRD -
- \ : Lo : ‘
9,141, 03.02° ' ~ Beban Penunjang Operasmnal KDH/WKDH Lo
9.1, 1.03.03 : - Beban Penunjang Operasional leplnan DPRD -
9.1,1.03.04 ‘Beban Tunjangan Reses
9.1.1.03.05 ~ Beban Tunjangan Tranportasi ,
9.1.1.,04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Banguhan -10 ;
9,1.1.04.01 | -Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO
9,1.1.04.02 : Beban Pemungufan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9.,1.1.,04,03" Beban Pemungufan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9.1.1.04.04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan |
: . - Pedesaan-L0
9.,1.1.04.05 Beban Pemungutan PBB - LO
9.1.1,05 Beban Insentif Pemungutan Pa]ak Daerah ,
9.1.1.05.01 ' ~ Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pajak Kendaraan
’ : ’ Bermotor - LO
9.1.1,05.02 - Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bea Bahk Nama
B ' ‘ -~ Kendaraan Bermotor - LO ’
9.1.1.05.03 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - PaJak Bahan Bakar
S ' , Kendaraan Bermotor - LO :
9.1.1.05,04 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pajak A|r Permukaan -
Lo
9.1.1.05.05 ~ Beban Insentif Pgmungutan Pajak'Daerah = Pajak Rokok - LO
9.1.1.05.06 - Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO -
9.1.1.05.07 ’ ~Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9.1.1,05,08 ~ Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9,1.1 .'05 .09 " Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9.,1.1.05.10 : Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - PaJak Penerangan Jalan ;
LO
1.1, 05.11 . Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
-9.1.1.05.12 : Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9.1.1.05.13 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pajak Sarang Burung
: L Walet - LO '
9,1.1.05.14 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - PaJak Mineral Bukan
, I Logam dan Batuan - LO ,
9.1.1.05.15 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah PaJak Bumi dan
' Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
9.1.1.05.16 ~ Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
o Tanah dan Bangunan - LO
9.1.1.05.17 ‘ Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO




: S C SALDO
KODE REKENING | | URAIAN . : : o NORMAL
9.1.1.06 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9.1.1.06.01 ‘ Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan
. -0 .
-9,1.1.06.02 Beban Insentif Pemungutan Retrlbusu Daerah Pelayanan
_Persampahan/ Kebersihan - LO :
9,1.1.06.03 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantlan Blaya
' Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9.1.1.06.04 - Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
‘ Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
9.1.1.06.05 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di
: Tepi Jalan Umum - LO :
9.1.1.06.06 Beban Insentlf Pemungutan Retnbusu Daerah Pelayanan Pasar - LO
9.1.1.06.07 | Beban Insentif Pemungutan Retrlbusl Daerah Pengujlan Kendaraan
‘ ‘ Bermotor - LO
9.1.1.06.08 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat
: Pemadam Kebakaran - LO .
9.1.1.06.09 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya
. © “Cetak Peta - LO ,
9.1.1.06.10 |- : Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyedlaan dan/atau
, « Penyedotan Kakus - LO
9.1.1.06.11 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah
‘ , ' ; Cair - LO
9.1.1.06.12 Beban Insentif Pemungutan Retnbusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera
: Ulang - LO
9.1.1.06.13 : Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
E Pendidikan - LO :
9.1,1.06,14 -Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian
, Menara Telekomunikasi - LO
9.1.1.06.15 Beban Insentif Pemungutan Retnbust Daerah - Pemakaian Kekayaan
‘Daerah - LO
9.1.1.06.16 |- Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/
. atau Pertokoan - LO
9.1.1.06.17 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tempat Pelelangan -
- LO
9.1.1.06.18 ' " Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9,1,1,06.19 v Beban Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Tempat Khusus
. Parkir - LO
9.1.1.06.20 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/
: ' Pesanggrahan/ Villa - LO .
9.1,1.06,21 Beban Insentif Pemungutan Retrtbusn Daerah Rumah Potong
Hewan - LO -
9.1.1.06.22 , Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
: , Kepelabuhan - LO
9,1,1.,06,23 - Beban Insentif Pemungutan Retrnbusn Daerah Tempat Rekreasi dan
Olah raga- LO
9.1.1,06,24 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air -
Ko} ,
9.1.1.06.25 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi
Usaha Daerah - LO
9.1,1.06.26 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Izin Mendirikan
i Bangunan - LO _
9.1.1.06,27 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol - LO
9.1.1.06.28 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 1zin Gangguan - L.O
9.1,1.06.29 - Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9.1.1.06.30 | ~ ~Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO




Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

; SALDO
KODE REKENING | URAIAN NORMAL
9.1.1.06.31 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu
- Lintas - LO : ;

9.1.1.06,32 Beban Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

9.1.1.06.33 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO

9,1.1.07 Beban Uang Lembur - LO '

9.1.1.07.01 . Beban Uang Lembur PNS - LO

9.1.1.07.02 * Beban Uang Lembur Non PNS - LO

9.1.1.08 Beban Pegawal BLUD- LO

9.1.1.08.01 Beban Pegawal BLUD- LO

9.,1.1.09 Beban Pegawal Dana BOS- LO

9.1.1.09.01 Beban Pegawal Dana BOS- LO

9.1.1.10 Beban Gajl dan Tunjangan DPRD

9.1.1.10,01 Beban Uang Representaéi DPRD - LO

9.1.1.10.,02 Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO

9.1,1,10,03 Beban Tunjangan Beras DPRD - LO

9,1.1.10.04 Beban Uang Paket DPRD - LO

9.1.1.10,05 Beban Tunjangan Jabatan DPRD - LO

9.1.1.10.06 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD - LO

9.1.1.10.07 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD - LO

9.1.1.10.,08 Beban Tunjangan Komunikasi Intens!f Pimplnan dan Anggota DPRD -
Lo

9.1.1.10.09 Beban Tunjangan Reses DPRD - LO

©9.1.1.10.10 ‘Beban Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus DPRD - LO

9.1.1.10.11 "Beban Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD - LO

9.1.,1.10.12 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian
DPRD - LO , '

9.1.1.10.13 Beban Tunjangan Perumahan DPRD - LO

9.1.1.10.14 Beban Tunjangan Transportasi DPRD - LO

9.1.,1.10,15 Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD - LO

9,1.1.11 Beban Gajl dan Tunjangan KDH/WKDH

9,1.1.11,01 Beban Gaji Pokok KDH/WKDH - LO

9.1,1.11,02 Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH - LO

9.1.1,11.03 Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LO

9.1.1,11.,06 Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH - LO :

9,1.1,11.,07 Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LO

9.,1,1.11.08 Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH - LO

9,1.1,11,09 Beban Iuran Premi Asuransi Kesehatan KDH/WKDH - LO

9,1.1.11,10 - Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian
KDH/WKDH - LO

9,1.1.,12 Beban Pegawai Pemeriritah Perjanjian Kerja

9.1,1,12,01 Beban Pegawal Pemerintah Perjanjian Kerja - LO

9.1,1.12,02 Dst

9.1.2 Beban Barang dan Jasa D

9.1.2.01 Beban Bahan Pakai Habis

9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor

9.1.2.01.02 Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)

9.1.,2.01.04




.04

Beban Premi Asuransi Kecelakaan Kerja

SALDO
KODE REKENING URAIAN " NORMAL
9,.1.2.01.05 * Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
9.1.2.01,06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
5.1.2.01.07 Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9.1.,2.01,08 Beban Persediaan Pengislan Isl Tabung Gas
-9.,1.2.01.09 Dst ... '

9.1.2.02 Beban Persediaan Bahan/ Material

9.1.2.02.01 Beban Persedlaan Bahan Baku Bangunan

9.1.2.02.02 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman

9.1.2.02.03 Beban Persediaan Bibit Ternak

9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan‘ Obat-obatan

9.1,2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimla

9.1.2.02.06 Beban Bahan Percontohan/Demplot/Peraga/Pelatihan
9.1,2.02.07 ~ Beban Bahan Pakan Ternak '
9.1.2.02.08 Beban Bahan dan Perlengkapan Lomba

9.1.2.02.09 Beban Bendera, Spanduk, Baliho dan Umbul-umbul
9.1.2.02.10 Beban Bahan Medis

9.1.2.02.11 Beban Bahan Makanan dan Minuman

9.1.2.02.12 Beban Bahan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
9.1.2.02.13 - Beban Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
9.1.2.02 .14 Beban Bahan Penunjang Operasional Penanganan Bencana
9.1.2.02.15 Beban Bahan Bacaan/Buku Peraturan Perundangan
9.1.2.03 Beban Jasa Kantor

9.1.2.03.01 Beban Jasa telepon

9.1.2.03.02 Beban Jasa air

9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik

9.1.2.03.04 Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
9.1.2.03.05 Beban Jasa Surat Kabar/Majalah .~

9.,1.2.03.06 Beban Jasa Kawat/FakSImlli/Intemet

9,1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman

9.1,2.03,08 Beban Jasa Sertifikasl
'9,1.2.03.09 Beban Jasa Transaksi Keuangan

9.1.,2.03.10 Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9.1.2.03.11 Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor

9.1.2.03.12 Beban Jasa Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
9,1.2.03.13 Beban Dokumentasi

9.1.2.03.14 Beban Dekoras|

9.1.2.03.15 Beban Jasa Publikasl

9.1.2.03.16 Beban Retribusi Sampah

9.1.2.03.17 Beban Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan

9.1.2.03.18 Beban Jasa Uji Laboratorium

9.1.2.03.19 Beban Jasa Kalibrasi

9.1.2.03.20 Beban Jasa Penanganan Masalah Sosial

9.1.2.03.21 Beban Iuran TPHD

9.1.2.03.22 Beban Jasa Lainnya

5.1.2.03.23 Beban Jasa Tindakan Medis

9.1.2.04 ~ Beban Preml Asuransi

9.1.2.04, 01 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan

9,1.2.04.02 Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah

9.1,2 .03




KODE REKENING | URAIAN , : SALDO
s NORMAL

9.1.2.05 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.01 ~ Beban Jasa Service
9.1.2.05.02 ‘ Beban Penggantiah Suku Cadang
9.1. 2_. 05.03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9.1.2.05.04 : Beban Jasa KIR
9.1,2.05.05 Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.06 ~ Beban Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor -
9.1.2.05.07 ~ Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
9.1,2.,05.08 Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
9.1.2.06 | Beban Cetak dan Penggandaan
9.1.2.06.01 Beban Cetak
9.1.2.06.02 Beban Penggandaan
9.1,2.06.03 ' Beban Penjilidan
9.1.2.07 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.1.2.07.01 Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
9.1.2,07.02 Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
9.1.2.07.03 Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
9.1.2.07.04 Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
9.1,2.07.05 Beban Sewa Penginapan
9.1.2.07.06 Beban Sewa dan Kompensasi Tanah
9.1.2.08 Beban Sewa Sarana Mobilitas
9.1.2.08.01 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.1.2.08.02 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9.1.2.08.03 {- Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9,1,2.08.04 . Dst ...
9.1.2.09 Beban Sewa Alat Berat
9.1,2,09,01 Beban Sewa Eskavator
9.1,2.09.02 Beban Sewa Buldoser
9.1.2.09.03 Dst ...
9.1.2.10 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.1.2.10.01 Beban Sewa Meja Kursi |
9.1.2.10.02 Beban Sewa Komputer dan Printer
9.1.2.10.03 Beban Sewa Proyektor
9.1.2.10.04 Beban Sewa Generator
9.1.2.10.05 | Beban Sewa Tenda -
9.1.2.10.06 , Beban Sewa Pakalan Adat/Tradisional
9.1.2.10.07 Beban Sewa Sound Sistem
9.1.2.10.08 _ Beban Sewa Alat Musik
9,1.2.10.09 Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
9,1.2.11 Beban Makanan dan Minuman
9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harlan Pegawai ‘
9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat
9.1.2.11.03 Beban Makanan dan Minuman Tamu
9.1.2.11.04 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan .
9.1.2.11.05 Dst...
9.1.2.,12 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9.1.2.12.01 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9.1.2.12.M Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) '
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BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL) -
Beban Pakalan Dinas Harian (PDH) -
Beban Pakalan Dinas Upacara (PDU) |
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)

. Beban Pakaian Kerja

‘Beban Pakalan kerja lapangan

© Dst...

Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Beban Pakalan KORPRI ;
Beban Pakalan Adat Daerah
Beban Pakalan Batik Tradisional
Beban Pakaian Olahraga

Beban Pakalan Khusus

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
‘Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
BBM ‘

Beban Perjalanan Pindah Tugas -

Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah

~ Beban Pemulangan Pegawai

Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah

Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan
Tugas ' .

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharan Tanah

Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan -

~ Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya:
"."Beban Pemeliharan Mebelalr

Beban Pemeliharaan Komputer

- Beban Pemeliharaan Jaringan Alr 5
- Beban Pemeliharaan Senjata Api

Beban Pemeliharaan Alat-alat Besar Darat

- Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan
. Beban Pemeliharaan Alat Kesenian

- Beban Jasa Konsultasi

‘Beban Jasa Konsultansi Penelitian

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
‘Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
Beban Jasa Legalisasi

‘Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Barang Yang Akan 'Diserahkan Kepada Masyarakat k
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

DSttt

Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga .




KODE REKENING

URAIAN

SALDO

NORMAL

lDLD&DlOLD\DlD

W W

.1,
.1,
1.
.1,
. 1.
1.
1.
1,
1
1.
1.
1.
1,
1.
1,
1.
1.
B
1.
1.
1.
1.
1.
1,
1,
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1,
1.
1.

(e}
-

w0 \DLD.&O [Uo BN Vo NN Vo JERN Vo |

[ T = T T

N,

2.
2.
2.
2,
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

NN NN N NN

. 30.

. 30.

21.
21,
21,

22
.22,

22,
22.
22,
22.

23

23.
23.
23.
23.

24

24.
24,
24,

25

25,
25.
25.
25.
25.

26

26.
26.
26.

27

27.
27.

28

28.

29

29,
30

.31

.31,

.32,

32

.33

.33,

.34

01
02
03

01
02
03
04
05

01

02
03

04 -

01
02
03

01
02
03
04
05

01
02
03

01
02

01

01

01

02

01

01

01

Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
‘Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
Dst ...

Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Tugas Belajar D3
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
Beban Beasliswa Tugas Belajar S2
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3

" Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
; Beban Soslalisasi
Beban Bimbingan Teknis

Beban Honorarium Non Pegawal

Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
Beban Moderator

Beban Honorarium PNS - LO

- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Lo
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
Beban Honorarium PNS Lainnya - LO '
Beban Pengurus Barang dan Bendahara Barang

Beban Honorarium Non PNS - LO

Beban Hovnorarlum Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
Beban Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap - LO
Beban Jasa Tenaga Pelaksana Lainnya

Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat

Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
Beban Barang Dana BOS
Beban Barang Dana BOS ,
Baban yang bersumber dari Dana Képitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Naslonal

Beban Jasa Pelayanan Kesehatan FKTP
Beban Barang dan Jasa BLUD '
Beban Barang dan Jasa BLUD

- Beban 'Barang dan Jasa Dana BOS Reguler

Beban Barang dan Jasa Dana BOS Reguler
Beban Barang Jasa Ekstrakomptable
Beban Barang Jasa Ekstrakomptable

* Beban Jasa Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kepada

Masyarakat
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9,1.2.34.01 Beban Jasa Pelatihan Kepada Masyarakat -
9.1.2.34.02 " Beban Jasa Bimbingan Teknis Kepada Masyarakat
9.1.2.34. 03 - Beban Jasa Soslalisast Kepada Masyarakat
9.1.3 Beban Bunga D
9 .1.3.01 Beban Bunga Utang Pinjaman
9.1.,3.01.01 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9.1.3.01.02 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9.1.3.01.03 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9.1,3.01.04 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan
Bank
9.1.3.01.05 Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9.1.3.01.06 0] '
9.1.3,01.07 Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9.1,3.01.08 Beban Bunga Utang Pinjaman DB Loan - LO
9.1.3.02 Beban Bunga Utang Obligasi
9.1.3.02.01 ' Beban Bunga Utang Obligasi
9.1.3.02.02 DSE wivrevrienssmsesensens ’
9.1.4 Beban Subsidi D
9.1.4.01 Beban Subsidi
9.1.4.01.01 Beban Subsid! kepada BUMN
9.1.4.01.02 Beban Subsidi kepada BUMD
9.1.4.01.03 Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9.1.4.01.04 DSt ereevrieerrrernnsenes '
9.1.5 Beban Hibah 4 D
9.1.5.01 Beban Hibah kepada Pemerintah
9.1.5.01.01 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9,1,5.01,02 Beban Hibah Kepada Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar
9.1.5.02 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9.1.5.02.01 Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9.1.5.02.02 Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9.1.5.02,03 Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9.1, 5 .03 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9.1.5.03.01 Beban Hibah kepada Perusahaan DaeraH/BUMD
9,1,5.03.02 {01 U ' '
9.1.5.04 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9.1.5.04.01 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9.1.5.04.02 Beban Hibah kepada Pihak Ketiga
9.1.5.05 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9.1.5.05.01 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9.1.5.05.02 Dst ... '
9.1.5.06 Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
9.1.5.06.01 Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di
‘ kabupaten/kota.... '
9.1.5.06.02 - Beban Dstu...ccviveereinicnninniininnenns
9.1.5.06.05 Dst ...
9.1.5.07 Beban Hibah Kepada Instansi Vertikal
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Beban Penyusutan Jaringan Gas

.~ SALDO
R ; URA.IAN NORMAL
-9.,1.7.01.24 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9.1.7.01.25 ~ Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9.1,7.01.26 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9.1.7.01.27 Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan '
9.1.7.01,28 Beban Penyusutan Radiation Apllcatlon and Non Destructive Testing
v Laboratory (BATAM)
9.1.7.01.29 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9.1.7.01,30 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9.1, 7.01.31 ~ Beban Penyusutan Senjata Api
9.1.7.01,32 Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
'9,1.7.01.33 Beban Penyusutan Amunisi '
9.1.7.01.34 Beban Penyusutan Senjata Sinar :
9.1.7.01.35 Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9.1.7.02 ‘ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9.1,7.02,01 Beban Penyusutan Bahgunan Gedung Tempat Kerja
9.1.7.02.02 ‘Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9.1 .' 7.02,03 Beban PehyusutanBangunan Menara
9.1.7.02.04 Beban Penyusuta_n Bangunan Bersejarah
9.1.7.02.05 Béban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan
9.1,7.02.06 Beban Penyusutan Bangunan Candi ,
9.1.7.02.07 Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan BerseJarah :
‘ lalnnya
.1.7.02.08 Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9.1.7.02.09 - Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9.1.7.02.10 Beban Penyusutan . Bangunan Rambu-Rambu Lalu Llntas Udara
9.1.7.03 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jarmgan
9,1. 7’. 03.01 Beban Penyusutan Jalan
9.1.7.03.02 Beban Penyusutan Jembatan
9.1,7.03.03 Beban Penyusutan Bangunan Alr Irigas
9.1,7.03.04 Beban Penyusutan Bangunan Alr Pasang Surut
9.1.7.03.05 Beban Penyusutan Bangunan Alr Rawa
9.1.7.03.06 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungal dan
L Penanggulangan Bericana Alam :
9.1.7. 03 .07 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Alr
Tanah L :
9.1,7.03.08 Beban Penyusutan Bangunan Air BerSih/Baku
9.1,7.03.09 Beban Penyusutan Bangunan Alr Kotor -
©9,1,7.03.10 -Beban Penyusutan Bangunan Air
o 9 .1.7.03.11 - Beban Penyusutan Instalasl Air Minum/Air Bersih
9,1,7.03.12 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor.
©9.1.7.03.13 ~“Beban PenyuSutan Instalasi Pengolahan Sampah
9.1.7.03.14 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9.1.7.03.15 Beban Penyusutan Instalasi Pembahgkit Listrik
9.1.7.03.16 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik ;
9.1.7.03.17 Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan
9.1.7.03.18 Beban Penyusutan Instalasi Gas
9.1,7.03.19 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9.1.7.03.20 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9.1.7.03.21 Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9.1.7.03.22 Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9.1.7.03.23 ‘
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9,1. 7.04 - Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
9.1.7.04.01 |- - Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasl
9,1.7.04.02 Dst., L
9,1.7.05 - Beban Penyusutan Aset Lainnya
9.1.7.05.01 ~ Beban Penyusutan Barang Rusak Berat
9.1.7.05,02 ~ Dst. ‘ o
9.1.7.06 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9.1.7.06.01 | Beban Amortisasl Goodwill
9.1.7.06.02 Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise -
9.1.7.06.03 ' Beban Amortisasi Hak Cipta
5.,1.7.06,04 Beban Amortisasl Paten
9.1.7.06.05 " Beban Amortisas! Aset Tidak Berwu1ud Lainnya ,
9.1.8 | Beban Penyisihan Plutang ' ‘ D
9.1.8.01 _ , : Beban Penylslhan Piutang Pendapatan |
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak
9.1.8.01.02 ~ Beban Penyisihan Piutang Retribusi .
9.1.8.01.03 : Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
: ’ Dipisahkan
9.1,8.01.04 Beban Penyisihan qutang Lain-lain PAD yang Sah
9.1.8.01.05 “Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat -
'9.1.8.01.06 - Beban Penyistan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9.1.8 01,07 Beban Penyisihan Piutang Tfansfer Pemerintah Daerah - Lainnya
9.1.8.01. 08 : Beban Pényisihan Piutang Bantuan Keuangan
9.1.8.01.09 ~Beban Penyisihan Piutang Hibah
9.1.8.01.,10 C Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9.1.8.01.11 Dstuceccinns : SR
9.1.8.02 | Beban Penyisihan Piutang Lainnya ‘ ,
9.1.8.,02.01 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka PanJang
9.1.8.02. 02 Beban Penyisihan Baglan Lancar Tagnhan Pinjaman Jangka Panjang’
' ‘ kepada Entitas Lainnya ~
9.1.8.02.03 , : Beban Penyisihan Bagian Lancar Taglhan PenJaualan Angsuran
9.1.8.02.04 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
9.1.8.02.05 | Beban Penyisihan Uang Muka
9.1.8.02.06 ; - Beban Penyisihan Piutang lain-lain
9.1.9 Beban Lain-lain ’ ‘ ' ; 1 b
9,1.9.01 ' Beban Penurunan Nilai Investasi
9.1.9.01.01 | Beban Penurunan Nilal Investasi
9,1.9.02 - | Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1 .'9 .02.01- " Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1,9.03 ~ Beban Lain-lain
9.1.9.03.01 Beban Lain-lain- -
9.2 BEBAN TRANSFER |
9.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah : D
9.2.1,01 1 - Beban Transfer Bagl Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerlntahan
’ _ - Kabupaten/Kota :
9.2.1,01.01 ' Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
‘ Kabupaten/Kota :
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0.2.1. 01.02 ~ Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Provinsi : '

.9.2.1.01.03 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

9.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainhya D
9.2.2.01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
: : Kabupaten/Kota/Desa
9.2.2.01.01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lalnnya Kepada

Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9.2.2.01.02 DStoiiiccenrmreeesssnnssesnnnresinsnaes
9.2.3 ' Beban Transfer Bantuan Keuahg‘an ke Pemerintah Daerah D

, Lainnya ' ‘ : :
9.2.3.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9.2.3.01.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ké' Propins!
9.2.3.01.02 [0 SR
9.2.3.02 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9.2.3.02.01  Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9,2.3.02.02 DStrtiierssinnnnssissiienns
9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
9.2.4.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.01.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.02" Beban Transfer Bantuan Keuangan ke kelurahan ,
9.2.4.02.01 ' ‘Beban Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di
~Kelurahan ' , ’

9.2.5 Beban Transfer’ Bantuan Keuangan Lainnya D
9.2.5.01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9.2.5.01.,01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partal Politik
9.2.6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus D
9.2.6.01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9.2.6.01.01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9.3 DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1 Defisit Penjual_ain Aset Non Lancar - LO D
9.3.1.01 Deflsit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.01 Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9.3.1.01.02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9.3.1.01.03 Deflsit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9.3.1.01. 04 Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9.3.1.01.05 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9.3.1.01.06 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9.3.1.01.07 571 U
9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - Lo D
9.3.2.01 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO ’
9.3.2.01.01 Defisit Penyelesalan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9.3.2.01.02 Egﬂsit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank -
9.3.2.01.03 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9.3.2.01.04 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9.3.2.01.05 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
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9.3.2.01.06 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9.3.2.01,07 Defisit Penyelesalan Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9,3.2.01.08 {011 R ’
9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO D
9,3.3.01 Defislt darl Keglatan Non Operasional Lainnya - LO '
9.3.3.01.01 Defisit Penghapusan Aset Lainnya
9.3.3.01.02 Defisit Pelepasan Investas! Jangka Pendek - LO
9.3.3.01.03 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lalnnya - LO
9.3.3.01.04 Dst
9.4 BEBAN LUAR BIASA
9.4.1 Beban Luar Biasa D
9.4,1.01° Beban Luar Blasa
9.4.1.01.01 Beban Tak Terduga
9.4.1.01.02 Beban Bencana Alam
9.4.1.01.03 Beban Luar Biasa Lainnya
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